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ABSTRACT 

The issue of child labor remains unresolved in Indonesia. It is hindering the achievement of one of the United 

Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), which is to end child labor in all forms by 2025. This study 

aimed to examine the characteristics of child laborers aged 10–17 years old and the impact of maternal 

characteristics on child labor in Indonesia in 2018. The study analyzed data from The National Socioeconomic 

Survey (Susenas) Kor March 2018, using binary logistic regression. The results showed that most child laborers 

had mothers who were heads of households, had low levels of education, were disabled, had severe illnesses, were 

of productive age, had previously been married, and were recent migrants. It was concluded that maternal 

position in the household, maternal education level, maternal health status for severe illnesses, maternal age, and 

migration status significantly affected the prevalence of child labor in Indonesia in 2018. However, maternal 

physical condition, health status for mild illnesses, and marital status did not have an impact on child labor in 

Indonesia in 2018. 

 

Keywords: child labor, maternal characteristics, binary logistic regression 

ABSTRAK 

Isu pekerja anak masih menjadi masalah serius di Indonesia yang belum dapat diatasi. Hal ini menjadi 

kendala terpenuhinya salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu mengakhiri 

pekerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

umum karakteristik pekerja anak usia 10–17 tahun di Indonesia serta pengaruh karakteristik ibu terhadap status 

pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik, 

yaitu data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2018. Analisis dilakukan menggunakan 

metode regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja anak memiliki ibu 

dengan karakteristik sebagai kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, memiliki keterbatasan fisik (difabel), 

mengalami sakit berat, berusia produktif, berstatus pernah kawin, dan memiliki status sebagai migran risen. Selain 

itu, penelitian juga menemukan bahwa kedudukan ibu dalam rumah tangga, pendidikan ibu, kondisi kesehatan 

ibu untuk kategori sakit berat, umur ibu, serta status migrasi ibu berpengaruh signifikan terhadap munculnya 

pekerja anak. Namun, kondisi fisik ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit ringan, dan status perkawinan 

ibu tidak berpengaruh terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018. 

 

Kata kunci: pekerja anak, karakteristik ibu, regresi logistik biner 
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PENDAHULUAN  

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 

1989) dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak 

(Convention on the Right of the Child) 

menyebutkan bahwa anak, yaitu orang yang 

berusia di bawah 18 tahun, berhak untuk 

mendapatkan pendidikan, beristirahat dan 

bersenang-senang, serta dilindungi dari 

eksploitasi ekonomi dan dari melakukan 

pekerjaan berbahaya. Sementara itu, Indonesia 

memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-

hak anak tersebut perlu dilindungi dan dihormati 

karena anak berperan penting bagi kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa 

mendatang. Untuk dapat memikul tanggung 

jawab tersebut, anak harus dipersiapkan dengan 

memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya 

agar tumbuh secara optimal baik fisik, mental, 

maupun sosial dan memperoleh jaminan 

kesejahteraan. Oleh karena itu, seorang anak 

idealnya dikhususkan untuk pendidikan, rekreasi, 

dan pelatihan (ILO, 1973). Namun, hingga kini 

masih banyak anak di dunia yang terjebak dalam 

lingkaran pekerja anak dan mempertaruhkan 

masa depan mereka.  

Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 152 juta 

pekerja anak di dunia, dengan 73 juta anak di 

antaranya terlibat dalam pekerjaan yang 

membahayakan kondisi fisik, mental maupun 

sosial mereka (ILO, 2017). Meski angka ini 

menurun apabila dibandingkan dengan jumlah 

pekerja anak pada tahun 2012 yang mencapai 168 

juta dan dengan 82 juta anak bekerja pada 

pekerjaan yang membahayakan, namun angka 

tersebut tetap menunjukkan bahwa masih banyak 

anak di dunia yang tidak terpenuhi hak-haknya. 

Oleh sebab itu, salah satu target yang ingin 

dicapai dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) adalah mengakhiri tenaga 

kerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 

2025 melalui target 8.7 (ILO, 2018). 

Pekerja anak dapat menjadi masalah serius 

sebab anak berusia rentan terpaksa bekerja 

(Rosidah, 2012). Dalam UU Nomor 20 Tahun 

1999 dan UU Nomor 1 Tahun 2001 telah 

dinyatakan secara tegas kewajiban untuk 

menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk pada anak serta ditetapkan 18 tahun 

sebagai usia minimum seseorang untuk bekerja. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai 

penyimpangan terhadap peraturan ini sehingga 

dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk 

terhadap anak itu sendiri, generasi selanjutnya, 

maupun bagi negara. 

Menurut Sugiyani (2000), dampak seorang 

anak yang bekerja antara lain tidak memiliki 

waktu luang untuk bermain, terganggunya proses 

tumbuh kembang anak, terganggunya kesehatan 

fisik dan mental anak, rasa rendah diri dalam 

pergaulan, rentan terhadap perlakuan 

diskriminatif, rentan mengalami kecelakaan 

kerja, rentan terhadap perlakuan tindak 

kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan, serta 

rentan menciptakan generasi miskin. Pekerja 

anak tersebut di masa depan akan menciptakan 

pekerja anak lainnya, atau dengan kata lain, tidak 

dapat keluar dari lingkaran kemiskinan karena 

ketidakmampuan bersaing di era globalisasi.  

Munculnya masalah pekerja anak 

diakibatkan oleh kemiskinan yang merupakan 

pendorong utama bagi anak untuk masuk ke 

pasar tenaga kerja karena orang tua 

membutuhkan tenaga anak untuk mendapatkan 

penghasilan rumah tangga (Usman & Nachrowi, 

2004).  Selain itu, kemiskinan membuat orang 

tua tidak mampu membayar biaya pendidikan 

anak yang mahal sehingga akhirnya memutuskan 

untuk mengikutsertakan anaknya dalam dunia 

kerja demi membantu menambah pendapatan 

rumah tangga (Akarro & Mtweve, 2011; 

Endrawati, 2012).  

Darusasi dan Pitoyo (2013) menemukan 

adanya hubungan positif antara kondisi ekonomi 

keluarga dan munculnya pekerja anak. Sejalan 

dengan itu, Fernandez dan Abocejo (2014) dalam 

penelitiannya menemukan adanya korelasi yang 

tinggi antara kemiskinan dan kasus pekerja anak 

serta jumlah pekerja anak yang tidak bersekolah. 

Artinya, semakin buruk kondisi perekonomian 

suatu rumah tangga, maka akan semakin kecil 

peluang anak untuk menyelesaikan 

pendidikannya dan semakin besar peluang 

seorang anak untuk bekerja. Sahu (2013) juga 

berpendapat bahwa kejadian pekerja anak 

dikarenakan kondisi ekonomi keluarga miskin 

dan bukan karena faktor lainnya seperti ukuran 
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rumah tangga, pendidikan anak, dan pendidikan 

orang tua. 

Penurunan angka kemiskinan tidak searah 

dengan kenaikan angka pekerja anak (Gambar 1). 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor 

kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang 

menyebabkan anak bekerja, tetapi ada faktor 

lainnya yang turut mengakibatkan munculnya 

pekerja anak (Nandi, 2016; Priyambada dkk., 

2005).  

 

 

 
Sumber : BPS (2018), KemenPPPA & BPS (2019) 

 

Gambar 1. Perbandingan Persentase Kemiskinan di Indonesia dan Persentase Anak 

Usia 10-18 yang Bekerja di Indonesia Tahun 2012-2017 

 

Webbink dkk. (2013) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan 

pembuat keputusan utama mengenai apakah 

seorang anak akan bersekolah atau bekerja, 

dengan pembuat keputusan yang paling dominan 

adalah orang tua atau pengasuh anak. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian Doss (2011) yang 

menggunakan model dua pembuat keputusan 

(two decision makers), yaitu suami dan istri atau 

dalam hal ini merupakan orang tua. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah umur anak dan 

karakteristik rumah tangga, termasuk ukuran 

rumah tangga. Dalam kasus ini, anak yang telah 

dewasa dan masih tinggal bersama orang tua 

tidak dimasukkan sebagai pengambil keputusan. 

Orang tua memiliki peran besar dalam 

pengambilan keputusan dan melakukan 

intervensi dalam memutuskan alokasi waktu 

anak untuk beraktivitas karena anak yang berusia 

7–14 tahun dianggap belum cukup matang dalam 

mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri 

(Purwanti, 2014). Keputusan seorang anak untuk 

bekerja didominasi oleh karakteristik orang tua 

mereka. 

Proses pengambilan keputusan dalam 

rumah tangga dipengaruhi oleh sifat individu, 

daya tawar-menawar individu tersebut, kondisi 

sosial ekonomi rumah tangga,. dan jenis 

keputusan apa yang akan diambil rumah tangga 

tersebut (Sekaringsih, 2013). Oleh sebab itu, 

Krutikova (2009) menggunakan daya tawar-

menawar ibu untuk melihat pengaruhnya 

terhadap jam kerja anak. Hal ini dikarenakan 

daya tawar-menawar ibu dipandang sebagai 

kemampuan untuk menentukan pilihan atau 

keputusan (Anderson & Eswaran, 2009). 

Menurut Brown dkk. (2002), kehadiran ibu 

kandung di dalam rumah berperan besar dalam 

pembentukan modal manusia, khususnya anak, 

melalui dukungan motivasi kepada anak untuk 

bersekolah dibandingkan motivasi untuk ikut 

bekerja. Sejalan dengan itu, Basu (2011) juga 

berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh 

ibu akan terkait kesejahteraan anaknya, seperti 

tempat anaknya akan bersekolah atau jenis 

makanan yang dimakan anaknya, sedangkan 

ayah lebih cenderung membuat keputusan terkait 

ekonomi, seperti tempat anak bekerja atau aset 

yang harus dibeli. Semakin rendah tingkat 

pendidikan maupun pendapatan seorang ibu akan 
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membuat posisi tawar-menawar melemah karena 

hal tersebut membuat ibu tidak memiliki banyak 

pilihan di luar rumah (Quisumbing & 

McClafferty, 2000).  

Namun, bukan hal yang mudah dalam 

mengukur daya tawar-menawar (Kibe, 2017). 

Beberapa studi seperti Doss (2011) dan Majlesi 

(2016) menggunakan pendekatan pendapatan ibu 

untuk mengukur daya tawar-menawarnya, meski 

hal tersebut dapat menimbulkan masalah 

endogenitas karena jumlah jam kerja dan jenis 

pekerjaan ibu terkadang masih ditentukan oleh 

ayah (Behrman, 1997). Basu dan Ray (2002) 

mengukur daya tawar-menawar ibu dengan 

menggunakan dua variabel, yaitu pendidikan 

perempuan dewasa paling terdidik dalam rumah 

tangga relatif terhadap total tahun pendidikan 

semua laki-laki dan perempuan dalam rumah 

tangga serta pendapatan perempuan dewasa 

sebagai total proporsi pendapatan orang dewasa.  

Sementara itu, Kambhampati (2009) 

mengukur daya tawar-menawar ibu 

menggunakan beberapa variabel yang dapat 

mencerminkan efek intrinsik ibu seperti 

pendidikan ibu, pendapatan ibu, dan status 

pekerjaan ibu, serta variabel-variabel yang dapat 

berpengaruh terhadap daya tawar-menawar ibu, 

seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, upah 

ibu relatif terhadap ayah dan pendidikan ibu 

relatif terhadap ayah. Sedangkan menurut Doss 

(2011), daya tawar-menawar seorang ibu 

bergantung pada pendidikan, pekerjaan, serta 

kepemilikan aset. Selain itu, dalam konteks 

tertentu, hal-hal lainnya yang turut memengaruhi 

daya tawar-menawar ibu adalah mas kawin 

ketika pernikahan, ada tidaknya anak laki-laki 

yang pernah dilahirkan, peran ibu dalam 

pengambilan keputusan secara independen dan 

otonominya untuk bepergian atau melakukan 

perjalanan. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang menggunakan 

variabel-variabel ekonomi, serta karakteristik 

rumah tangga, serta karakteristik kepala rumah 

tangga atau anak untuk melihat dampaknya 

terhadap munculnya masalah pekerja anak (lihat 

Behera & Das, 2016; Darmika & Usman, 2020; 

Darusasi & Pitoyo, 2013; Elwan & Aslim, 2019; 

Genicot dkk., 2016; Iryani & Priyarsono, 2013). 

Penelitian ini berfokus pada peran ibu terhadap 

kesejahteraan anaknya yang berkaitan dengan 

permasalahan pekerja anak. Oleh sebab itu, 

variabel-variabel karakteristik ibu akan diuji 

untuk melihat ada tidaknya pengaruh daya tawar-

menawar ibu dalam rumah tangga terhadap 

kesejahteraan anak. Penelitian ini ditujukan 

untuk menjelaskan gambaran umum dan 

karakteristik anak usia 10–17 tahun di Indonesia 

pada tahun 2018 dan menganalisis pengaruh 

karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di 

Indonesia pada tahun 2018.  

METODOLOGI 

Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yaitu raw data yang berasal dari 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor 

bulan Maret tahun 2018 yang dikumpulkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas merupakan 

survei yang dilaksanakan oleh BPS dengan 

mengumpulkan data sosial kependudukan yang 

mencakup aspek sosial dan ekonomi.  

Penelitian ini menggunakan data Susenas 

Kor Maret 2018 karena adanya informasi yang 

lebih beragam mengenai karakteristik ibu dan 

anak yang tidak dimiliki oleh survei 

ketenagakerjaan lainnya. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 162.702 

anak usia 10–17 tahun di seluruh Indonesia. Hal 

ini dikarenakan dalam Susenas Kor Maret 2018, 

karakteristik ketenagakerjaan yang dicakup 

hanyalah untuk penduduk berusia 10 tahun ke 

atas. Oleh karena tidak tersedianya data 

ketenagakerjaan untuk anak di bawah usia 10 

tahun, maka yang dapat dicakup dalam penelitian 

ini adalah anak dengan usia 10–17 tahun saja. 

Variabel  

Pada penelitian ini, variabel status pekerja anak 

diperoleh dari kuesioner Susenas Kor Maret 2018 

pada rincian pertanyaan 407 untuk 

mengidentifikasi umur anak serta rincian 

pertanyaan 801 mengenai kegiatan yang 

dilakukan anak selama seminggu yang lalu yang 

dibedakan berdasarkan bekerja dan melakukan 

kegiatan selain bekerja. Variabel status pekerja 

anak dikategorikan menjadi dua yaitu : 

a. Pekerja anak, yaitu anak usia 10–17 tahun 

yang bekerja minimal satu jam tanpa terputus 

selama seminggu yang lalu. Konsep pekerja 
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anak dalam penelitian ini tidak dibedakan 

berdasarkan anak bekerja dan pekerja anak 

menurut konsep Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi RI (2005), melainkan kedua 

kategori tersebut tetap dianggap sebagai 

pekerja anak; 

b. Bukan pekerja anak, yaitu anak yang 

bersekolah, mengurus rumah tangga, dan/atau 

melakukan kegiatan lainnya selain bekerja 

dalam seminggu yang lalu.  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

anak usia 10–17 tahun yang berstatus bukan 

kepala rumah tangga, baik anak kandung, anak 

tiri, anak angkat, maupun cucu yang berada 

dalam suatu rumah tangga. Anak usia 10–17 

tahun yang berstatus sebagai kepala rumah 

tangga tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

karena dianggap telah mencapai masa dewasa 

sehingga perlu bekerja demi kelangsungan 

hidupnya dan rumah tangga yang menjadi 

tanggung jawabnya. Ibu yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah ibu yang berstatus 

kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah 

tangga; tidak termasuk ibu kandung dari cucu.  

Variabel respons dalam penelitian ini adalah 

status pekerja anak yang dikategorikan menjadi 

pekerja anak dan bukan pekerja anak. Sedangkan 

variabel penjelas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kedudukan ibu dalam rumah 

tangga (X1) yang dikategorikan menjadi kepala 

rumah tangga dan bukan kepala rumah tangga; 

pendidikan ibu (X2) yang dikategorikan menjadi 

SD ke bawah, SMP–SMA, dan Perguruan 

Tinggi; kondisi fisik ibu (X3) yang dikategorikan 

menjadi penyandang disabilitas dan normal; 

kondisi kesehatan ibu (X4) yang dikategorikan 

menjadi sakit berat, sakit ringan, dan sehat; status 

perkawinan ibu (X5) yang dikategorikan menjadi 

belum/pernah kawin dan kawin; umur ibu (X6) 

yang dikategorikan menjadi produktif dan tidak 

produktif; serta status migrasi ibu (X7) yang 

dikategorikan menjadi migrasi risen dan bukan 

migrasi risen.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengkategorian Variabel-Variabel yang Digunakan 

dalam Penelitian 

Kode 

variabel 
Nama Variabel 

Angka 

Dummy 
Kategori 

Y Status pekerja anak 
1 Pekerja anak 

0* Bukan pekerja anak 

X1 Kedudukan ibu dalam rumah tangga 
1 Kepala rumah tangga 

0* Bukan kepala rumah tangga 

X2 Pendidikan ibu 

1   0 ≤ SD 

0   1 SMP–SMA 

0   0 Perguruan Tinggi 

X3 Kondisi fisik ibu  
1 Penyandang disabilitas 

0* Normal 

X4 Kondisi kesehatan ibu 

1   0 Sakit berat 

0   1 Sakit ringan 

0   0 Sehat 

X5 Status perkawinan ibu 
1 Belum/pernah kawin 

0* Kawin 

X6 Umur ibu 
1 Tidak produktif 

0* Produktif 

X7 Status migrasi ibu 
1 Migran risen 

0* Bukan migran risen 

Keterangan: * = reference category 

 

Analisis Statistik 

Metode analisis yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 

inferensial. Metode analisis deskriptif digunakan 

untuk menjelaskan gambaran umum dan 

karakteristik anak usia 10–17 tahun di Indonesia 

pada tahun 2018 dengan menggunakan grafik 

dan tabel. Sedangkan metode analisis inferensial 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di 

Indonesia pada tahun 2018.  

Metode analisis inferensial yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner. 
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Regresi logistik biner digunakan ketika variabel 

respons (Y) berskala dikotomi atau variabel 

respons (Y) hanya memiliki dua kemungkinan, 

yaitu Y = 1 untuk kejadian “sukses” dan Y = 0 

untuk kejadian “gagal”. Pernyataan “sukses” atau 

“gagal”-nya suatu kejadian merupakan 

ketertarikan atau berdasarkan sudut pandang 

peneliti; dalam penelitian ini kejadian “sukses” 

(Y = 1) ditunjukan ketika anak berstatus sebagai 

pekerja anak dan kejadian “gagal” (Y = 0) 

ditunjukan ketika anak berstatus bukan pekerja 

anak.  

Dalam penelitian ini, analisis inferensial 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di 

Indonesia pada tahun 2018 dengan menggunakan 

software SPSS dan Microsoft Excel. Pada 

penelitian ini pengambilan variabel-variabel 

penjelas menggunakan metode enter, yaitu 

dengan memasukkan semua variabel penjelas 

secara bersama-sama. Sedangkan cut of 

significance yang digunakan adalah sebesar 5% 

(α = 0,05). 

Model awal regresi logistik biner yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

  : konstanta 

 : koefisien regresi variabel penjelas 

ke-1 sampai ke-7 pada   kategori 

ke-i 

  : komponen galat ke-i 

Prosedur kerja dalam regresi logistik biner yang 

dilakukan guna mencapai tujuan penelitian antara 

lain: 

1. Melakukan uji kesesuaian model (goodness 

of fit) 

 Model sesuai (tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara observasi 

dan hasil prediksi dari model atau model 

yang diajukan sesuai dengan data yang 

digunakan)  Model tidak sesuai 

(terdapat perbedaan yang signifikan antara 

observasi dan hasil prediksi dari model atau 

model yang diajukan tidak sesuai dengan 

data yang digunakan). 

Keputusan menolak H0 ketika p-value lebih 

kecil dari α (0,05). 

2. Melakukan uji simultan 

 (secara 

simultan semua variabel penjelas tidak 

berpengaruh terhadap variabel respons) 

 

(minimal ada satu variabel penjelas yang 

berpengaruh terhadap variabel respons). 

Keputusan menolak  p-value lebih kecil 

dari α (0,05). 

3. Melakukan uji parsial  

 (variabel penjelas ke-j tidak 

berpengaruh terhadap variabel respons) 

 (variabel penjelas ke-j 

berpengaruh terhadap variabel respons), 

dengan j = 1, 2, ..., 7. 

Keputusan menolak  ketika p-value lebih 

kecil dari α (0,05). 

4. Melakukan penghitungan rasio 

kecenderungan (odds ratio) yang 

ditunjukkan dengan nilai  yang 

merupakan ukuran kecenderungan untuk 

mengalami kejadian kejadian “sukses” atau 

“gagal”. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas Kor 

Maret 2018 secara deskriptif, terlihat bahwa di 

antara 100 anak usia 10–17 tahun terdapat 4–5 

anak yang berstatus sebagai pekerja anak di 

Indonesia (Gambar 2). Angka ini terbilang cukup 

rendah, namun perlu diperhatikan bahwa 

permasalahan pekerja anak bukan merupakan 

masalah banyak atau sedikitnya, melainkan 

merupakan masalah pengabaian terhadap hak-

hak anak. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak 

untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi 

baik secara ekonomi maupun seksual serta hak 

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul, bermain, berekreasi, dan 

berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat 

kecerdasannya. Oleh karena itu, apabila seorang 

anak bekerja bahkan dieksploitasi pada pekerjaan 

yang membahayakan, anak tidak secara utuh 

mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya 

tersebut.
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Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018 

Gambar 2. Persentase Anak Usia 10–17 Tahun Berdasarkan Status Pekerja Anak  

di Indonesia Tahun 2018 

 

Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

235 Tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan 

yang membahayakan kesehatan, keselamatan 

atau moral anak adalah: 

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, 

pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya; 

2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan 

kerja yang berbahaya, baik pekerjaan yang 

mengandung bahaya fisik, kimia, maupun 

biologis; 

3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan 

keadaan berbahaya tertentu; 

4. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, 

bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi 

yang dapat dijadikan tempat prostitusi; 

5. Pekerjaan sebagai model untuk promosi 

minuman keras, obat perangsang seksualitas, 

dan/atau rokok. 

Berdasarkan data Susenas Kor Maret 2018, 

sebanyak 64,4% dari pekerja anak di Indonesia 

bekerja di atas 15 jam selama seminggu. Hal ini 

bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan 

anak usia 13 tahun ke atas untuk melakukan 

pekerjaan ringan dengan jam kerja yang tidak 

melebihi tiga jam per hari atau dengan kata lain 

tidak melebihi 15 jam per minggu. Hal ini 

menjadi dugaan awal bahwa sebanyak 64,4% 

pekerja anak tersebut tereksploitasi dari segi jam 

kerja.  

 

 
Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018 

Gambar 3. Persentase Pekerja Anak Usia 10–17 Tahun yang Diduga Tereksploitasi 

Berdasarkan Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan di Indonesia 

Tahun 2018 
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Pekerja anak yang berstatus sebagai 

buruh/karyawan/pegawai umumnya bekerja 

lebih dari 40 jam dalam seminggu (Gambar 3). 

Persentase pekerja anak yang berstatus sebagai 

pekerja bebas, baik pada sektor pertanian 

maupun nonpertanian, hampir sama antara yang 

bekerja pada rentang waktu 16–40 jam dan yang 

bekerja lebih dari 40 jam. Sedangkan pekerja 

anak yang berstatus sebagai pekerja 

keluarga/pekerja tidak dibayar dan berusaha 

sendiri umumnya memiliki jam kerja 16–40 jam 

dalam seminggu. Hal ini menunjukkan adanya 

indikasi eksploitasi anak dari segi jam kerja 

terhadap pekerja anak yang berstatus sebagai 

buruh/karyawan/pegawai. 

Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif 

lanjutan untuk mengetahui sektor lapangan usaha 

yang diduga mengeksploitasi pekerja anak yang 

berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari 

segi jam kerja, yaitu di atas 40 jam dalam 

seminggu (Gambar 4). Tiga sektor lapangan 

usaha dengan persentase tertinggi adalah sektor 

industri pengolahan, sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan 

sepeda motor, serta sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum. Hal ini menjadi dugaan 

bahwa pekerja anak yang bekerja pada ketiga 

sektor tersebut mengalami eksploitasi dari segi 

jam kerja. 

 
Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018 

Gambar 4. Persentase Pekerja Anak Usia 10–17 Tahun Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha 

Tempat Anak Bekerja di Indonesia Tahun 2018 

 

Hingga tahun 2018, sektor pertanian, 

hortikultura, peternakan, perikanan dan 

kehutanan masih menjadi sektor yang paling 

banyak menyerap pekerja anak berusia 10 – 17 

tahun di Indonesia (Gambar 4). Apabila dilihat 

berdasarkan status dalam pekerjaan, 75% pekerja 

anak yang bekerja pada sektor  pertanian, 

hortikultura, peternakan, perikanan dan 

kehutanan berstatus sebagai pekerja keluarga 

atau pekerja tidak dibayar. Artinya lebih dari 

setengah pekerja anak yang bekerja pada sektor 

tersebut bekerja untuk membantu keluarganya 

atau bekerja secara sukarela atau tidak dibayar. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa mayoritas 

pekerja anak masih bekerja pada sektor informal. 

 

Hasil Analisis Inferensial 

Sebelum melanjutkan ke analisis inferensial, 

terlebih dahulu dilakukan pengecekan 

multikolinearitas dari variabel-variabel penjelas 

dengan menggunakan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Hasil yang diperoleh adalah bahwa 

nilai VIF untuk masing-masing variabel penjelas 

kurang dari 10 (Tabel 2). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

penjelas yang digunakan telah memenuhi asumsi 

non-multikolinearitas dan dapat dilakukan 

analisis menggunakan regresi logistik biner. 

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Nonmultikolinearitas 

Variabel Nilai VIF 

Kedudukan ibu dalam rumah tangga 5,258 

Pendidikan ibu 1,006 

Kondisi fisik ibu 1,061 

Kondisi kesehatan ibu 1,022 

Umur ibu 1,114 

Status perkawinan ibu 5,335 

Status migrasi ibu 1,001 

 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

model yang dianalisis cocok dengan data yang 

digunakan, dilakukan uji Hosmer dan Lemeshow 

dengan α = 0,05 (Tabel 3). Hasil uji Hosmer dan 

Lemeshow menunjukkan bahwa statistik uji 

46%
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(9,138) < (12,59) atau p-value (0,166) > α (0,05) 

sehingga gagal tolak. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan taraf signifikansi 5%, hasil yang 

terbentuk dari model telah sesuai dengan hasil 

data asli. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Hosmer dan Lemeshow 

Chi-square df Sig. 

9,138 6 0,166 

 

Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji 

simultan yang digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel penjelas 

dengan variabel status pekerja anak secara 

bersama-sama, dengan α = 0,05. 

Tabel 4. Hasil Uji Simultan 
 

Chi-square Sig. 

Model 2231,365 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4., nilai statistik uji G 

(2231,365) > nilai  (16,92) serta p-

value (0,000)<α (0,05) sehingga tolak . Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan 

taraf signifikansi 5%, setidaknya ada satu 

variabel penjelas yang berpengaruh terhadap 

variabel status pekerja anak. Karena hasil uji 

simultan menyatakan tolak , maka dilanjutkan 

dengan uji parsial untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel penjelas terhadap 

variabel status pekerja anak dengan α = 0,05. 

Selanjutnya hasil uji parsial (wald test) dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan hasil uji parsial, p-value dari 

variabel kedudukan ibu dalam rumah tangga, 

pendidikan ibu, kondisi kesehatan ibu untuk 

kategori sakit berat, umur ibu, dan status migrasi 

ibu kurang dari α = 0,05 sehingga tolak  pada 

α = 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 

kedudukan ibu dalam rumah tangga, pendidikan 

ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit 

berat, umur ibu, dan status migrasi ibu signifikan 

memengaruhi status pekerja anak di Indonesia 

pada tahun 2018.  

Sementara itu, variabel kondisi fisik ibu, 

kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit ringan 

dan status perkawinan ibu memiliki p-value lebih 

dari α = 0,05 sehingga gagal tolak  pada α = 

0,05. Hal ini berarti bahwa variabel kondisi fisik 

ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit 

ringan, dan status perkawinan ibu tidak 

signifikan terhadap status pekerja anak di 

Indonesia tahun 2018.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Wald Test) 

Kode 

Variabel 
Nama Variabel Kategori ( ) P-Value Exp ( ) 

Konstanta Konstanta - -4,696 0 0,009 

X1 
Kedudukan ibu dalam 

rumah tangga 

Kepala rumah tangga 0,257 0 1,293 

Bukan kepala rumah tangga - - - 

X2 Pendidikan ibu 

≤ SD 2,146 0 8,554 

SMP–SMA  1,295 0 3,651 

PT - - - 

X3 Kondisi fisik ibu  
Penyandang disabilitas 0,022 0,464 1,022 

Normal - - - 

X4 Kondisi kesehatan ibu 

Sakit berat 0,154 0 1,167 

Sakit ringan 0,003 0,911 1,003 

Sehat - - - 

X5 Status perkawinan ibu 
Pernah kawin 0,107 0,18 1,113 

Kawin - - - 

X6 Umur ibu 
Tidak produktif -0,545 0 0,58 

Produktif - - - 

X7 Status migrasi ibu 
Migran risen 0,258 0 1,294 

Bukan migran risen - - - 

 

 

 

 
 

Model yang terbentuk adalah sebagai 

berikut. 
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Keterangan : 

 : Signifikan pada α = 0,05 

Kedudukan ibu dalam rumah tangga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

status pekerja anak. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian Darusasi dan Pitoyo (2013) serta 

Purwanti (2014) yang menemukan bahwa gender 

kepala rumah tangga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan anak bekerja dalam suatu 

rumah tangga. Nilai  untuk variabel 

kedudukan ibu dalam rumah tangga sebesar 

1,293 yang berarti bahwa anak yang memiliki ibu 

sebagai kepala rumah tangga memiliki risiko 

1,293 kali untuk menjadi pekerja anak 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan kedudukan bukan sebagai kepala rumah 

tangga, dengan asumsi variabel penjelas lainnya 

konstan. Hal ini dikarenakan rumah tangga lebih 

miskin apabila dikepalai oleh  perempuan 

daripada oleh laki-laki karena perempuan 

cenderung memiliki penghasilan yang lebih 

rendah daripada laki-laki (Jafarey & Lahiri, 

2001; Pitriyan, 2006). Selain itu, ibu sebagai 

KRT cenderung melibatkan anaknya untuk 

bekerja saat ada tawaran kerja bagi anaknya, 

dengan asumsi bahwa ibu merasa perlu dibantu 

dalam hal perekonomian rumah tangganya 

(dalam kondisi masih atau tidak lagi memiliki 

suami) dengan cara melibatkan anaknya bekerja 

(Amir dkk., 2019). 

Pendidikan dapat memengaruhi pilihan 

perempuan dan daya tawar-menawarnya (Doss, 

2011; Quisumbing & McClafferty, 2000). 

Sejalan dengan hasil penelitian Abdallah (2020) 

yang menggunakan metode regresi logistik, hasil 

uji parsial dan penghitungan rasio 

kecenderungan menunjukkan pendidikan ibu 

signifikan terhadap pekerja anak dan memiliki 

nilai  untuk kategori SD ke bawah 

sebesar 8,554. Hal ini berarti kecenderungan 

anak yang memiliki ibu dengan pendidikan 

tertinggi SD ke bawah untuk bekerja adalah 

8,554 kali dibandingkan dengan anak yang 

memiliki ibu dengan pendidikan tertinggi 

perguruan tinggi, dengan asumsi variabel 

penjelas lainnya konstan. Sedangkan nilai 

 untuk kategori SMP–SMA adalah 

sebesar 3,651 yang berarti bahwa kecenderungan 

anak dengan ibu yang memiliki pendidikan 

tertinggi sekolah menegah untuk bekerja 3,651 

kali dibandingkan dengan anak yang memiliki 

ibu dengan pendidikan tertinggi perguruan 

tinggi, dengan asumsi variabel penjelas lainnya 

konstan. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa 

kecenderungan anak dengan ibu berpendidikan 

rendah untuk menjadi pekerja anak lebih besar 

daripada anak dengan ibu berpendidikan tinggi. 

Ariyanti (2016) menyatakan bahwa pendidikan 

ibu berpengaruh terhadap kejadian anaknya 

bekerja karena ibu yang terdidik memahami arti 

pentingnya pendidikan sehingga termotivasi 

untuk menyekolahkan anaknya. Sebaliknya, ibu 

yang tidak terdidik tidak memahami arti 

pentingnya pendidikan sehingga lebih memilih 

mengirim anaknya ke dunia kerja.  

Keterbatasan fisik merupakan penghalang 

bagi orang tersebut–baik secara fisik, budaya, 

maupun hubungan politik–dalam partisipasinya 

di masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan, 

keluarga atau komunitas (Mont & Nguyen, 

2013). Keterbatasan fisik orang tua dapat 

membatasi kemampuan mereka dalam 

menghasilkan mata pencaharian sehingga hal ini  

merupakan isu yang penting. Hasil analisis yang 

diperoleh adalah kondisi fisik ibu tidak signifikan 

terhadap status pekerja anak. Hal ini 

dikarenakan, berdasarkan temuan dari hasil 

pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, 

semakin parah (sedikit mengalami kesulitan, 

banyak mengalami kesulitan atau sama sekali 

tidak bisa) tingkat disabilitas yang diderita oleh 

ibu justru semakin kecil peluang bagi anaknya 

untuk menjadi pekerja anak. Selain itu, ketika 

seorang ibu mengalami disabilitas, sumber 

pembiayaan dalam rumah tangga berasal dari 

pensiunan (31,7%), kiriman uang atau barang 

baik dari keluarga maupun lainnya (30,5%), 

investasi (26,8%), dan/atau dari anggota rumah 

tangga yang bekerja (14,1%). Karena persentase 

sumber pembiayaan dalam rumah tangga ibu 

penyandang disabilitas untuk ART yang bekerja 

adalah yang paling rendah, maka hal ini berarti 

bahwa peluang kejadian anak bekerja untuk 

membantu pembiayaan dalam rumah tangga 

semakin kecil sehingga di dalam model menjadi 

tidak signifikan. Meski tidak berpengaruh 

signifikan, koefisien regresi pada variabel 
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kondisi fisik ibu bertanda positif yang berarti 

bahwa kondisi fisik ibu yang terbatas 

(penyandang disabilitas) dapat menyebabkan 

resiko bagi anaknya untuk bekerja semakin 

besar.  

Nilai  kondisi fisik ibu adalah 

sebesar 1,022. Artinya, seorang anak yang 

memiliki ibu dengan kondisi disabilitas memiliki 

kecenderungan 1,022 kali untuk bekerja 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan kondisi normal, dengan asumsi variabel 

penjelas lainnya konstan. Hal ini berarti bahwa 

ibu dengan kondisi fisik yang disabilitas lebih 

cenderung mengirim anaknya untuk bekerja. 

Menurut Mont dan Nguyen (2013), hal ini 

dikarenakan tanggung jawab anak akan lebih 

besar jika orang tuanya mengalami disabilitas 

tidak memiliki pendapatan yang cukup atau jika 

orang tua membutuhkan bantuan pribadi yang 

tidak dapat diperoleh dari luar keluarga. Dengan 

kata lain, kondisi disabilitas orang tua dapat 

menyebabkan ia tidak mampu bekerja sehingga 

anak menjadi satu-satunya harapan orang tua 

untuk memperoleh penghasilan bagi rumah 

tangga (Lal, 2019). 

Selain disabilitas, masalah kesehatan yang 

merugikan akan membebani anggota rumah 

tangga dengan biaya keuangan saat ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung yaitu biaya akses perawatan kesehatan, 

ssedangkan secara tidak langsung yaitu 

hilangnya pendapatan terkait dengan 

berkurangnya tenaga kerja dalam rumah tangga 

dan produktivitas. Akibatnya, guncangan 

kesehatan yang besar dapat mengakibatkan 

keluarga mengalami penurunan pendapatan 

jangka pendek dan masuk ke dalam perangkap 

kemiskinan yang berkepanjangan (Sun & Yao, 

2010; Wagstaff, 2005). Variabel kondisi 

kesehatan ibu dengan kategori sakit ringan tidak 

signifikan terhadap status pekerja anak. Hal ini 

dikarenakan kondisi sakit ringan yang dimaksud 

adalah kondisi ketika ibu menderita penyakit 

yang tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas 

sehari-harinya sehingga anak tidak perlu bekerja 

sebagai pengganti ibunya atau untuk membantu 

menambah penghasilan rumah tangga. Nilai 

 kondisi kesehatan ibu dengan kategori 

sakit ringan sebesar 1,003. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan 

kondisi sakit ringan untuk bekerja 1,003 kali 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan kondisi sehat, dengan asumsi variabel 

penjelas lainnya konstan.  

Sementara itu, variabel kondisi kesehatan 

ibu dengan kategori sakit berat signifikan 

terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai 

 sebesar 1,167. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan 

kondisi sakit berat untuk bekerja 1,167 kali 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan kondisi sehat, dengan asumsi variabel 

penjelas lainnya konstan. Temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Bratti & Mendola (2014), 

Lal (2019) dan Mendolia dkk. (2017), yang 

menyatakan bahwa seorang ibu yang sakit secara 

substansial akan mengurangi peluang anaknya 

untuk bersekolah dan sebaliknya memperbesar 

kemungkinan anaknya untuk bekerja. Hal ini 

akan lebih berakibat pada anak usia 10–15 tahun 

yang akan bekerja dalam jangka waktu yang 

lebih lama dibandingkan pada kelompok umur 

lainnya. Sementara itu, kondisi terburuk dari 

kejadian ini adalah pada anak perempuan karena 

harus terlibat dalam pasar tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan pengeluaran untuk kesehatan ibu 

lebih tinggi daripada forgone income. 

Di sisi lain, struktur keluarga merupakan 

salah satu faktor penentu keputusan pekerja anak. 

Literatur yang membahas peran struktur keluarga 

pada pekerja anak merujuk pada tiga hal utama, 

yaitu perampasan ekonomi, ketidakhadiran ayah, 

dan stres yang dialami keluarga (de Mesquita & 

de Farias Souza, 2018). Variabel status 

perkawinan ibu tidak signifikan terhadap status 

pekerja anak karena, berdasarkan hasil 

pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, 

ditemukan bahwa masih banyak ibu yang 

berstatus kawin tetapi tidak tinggal serumah 

dengan suami, yang menjadikannya tidak begitu 

berbeda dengan ibu yang berstatus cerai baik 

hidup maupun mati atau berstatus belum kawin. 

Nilai  status perkawinan ibu 

adalah sebesar 1,113. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan 

status pernah kawin untuk bekerja 1,113 kali 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan status kawin, dengan asumsi variabel 

penjelas lainnya konstan. Hal ini dikarenakan ibu 

yang berstatus kawin masih memiliki suami yang 

diharapkan dapat bekerja dan memperoleh 
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penghasilan sehingga ibu dan anak tidak perlu 

bekerja (Rad dkk., 2015). Sementara itu, adanya 

perubahan perilaku ibu akibat ketidakhadiran 

ayah dalam rumah tangga dan tekanan dalam 

keluarga akibat perceraian perkawinan dapat 

pula meningkatkan kemungkinan anak untuk 

bekerja (de Mesquita & de Farias Souza, 2018). 

Selain masalah perceraian orang tua, hal lainnya 

yang membawa anak ke pasar tenaga kerja adalah 

karena anak kehilangan salah satu atau bahkan 

kedua orang tuanya yang telah meninggal (Al 

Zayadi & Al Zayadi, 2018). 

Umur yang semakin bertambah dapat 

mengurangi kemampuan seseorang untuk 

bekerja sehingga mengakibatkan kesempatan 

anaknya untuk bekerja menjadi semakin besar 

(Jussi, 2009). Variabel umur ibu signifikan 

terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai 

 sebesar 0,580. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan 

usia produktif untuk menjadi pekerja anak adalah 

sebesar 1,724 kali dibandingkan dengan anak 

yang memiliki ibu dengan usia tidak produktif, 

dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. 

Hal ini sejalan dengan hasil studi Rad dkk. (2015) 

yang menyatakan bahwa seorang anak dengan 

ibu berumur 65 tahun ke atas akan memiliki 

risiko yang kecil untuk bekerja. Berdasarkan 

hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, 

ditemukan bahwa ibu yang berumur produktif 

memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi 

sumber pembiayaan terbesar dalam rumah 

tangga. Menurut Basu dan Ray (2002), semakin 

kecil kontribusi pendapatan ibu dalam rumah 

tangga, maka akan semakin kecil kemungkinan 

baginya untuk mengambil keputusan dalam 

rumah tangga. Oleh sebab itu, perannya yang 

kecil sebagai sumber pembiayaan dalam rumah 

tangga inilah yang mengakibatkan posisi tawar-

menawarnya melemah sehingga, sesuai dengan 

teori Basu (2001), mengakibatkan peluang bagi 

anaknya untuk bekerja akan semakin besar. 

Tiap individu mempunyai beberapa 

kebutuhan seperti kebutuhan ekonomi, sosial, 

budaya, dan psikologis yang apabila tidak 

terpenuhi di daerah tempat tinggal, dapat 

menimbulkan tekanan sehingga individu tersebut 

akan terdorong untuk memenuhi kebutuhannya 

di daerah lain. Hal inilah yang pada akhirnya 

menyebabkan seseorang melakukan migrasi 

(Lee, 1966). Variabel migrasi ibu signifikan 

terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai 

 sebesar 1,294. Hal ini berarti bahwa 

kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan 

status migran risen untuk bekerja 1,294 kali 

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu 

dengan status bukan migran risen, dengan asumsi 

variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian lainnya yang hanya 

berfokus pada kejadian ketika ibu bermigrasi 

tanpa membawa serta anaknya (Nguyen & 

Purnamasari, 2011; Kusumawardhani & Warda, 

2013; Rad dkk., 2015, Purwatiningsih, 2016), 

sedangkan dalam penelitian ini tidak 

membedakan hal tersebut. Berdasarkan 

penelitian van de Glind (2010), anak yang 

mengikuti orang tua bermigrasi memiliki 

kemungkinan yang besar untuk menjadi pekerja 

anak. Pekerja anak digunakan oleh keluarga 

untuk dapat memenuhi kuota pekerja. Hal 

lainnya yaitu bahwa ketika keluarga bermigrasi 

ke luar daerah tanpa dokumen hukum, mereka 

disebut sebagai migran dalam situasi yang tidak 

teratur sehingga anak mereka akan sering 

mendapat pengecualian seperti pendidikan atau 

perawatan kesehatan sehingga meningkatkan 

resiko pekerja anak. Lebih lanjut, migrasi dapat 

pula dibedakan berdasarkan tujuannya seperti 

pada penelitian Morgan dan Trinh (2018), yaitu 

migrasi untuk bekerja dan migrasi untuk 

bersekolah. Menurut penelitian tersebut, anak 

yang tinggal dalam rumah tangga yang salah satu 

anggotanya bermigrasi untuk bekerja, memiliki 

kecenderungan yang lebih besar untuk bekerja. 

Sebaliknya, anak yang tinggal pada rumah 

tangga dengan salah seorang anggotanya 

bermigrasi untuk bersekolah, memiliki 

kecenderungan yang lebih besar untuk 

bersekolah. Penelitian ini tidak membedakan 

kedua hal tersebut.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis 

data secara deskriptif, terdapat 4,20% anak usia 

10–17 tahun di Indonesia pada tahun 2018 yang 

berstatus sebagai pekerja anak. Anak-anak ini 

umumnya memiliki ibu yang berstatus sebagai 

kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, 

memiliki keterbatasan fisik seperti cacat 

(difabel), dalam kondisi sakit berat, masih 

berusia produktif, merupakan orang tua tunggal 

(berstatus cerai hidup ataupun mati) atau 

berstatus sebagai migran risen. Selanjutnya, 
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berdasarkan hasil analisis inferensial diperoleh 

hasil yang serupa dengan hasil analisis deskriptif. 

Karakteristik ibu yang signifikan berpengaruh 

positif mengakibatkan anaknya bekerja antara 

lain kedudukan ibu sebagai kepala keluarga, 

pendidikan ibu yang rendah, kondisi ibu yang 

sakit berat, dan status migrasi ibu sebagai migran 

risen. Umur ibu berpengaruh negatif yang berarti 

bahwa semakin bertambah usia seorang ibu, 

maka kemungkinan bagi anaknya untuk bekerja 

akan semakin kecil.  

Hasil lainnya yang diperoleh pada penelitian 

ini adalah bahwa adanya indikasi pekerja anak 

tereksploitasi dari segi jam kerja pada sektor 

industri pengolahan (C), perdagangan besar dan 

eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda 

motor (G), serta sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum (I). Indikasi ini didasarkan 

pada hasil analisis deskriptif yang menunjukkan 

bahwa anak dengan status buruh yang bekerja di 

atas 40 jam dalam seminggu umumnya bekerja 

pada ketiga sektor ini. Oleh sebab itu, dalam 

jangka panjang pemerintah diharapkan memberi 

perhatian khusus terhadap sektor-sektor ini. 

Selain itu, berdasarkan penelitian ini, ibu 

merupakan salah satu aktor yang memiliki peran 

penting dalam munculnya masalah pekerja anak, 

sehingga diharapkan dukungan dari berbagai 

pihak terhadap kedudukan ibu dalam rumah 

tangga karena kesejahteraan ibu juga 

menentukan kesejahteraan anaknya.  

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini 

tidak membedakan antara pekerja anak dan anak 

yang bekerja. Oleh sebab itu, penemuan hanya 

berupa indikasi atau dugaan terhadap adanya 

pekerja anak yang tereksploitasi dari segi jam 

kerja. Kedua, variabel status migrasi ibu dalam 

penelitian ini tidak dibedakan antara yang 

bermigrasi dengan membawa serta anaknya atau 

tidak dan bermigrasi untuk tujuan bersekolah 

atau bekerja, sehingga hasil yang diperoleh 

masih secara umum. Keterbatasan ini menjadi 

ruang bagi penelitian selanjutnya untuk 

melakukan analisis lebih mendalam. 
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ABSTRACT 

The measure of welfare is not only about material prosperity but also about happiness. The sandwich 

generation has a dual role to play in influencing their happiness. On the other hand, social capital also affects 

happiness. There are several mechanisms by which social capital affects happiness, including health conditions, 

household income, and education. This study aims to analyze specifically how social capital influences the 

happiness of the sandwich generation in Indonesia. This study uses SPTK 2017 data, analyzing the head of 

household or partner of the sandwich generation and non-sandwich generation. Using OLS estimation, the study 

found that the happiness index in the sandwich and non-sandwich generations are not significantly different. 

However, social capital generally has a significant effect on happiness. In addition, health conditions were found 

to be a variable that becomes a mechanism for how social capital affects happiness. Increasing the value of 

social capital in the poor health sandwich generation will be more beneficial in increasing their happiness. 

Meanwhile, household income and education were not found to be mechanisms for social capital. 

Keywords: sandwich generation, happiness, social capital 

 
ABSTRAK 

Ukuran kesejahteraan tidak hanya dapat digambarkan dengan kondisi kemakmuran material namun juga 

dapat digambarkan oleh kondisi kebahagiaan. Peran ganda yang melekat pada mereka yang masuk ke dalam 

generasi sandwich tentu akan berpengaruh terhadap kebahagiaannya. Salah satu faktor yang memengaruhi 

kebahagiaan seseorang adalah nilai modal sosial. Terdapat beberapa mekanisme bagaimana modal sosial 

memengaruhi kebahagiaan, diantaranya melalui kesehatan, pendapatan rumah tangga, dan pendidikan. Tulisan 

ini bertujuan untuk menganalisis secara khusus bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi 

sandwich di Indonesia. Tulisan ini menggunakan data SPTK 2017 dengan unit analisis adalah kepala rumah 

tangga atau pasangannya yang termasuk dalam generasi sandwich dan generasi non-sandwich. Dengan 

menggunakan metode estimasi OLS, hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan pada generasi 

sandwich dan non-sandwich tidak berbeda secara nyata, tetapi secara umum modal sosial berpengaruh signifikan 

terhadap kebahagiaan. Selain itu kondisi kesehatan ditemukan sebagai variabel yang menjadi mekanisme 

bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan. Peningkatan nilai modal sosial pada generasi sandwich yang 

memiliki kesehatan yang kurang baik akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan kebahagiaannya. Sementara 

itu variabel pendapatan rumah tangga dan pendidikan ditemukan bukan menjadi mekanisme bagaimana modal 

sosial memengaruhi kebahagiaan. 

 

Kata kunci: generasi sandwich, kebahagiaan, modal sosial 
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PENDAHULUAN 

Saat ini, masyarakat dunia semakin menyadari 

bahwa ukuran kesejahteraan tidak hanya dapat 

digambarkan dengan kondisi kemakmuran 

material, tetapi dapat juga digambarkan oleh 

kondisi kesejahteraan subjektif atau dikenal 

dengan kebahagiaan. Menjadi bahagia 

merupakan hak setiap individu, oleh karena itu 

negara harus dapat mengupayakan kebahagiaan 

bagi setiap warganya (Hansson, 2006). Selain itu, 

peningkatan kualitas hidup untuk semua juga 

merupakan tujuan akhir dari Sustainable 

Development Goals (SDGs), yaitu dengan cara 

meningkatkan kesejahteraan dalam semua aspek, 

baik ekonomi, kesehatan, lingkungan, maupun 

sosial (United Nations, 2015). 

Hasil studi Easterlin (1974) yang melihat 

hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan di 

Amerika Serikat menemukan bahwa rata-rata 

individu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi 

cenderung memiliki tingkat kesejahteraan 

subjektif tinggi. Meski pendapatan dan 

kesejahteraan subjektif berhubungan positif, 

tetapi pada suatu titik tertentu pendapatan tidak 

lagi dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif 

(Easterlin, 1974). Hal ini kemudian dikenal 

dengan istilah Easterlin Paradox. 

Berdasarkan data World Happiness Report 

tahun 2020, nilai Happiness Index Indonesia 

hanya menempati peringkat ke-84 dari 153 

negara di dunia. Sedangkan jika dibandingkan 

dengan negara di Asia Tenggara lainnya, indeks 

kebahagiaan Indonesia tergolong cukup rendah. 

Indeks kebahagiaan Indonesia masih di bawah 

Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan 

Vietnam. Padahal, kebahagiaan penduduk dapat 

berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembangunan dan perkembangan sosial di 

masyarakat (Forgeard, 2011).  

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu tidak 

terlepas dari adanya interaksi dengan orang lain. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah tingkat modal 

sosial dan intensitas kontak sosial seseorang 

dengan orang lain (Arampatzi dkk., 2018). Modal 

sosial dipandang sebagai budaya bekerja sama 

yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa 

(Fukuyama, 2001). Selain itu, modal sosial juga 

merupakan aset yang berdampak positif bagi 

keluarga dan kesejahteraan masyarakat, 

memperkuat lingkungan, dan meningkatkan 

kualitas hidup (Hamdan dkk., 2014). Hubungan 

antara tingkat kebahagiaan dan modal sosial 

menurut Bartolini & Sarracino (2014) memiliki 

hubungan jauh lebih kuat daripada hubungan 

antara tingkat kebahagiaan dan Produk Domestik 

Bruto (PDB), baik dalam jangka menengah 

maupun jangka panjang. 

Diener dkk. (2009) menyebutkan 

setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa 

variabel kebahagiaan itu penting. Pertama, 

kebahagiaan yang tinggi akan memberikan 

banyak keuntungan, misal kesehatan yang lebih 

baik atau umur yang lebih panjang. Kedua, 

orang-orang menganggap kebahagiaan sangat 

penting, bahkan kebahagiaan dan kepuasan hidup 

dinilai lebih penting daripada materi atau uang. 

Ketiga, kebahagiaan merupakan cara utama 

untuk menilai kualitas hidup selain ekonomi dan 

indikator sosial lainnya. Keempat, kebahagiaan 

dinilai sebagai variabel utama dalam penelitian 

tentang orang tua atau kelompok tertentu. 

Pada tahun 1960-an Indonesia mengalami 

era baby boom yang ditandai dengan 

penambahan jumlah bayi yang luar biasa (Badan 

Pusat Statistik, 2019). Perbaikan dalam bidang 

kesehatan telah meningkatkan harapan hidup 

penduduk, sehingga menyebabkan bayi-bayi 

pada era baby boom menua dan memperlebar 

piramida kelompok penduduk tua (Badan Pusat 

Statistik, 2019). Peningkatan persentase 

penduduk lansia di Indonesia yang juga diikuti 

dengan meningkatnya rasio ketergantungan, 

tentu menjadi beban tersendiri bagi penduduk 

usia produktif. Badan Pusat Statistik (2019) 

menyebutkan bahwa 51,08% penduduk lansia 

mengalami keluhan kesehatan dan 26,20% lansia 

mengalami sakit. Selain itu, 40,64% lansia 

tinggal bersama tiga generasi. Kondisi 

kelanjutusiaan ini membutuhkan perhatian lebih 

dari keluarga penanggung lansia yang umumnya 

berusia produktif. Mereka dihadapkan pada 

kondisi yang diharuskan memenuhi kebutuhan 

keluarga inti dan juga kebutuhan orang tua atau 

masuk ke dalam generasi sandwich. Generasi ini 

perlu menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi 

dan tanggung jawabnya untuk merawat anak dan 
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orangtuanya (Evans dkk., 2016; Sinha, 2013). 

Memberikan perawatan kepada orangtua lanjut 

usia bukanlah hal yang baru dan keluarga (anak) 

memiliki peran penting dalam hal perawatan ini 

(Ward-Griffin & Marshall, 2003). Pasangan 

(suami dan istri) yang terjepit dalam pemenuhan 

kebutuhan anak-anak, orang tua, dan pekerjaan 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi (Duxbury 

& Dole, 2015; Malach-Pines dkk., 2009).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

tulisan ini bertujuan untuk melihat secara khusus 

bagaimana pengaruh modal sosial terhadap 

kebahagiaan generasi sandwich. Penelitian 

tentang kesejahteraan subjektif (kebahagiaan) 

sudah banyak dilakukan. Seperti Diener (2000) 

yang meneliti kebahagiaan melalui penilaian 

kognitif kehidupan seseorang serta efek positif 

dan negatifnya. Terdapat berbagai macam faktor 

penentu kesejahteraan subjektif individu, yaitu 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 

perkawinan, dan status pekerjaan (Alesina dkk., 

2004; Leung dkk., 2011; Winkelmann, 2009). 

Selain itu beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara modal 

sosial individu dan berbagai komponen 

kesejahteraan subjektif, termasuk kebahagiaan 

dan kepuasan hidup (Han dkk., 2013; Helliwell, 

2001; Helliwell & Putnam, 2012; Portela dkk., 

2013; Putnam, 2000; Yip dkk., 2007). 

Hal yang membedakan tulisan ini dengan 

studi sebelumnya terletak pada unit analisis yang 

digunakan serta mekanisme bagaimana modal 

sosial memengaruhi kebahagiaan. Tulisan ini 

diharapkan dapat memberikan informasi 

komprehensif mengenai kebahagiaan pada 

seseorang yang termasuk dalam generasi 

sandwich. Sehingga dapat mengisi kekosongan 

studi (research gap) yang sangat dibutuhkan 

karena semakin meningkatnya jumlah dan 

persentase penduduk lansia di Indonesia. Hal lain 

yang membedakan tulisan ini dari penelitian 

sebelumnya adalah pembentukan variabel indeks 

kebahagiaan dan indeks modal sosial. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Kebahagiaan 

Kesejahteraan subjektif (subjective well-being) 

atau yang lebih dikenal sebagai kebahagiaan 

memiliki definisi yang beragam. Kebahagiaan 

dapat berarti kesenangan, kepuasan hidup, emosi 

positif, kehidupan yang bermakna, atau perasaan 

puas lainnya (Diener dkk., 2009). Salah satu 

pemikir awal tentang kebahagiaan pra Sokrates 

yaitu filusuf Democritus yang menyatakan 

bahwa hidup bahagia itu bukan karena apa yang 

dimiliki, tetapi bagaimana cara orang merespons 

terhadap keadaan hidupnya (Tatarkiewicz, 

1976). Kebahagiaan dimaknai sebagai perasaan 

senang dan puas terhadap sesuatu hal yang 

dianggap mulia (Kahneman dkk., 1999). Franklin 

(2010) menyebutkan bahwa kebahagiaan 

merupakan hal yang dirasakan atas upaya 

pencapaian dan pemenuhan terhadap potensi dan 

tujuan hidup seseorang. Kebahagiaan juga 

dimaknai sebagai evaluasi kehidupan yang 

dirasakan seseorang terhadap berbagai aspek 

kehidupan yang juga mempertimbangkan 

perasaan (OECD, 2013). 

Pada konteks budaya, kebahagiaan juga 

memiliki makna yang berbeda-beda. Budaya 

barat mendefinisikan kebahagiaan sebagai 

pencapaian prestasi pribadi (personal 

achievement). Individu bertindak untuk 

memaksimal pengalaman afek positifnya. 

Berbeda dengan budaya barat, budaya timur 

memaknai kebahagiaan sebagai pencapaian 

hubungan interpersonal seseorang dengan orang 

lain (Uchida dkk., 2004). 

 

Konsep Modal Sosial 

Häuberer (2011) menyebutkan bahwa Bourdieu 

dan Coleman merupakan orang yang pertama 

kali memperkenalkan teori modal sosial secara 

sistematis pada era 80-an. Modal sosial 

merupakan akumulasi sumber daya potensial 

yang diperoleh dari pemanfaatan jejaring dan 

keanggotaan dalam kelompok (Bourdieu, 1986). 

Coleman (1988) memandang bahwa modal sosial 

mengacu pada kemampuan seseorang untuk 

bekerjasama dalam sebuah kelompok. Coleman 

(1988) juga mengidentifikasi tiga elemen utama 

sebagai pilar modal sosial. Pertama, kewajiban 

dan harapan yang timbul dari rasa percaya pada 

lingkungan sosial. Rasa percaya menimbulkan 

harapan dan kewajiban dalam lingkungan sosial. 

Kedua, arus informasi yang sehat dalam struktur 
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sosial yang penting untuk mendorong 

perkembangan aktivitas masyarakat. Terakhir, 

norma yang harus ditaati oleh masyarakat serta 

ditegakkan dengan sanksi yang jelas dan efektif. 

Putnam (2000) menyatakan bahwa gagasan 

yang mendasari modal sosial adalah nilai norma 

dan jaringan yang saling terkait. Hal ini 

memungkinkan orang-orang yang mengikuti 

jejaring sosial mendapatkan keuntungan dari 

jejaring yang mereka ikuti. Dengan demikian, 

modal sosial dapat menjadi salah satu masukan 

bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan suatu negara. Sementara itu, 

Fukuyama (2001) menjabarkan modal sosial 

sebagai sebuah budaya bekerja sama yang dapat 

menjadi kekuatan suatu bangsa. Menurutnya, 

modal sosial merupakan seperangkat nilai dan 

norma yang dilembagakan dan dianut oleh 

anggota kelompok sehingga memberi 

kesempatan untuk saling bekerja sama 

antarindividu. Modal sosial dibangun sebagai 

sebuah norma yang mengedepankan asas 

kepentingan umum dalam sebuah komunitas 

dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. 

 Ragamnya variabel yang digunakan sebagai 

proksi modal sosial menghasilkan keragaman 

dimensi dan konsep yang sulit dipahami 

(Bjørnskov, 2008; Durlauf, 2002). Van Oorschot 

dan Arts (2005) mengelompokkan modal sosial 

menjadi tiga dimensi, yaitu jaringan sosial 

(misalnya hubungan informal, partisipasi, dan 

keanggotaan organisasi), norma sosial (misalnya 

norma bersama dan nilai-nilai 

kewarganegaraan), dan kepercayaan sosial 

(misalnya kepercayaan umum, kepercayaan 

terhadap institusi, dan kepercayaan antarpribadi). 

 

Hubungan Modal Sosial dan Kebahagiaan 

Terdapat beberapa kemungkinan mekanisme 

yang menghubungkan modal sosial dan 

kebahagiaan. Individu yang memiliki hubungan 

yang kuat dengan keluarga, teman, tetangga, dan 

masyarakat memiliki tingkat kesehatan fisik yang 

lebih baik dan secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kesejahteraan subjektifnya 

(Helliwell & Putnam, 2004). Selain itu Helliwell 

& Putnam (2004) juga menyebutkan bahwa 

orang yang memiliki teman dekat dan orang 

kepercayaan, tetangga yang ramah dan rekan 

kerja yang suportif cenderung untuk tidak 

mengalami kesedihan, kesepian, harga diri 

rendah, dan masalah dengan makan dan tidur 

sehingga akan cenderung meningkatkan 

kebahagiaannya. 

Individu yang memiliki modal sosial yang 

tinggi juga lebih mudah dalam mengakses 

berbagai layanan publik, termasuk lebih mudah 

untuk memperoleh kesempatan kredit usaha 

(Narayan & Pritchett, 1999). Hal tersebut secara 

tidak langsung dapat meningkatkan peluang 

mereka untuk memperoleh pendapatan. Mereka 

yang memiliki rata-rata pendapatan yang lebih 

tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan 

yang juga lebih tinggi (Helliwell & Putnam, 

2004). 

Michalos (2008) menyatakan bahwa 

hubungan antara pendidikan dan kebahagiaan 

tidak dapat dilakukan secara langsung, namun 

tergantung pada definisi dan operasionalisasi 

pendidikan, pengaruh, dan kebahagiaan. Chen 

(2012) mendapatkan bukti empiris bahwa 

pendidikan yang dikombinasikan dengan 

kemampuan menjalin hubungan yang lebih luas 

akan berdampak positif terhadap kesejahteraan. 

 

Generasi Sandwich 

Miller (1981) merupakan orang pertama yang 

menciptakan istilah generasi sandwich yaitu 

merujuk pada wanita usia 40 tahun-an yang 

merawat anak-anak mereka yang masih kecil 

serta merawat orang tua mereka yang berusia 

antara 60 dan 70 tahun. Sinha (2013) 

menyebutkan bahwa generasi sandwich saat ini 

berusia antara 45 dan 65 tahun yang merawat 

anak-anak serta orang tua mereka. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh peneliti 

lainya bahwa generasi sandwich merupakan 

generasi yang diapit oleh tanggung jawab ganda 

dalam merawat anak-anak serta orang tua mereka 

yang sudah lanjut usia secara bersamaan (Agree 

dkk., 2003; Chisholm, 1999; Grundy & Henretta, 

2006; Miller, 1981). Peneliti lainnya memperluas 

kriteria generasi sandwich menjadi memiliki 

setidaknya satu anak di bawah usia 18 tahun dan 

tinggal di dalam rumah (Sinha, 2013; Tebes & 

Irish, 2014). 
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PENELITIAN TERDAHULU 

Bjørnskov (2008) dalam penelitiannya di 

Amerika Serikat menemukan bahwa variabel 

modal sosial, yaitu kepercayaan sosial, informal 

sociability, dan formal sociability, memiliki 

pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap 

kebahagiaan individu. Sejalan dengan hal 

tersebut, Leung dkk. (2011) juga setuju bahwa 

kepercayaan sosial, kepercayaan terhadap 

institusi, dan obligasi memiliki pengaruh yang 

positif dan kuat terhadap kebahagiaan individu. 

Rodríguez-Pose dan von Berlepsch (2014) juga 

menemukan bahwa modal sosial berperan 

penting dalam kebahagiaan individu dalam tiga 

dimensi, yaitu kepercayaan individu, interaksi 

sosial individu, serta norma dan sanksi sosial. 

Bartolini dkk. (2013) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa hubungan sosial dan 

kepercayaan terhadap institusi berkorelasi positif 

dan signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. 

Helliwell (2001) menemukan fakta empiris 

bahwa semakin tinggi modal sosial, maka 

semakin tinggi tingkat kepercayaan serta 

semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan 

subjektif. Sarracino (2012) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif 

antara berbagai proksi modal sosial dengan 

kebahagiaan dan kepuasan hidup. 

Helliwell & Putnam (2004) menemukan 

bahwa modal sosial, yang diukur dengan 

kekuatan ikatan keluarga, lingkungan, agama, 

dan komunitas, mendukung kesehatan fisik dan 

kesejahteraan subjektif. Penelitian Han (2014) di 

Korea Selatan menunjukkan bahwa variabel 

modal sosial pada tingkat individu, yakni 

persepsi dalam membantu dan bekerja sukarela 

berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Selain 

itu persepsi membantu dan partisipasi organisasi 

dalam tingkat rumah tangga juga berhubungan 

positif dengan kebahagiaan. Sementara 

komponen modal sosial, yaitu kepercayaan 

terhadap pemimpin, bantuan, partisipasi, dan 

toleransi, juga memiliki hubungan positif dengan 

kebahagiaan (Rahayu, 2016).  

Portela dkk., (2013) dalam penelitiannya di 

Eropa menemukan bahwa dampak modal sosial 

terhadap kesejahteraan subjektif berbeda-beda, 

tergantung pada komponen yang dianalisis. 

Jejaring sosial, kepercayaan sosial, dan 

kepercayaan institusional merupakan komponen 

yang berkorelasi tinggi dengan kesejahteraan 

subjektif. Selain itu, tanggung jawab yang 

meningkat karena menjadi generasi sandwich 

dapat menyebabkan efek negatif pada 

keseluruhan kesejahteraannya (Remennick, 

1999; Voydanoff & Donnelly, 1999). Penelitian 

Gillett & Crisp (2017) di Australia menemukan 

bahwa stres yang dialami generasi sandwich 

memiliki efek buruk terhadap kebahagiaannya. 

Pekerja yang memiliki lebih dari satu beban 

pengasuhan (anak dan orang tua) memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan 

pekerja yang hanya memiliki beban satu 

pengasuhan (Chapman dkk., 2004; Halinski dkk., 

2018). Selain itu, pasangan yang terjepit dalam 

pemenuhan kebutuhan anak-anak, orang tua, dan 

juga pekerjaan memiliki tingkat stres yang lebih 

tinggi (Duxbury & Dole, 2015; Malach-Pines 

dkk., 2009; Pines dkk., 2011). 

 

METODOLOGI 

Data yang digunakan berasal dari Survei 

Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Tahun 

2017. Unit analisis adalah Kepala Rumah Tangga 

(KRT) atau pasangannya yang tinggal bersama 

anak dan orang tuanya atau masuk ke dalam 

generasi sandwich serta yang tidak termasuk 

dalam kriteria tersebut (generasi non-sandwich). 

Generansi sandwich dalam penelitian ini 

mengacu pada Agree dkk (2003) yang 

menyebutkan bahwa generasi sandwich 

merupakan generasi yang diapit oleh tanggung 

jawab ganda dalam merawat anak-anak serta 

orang tua mereka yang sudah lanjut usia secara 

bersamaan. Sedangkan generasi non-sandwich 

dalam penelitian ini merupakan KRT yang 

tinggal sendiri, KRT yang tinggal bersama anak 

dan pasangannya, KRT yang hanya tinggal 

bersama orang tuanya, serta KRT yang tinggal 

bersama keluarga lain. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 4.483 generasi sandwich dan 

67.832 generasi non-sandwich. 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah indeks kebahagiaan. Pembentukan 
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variabel indeks kebahagiaan menggunakan 

metode yang digunakan BPS. Peneliti 

menggunakan nilai bobot setiap indikator 

berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh 

BPS. 

 

Variabel Independen 

Pembentukan variabel indeks modal sosial 

menggunakan metode yang digunakan oleh BPS. 

Peneliti menggunakan nilai bobot setiap 

indikator berdasarkan pengukuran yang 

dilakukan oleh BPS.

 

Tabel 1. Pembentukan Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel Simbol Deskripsi 

Kebahagiaan happiness Kontinu 

Modal sosial soccap Kontinu 

Status generasi sandwich 1 = sandwich 

  0 = non-sandwich 

Kondisi kesehatan health 1 = sehat   
0 = sakit 

Pendapatan rumah tangga wage 5 = > Rp.7.200.00   
4 = Rp.4.800.001 – Rp.7.200.000   
3 = Rp.3.000.001 – Rp.4.800.000   
2 = Rp.1.800.001 – Rp.3.000.000   
1= ≤ Rp.1.800.000 

Tingkat pendidikan educ 1 = rendah   
2 = menengah   
3 = tinggi 

Umur age Kontinu 

Hubungan dengan KRT krt 1 = KRT   
0 = pasangan KRT 

Status bekerja work 1 = bekerja   
0 = tidak bekerja 

Status kawin married 1 = kawin   
0 = lainnya 

Jenis kelamin male 1 = laki-laki   
0 = perempuan 

Jumlah anggota rumah tangga jart Kontinu 

Wilayah tempat tinggal urban 1 = kota   
0 = desa 

Keberadaan anak ≤ 18  child 1 = ada 

tahun   0 = tidak ada 

Metode Analisis 

Model regresi Ordinary Least Square (OLS) 

digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, yakni bagaimana secara khusus modal 

sosial memengaruhi kebahagiaan. Penelitian ini 

akan membentuk enam model. 

Model OLS I dan II menggunakan seluruh 

sampel baik generasi sandwich maupun non-

sandwich sebagai unit analisis. Model OLS I 

menggambarkan bagaimana pengaruh modal 

sosial dan status menjadi sandwich atau nons-

andwich terhadap kebahagiaan. Persamaan pada 

model OLS I adalah sebagai berikut. 

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠1 = 𝛽1 + 𝛽11 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 +

𝛽12 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ + 𝛽13 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽14 𝑤𝑎𝑔𝑒1 +

𝛽15 𝑤𝑎𝑔𝑒2 + 𝛽16 𝑤𝑎𝑔𝑒3 + 𝛽17 𝑤𝑎𝑔𝑒4 +

𝛽18 𝑒𝑑𝑢𝑐1 + 𝛽19 𝑒𝑑𝑢𝑐2 + 𝛽110 𝑎𝑔𝑒 +

𝛽111 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝛽112 𝑘𝑟𝑡 + 𝛽113 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 +

𝛽114 𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽115 𝑗𝑎𝑟𝑡 + 𝛽116 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 +

𝛽117 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀   

Model OLS II memperlihatkan secara 

khusus bagaimana pengaruh modal sosial 

terhadap kebahagiaan melalui status generasi 

sandwich atau non-sandwich. Berikut adalah 

persamaan pada model OLS II:  
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ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠2 = 𝛽2 + 𝛽21 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 +

𝛽22 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ + 𝛽23𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 ∗  𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ +

𝛽24 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽25 𝑤𝑎𝑔𝑒1 + 𝛽26 𝑤𝑎𝑔𝑒2 +

𝛽27 𝑤𝑎𝑔𝑒3 + 𝛽28 𝑤𝑎𝑔𝑒4 + 𝛽29 𝑒𝑑𝑢𝑐1 +

𝛽210 𝑒𝑑𝑢𝑐2 + 𝛽211 𝑎𝑔𝑒 + 𝛽212 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 +

𝛽213 𝑘𝑟𝑡 + 𝛽214 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 + 𝛽215 𝑚𝑎𝑙𝑒 +

𝛽216 𝑗𝑎𝑟𝑡 + 𝛽217 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽218 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀  

Selanjutnya Model OLS III, IV, V, dan VI 

hanya menggunakan generasi sandwich sebagai 

unit analisis. Model OLS III menggambarkan 

bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan tanpa adanya interaksi dengan 

ketiga variabel moderasi, yaitu kesehatan, 

pendapatan rumah tangga, dan pendidikan. 

Persamaan OLS pada Model III adalah sebagai 

berikut. 

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠3 = 𝛽3 + 𝛽31 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 + 𝛽32 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ +

𝛽33 𝑤𝑎𝑔𝑒1 + 𝛽34 𝑤𝑎𝑔𝑒2 + 𝛽35 𝑤𝑎𝑔𝑒3 +

𝛽36 𝑤𝑎𝑔𝑒4 + 𝛽37 𝑒𝑑𝑢𝑐1 + 𝛽38 𝑒𝑑𝑢𝑐2 +

𝛽39 𝑎𝑔𝑒 + 𝛽310 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝛽311 𝑘𝑟𝑡 +

𝛽312 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 + 𝛽313 𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽314 𝑗𝑎𝑟𝑡 +

𝛽315 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽316 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀  

Model OLS IV menggambarkan secara 

khusus bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui variabel kondisi kesehatan. 

Model persamaan yang terbentu adalah sebagai 

berikut. 

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠4 = 𝛽4 + 𝛽41 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 +

𝛽42 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽43 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 ∗ ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ +

𝛽44 𝑤𝑎𝑔𝑒1 + 𝛽45 𝑤𝑎𝑔𝑒2 + 𝛽46 𝑤𝑎𝑔𝑒3 +

𝛽47 𝑤𝑎𝑔𝑒4 + 𝛽48 𝑒𝑑𝑢𝑐1 + 𝛽49 𝑒𝑑𝑢𝑐2 +

𝛽410 𝑎𝑔𝑒 + 𝛽411 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝛽412 𝑘𝑟𝑡 +

𝛽413 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 + 𝛽414 𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽415 𝑗𝑎𝑟𝑡 +

𝛽416 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽417 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀  

Model OLS V menggambarkan secara 

khusus bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui variabel pendapatan rumah 

tangga. Berikut model regresi OLS V: 

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠5 = 𝛽5 + 𝛽51 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 +

𝛽52 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽53 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽54 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 ∗

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽55 𝑒𝑑𝑢𝑐1 + 𝛽56 𝑒𝑑𝑢𝑐2 +

𝛽57 𝑎𝑔𝑒 + 𝛽58 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝛽59 𝑘𝑟𝑡 +

𝛽510 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 + 𝛽511 𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽512 𝑗𝑎𝑟𝑡 +

𝛽513 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽514 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀   

 

Model OLS VI menggambarkan secara 

khusus bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui variabel tingkat pendidikan. 

Model OLS yang terbentuk adalah sebagai 

berikut. 

ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠6 = 𝛽6 + 𝛽61 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 +

𝛽62 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 𝛽63 𝑤𝑎𝑔𝑒1 + 𝛽64 𝑤𝑎𝑔𝑒2 +

𝛽65 𝑤𝑎𝑔𝑒3 + 𝛽66 𝑤𝑎𝑔𝑒4 + 𝛽67 𝑒𝑑𝑢𝑐1 +

𝛽68 𝑒𝑑𝑢𝑐2 + 𝛽69 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐1 +

𝛽610 𝑠𝑜𝑠𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐2 + 𝛽611 𝑎𝑔𝑒 +

𝛽612 𝑎𝑔𝑒𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝛽613 𝑘𝑟𝑡 + 𝛽614 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑑 +

𝛽615 𝑚𝑎𝑙𝑒 + 𝛽616 𝑗𝑎𝑟𝑡 + 𝛽617 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 +

𝛽618 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 𝜀   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Berdasarkan nilai indeks kebahagiaannya, 

generasi sandwich memiliki rata-rata nilai indeks 

kebahagiaan yang sedikit lebih tinggi yaitu 71,23 

poin. Sedangkan generasi non-sandwich 

memiliki rata-rata nilai indeks kebahagiaan 

sebesar 70,72 poin. Berdasarkan nilai indeks 

modal sosial, terlihat rata-rata nilai indeks modal 

sosial pada generasi sandwich sedikit lebih tinggi 

dibandingkan pada generasi non-sandwich, yakni 

50,69 poin pada generasi sandwich dan 49,90 

poin pada generasi non-sandwich.  

Selanjutnya variabel lain yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini yaitu kondisi 

kesehatan. Sebagian besar sampel baik pada 

generasi sandwich maupun non-sandwich 

memiliki kesehatan yang baik yaitu sebesar 

78,18% pada generasi sandwich dan 73,80% 

pada generasi non-sandwich. Hal ini 

menunjukkan bahwa generasi sandwich lebih 

sehat dibandingkan generasi non-sandwich. 

Dilihat dari umur, generasi sandwich memiliki 

rata-rata umur lebih muda yakni 40,20 tahun, 

sedangkan generasi non-sandwich memiliki rata-

rata umur 46,79 tahun. Kondisi kesehatan yang 

baik akan mempermudah seseorang untuk 

melakukan berbagai aktivitas. 

Berdasarkan kelompok umur, 40,11% 

generasi non-sandwich berumur 50 tahun ke atas, 

sedangkan pada generasi sandwich hanya 

16,66% yang berumur 50 tahun ke atas. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa generasi sandwich lebih 

didominasi mereka yang berumur muda, 

sedangkan generasi non-sandwich lebih 

didominasi mereka yang berumur tua. 

Selanjutnya berdasarkan tingkat pendapatan 

rumah tangga, pada generasi sandwich maupun 

non-sandwich mayoritas memiliki tingkat 

pendapatan rumah tangga yang rendah dan 

sangat rendah. Namun pada generasi sandwich 

mereka yang berpendapatan rumah tangga sangat 

rendah cenderung lebih banyak dibandingkan 

generasi non-sandwich. Padahal rata-rata jumlah 

anggota rumah tangga pada generasi sandwich 

lebih banyak dibandingkan genrasi non-

sandwich. Hal ini mengindikasikan bahwa 

banyaknya beban anggota rumah tangga yang 

ditanggung generasi sandwich tidak diikuti 

dengan meningkatnya pendapatan rumah 

tangganya. Berdasarkan tingkat pendidikan, 

50,00% generasi non-sandwich berpendidikan 

rendah, sedangkan pada generasi sandwich 

49,28% berpendidikan menengah. Hal ini berarti 

bahwa tingkat pendidikan pada generasi 

sandwich lebih tinggi dibandingkan pada 

generasi non-sandwich.  

Data SPTK 2017 menunjukkan bahwa 

generasi sandwich maupun non-sandwich yang 

memiliki indeks modal sosial yang rendah lebih 

cenderung tidak bahagia, sedangkan mereka 

yang memiliki indeks modal sosial yang tinggi 

lebih cenderung sangat bahagia. Hal ini 

mengindikasikan adanya perbedaan kebahagiaan 

pada mereka yang memiliki indeks modal sosial 

tinggi dan rendah. Mereka yang memiliki 

keterikatan sosial yang kuat, seperti persahabatan 

dan dukungan keluarga, akan cenderung lebih 

bahagia. Selain itu, baik pada generasi sandwich 

maupun non-sandwich, mereka yang sakit lebih 

cenderung tidak bahagia. Sebaliknya, mereka 

yang sehat lebih cenderung sangat bahagia. 

Kesehatan fisik akan memengaruhi perasaan dan 

suasa hati seseorang. Individu yang memiliki 

permasalahan pada kesehatannya memiliki beban 

yang lebih berat sehingga hal ini akan 

menurunkan tingkat kebahagiaannya. 

Generasi sandwich yang memiliki 

pendapatan rumah tangga sangat rendah lebih 

cenderung tidak bahagia dan sebaliknya generasi 

sandwich yang memiliki pendapatan rumah 

tangga tinggi atau sangat tinggi lebih cenderung 

sangat bahagia. Hal ini disebabkan mereka yang 

memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih 

tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Seseorang yang telah terpenuhi 

kebutuhannya maka akan cenderung lebih 

bahagia. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, generasi 

sandwich yang berpendidikan rendah lebih 

cenderung tidak bahagia dan sebaliknya generasi 

sandwich yang berpendidikan tinggi lebih 

cenderung sangat bahagia. Hal ini disebabkan 

pendidikan yang tinggi akan meningkatkan 

peluang seseorang untuk memperoleh 

kesempatan kerja, pekerjaan yang lebih baik, 

serta pendapatan yang lebih tinggi. Hal-hal 

tersebut tentu akan berdampak pada 

meningkatnya kebahagiaan. Selain itu, 

pendidikan yang tinggi juga akan meningkatkan 

pengetahuan seseorang. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang baik akan lebih 

mudah dalam menghadapi berbagai situasi dan 

kondisi dalam kehidupan. 

 

Hasil Estimasi OLS 

Pengaruh Modal Sosial dan Status Generasi 

Sandwich dan Non-sandwich terhadap 

Kebahagiaan 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh modal sosial terhadap 

kebahagiaan baik pada generasi sandwich 

maupun non-sandwich, maka peneliti 

membentuknya dalam dua model. Model I 

menggambarkan bagaimana pengaruh modal 

sosial dan status menjadi sandwich atau non-

sandwich terhadap kebahagiaan. Sedangkan 

Model II digunakan untuk melihat secara khusus 

bagaimana pengaruh modal sosial terhadap 

kebahagiaan melalui status sebagai generasi 

sandwich atau non-sandwich.
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Tabel 2. Koefisien Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial dan Status Generasi Sandwich dan 

Non-sandwich terhadap Kebahagiaan 

Variabel Dependen Model OLS 

Indeks kebahagiaan I II 

Variabel Independen (1) (2) 

Modal sosial 0,073*** 0,074*** 

Sandwich 0,085 0,426 

Modal sosial*sandwich - -0,007 

Kondisi kesehatan 2,739*** 2,739*** 

Pendapatan 

rumah tangga 

≤ Rp.1.800.000 (ref) 
  

Rp.1.800.001-Rp.3.000.000 2,842*** 2,843*** 

Rp.3.000.001-Rp.4.800.000 4,722*** 4,723*** 

Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000 6,115*** 6,116*** 

Rp.> 7.200.000 7,560*** 7,561*** 

Pendidikan Rendah (ref) 
  

Menengah 1,832*** 1,832*** 

Tinggi 4,594*** 4,594*** 

Umur -0,130*** -0,129*** 

Umur kuadrat 0,001*** 0,001*** 

KRT -0,279* -0,279* 

Kawin 1,308*** 1,307*** 

Bekerja -0,259*** -0,259*** 

Laki-laki 0,160 0,160 

Jumlah ART -0,211*** -0,211*** 

Perkotaan 0,681*** 0,681*** 

Keberadaan anak ≤ 18 tahun -0,580*** -0,580*** 

Konstanta 64,239*** 64,215*** 

N 72315 72315 

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01 

Sumber: SPTK 2017 (diolah) 

 

 

Pada Model I terlihat bahwa modal sosial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebahagiaan. Hal ini berarti, penambahan satu 

unit nilai indeks modal sosial akan meningkatkan 

kebahagiaan sebesar 0,07 poin. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif 

antara berbagai proksi modal sosial dan 

kebahagiaan (Bartolini dkk., 2013; Han, 2014; 

Rahayu, 2016; Rodríguez-Pose & von Berlepsch, 

2014). Hubungan yang baik dengan teman, 

keluarga, dan masyarakat membuat seseorang 

terhindar dari kesepian sehingga akan merasa 

lebih bahagia. Model I juga memperlihatkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kebahagiaan pada generasi sandwich dan 

non-sandwich. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Remennick (1999) serta Voydanoff 

dan Donnelly (1999) yang menemukan bahwa 

peningkatan tanggung jawab yang datang karena 

menjadi generasi sandwich dapat menyebabkan 

efek negatif terhadap kebahagiaannya. Hal ini 

berarti di Indonesia keberadaan anak dan orang 

tua tidak selalu menjadi beban bagi kepala rumah 

tangga atau pasangannya. 

Selanjutnya meskipun tidak signifikan, pada 

model dengan interaksi memperlihatkan bahwa 

dibandingkan dengan non-sandwich, 

peningkatan nilai modal sosial membawa 

peningkatan nilai indeks kebahagiaan yang 

semakin kecil pada generasi sandwich. Hal ini 

berarti modal sosial akan lebih bermanfaat bagi 

generasi non-sandwich dalam meningkatkan 

kebahagiaannya. Selain itu, pada Model II juga 

terlihat bahwa meskipun tidak signifikan, 

generasi sandwich memiliki indeks kebahagiaan 

yang lebih tinggi dibandingkan generasi non-

sandwich. 
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Pengaruh Modal Sosial terhadap 

Kebahagiaan Generasi Sandwich 

Berdasarkan tinjauan literatur, diketahui bahwa 

modal sosial dapat memengaruhi kebahagiaan 

melalui beberapa mekanisme, yaitu melaui 

kesehatan, pendapatan rumah tangga, dan 

pendidikan. Selanjutnya untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh modal sosial terhadap 

kebahagiaan generasi sandwich, maka peneliti 

membuat empat model. Pertama, Model III 

menggambarkan bagaimana modal sosial 

memengaruhi kebahagiaan tanpa adanya 

interaksi dengan ketiga variabel moderasi. 

Kedua, Model IV menggambarkan secara khusus 

bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui variabel kondisi kesehatan. 

Ketiga, Model V menggambarkan secara khusus 

bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui variabel pendapatan rumah 

tangga. Keempat, model VI menggambarkan 

secara khusus bagaimana modal sosial 

memengaruhi kebahagiaan melalui variabel 

tingkat pendidikan.

 
 

Tabel 3. Koefisien dari Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan 

Generasi Sandwich melalui Kesehatan 

Variabel Dependen Model OLS  

Indeks kebahagiaan III IV 

Variabel independen (1) (2) 

Modal sosial 0,061*** 0,074*** 

Kondisi kesehatan 2,737*** 2,739*** 

Modal sosial * Kondisi kesehatan - -0,062*** 

Pendapatan 

rumah tangga 

≤ Rp.1.800.000 (ref) 
  

Rp.1.800.001-Rp.3.000.000 2,649*** 2,842*** 

Rp.3.000.001-Rp.4.800.000 4,559*** 4,722*** 

Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000 6,447*** 6,115*** 

Rp.> 7.200.000 8,314*** 7,560*** 

Pendidikan Rendah (ref) 
  

Menengah 1,788*** 1,832*** 

Tinggi 3,969*** 4,594*** 

Umur -0,202** -0,130*** 

Umur kuadrat 0,002* 0,001*** 

Hubungan dengan KRT -1,811** -0,279* 

Status kawin 0,433 1,307*** 

Status bekerja -0,336 -0,259*** 

Jenis kelamin 2,086*** 0,160 

Jumlah ART -0,170* -0,211*** 

Wilayah tempat tinggal 0,298 0,681*** 

Keberadaan anak ≤ 18 tahun -0,419 -0,580*** 

Konstanta 66,856*** 64,215*** 

N 4483 4483 

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01 

Sumber: SPTK 2017 (diolah) 

 

Pada model III terlihat bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara 

modal sosial dan kebahagiaan pada generasi 

sandwich. Peningkatan satu poin nilai modal 

sosial pada generasi sandwich akan 

meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,06 

poin. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bartolini 

dkk. (2013), Bartolini & Sarracino (2014), Han 

(2014), Helliwell (2001), Jovanović (2016), 

Leung dkk. (2011), Rahayu (2016), Rodríguez-

Pose dan von Berlepsch (2014). Generasi 

sandwich yang memiliki hubungan baik dengan 

anak dan orang tuanya tidak akan menjadikan 

mereka sebagai beban, namun justru keberadaan 

keduanya akan meningkatkan kebahagiaannya. 

Selain itu, generasi sandwich yang memiliki 

hubungan yang baik dengan tetangga dan 

masyarakat akan lebih mudah untuk berbagi 
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beban dalam penjagaan anak dan orang tua, misal 

dengan sesekali menitipkan anaknya kepada 

tetangga. 

Variabel lain yang juga signifikan 

memengaruhi kebahagiaan pada generasi 

sandwich adalah kondisi kesehatan. Individu 

yang sehat memiliki 2,74 poin indeks 

kebahagiaan lebih tinggi daripada mereka yang 

sakit. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Leung 

dkk. (2011) yang menemukan bahwa individu 

yang sehat akan lebih cenderung untuk bahagia 

dibandingkan mereka yang sakit. Individu yang 

sakit memiliki beban pikiran yang lebih besar 

terhadap dirinya sehingga akan mengurangi 

kebahagiaannya. Berada pada posisi penanggung 

jawab anak dan orang tua tentu sudah menjadi 

beban bagi generasi sandwich. Beban ini akan 

semakin berat jika mereka dalam kondisi sakit. 

Pendapatan rumah tangga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebahagiaan 

generasi sandwich. Variabel ini menggambarkan 

kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Model III 

memperlihatkan bahwa semakin tinggi 

pendapatan rumah tangga, maka semakin tinggi 

pula nilai indeks kebahagiaannya. Hal ini 

mengindikasikan pendapatan rumah tangga tetap 

menjadi faktor penting yang memengaruhi 

kebahagiaan generasi sandwich. Pada penelitian 

ini tidak terjadi Easterlin Paradox, yakni 

kebahagiaan terus meningkat seiring 

meningkatnya pendapatan rumah tangga (Hori & 

Kamo, 2018). Semakin tinggi pendapatan rumah 

tangga, maka akan semakin mudah untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan, maka akan tercipta kebahagiaan. 

Selain itu, semakin tinggi pendapatan maka 

seseorang akan semakin tidak mengkhawatirkan 

biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya. 

Terlebih bagi generasi sandwich memiliki 

pendapatan yang tinggi tentu akan mengurangi 

beban yang ditanggungnya. Apabila kebutuhan 

anak, orang tua, dan keluarga terpenuhi maka 

individu akan semakin bahagia. Sebaliknya, 

mereka yang kesulitan atau memiliki 

keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan anak, 

orang tua, keluarga, bahkan dirinya sendiri tentu 

akan semakin stres dan akan menurunkan tingkat 

kebahagiaannya. 

Variabel lain yang juga berpengaruh kuat 

dan signifikan terhadap kebahagiaan adalah 

tingkat pendidikan. Generasi sandwich yang 

berpendidikan menengah memiliki nilai 

kebahagiaan 1,79 poin lebih tinggi dibandingkan 

mereka yang berpendidikan rendah. Bahkan, 

individu yang berpendidikan tinggi memiliki 

nilai kebahagiaan 3,97 poin lebih tinggi 

dibandingkan individu yang berpendidikan 

rendah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka semakin tinggi pula nilai kebahagiaannya 

(Blanchflower & Oswald, 2004; Cuñado & de 

Gracia, 2012). Pendidikan yang tinggi akan 

meningkatkan kesempatan seseorang untuk 

memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang 

lebih tinggi. Selain itu, peningkatan pengetahuan 

yang didapatkan dengan menempuh pendidikan 

akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan 

pada individu. 

Selanjutnya untuk melihat bagaimana 

modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui 

kesehatan, maka berdasarkan Model IV terlihat 

bahwa interaksi variabel modal sosial dan 

kondisi kesehatan menunjukkan hasil yang 

signifikan memengaruhi kebahagiaan generasi 

sandwich. Dibandingkan dengan yang tidak 

sehat, peningkatan nilai indeks modal sosial 

membawa penambahan nilai kebahagiaan yang 

lebih kecil pada generasi sandwich. Hal ini 

mengindikasikan bahwa modal sosial akan lebih 

bermanfaat pada mereka yang sakit dibandingkan 

pada mereka yang sehat dalam meningkatkan 

kebahagiaannya. Sikap saling percaya, hubungan 

yang baik, serta kerjasama yang baik akan lebih 

meningkatkan kebahagiaan pada mereka yang 

sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian (Helliwell 

& Putnam, 2004) yang menyebutkan bahwa 

hubungan yang baik akan meningkatkan 

kesehatan seseorang dan secara tidak langsung 

akan meningkatkan kebahagiaannya. Individu 

yang sakit tentu lebih membutuhkan bantuan 

orang lain daripada mereka yang sehat. 

Pertolongan dan bantuan tersebut akan 

didapatkan jika mereka memiliki hubungan yang 

baik dengan keluarga, teman, dan tetangga, 

sehingga pertolongan dan bantuan tersebut tentu 

akan meningkatkan kebahagiaannya. 

Model V menggambarkan secara khusus 

bagaimana modal sosial memengaruhi 
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kebahagiaan generasi sandwich melalui 

pendapatan rumah tangga. Pada Tabel 4 terlihat 

terlihat bahwa interaksi variabel modal sosial dan 

pendapatan tidak signifikan memengaruhi 

kebahagiaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

mekanisme modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan melalui pendapatan tidak berjalan. 

Hasil studi ini berbeda dengan temuan Narayan 

& Pritchett (1999) yang menyebutkan bahwa 

seseorang yang memiliki modal sosial yang 

tinggi akan lebih cenderung untuk memperoleh 

kesempatan kredit usaha sehingga akan 

meningkatkan pendapatan dan kebahagiaannya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan rumah tangga tidak menjadi 

mekanisme bagaimana modal sosial 

memengaruhi kebahagiaan pada generasi 

sandwich.

  

Tabel 4. Koefisien dari Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan 

Generasi Sandwich melalui Pendapatan Rumah Tangga 

 

Variabel Dependen Model OLS 

Indeks kebahagiaan V 

Variabel independen (1) 

Modal sosial 0,056*** 

Kondisi kesehatan 2,867*** 

Pendapatan rumah tangga              ≤ Rp.4.800.000 (ref) 
 

> Rp.4.800.000 3,542*** 

Modal sosial*Pendapatan rumah tangga 0,012 

Pendidikan Rendah (ref) 
 

 Menengah 2,154*** 

 Tinggi 5,112*** 

Umur -0,177* 

Umur kuadrat 0,002 

Hubungan dengan KRT -1,922*** 

Status kawin 0,479 

Status bekerja -0,092 

Jenis kelamin 2,172*** 

Jumlah ART -0,108 

Wilayah tempat tinggal 0,560** 

Keberadaan anak ≤ 18 tahun -0,516 

Konstanta 67,072*** 

N 4483 

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01 

Sumber: SPTK 2017 (diolah) 

 

Pada Model VI yang menggambarkan model 

interaksi antara variabel modal sosial dan 

pendidikan juga terlihat tidak signifikan. Hasil ini 

berbeda dengan temuan Chen (2012) yang 

menyebutkan bahwa pendidikan yang 

dikombinasikan dengan kemampuan menjalin 

hubungan yang lebih luas akan berdampak positif 

terhadap kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan tidak menjadi mekanisme 

bagaimana modal sosial memengaruhi 

kebahagiaan. Namun, pendidikan berpengaruh 

langsung terhadap kebahagiaan. Mereka yang 

berpendidikan tinggi lebih bahagia dibandingkan 

mereka yang berpendidikan rendah. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat 

kebahagiaan juga semakin tinggi.
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Tabel 5. Koefisien Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi Sandwich 

melalui Tingkat Pendidikan 

Variabel Dependen Model OLS 

Indeks Kebahagiaan VI 

Variabel Independen (1) 

Modal sosial 0,064*** 

Kondisi kesehatan 2,741*** 

Pendapatan                 

rumah tangga 

≤ Rp.1.800.000 (ref) 
 

Rp.1.800.001-Rp.3.000.000 2,656*** 

Rp.3.000.001-Rp.4.800.000 4,561*** 

Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000 6.456*** 

Rp.> 7.200.000 8,321*** 

Pendidikan Rendah (ref) 
 

Menengah 1,642 

Tinggi 5,529*** 

Modal sosial*Pendidikan menengah 0,003 

Modal sosial*Pendidikan tinggi -0,032 

Umur -0,209** 

Umur kuadrat 0,002* 

Hubungan dengan KRT -1,829*** 

Status kawin 0,411 

Status bekerja 0,343 

Jenis kelamin 2,099*** 

Jumlah ART 0,168* 

Wilayah tempat tinggal 0,283 

Keberadaan anak ≤ 18 tahun -0,405 

Konstanta 66,86*** 

N 4483 

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01 

Sumber: SPTK 2017 (diolah) 

 

KESIMPULAN 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara 

khusus pengaruh modal sosial terhadap 

kebahagiaan pada generasi sandwich. 

Berdasarkan hasil deskriptif ditemukan bahwa 

generasi sandwich yang memiliki modal sosial 

tinggi lebih cenderung sangat bahagia dan 

mereka yang memiliki modal sosial rendah lebih 

cenderung tidak bahagia. Selain itu generasi 

sandwich yang sehat lebih cenderung bahagia, 

sedangkan mereka yang sakit lebih cenderung 

tidak bahagia. Berdasarkan pendapatan rumah 

tangga juga didapat bahwa rumah tangga yang 

memiliki pendapatan rumah tangga yang sangat 

rendah lebih cenderung untuk tidak bahagia, 

sementara semakin tinggi pendapatan rumah 

tangga, maka kecenderungan untuk bahagia 

semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan 

pendidikan terlihat bahwa mereka yang 

berpendidikan rendah lebih cenderung tidak 

bahagia, sementara mereka yang berpendidikan 

tinggi lebih cenderung sangat bahagia. 

Hasil dari Model OLS I menunjukkan 

bahwa modal sosial berdampak positif dan 

signifikan baik pada generasi sandwich maupun 

non-sandwich. Namun status sebagai generasi 

sandwich atau non-sandwich tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebahagiaan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan 

pada generasi sandwich maupun non-sandwich 

tidak berbeda secara nyata. Selanjutnya hasil dari 

Model OLS II memperlihatkan bahwa meskipun 

tidak signifikan, pada model dengan interaksi 

memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan 

non-sandwich, peningkatan nilai modal sosial 

membawa peningkatan nilai indeks kebahagiaan 

yang semakin kecil pada generasi sandwich. 

Dapat disimpulkan bahwa modal sosial akan 

lebih bermanfaat bagi generasi non-sandwich 

dalam meningkatkan kebahagiaannya. 
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Hasil dari Model OLS III terlihat bahwa 

modal sosial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebahagiaan generasi sandwich. 

Peningkatan nilai modal sosial pada generasi 

sandwich akan meningkatkan nilai 

kebahagiaannya. Generasi sandwich yang 

memiliki hubungan baik dengan anak dan orang 

tuanya tidak akan menjadikan mereka sebagai 

beban, namun justru keberadaan keduanya akan 

meningkatkan kebahagiaannya. Selain itu, 

generasi sandwich yang memiliki hubungan baik 

dengan tetangga dan masyarakat akan lebih 

mudah untuk berbagi beban dalam penjagaan 

anak dan orang tua, misal dengan sesekali 

menitipkan anaknya kepada tetangga. 

Hasil dari Model OLS IV menunjukkan 

bahwa variabel kondisi kesehatan merupakan 

mekanisme yang tepat bagaimana secara khusus 

modal sosial memengaruhi kebahagiaan pada 

generasi sandwich. Dibandingkan dengan yang 

tidak sehat, peningkatan nilai indeks modal sosial 

membawa penambahan nilai kebahagiaan yang 

lebih kecil pada generasi sandwich. Hal ini 

mengindikasikan bahwa modal sosial akan lebih 

bermanfaat pada generasi sandwcih yang sakit 

dibandingkan pada mereka yang sehat dalam 

meningkatkan kebahagiaannya.  

Selanjutnya hasil dari Model OLS V dan VI 

memperlihatkan bahwa pendapatan rumah 

tangga dan tingkat pendidikan bukan menjadi 

mekanisme bagaimana modal sosial 

memengaruhi kebahagiaan pada generasi 

sandwich. Hasil ini telah dikontrol oleh variabel 

lain yaitu pendidikan, umur, hubungan dengan 

KRT, status perkawinan, status bekerja, jenis 

kelamin, jumlah anggota rumah tangga, wilayah 

tempat tinggal, dan keberadaan anak umur 

kurang dari 18 tahun. 

Saran 

Peran generasi sandwich sebagai orang tua dan 

anak memerlukan usaha dan pengorbanan yang 

lebih besar untuk merawat anak dan orang tua 

nya. Meningkatnya populasi lansia saat ini 

membutuhkan perhatian semua pihak agar lansia 

tidak menjadi lansia terlantar. Selain itu, 

diperlukan dukungan terhadap mereka yang 

melakukan perawatan terhadap lansia, dalam hal 

ini keluarga inti. Hasil analisis membuktikan 

bahwa modal sosial memiliki dampak positif 

terhadap kebahagiaan, baik pada generasi 

sandwich maupun non-sandwich. Oleh karena 

itu, salah satu implementasi yang relevan untuk 

meningkatkan kebahagiaan adalah dengan 

menumbuhkembangkan nilai modal sosial di 

masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan di 

antaranya adalah mendorong kegiatan yang 

melibatkan banyak pihak dalam masyarakat 

seperti budaya gotong royong. Budaya ini sudah 

mulai memudar di dalam masyarakat, padahal 

budaya gotong royong dapat menciptakan rasa 

saling percaya, toleransi, dan tolong. Jika budaya 

ini terus dilestarikan, maka akan memberi banyak 

manfaat terlebih bagi generasi sandwich. Mereka 

akan mudah percaya untuk menitipkan anak atau 

orang tua mereka terhadap tetangga atau 

masyarakat sekitar, sehingga beban yang 

ditanggung akan menjadi lebih ringan. 

Hasil analisis juga membuktikan bahwa 

modal sosial akan lebih bermanfaat terhadap 

generasi sandwich yang sakit dalam 

meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, 

kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di 

antaranya program peningkatan kualitas 

kesehatan masyarakat dan lingkungan yang 

melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk 

berperilaku hidup sehat sehingga tercipta 

masyarakat yang sehat dan bahagia. 

Dalam studi selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan variabel yang menggambarkan 

kondisi kesehatan dan status bekerja orang tua 

yang tinggal bersama di dalam rumah. Hal ini 

penting agar dapat diketahui bagaimana 

perbedaan kebahagiaan generasi sandwich yang 

memiliki orang tua yang sehat dan orang tua yang 

sakit. Selain itu, penting juga untuk dilihat 

bagaimana perbedaan kebahagiaan generasi 

sandwich yang memiliki orang tua yang bekerja 

atau tidak. 
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ABSTRACT 

Warung Tegal or warteg (a food stall with cheap food) is a local economic phenomenon that is rapidly 

growing in the Jakarta area, particularly for the lower middle-class society. This growth is due to the connection 

between warteg business and remittances sent to their hometowns. This paper aims to (i) explain the informal 

economy of warteg traders who provide economic opportunities for other migrants in Jakarta, (ii) describe the 

remittances economy of warteg traders to their families in their hometowns, and (iii) explain the economic 

contribution of remittances to the development of migrants' origin villages. This research uses a qualitative 

approach with case studies of warteg traders around Bangka IX, Pela Mampang, and Mampang Prapatan. Data 

were obtained by direct observation that was carried out from March 2016 to January 2017. The interviewees 

include five warteg traders who sell in the Pela Mampang region, as well as the children of the traders and 

village officials of Dukuhjati Kidul, Tegal. The results of the study show that warteg can increase the wealth of 

migrant families. Remittances serve as a form of social bonding and responsibility to their families. They are 

used for consumption and productive activities, such as building houses that are considered a symbol of success 

in running warteg. 

Keywords: migrant, remittances, informal sector 

 
ABSTRAK 

Warung Tegal (warteg) menjadi fenomena ekonomi lokal yang berkembang cepat di kawasan Jakarta, 

terutama untuk masyarakat ekonomi kelas menengah bawah. Fenomena ekonomi lokal tersebut terjadi karena 

adanya keterkaitan usaha warteg dengan praktik ekonomi remitansi yang dikirimkan ke kampung halaman 

mereka. Tujuan penelitian ini adalah (i) menjelaskan ekonomi informal pedagang warteg yang berkontribusi 

terhadap peluang ekonomi bagi para migran lain di Jakarta, (ii) menggambarkan ekonomi remitansi pedagang 

warteg kepada keluarga mereka di kampung halaman, (iii) menjelaskan kontribusi ekonomi remitansi bagi 

pembangunan desa asal para migran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 

kasus. Data diperoleh dengan teknik pengamatan langsung ke pedagang warteg yang berada di sekitar Bangka 

IX, Pela Mampang, Mampang Prapatan selama periode Maret 2016 hingga Januari 2017. Informan kajian ini 

terdiri dari lima orang pedagang warteg yang berjualan di sekitar Pela Mampang, serta anak dari pedagang warteg 

dan perangkat Desa Dukuhjati Kidul, Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warteg mampu menjadi 

alternatif untuk menambah kekayaan keluarga migran. Remitansi memiliki arti penting sebagai bentuk ikatan 

sosial dan sebagai tanggung jawab kepada keluarga mereka di kampung halaman. Remitansi digunakan untuk 

konsumsi dan kegiatan produktif, seperti membangun rumah yang dianggap sebagai simbol keberhasilan migran 

saat menjalankan warteg. 

 

Kata kunci: migran, remitansi, sektor informal  
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PENDAHULUAN 

Dinamika pembangunan Jakarta yang semakin 

berkembang dengan mengutamakan modernisasi 

turut memengaruhi gejala mobilitas penduduk. 

Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan 

mobilitas penduduk ke kota. Pembangunan kota 

yang besar biasanya akan diiringi dengan 

mobilitas penduduk.  Perbedaan pertumbuhan 

perekonomian antardaerah yang tidak merata 

juga turut memengaruhi gerak laju mobilitas 

penduduk. Faktor lainnya seperti kondisi di 

daerah asal yang dianggap cenderung kurang 

memenuhi tingkat perekonomian penduduk. 

Mobilitas penduduk hampir tiap waktu biasa 

dijumpai di kota-kota besar seperti halnya Jakarta 

(Wajdi dkk., 2017). Fenomena tersebut turut 

berdampak terhadap kepadatan penduduk dan 

berbagai masalah lainnya. Mobilitas penduduk 

biasanya cenderung terpusat pada wilayah-

wilayah tertentu saja. Kondisi ketimpangan yang 

terjadi di berbagai wilayah inilah yang pada 

akhirnya akan menyebabkan mobilitas penduduk 

(Hummel, 2020; McKenzie, 2017).  

Ada beragam motif yang melatarbelakangi 

gerak penduduk ke kota seperti halnya motif 

ekonomi. Salah satu faktor pendorong penduduk 

desa melakukan perpindahan adalah faktor 

ekonomi. Selain itu, factor lainnya adalah tidak 

tersedianya lapangan pekerjaan serta, adanya 

daya tarik kota yang mempunyai berbagai 

fasilitas dan struktur ekonomi yang beragam 

(Todaro,1999; Mas’udah, 2020). Penduduk yang 

kebutuhannya tidak terpenuhi oleh kondisi yang 

ada di lingkungannya akan bergerak untuk 

meninggalkan daerahnya dan mencari daerah lain 

yang dapat memenuhi kebutuhannya. Usaha 

sektor informal warung tegal (selanjutnya 

disingkat warteg) di Jakarta memberikan ruang 

tersendiri bagi migran. Warteg adalah jenis usaha 

kelas menengah bawah yang menyajikan 

makanan dan minuman dengan harga terjangkau. 

Warteg identik menjadi milik penduduk asli 

Tegal atau orang-orang dari kota lain di 

Indonesia yang berlokasi di Tegal atau Jakarta 

(Asytuti, 2015; Novianti & Susanto, 2018). 

Secara historis, keberadaan warteg pertama 

kalinya di Jakarta muncul pada tahun 1950 

(Samparaya, 2018). Pada saat itu terjadi 

fenomena perpindahan ibu kota Indonesia dari 

Yogyakarta ke Jakarta. Saat itu terjadi migrasi 

yang cukup pesat dari masyarakat Jawa Tengah 

ke Jakarta seiring dengan pembangunan yang 

berlangsung di era Soekarno. 

Kondisi lapangan pekerjaan di Jakarta yang 

menuntut berbagai macam persyaratan tertentu 

yang sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang 

terkadang tidak bisa menampung kehadiran 

migran. Hal inilah yang akhirnya membuka 

kesempatan migran untuk bekerja di sektor 

informal. Sektor informal mampu menyerap 

tenaga migran dalam menghidupi mereka selama 

berada di Jakarta. Pedagang warteg yang 

bermigrasi ke Jakarta turut berpengaruh terhadap 

perubahan tingkat pendapatan yang 

diperolehnya. Menurut Simmons (1984), migrasi 

merupakan bagian yang integral dari perubahan 

sosial ekonomi suatu daerah. Lebih lanjut 

Simmons (1984) mengatakan bahwa terdapat 

hubungan yang saling memengaruhi antara 

migrasi dan perubahan sosial ekonomi yang 

tampak secara nyata pada migran yang telah 

berhasil dalam kehidupannya. Keberadaan 

migran pedagang warteg turut serta  

berkontribusi terhadap daerah asalnya yang 

ditinggalkan. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya arus pengiriman uang atau remitansi dari 

migran kepada keluarga yang ditinggalkan di 

daerah asalnya. Migrasi berpengaruh positif 

terhadap daerah asal karena membawa uang, 

barang-barang dan gagasan pembangunan 

(Mantra, 1988). Remitansi mempunyai peranan 

yang penting dalam menjaga hubungan keluarga 

dan juga sebagai wujud rasa tanggung jawab 

migran selama berada di Jakarta. Para migran 

biasanya akan mengirim sejumlah uang atau 

barang kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi 

keluarga yang menerima remitansi tentu ini 

membawa keuntungan sendiri.  Adanya 

hubungan yang masih terjalin antara migran 

dengan keluarganya diwujudkan melalui proses 

remitansi ke daerah asal ataupun dalam bentuk 

kunjungan.  

Selain itu, melalui remitansi bisa dijadikan 

sebagai komponen dalam memelihara hubungan 

baik dengan daerah asal. Hal ini sangat penting 

mengingat keberadaan mereka yang tidak satu 

tempat dan wilayah. Melalui remitansi juga telah 

menunjukkan adanya suatu integrasi antara 
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perekonomian di perkotaan dengan 

perekonomian rumah tangga di daerah asal 

migran. Hal tersebut penting dalam interaksi desa 

dengan kota yang semakin menguat melalui 

proses remitansi ke daerah asal migran. Selain 

itu, turut berpengaruh terhadap tingkat kehidupan 

masyarakat di pedesaan. Hal ini tercermin dalam 

beberapa studi yang menunjukkan remitansi bisa 

mengurangi kemiskinan di negara-negara 

berkembang (Azizi, 2021; Mehedintu dkk, 

2019). 

Proses remitansi akan dilakukan dengan 

berbagai cara untuk mengalokasikan hasil 

pendapatan yang dimilikinya dari usaha warteg 

agar bisa mengirimkan uang yang lebih banyak 

ke daerah asal. Fenomena migrasi yang disertai 

dengan remitansi juga bisa terlihat saat migran 

pulang ke desa asalnya karena proses aplus1 

dalam usaha warteg. Mereka biasanya akan 

membawa barang atau sejumlah uang baik milik 

sendiri ataupun orang lain.  Remitansi 

berpengaruh terhadap migran maupun keluarga 

yang ditinggalkan. Remitansi juga digunakan 

sebagai sarana komunikasi dalam menjalin 

hubungan di antara mereka yang bisa berupa 

sarana informasi.  

 

KAJIAN TEORITIS 

Bentuk dan Faktor Pengiriman Remitansi  

Selama dua dekade terakhir, analisis remitansi 

menjadi isu penting dalam kajian sosial ekonomi 

yang mengalami perkembangan dinamis. Dalam 

kajian ekonomi, remitansi berkembang menjadi 

alat analisa dan pendekatan baru (Rapoport & 

Docquier, 2005). Perubahan tersebut terjadi dari 

pendekatan ekonomi mikro remitansi yang lebih 

menekankan kepada peran informasi dan 

interaksi sosial dalam perilaku pengiriman uang 

bergeser menjadi pendekatan makro ekonomi 

remitansi yang menjelaskan remitansi lebih 

kepada dampak yang ditimbulkan di masyarakat 

dari pengiriman uang tersebut. Perubahan baru 

ini juga fokusnya secara bertahap bergeser ke 

pertimbangan jangka panjang, terutama peran 

pengiriman uang dalam dinamika ketimpangan 

 
1 Aplus merupakan suatu istilah yang digunakan dalam mengelola 
warteg secara bergantian dalam waktu tiga bulan yang dilakukan 

oleh dua pedagang 

dan pembangunan. 

Disisi lain, remitansi adalah dana yang 

dibawa masuk oleh pekerja migran ke negara 

atau daerah asalnya, baik berupa uang tunai 

maupun barang. Remitansi merupakan salah satu 

sumber daya ekonomi yang penting bagi 

keluarga, masyarakat, daerah, dan negara 

pengirim tenaga kerja migran (Romdiati, 2012). 

Jumlah uang yang dikembalikan imigran cukup 

besar. Remitansi juga penting bagi negara 

pengirim imigran. Selain itu, remitansi juga 

memengaruhi keseimbangan perdagangan dan 

mendukung investasi nasional. Caldwell 

(1969:152) menyatakan bahwa remitansi 

merupakan pengiriman uang atau barang. Dalam 

hal ini tidak masalah jika hasil remitansi 

digunakan untuk konsumsi atau membeli rumah 

atau investasi lainnya. Para migran menyediakan 

beragam bentuk modal seperti uang yang 

mempunyai dampak pembangunan bagi keluarga 

atau negara asal mereka. Dampak tersebut bisa 

dalam konteks perekonomian keluarga, sosial, 

budaya, dan lain-lain. Remitansi menghasilkan 

dampak positif terhadap perekonomian keluarga 

dan menstimulasi permintaan bagi barang dan 

jasa lain (Banga & Sahu, 2011). Dampak level 

mikro dan level makro pada dasarnya adalah 

bagian dari konsep social remittance (Levitt, 

1998; Lacroix dkk., 2016). Konsep ini muncul 

sejak awal tahun 2000 untuk menggambarkan 

bahwa dalam remitansi bukan hanya uang, tetapi 

juga terdapat ide, praktik, modal sosial, dan 

identitas yang beredar antarkomunitas pengirim 

dan penerima. Pertukaran dan peredaran ini 

dilakukan secara berulang dan diperkuat oleh 

bentuk sirkulasi budaya lainnya.  

Migrasi Pedagang Warung Tegal 

Migrasi dan remitansi memiliki keterkaitan 

dalam level analisanya, meskipun keduanya 

memiliki definisi konseptual masing-masing. 

Migrasi dapat dianalisis dari multiperspektif 

seperti geografis, ekonomi, sosiologi, psikologi 

hingga antropologi. Multiperspektif ini bisa 

dilakukan dengan bertopang pada kausalitas 
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antara teori dan efeknya (Haller dkk., 2018). 

Penjelasan multitafsir ini menunjukkan bahwa 

remitansi bukan sekadar konsep ekonomi, tetapi 

juga terkait aspek nonekonomi lainnya 

sebagaimana melekat dalam konsep remitansi. 

Namun, sifat hubungan antara migrasi, remitansi, 

dan pembangunan tampaknya bervariasi dari 

waktu ke waktu. Ada beberapa kasus penting 

yang menunjukkan migrasi dan remitansi telah 

terbukti memiliki efek netral atau bahkan negatif 

pada pembangunan ekonomi di negara-negara 

berkembang (Chiodi dkk., 2012). 

Definisi migrasi tergambarkan dalam 

dinamika kehidupan di kota besar seperti halnya 

Jakarta. Di Jakarta tak terlepas dari kehidupan 

masyarakat pendatang. Keadaan seperti itulah 

yang hampir ditemui tiap tahunnya. Keberadaan 

masyarakat pendatang juga tak lepas dari faktor 

penarik yang ada di kota tersebut seperti halnya 

dengan berkembangnya proses pembangunan. 

Menurut Mabogunje (1970) dalam studinya 

tentang migrasi lokal di berbagai bagian Afrika 

Barat, mengatakan bahwa mobilitas regional ini 

mencakup gerakan perorangan dan kelompok-

kelompok individu melintasi batas-batas etnis 

atau batas nasional. Batas-batas etnis dan 

regional yang mendorong terjadinya migrasi di 

masyarakat perantau seperti halnya Jakarta tak 

lepas dari ikatan sosial dengan keluarganya di 

kampung halaman. Ikatan sosial tersebut 

terbentuk melalui adanya jaringan sosial (social 

networking) di antara masyarakat perantau yang 

dijadikan sebagai sarana dalam mata pencaharian 

perantau (Haryono, 2007). Perantau di Jakarta 

berusaha untuk tetap mengembangkan dan 

menjaga jaringan sosial, terlebih bagi mereka 

yang masih satu desa. Fenomena jaringan sosial 

seperti ini dijadikan sebagai strategi untuk 

mengembangkan pekerjaan dan juga sebagai 

penyesuaian diri mereka di Jakarta. Kuatnya 

ikatan sosial akan memudahkan individu 

mengetahui kesediaan pekerjaan (Collet, 2003: 

Granovetter,1998, 2005). Mereka bermigrasi ke 

Jakarta bukan berarti tanpa sebab, biasanya 

karena diajak oleh sanak keluarganya, teman, 

kerabat atau kenalan.  

 

Sektor Informal Warteg sebagai Sumber 

Remitansi 

Ada beberapa konsep sektor informal seperti, 

yaitu yang diungkapkan oleh Hart (1973, 1985) 

dan mencetuskan istilah sektor informal. Hasil 

penelitiannya dituliskan sektor informal berawal 

dari penelitian di Ghana yang membagi jenis-

jenis pekerja formal dan informal. Penelitiannya 

dilakukan dalam sebuah buku yang berjudul 

“Small-Scale Entrepreneurs in Ghana”. Dalam 

bukunya tersebut Hart (1973, 1985) menjelaskan 

tiga jenis tipologi mengenai kesempatan 

memperoleh penghasilan di kota yakni 

kesempatan memperoleh penghasilan yang 

formal, kesempatan memperoleh yang informal 

secara sah, dan kesempatan memperoleh 

penghasilan yang informal secara tidak sah. 

Pembahasan mengenai sektor informal Hart 

menjelaskan bagaimana memperoleh 

penghasilan yang informal secara sah salah 

satunya seperti distribusi kecil-kecilan dan 

pedagang besar, kelontong, kaki lima, pengusaha 

makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang 

agen atas komisi dan penyalur. Konsep sektor 

informal ini bisa digunakan sebagai salah satu 

dalam mendapatkan informasi mengenai hasil 

remitansi oleh masyarakat migran yang ada di 

Jakarta. Dalam pandangan Chatterjee dan 

Turnovsky (2018), penjelasan ini menunjukkan 

adanya kaitan erat antara sektor informal dengan 

remiten di kota-kota negara berkembang. 

Keberadaan warteg sebagai sektor informal 

seperti yang ada di kawasan Pela Mampang juga 

dijadikan sebagai strategi dalam perputaran hasil 

remitansi yang nantinya akan digunakan oleh 

migran dan keluarganya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus. Metode studi kasus 

adalah bagian dari metode kualitatif yang 

mendalami suatu kasus tertentu secara lebih 

mendalam dengan melibatkan pengumpulan 

berbagai sumber informasi (Raco, 2019:49). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan melakukan observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data 

dilakukan mulai dari tanggal 8 Maret 2016 – 3 

Januari 2017. Data diperoleh dengan teknik 
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pengamatan langsung ke pedagang warteg yang 

berada di sekitar Bangka IX, Pela Mampang, dan 

Mampang Prapatan. Pemilihan lokasi di 

Kawasan Pela Mampang karena dibantu akses 

gate keeper yang dimiliki salah satu peneliti 

sehingga lebih memudahkan untuk menggali 

informasi dan melakukan penelitian.  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai dinamika remitansi pedagang warteg, 

penulis menggunakan sebanyak lima orang 

informan. Nama-nama informan diberikan inisial 

yaitu AM, IS, SU, SA, dan SUL.  Kelima 

informan ini didapatkan dengan teknik snowball 

sampling, yaitu mendapatkan rekomendasi dari 

informan sebelumnya. Teknik ini memudahkan 

peneliti untuk melakukan wawancara dengan 

informan karena sudah mendapatkan 

rekomendasi dari informan sebelumnya. Mereka 

saling mengenal satu dengan lainnya. Semua 

informan merupakan pedagang warteg yang 

berjualan di sekitar Pela Mampang. Wawancara 

dilakukan di sela-sela mereka melayani di 

warungnya. Peneliti sengaja melakukan janjian 

di waktu yang tidak sibuk seperti jam makan 

siang atau jam makan malam. Hal ini ditujukan 

agar wawancara berlangsung lancar dan tidak 

terpotong ketika mereka melayani konsumennya. 

Wawancara dilakukan secara informal dengan 

suasana santai dan dilakukan dengan bahasa 

campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Tegal. 

Salah satu anggota peneliti berasal dari daerah 

Tegal sehingga wawancara berlangsung 

menggunakan kedua bahasa tersebut. 

Selain itu, penulis juga mewawancarai 

perangkat Desa Dukuhjati Kidul, Tegal yaitu 

AMN. Alasan peneliti melakukan wawancara 

dengan anak pedagang warteg dan perangkat 

desa untuk melakukan triangulasi data, yaitu 

mengonfirmasi temuan lapangan berdasarkan 

hasil wawancara yang sudah dilakukan. Secara 

lebih khusus, wawancara dengan perangkat desa 

dilakukan untuk menggali data kontribusi dari 

pedagang warteg untuk kegiatan sosial 

pendidikan di desanya. Data dari perangkat desa 

ini sangat penting untuk mengonfirmasi apa yang 

sudah disampaikan seluruh informan terkait 

dengan remitansi yang dilakukan selama ini.    

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Migrasi sebagai Strategi Bertahan Hidup 

hingga Terbentuknya Remitansi 

Pesatnya pertumbuhan kota umumnya 

disebabkan adanya proses migrasi penduduk 

yang kemudian melahirkan suatu masyarakat 

yang sangat kompleks menurut ukuran kesukaan, 

pekerjaan, serta kelompok sosial (Evers, 1986, 

2007; Mardiansjah & Rahayu, 2019; Surya dkk., 

2021). Kebutuhan yang semakin meningkat 

berpengaruh terhadap keputusan untuk 

bermigrasi ke kota besar seperti Jakarta. Hal ini 

mengindikasikan adanya suatu perubahan yang 

diharapkan oleh migran. Beberapa faktor migrasi 

turut memengaruhi keputusan mereka untuk 

melakukannya, ditambah adanya suatu anggapan 

tentang kecenderungan bekerja di Jakarta yang 

nantinya akan berdampak terhadap perubahan 

hidupnya.  

Pedagang warteg yang menjadi informan 

dalam penelitian ini menjelaskan bahwa  proses 

migrasi ke Jakarta sudah dimulai sejak tahun 

1980-an. Mereka melakukannya secara lintas 

generasi meskipun dengan usaha yang 

mengalami pasang surut. Seperti halnya AM 

yang sudah mulai bermigrasi sejak tahun 1980-

an bersama dengan suaminya. Keputusannya 

untuk bermigrasi saat itu turut dipengaruhi oleh 

keadaan tingkat perekonomian yang dialaminya 

yang menghendaki adanya perubahan. Migrasi 

yang dilakukan pedagang warteg 

menggambarkan adanya strategi mencari nafkah 

yang disebut ‘’strategi penghidupan’’ (livelihood 

strategy) daripada strategi cara hidup (means of 

living strategy). Strategi nafkah bisa berarti cara 

bertahan hidup atau memperbaiki status 

kehidupan (Irawaty & Wahyuni, 2011).   

Keputusan pedagang yang melakukan 

migrasi ke Jakarta akan berpengaruh terhadap 

pengiriman remitansi ke daerah asalnya. Vadean 

dan Piracha (2010) mengelompokkan status 

migrasi yang dijalankan oleh pedagang warteg 

menjadi migrasi permanen dan migrasi sirkuler. 

Migrasi permanen merupakan jenis migrasi yang 

dilakukan oleh SU, AM, dan IS, sedangkan 

migrasi sirkuler dilakukan oleh SA dan SUL. 
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Pedagang warteg yang melakukan migrasi 

sirkuler lebih sering dalam mengirim remitansi 

ke daerah asalnya. Kondisi tersebut terjadi karena 

sistem aplus yang dilakukan oleh pedagang 

warteg. Lain halnya yang bermigrasi secara 

permanen atau menetap di Jakarta. Mereka juga 

melakukan remitansi ke daerah asal namun 

frekuensinya akan berbeda dengan yang migrasi 

secara sirkuler. Dibawah ini disajikan tabel 

perbedaan antara migrasi sirkuler dan migrasi 

permanen. 

 

Tabel 1. Tipologi Perbedaan Migrasi Sirkuler dan Migrasi Permanen 

No  Migrasi Sirkuler Migrasi Permanen  

1. Frekuensi pengiriman remitansi lebih banyak tiap 

bulannya seperti 3 – 4 kali 

Frekuensi remitansi lebih sedikit bahkan 

tidak pernah tiap bulannya 

2. Jumlah pengiriman berupa uang akan semakin 

bertambah dengan adanya keluarga di daerah asal 

Jumlah pengiriman uang ke daerah asal 

cenderung stabil karena tidak ada keluarga 

inti di daerah asal 

3. Hubungan komunikasi semakin kuat dengan 

keluarga di daerah asal 

Hubungan komunikasi dilakukan saat ada 

keperluan tertentu 

4. Kontribusi remitansi semakin bertambah 

terhadap pembangunan dan kegiatan sosial di 

daerah asal 

Kontribusi remitansi untuk daerah asal 

dilakukan dalam waktu tertentu seperti saat 

melakukan kunjungan, permintaan dari desa 

5. Pemanfaatan remitansi bagi keluarganya akan 

semakin bertambah untuk kebutuhan konsumtif 

dan produktif 

Pemanfaatan remitansi di daerah asalnya 

bersifat produktif seperti pembangunan 

rumah 

Berdasarkan Tabel 1, secara umum bisa 

dijelaskan bahwa migrasi permanen adalah gerak 

penduduk yang melintasi batas wilayah asal 

menuju ke wilayah lain dengan niat menetap di 

daerah tujuan. Adapun migrasi sirkuler terjadi 

jika seseorang berpindah tempat, tetapi tidak 

bermaksud menetap di tempat tujuan, mungkin 

hanya mendekati tempat pekerjaan. Migrasi 

penduduk sirkuler dapat didefinisikan sebagai 

gerak penduduk yang melintasi batas 

administrasi suatu daerah menuju ke daerah lain 

dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. 

Pilihan dan keputusan bermigrasi yang 

dilakukan oleh pedagang warteg salah satunya 

berdasarkan keputusan apakah akan tinggal 

menetap di Jakarta atau tidak menetap. Hal 

tersebut dilakukannya dengan melihat beberapa 

kondisi seperti keluarga migran di daerah asal. 

SU dan AM merupakan pedagang warteg yang 

kini memutuskan untuk tinggal menetap di 

Jakarta. Hal tersebut dikarenakan keluarga inti 

migran di daerah asalnya kini sudah menetap di 

Jakarta. Kondisi tersebut nantinya berpengaruh 

terhadap wujud kunjungan atau remitansi yang 

dikirim ke daerah asalnya. AM merupakan 

migran yang sudah lama menetap di Jakarta sejak 

dia mengawali migrasi ke Jakarta tahun 1980-an.   

Selain itu, IS kini juga menetap di Jakarta. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor sistem 

pengelola warteg yang kini sedang dijalankan. 

Bagi IS, dalam mengelola warteg tidak 

menggunakan sistem aplusan seperti informan 

lainnya. Sebelumnya dia pernah menggunakan 

sistem aplusan dengan SUL pada awal 

bermigrasi.  Sementara itu, sistem aplusan yang 

dilakukan SA dan SUL hingga saat ini turut 

berpengaruh terhadap status migran pedagang 

warteg lainnya terutama di lingkungan keluarga 

atau tetangga terdekatnya. Setiap tiga bulan, 

mereka (SA dan SUL) akan bergantian 

melakukan kunjungan ke kampung halamannya. 

Kunjungan dalam hal ini dipahami sebagai 

‘’pulang kampung’’ dengan membawa sejumlah 

uang atau barang-barang yang akan digunakan di 

kampung halamannya. Frekuensi kunjungan ke 

kampung halamannya dalam hal ini berpengaruh 

terhadap kuantitas remitansi ke daerah asalnya. 

Kunjungan dengan mengacu kepada sistem 

aplusan tetap menjaga operasional wartegnya 

sebagaimana mestinya.  

Kunjungan dalam hal ini tidak hanya 

dipahami sebagai manifestasi pola remitansi 

kepada kampung halamannya tetapi juga bisa 

dipahami secara sosio-psikologis. Secara 

sosiologis, kunjungan mereka tetap 

mempertahankan ikatan sosial dengan akar sosial 
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budaya mereka di kampung halaman. Mereka 

bisa kembali berjumpa dan bersosialisasi dengan 

kerabat dan tetangga sekitarnya. Bahkan, mereka 

juga bisa ‘’unjuk diri’’ hasil remitansi mereka 

melalui barang-barang yang dikonsumsinya 

seperti perhiasan, kendaraan bermotor/mobil, 

pembelian tanah/sawah atau renovasi rumah. 

Secara psikologis dipahami sebagai mekanisme 

rehat dari hiruk pikuk ekonomi kota yang mereka 

jalani sebelumnya. Kunjungan ke kampung 

halaman adalah waktunya rehat seraya 

mengumpulkan energi untuk melanjutkan 

aktifitas ekonomi berikutnya setelah mereka 

giliran sistem aplusan tersebut. Pada saat mereka 

kembali ke Jakarta memulai aktifitasnya 

mengelola warteg, mereka sudah siap dan 

semangat kembali untuk menjalankan usaha 

warteg.   

Migrasi yang dilakukan oleh pedagang 

warteg menunjukkan bahwa migrasi cenderung 

dianggap sebagai bentuk aktivitas yang bisa 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

Perubahan kondisi sosial ekonomi yang positif 

menjadi hal yang didambakan oleh para migran, 

mengingat alasan umum yang mendasari 

peristiwa migrasi adalah faktor ekonomi. 

Perubahan kondisi sosial ekonomi yang paling 

sering ditemukan setelah migrasi terjadi adalah 

perubahan kepemilikan asset (Septiani dkk., 

2022). Alasan-alasan ekonomi inilah yang 

mendorong warga desa turut bermigrasi ke 

Jakarta. Menurut mereka tingkat kebutuhan yang 

semakin meningkat harus ditingkatkan melalui 

pendapatan yang diperolehnya.  

Mereka memutuskan migrasi ke Jakarta tak 

serta merta didasari oleh keinginan sendiri. Ada 

yang diajak oleh kerabat, teman maupun kenalan 

bahkan ada juga atas keinginan sendiri. Seperti 

halnya yang dilakukan oleh IS dalam migrasi ke 

Jakarta. Sebelumnya dia hanya bekerja sebagai 

ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja 

sebagai sopir bajaj. Hasil wawancara dengan IS 

menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi 

ke Jakarta dipengaruhi oleh faktor ekonomi. 

Sebelumnya dia tinggal di daerah asalnya dan 

hanya mengandalkan nafkah dari suaminya. 

Namun dia merasa pendapatan suaminya kurang 

mencukupi ditambah dengan kebutuhan yang 

semakin meningkat.  

Kondisi faktor ekonomi di daerah asalnya 

juga kurang mendukung bagi IS untuk 

meningkatkan ekonominya. Kondisi itulah 

berdampak terhadap keputusan migrasi ke 

Jakarta untuk membuka usaha warteg bersama 

dengan suaminya. Pilihan untuk melakukan 

migrasi merupakan salah satu alternatif dalam 

menghadapi berbagai perubahan sosial ekonomi 

keluarga migran. Hal tersebut seperti dalam hasil 

wawancara dengan IS yang mengalami berbagai 

perubahan kebutuhan. Selain itu, dalam upaya 

untuk bermigrasi turut berdampak terhadap 

meningkatnya remitansi yang dilakukan ke 

daerah asalnya. Hal ini dikarenakan keluarga 

migran yang ditinggal dengan pedagang di 

Jakarta masih mempunyai hubungan dan saling 

membutuhkan.  

Wujud dari tanggung jawab pedagang 

warteg terhadap keluarga di daerah asalnya 

diwujudkan melalui remitansi. Hal tersebut 

merupakan suatu bentuk yang saling 

membutuhkan. Pedagang warteg biasanya akan 

mengirim remitansi sesuai dengan kebutuhan di 

kampung dan sesuai dengan keputusannya saat 

mengirim ke daerah asalnya. Adapun remitansi 

yang dihasilkan oleh pedagang warteg yaitu 

barang dan uang. Kedua bentuk remitansi 

tersebut dihasilkan oleh pedagang warteg dari 

hasil berdagang selama berada di Jakarta. 

Pedagang warteg akan mengirim dalam bentuk 

uang. Kiriman tersebut nantinya akan 

dimanfaatkan oleh penerima remitansi yang ada 

di daerah asalnya. Selain itu, wujud dari kiriman 

lainnya yaitu berupa barang. Wujud remitansi 

uang dan barang merupakan hal yang pokok bagi 

di antara kedua aktor yang saling berhubungan.   

Uang merupakan wujud remitansi ekonomi 

dari pedagang warteg. Pengiriman uang 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi bagi 

keluarga di daerah asalnya. Uang dihasilkan di 

sektor informal perkotaan yang dilakukan oleh 

migran dengan usaha warteg. Selain menjadi 

suatu hal kebutuhan pokok bagi pedagang dan 

keluarga di daerah asalnya, uang menjadi 

komodoti sebagai penghubung bentuk 

komunikasi di antara kedua aktor tersebut. Uang 

menjadi simbol dari keberhasilan pedagang 
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warteg dalam mengirim ke daerah asalnya. Hal 

inilah yang dialirkan kepada keluarga asalnya di 

Tegal. Selanjutnya, hasil dari remitansi tersebut 

akan dikelola untuk kebutuhan yang bisa bersifat 

produktif maupun konsumtif. 

Arus Aliran Remitansi ke Daerah Asal 

Sektor informal di Jakarta turut memberikan 

ruang bagi para migran dalam bertahan hidup di 

Jakarta. Kondisi ini menjadi salah satu katup 

perekonomian masyarakat migran. Warteg 

menjadi salah satu usaha yang menguntungkan 

bagi migran di Jakarta. Hal ini juga turut 

mendorong tingkat perubahan hidup baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas migran. Warteg di 

Jakarta secara tidak langsung menyerap tenaga 

kerja migran yang bekerja di sektor informal. Hal 

ini juga turut mengurangi angka pengangguran. 

Terlebih lagi dalam menjalankan usaha warteg 

tidak membutuhkan aturan khusus seperti halnya 

dalam perusahaan. Adapun beberapa faktor yang 

dibutuhkan di warteg seperti keterampilan 

memasak, modal secara materi dan fisik, dan 

lain-lain sehingga ini cukup mudah untuk 

dimasuki kaum migran di Jakarta. Lokasi warteg 

yang berada di pinggir jalan raya turut 

mempermudah dalam meningkatkan usaha 

tersebut. Hal ini juga sebagai salah satu strategi 

pedagang warteg. Biasanya lokasi yang 

digunakan sebagai warteg juga nantinya sebagai 

tempat tinggal.  

Hal ini dikarenakan bagi para pedagang 

untuk memudahkan dalam mobilitas kegiatan 

berdagang dengan yang lainnya. Lokasi yang 

strategis turut berpengaruh dalam aliran 

remitansi yang nantinya akan dikirim ke daerah 

asal. Hal ini bersumber terhadap tingkat 

pendapatan yang diperoleh oleh pedagang warteg 

setiap beroperasi. Sektor informal perkotaan 

memberikan ruang tersendiri bagi migran untuk 

membuka usaha warteg. Migran yang berasal 

dari desa akan mengalokasikan sumber daya 

mereka untuk bekerja di sektor informal. Hal 

tersebut ditandai dengan adanya pendirian warteg 

oleh masyarakat migran. Mereka akan membuka 

usaha makan sebagai strategi bertahan hidup di 

perkotaan. Hasil dari usaha Warteg kemudian 

menghasilkan pendapatan yang nantinya berupa 

remitansi. Wujud dari remitansi akan dikirim ke 

daerah asalnya berupa uang atau barang. Proses 

remitansi terjadi saat pedagang warteg bekerja di 

sektor informal. Setelah itu hasil pendapatan 

yang diperoleh bisa dimaknai sebagai wujud dari 

keberhasilan mereka selama bermigrasi di 

Jakarta. Dibawah ini disajikan bagan pola aliran 

remitansi yang dilakukan para pedagang warteg. 

 

Gambar 1. Pola Aliran Remitansi 

Berdasarkan Gambar 1 dua tanda panah yang 

menunjukkan pola aliran remitansi. Tanda panah 

pertama disebut dengan migrasi dengan tanda 

panah yang garisnya putus-putus dan tanda panah 

kedua disebut proses remitansi yang tanda 

panahnya tidak putus-putus. Kedua tanda panah 

ini memiliki kaitan satu dengan lainnya dan 

memiliki relasi dualitas yang merupakan 

keterkaitan relasi sosial antara aktor masyarakat 

dengan struktur sosial budaya di masyarakat serta 

relasi ruang dan waktu yang berjalan secara 

dinamis (Giddens,1986). Dalam bagan ini, proses 

migrasi dan proses remitansi keduanya secara 

linier membentuk pola hubungan dalam praktik 
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sosial berupa ekonomi remitansi. 

Tanda panah migrasi menggambarkan awal 

mula proses migrasi berlangsung dari kampung 

halaman mereka di Tegal menuju Jakarta untuk 

mengelola warteg. Proses migrasi ini 

berlangsung dengan berbagai motivasi dan 

dinamika seperti sudah dijelaskan di bagian awal. 

Tanda panah kedua yang merupakan proses 

remitansi. Remitansi dikirim karena pada 

dasarnya antara keluarga yang di daerah tujuan 

migrasi dan di desa merupakan kesatuan 

ekonomi. Selain ditujukan untuk keluarganya 

juga ditujukan untuk anggota masyarakat 

desanya dan juga untuk keperluan desa asalnya 

(Putra dkk., 2017). Remitansi atau kiriman yang 

ditujukan untuk keluarganya lebih bersifat 

ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin 

karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya sehari-hari, biaya pendidikan 

dan kesehatan. Selain dalam bentuk uang para 

pekerja migran juga mengirim barang-barang 

seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat 

elektronik, dan juga mampu menginvestasikan 

kiriman dengan membeli tanah serta membuka 

usaha baru di desanya yang dijalankan oleh 

anggota keluarganya di desa.  

Selain kedua tanda panah tersebut terdapat 

tanda panah warna ungu yang memiliki 

keterkaitan antara Kota Jakarta, sektor informal 

warteg dan daerah asal pedagang warteg. 

Dinamika dan kompleksitas Jakarta salah satunya 

dibentuk oleh keberadaan warteg yang 

menggerakkan ekonomi informal perkotaan. 

Keberadaan warteg yang menopang ekonomi 

informal perkotaan dibentuk karena kekuatan 

jaringan sosial dan kekerabatan dari dan untuk 

daerah asal mereka. 

Remitansi merupakan salah satu wujud 

tanggung jawab bagi pedagang warteg terhadap 

keluarga di daerah asalnya. Hal ini menjadi salah 

satu faktor penting dalam menjaga komunikasi di 

antara kedua aktor tersebut. Kehidupan yang 

terpisah antara pedagang warteg di Jakarta 

dengan keluarga asalnya menjadikan remitansi 

sebagai simbol hubungan komunikasi yang 

terjaga. Selain itu, remitansi juga sebagai wujud 

hasil usaha selama bekerja di Jakarta sebagai 

pedagang warteg. Remitansi yang dikirim ke 

daerah asal juga sebagai wujud meningkatkan 

intensitas hubungan migran di Jakarta dengan di 

daerah asal. Terlebih lagi bagi migran yang mulai 

menetap di Jakarta akan semakin terjaga jika 

disertai proses remitansi ke daerah asal.  Ikatan 

sosial yang terjalin di antara pengirim dan 

penerima remitansi semakin menunjukkan 

bahwa mereka yang berada di daerah asal saling 

berkaitan. Hal ini ditandai dengan adanya 

kebutuhan untuk meminta proses pengiriman dari 

kota ke daerah asal. Seperti halnya SUL yang 

mempunyai dua orang anak tak luput dari proses 

remitansi. Kondisi tempat tinggal yang terpisah 

menjadikan SUL harus tetap memperhatikan 

segala kebutuhan keluarga di daerah asalnya. 

Apalagi kebutuhan anaknya untuk bersekolah 

hampir setiap harinya membutuhkan dana. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa remitansi 

menjadi sebuah alternatif dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga di daerah asal (Yuliadi  & 

Raharja, 2020). 

Masuknya Migran di Sektor Informal 

Perkotaan 

Masuknya migran asal Tegal turut berpeluang 

terhadap bertambahnya usaha sektor informal di 

Jakarta. Hal ini yang terwujud dalam usaha yang 

dijalankan migran terhadap usaha sektor informal 

warteg. Hal ini turut berkontribusi terhadap 

penyerapan sumber daya manusia khususnya 

migran asal Tegal. Selain itu, adanya usaha 

warteg juga turut memperluas lapangan 

pekerjaan di Jakarta dan meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Sektor informal dapat 

mengurangi pengangguran di kota negara sedang 

berkembang (Manning & Noer, 1996; 

Thompson, 2011). Hal ini menunjukkan sektor 

informal telah berperan secara aktif dalam 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jakarta 

khususnya bagi migran. Terlebih lagi bagi usaha 

warteg yang dikelola oleh dua orang secara 

bergantian dalam waktu tertentu seperti tiga 

bulan turut berpeluang menambah perluasan 

pekerjaan migran di Jakarta. Hadirnya usaha 

warteg yang kini dijalankan oleh migran asal 

Tegal turut berkontribusi terhadap daerah asal 

keluarga migran yang ditinggalkan.  

Hal ini diwujudkan dalam arus pengiriman 
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uang dan barang yang dikirim dari Jakarta ke 

Tegal. Adapun pada bagian sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa pedagang warteg dalam 

mengirimkan remitansi berupa uang dan barang. 

Hasil remitansi tersebut dimanfaatkan oleh 

keluarga migran di daerah asalnya. Selain itu, tak 

semua hasil remitansi dikirim ke daerah asalnya, 

sebagian digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

di daerah tujuan seperti kebutuhan konsumtif, 

pembayaran sewa kontrakan, dan lain-lain. 

Keputusan pedagang warteg dalam mengirimkan 

hasil remitansi juga berpengaruh terhadap 

pemanfaatan remitansi keluarga di daerah 

asalnya. Pemanfaatan remitansi pedagang warteg 

di daerah asal menandai bahwa keberhasilan 

selama bermigrasi di Jakarta yang ditunjukkan 

dengan adanya bangunan rumah, kepemilikan 

kendaraan, dan lain-lain. Hal ini berdampak 

terhadap peningkatan status sosialnya di 

masyarakat.    

Pada umumnya warga lapisan bawah di 

desa akan berhasil memperoleh pekerjaan dengan 

cara bermigrasi ke kota besar (Rachbini & 

Hamid, 1994:55). Hal inilah yang dilakukan oleh 

migran asal Tegal ke Jakarta dengan 

menjalankan usaha warteg. Keputusan mereka 

untuk bermigrasi tak terlepas dari faktor 

ekonomi. Remitansi yang dilakukan membawa 

dampak ekonomi bagi pedagang warteg. Dampak 

ekonomi tersebut dapat dilihat beberapa fakta 

yang dijumpai peneliti di lokasi penelitian. Hal 

tersebut antara lain dilihat dari banyak rumah 

megah.Beberapa diantaranya berlantai dua. 

Namun banyak rumah-rumah tersebut tidak ada 

penghuninya karena penghuninya adalah mereka 

yang berdagang warteg di Jakarta. Rumah-rumah 

mewah tersebut hanya dijaga penghuni yang 

merawat dan menjaga rumah tersebut. Para 

penghuninya akan menempati rumah tersebut 

jika melakukan kunjungan dalam rangka aplusan 

atau libur Idul Fitri.  

Selain kepemilikan rumah mewah, 

peningkatan ekonomi lainnya juga bisa dilihat 

dari meningkatnya kepemilikan asset seperti 

tanah atau sawah. Migran yang melakukan 

pekerjaan di luar desanya memberi pengaruh 

yang positif terhadap desa asal. Kondisi tersebut 

menandakan bahwa mereka yang bermigrasi ke 

Jakarta turut berpengaruh terhadap warga di desa 

asalnya. Hal ini ditandai dengan adanya arus 

pengiriman uang dan barang ke daerah asalnya 

seperti halnya untuk kegiatan sumbangan 

kegiatan sosial. Keberadaan migran asal Tegal di 

Jakarta berperan dalam mendapatkan pekerjaan 

di kota terhadap migran lainnya. Hal ini terlihat 

pada pedagang warteg yang mengelola usahanya 

dengan migran lainnya secara bergantian. 

Penjelasan ini sejalan dengan tesis Garip (2014) 

yang menjelaskan bahwa migrasi lebih mungkin 

terjadi di komunitas dengan persentase migran 

lebih tinggi dan pengiriman uang di komunitas 

dengan persentase pengirim lebih tinggi.  

Hubungan informasi antar pribadi dengan 

keluarga dan teman-teman yang telah 

berpengalaman di kota memegang peranan 

penting dalam mendapatkan pekerjaan di kota. 

Seperti halnya usaha warteg SA dikelola secara 

bergantian selama tiga bulan dengan kerabatnya 

yang lain. Hal ini tak terlepas dari hubungan 

informasi yang terjalin dalam mendapatkan 

pekerjaan di sektor usaha warteg. Selain itu, 

karyawan yang bekerja di warteg juga tak 

terlepas dari hubungan informasi dengan 

pedagang yang terlebih dahulu migrasi ke 

Jakarta.  

Di sisi lain, usaha sektor informal 

merupakan salah satu kesempatan dalam 

memperoleh penghasilan yang secara sah yang 

dilakukan oleh migran. Hal ini yang terwujud 

dengan adanya usaha warteg di Jakarta yang 

dijalankan oleh migran asal Tegal. Hasil usaha 

yang selama menjalankan warteg diwujudkan 

dalam bentuk pemanfaatan remitansi yang 

berbentuk fisik dan non fisik. Kepemilikan hasil 

remitansi bagi keluarga migran di daerah asalnya 

tak hanya sebatas sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan namun juga sebagai wujud 

keberhasilan mereka selama menjalankan usaha 

warteg di Jakarta. Bagi pedagang warteg tujuan 

utama mereka dalam merintis usahanya adalah 

mampu mencukupi kebutuhan konsumtifnya 

seperti untuk kebutuhan pokok. Kepemilikan 

kebutuhan lainnya seperti kendaraan, sawah, dan 

lain-lain akan dipenuhi setelah kebutuhan pokok 

telah dipenuhi secara kecukupan.  

Remitansi sebagai Pemenuhan Kebutuhan 

Konsumtif  
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Remitansi yang dihasilkan oleh pedagang warteg 

akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan 

tiap harinya. Wujud dari pemenuhan kebutuhan 

konsumtif yang dilakukan pun bermacam-

macam disesuaikan dengan kebutuhan yang 

mendasar. Terlebih lagi jika migran pedagang 

warteg sebagai sumber pemenuhan nafkah. 

Remitansi yang digunakan bagi keluarga migran 

akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya 

tiap harinya. Salah satunya sebagai pemenuhan 

kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti halnya 

pemenuhan kebutuhan pokok dan yang lainnya. 

Mereka melakukan pemenuhan kebutuhan pokok 

setiap harinya bagi keluarga pedagang warteg. 

Hal ini bisa diwujudkan untuk kebutuhan yang 

bersifat konsumtif seperti makan, minum, dan 

yang lainnya bagi keluarga migran yang tinggal 

di daerah asalnya. Kebutuhan pedagang migran 

dalam mengirim hasil remitansi yang bersifat 

uang dan barang akan disesuaikan dengan status 

keluarga yang berada di daerah asalnya seperti 

halnya yang dilakukan oleh SU dan AM. 

Keluarga inti SU kini sudah berada di Jakarta 

beserta dengannya.  

Demikian juga dengan AM yang sudah 

berkumpul di Jakarta semua sejak akhir tahun 

2009. Hal ini menandakan bahwa remitansi yang 

dikirim pun mempunyai tujuan berbeda dengan 

pedagang warteg lainnya. Bagi kedua pedagang 

tersebut remitansi yang dikirim digunakan untuk 

membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di 

daerah asalnya. Remitansi yang dikirim ke 

daerah asal terdapat dua tujuan yaitu sebagai 

pemenuhan kebutuhan pokok keluarga inti dan 

sebagai sarana untuk membantu kerabatnya. 

Informan di penelitian ini menunjukkan bahwa 

SA, SUL dan IS tak hanya dikirim untuk 

pemenuhan keluarga intinya namun juga untuk 

membantu kerabatnya di Dukuhjati Kidul dalam 

memenuhi kebutuhan konsumtifnya.  

Lain halnya dengan SU dan AM dalam 

mengirim remitansi saat ini untuk membantu 

kebutuhan konsumtif kerabatnya di daerah asal. 

Bagi mereka yang masih ada kerabatnya di 

kampung maka setidaknya dalam waktu tertentu 

 
2 nyatu merupakan istilah yang digunakan bagi pedagang warteg 
untuk melakukan kiriman terhadap keluarga inti maupun 

kerabatnya di daerah asalnya sebagai wujud tanggung jawab yang 

akan nyatu2 dengan kiriman yang bisa berupa 

uang atau barang.  Remitansi yang dikirim ke 

daerah asal akan diterima oleh keluarga 

pedagang maupun kerabatnya. Hasil remitansi 

yang berbentuk uang cenderung lebih banyak 

dikirim kepada penerima remitansi untuk 

kebutuhan konsumtif. Uang yang dikirim 

nantinya digunakan sebagai sumber utama 

pemenuhan kebutuhan maupun untuk membantu 

kerabat. Adapun dari hasil remitansi yang dikirim 

terdapat dua tujuan untuk daerah asalnya. Hal ini 

menandakan bahwa remitansi sebagai 

penghubung antara keluarga atau kerabat di 

daerah asal dengan pedagang warteg di Jakarta. 

Pemanfaatan lainnya digunakan untuk membeli 

berbagai kebutuhan fisik seperti halnya 

kendaraan dan barang elektronik.  

Pemanfaatan Remitansi Produktif 

Hasil remitansi yang dikirim tak hanya 

digunakan untuk kebutuhan yang bersifat 

produktif atau mempunyai nilai tambah. Hal ini 

juga merupakan salah satu komponen yang 

penting bagi keluarga pedagang warteg dalam 

memenuhi kebutuhan tiap harinya. Wujud dari 

pemanfaatan remitansi bisa berupa materiil atau 

fisik maupun non fisik antara lain (1) untuk 

digunakan sebagai biaya pendidikan. Remitansi 

yang dihasilkan oleh pedagang dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa mereka menyimpan 

sebagian untuk biaya pendidikan anaknya. Bagi 

mereka kebutuhan untuk pendidikan sangat 

penting untuk masa depan anaknya. Selain itu, 

melalui pendidikan bisa digunakan sebagai salah 

satu mobilitas sosial di keluarganya. Pendidikan 

merupakan jangka panjang bagi seorang anak 

dalam menjalankan kehidupan mendatang. 

Informan yang diteliti menunjukkan bahwa 

mereka menyekolahkan anak dengan harapan 

bisa jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan pendidikan orang tuanya. Jika 

dilihat dari profil informan sebelumnya, sebagian 

besar memiliki tingkat pendidikan SD, SMP dan 

SMA/SMK. Kondisi inilah yang memunculkan 

harapan orang tua agar anaknya sukses untuk 

kehidupan mendatang. (2) digunakan sebagai 

bisa dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan. 
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sumbangan kegiatan sosial keagamaan. 

Penggunaan remitansi lainnya yaitu dalam 

bentuk sumbangan untuk pembangunan tertentu 

seperti halnya masjid/musholla, jalan desa, 

kegiatan pengajian, dan lain-lain. Beberapa 

informan dalam penelitian ini menggunakan 

remitansi untuk kegiatan di daerah asalnya. 

Mereka (informan penelitian) secara rutin tiap 

tahunnya untuk melakukan sumbangan ke anak 

yatim piatu di Dukuhjati Kidul, Tegal. Kegiatan 

tersebut biasanya akan dilakukan saat 

halalbihalal dengan warga desa setelah Hari Raya 

Idul Fitri. Tak hanya itu, mereka juga 

memberikan hasil remitansi untuk kegiatan 

pembangunan madrasah dan kegiatan keagamaan 

Islam. Mereka memanfaatkan remitansi untuk 

kegiatan sumbangan seperti halnya untuk 

kegiatan kepemudaan di desanya saat Hari 

Kemerdekaan RI, pembangunan jalan desa, 

madrasah dan lain-lain.  (3) digunakan untuk 

tabungan. Pemanfaatan remitansi lainnya yaitu 

dalam bentuk tabungan. Beberapa informan 

memiliki tabungan di beberapa bank. Hal ini 

ditujukan sebagai wujud simpanan untuk 

kebutuhan mendatang yang tak terduga misalnya 

jika mendapat musibah sakit atau ada kerabat 

yang berduka karena meninggal.  

Dia setiap harinya akan menyisihkan 

penghasilan yang didapat dari hasil berjualan 

sekitar Rp 200.000. Tabungan yang dilakukan 

oleh mereka juga digunakan sebagai persiapan 

untuk membangun rumah di daerah asalnya dan 

kebutuhan yang sifatnya dalam skala besar. Tak 

hanya itu, mereka juga turut menabung berupa 

barang bangunan seperti semen, batu bata dan 

pasir saat ada teman atau kerabatnya membangun 

rumah. Mereka menabung barang tersebut dan 

hasil tabungan barang tersebut akan 

dikembalikan saat membangun rumah.  (4) 

mereka membelanjakannya untuk membeli 

sawah. Pedagang warteg menggunakan hasil 

remitansi untuk membeli sawah yang terletak di 

persawahan Dukuhjati Kidul, Tegal. Harga 

sawah sekitar tahun 2007 sekitar Rp 80.000.000 

dengan luas 6.000 m2. Kehidupan mereka beserta 

anaknya di Jakarta harus menitipkan sawahnya 

kepada kerabatnya untuk dikelola. Saat musim 

panen, mereka akan mendapatkan hasilnya 

sebesar 1/3 dari hasil panen keseluruhan. Sisanya 

untuk yang menggarap sawahnya. Sawah 

menjadi salah satu bentuk pemanfaatan remitansi 

di bidang pertanian.  

Hasil dari panennya bisa berupa padi, 

jagung, kacang kedelai yang bisa digunakan 

sebagai salah satu pemenuhan makan dan usaha 

warteg di Jakarta. Wujud pemanfaatan remitansi 

untuk sawah menjadi salah satu bentuk dari 

investasi untuk jangka panjang. (5) mereka 

menggunakan untuk membangun rumah. Hasil 

remitansi juga digunakan untuk pembangunan 

rumah informan di daerah asal Dukuhjati Kidul, 

Tegal. Secara umum, informan penelitian 

memiliki kesamaan bahwa hasil remitansi 

digunakan untuk membangun rumah. Hal ini juga 

salah satu kebutuhan yang penting bagi mereka 

saat tinggal di daerah asalnya sebagai tempat 

tinggal. Pemanfaatan remitansi seperti halnya 

dalam bentuk rumah dilakukan melalui tahapan. 

Hasil remitansi yang dihasilkan oleh pedagang 

warteg akan dikumpulkan terlebih dahulu. 

Biasanya saat awal mereka membuka usahanya, 

hasil remitansi akan digunakan untuk kebutuhan 

konsumsi tiap harinya dan pengembalian modal. 

Mereka menggunakan hasil remitansi untuk 

pengembalian modalnya saat membuka usaha 

warteg. Selain itu, hasil remitansi lainnya sebagai 

pemenuhan kebutuhan anaknya yang bersekolah. 

Fokus utama hasil remitansi adalah memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari. Setelah kebutuhan 

pokok terpenuhi kemudian akan digunakan 

uintuk kebutuhan konsumtif dan produktif 

(Suyanto, 2018; Khoirunisa & Maruf, 2019). 

Kebutuhan konsumtif dan produktif misalnya 

berbentuk fisik seperti halnya rumah, kendaraan, 

sawah, dan lain-lain.  

Pemenuhan kebutuhan konsumtif dan 

produktif ini kemudian meningkatkan asset yang 

dimiliki oleh warga termasuk keluarga 

terdekatnya. Dengan bertambahnya kepemilikan 

asset ini memberikan dampak juga dalam bentuk 

meningkatkan reputasi dan citra sosial mereka di 

lingkungan masyarakatnya. Kedua hal ini 

menjadi model strategis remitansi untuk 

menjelaskan determinasi aliran remitansi yang 

ada di kampung halamannya (Yoshino dkk., 

2019). Selain itu, bentuk remitansi non fisik yaitu 

digunakan sebagai sumbangan keagamaan, dan 

lain-lain. Remitansi tak hanya sebatas pada 
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pemenuhan kebutuhan keluarga pedagang 

warteg, namun juga sebagai integrasi antara 

daerah tujuan yang dijadikan usaha berdagang 

dengan daerah asal. Wujud integrasi kedua 

wilayah tersebut dihubungkan melalui remitansi 

untuk kegiatan pembangunan yang ada di Desa 

Dukuhjati Kidul, Tegal.  

Remitansi juga mempunyai nilai sosial 

dengan melakukan sumbangan seperti untuk 

anak yatim piatu, masyarakat miskin, dan warga 

yang membutuhkan. Pemanfaatan remitansi yang 

bersifat produktif turut berperan aktif terhadap 

pembangunan di daerah asalnya. Hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk partisipasi 

warganya dalam menggerakan kegiatan di desa 

seperti untuk kegiatan sosial. Walaupun 

pedagang warteg bermigrasi ke Jakarta namun 

masih menjalin hubungan dengan daerah asalnya 

melalui remitansi yang dikirim. Hal tersebut turut 

diungkapkan oleh AMN sebagai perangkat Desa 

Dukuhjati Kidul terhadap warganya yang 

bermigrasi ke Jakarta untuk menjalankan usaha 

warteg. Hal ini menunjukkan bahwa remitansi 

juga berperan sebagai integrasi antara daerah 

tujuan migran dengan daerah asalnya. Migran di 

Jakarta akan terhubung dengan daerah asalnya 

sebagai ikatan sosial. Hubungan migran dengan 

daerah asalnya tak hanya berupa kunjungan 

namun juga melalui remitansi (Rahman & 

Fee,2014). Kondisi inilah yang bisa menjadi 

salah satu bentuk partisipasi aktif migran 

terhadap daerah asalnya. Selain itu, melalui hasil 

kiriman warganya dari Jakarta ke daerah asalnya 

turut membangun sebuah kepedulian positif bagi 

desanya. Dibawah ini disajikan Bagan 2 yang 

menjelaskan relasi praktik remitansi, migran 

lokal dan sektor informal. 

 

 

Gambar 2. Relasi Remitansi, Migran Lokal dan Sektor Informal 

Berdasarkan Gambar 2. relasi antara praktik 

remitansi yang terjadi karena integrasi migran 

lokal dan daerah asalnya. Tanda panah yang ada 

dalam bagan diatas menunjukkan adanya 

implikasi kepada aspek lainnya. Hal tersebut 

dapat dilihat keberadaan migran lokal dan daerah 

asal memberikan implikasi menguatnya ekonomi 

informal perkotaan. Usaha sektor informal 

warteg berperan penting terhadap migran asal 

Tegal di Jakarta. Hal ini ditandai dengan usaha 

warteg yang mampu mencukupi kebutuhan 

keluarga migran. Selain itu, usaha warteg 

berdampak positif terhadap daerah asal migran 

yang ditandai dengan adanya pengiriman 

remitansi untuk kegiatan sosial di desanya. 

Hubungan antara daerah tujuan dengan daerah 

asal diintegrasikan melalui pengiriman remitansi 

ke daerah asalnya yang nantinya akan 

dimanfaatkan oleh migran. Pedagang warteg 

yang menetap di Jakarta terlibat dalam 

pembangunan sosial di daerah asalnya. Adanya 

usaha warteg turut menyerap tenaga migran di 

Jakarta sehingga bisa mengurangi angka 

pengangguran di Jakarta. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Usaha sektor informal warteg menjadi salah satu 

sumber aliran remitansi yang dihasilkan oleh 

pedagang terhadap penerima remitansi. Hal ini 

tak terlepas dari keberadaan warteg yang mampu 

menjadi sumber penghasilan pedagang tersebut. 

Sektor pekerjaan warteg yang cukup mudah 

dimasuki oleh pekerja inilah yang mampu 

menyerap migran asal Tegal menjalankan usaha 

warung Tegal di Jakarta. Hasil dari usaha warteg 

berdampak signifikan terhadap daerah asalnya di 

Dukuhjati Kidul, Tegal melalui arus pengiriman 

uang dan barang. Bentuk remitansi yang 

dihasilkan oleh pedagang nantinya akan 

dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan. 

Remitansi juga sebagai wujud tanggung jawab 

terhadap keluarga yang ditinggalkan di daerah 

asalnya. Selain mengirim remitansi, wujud 

tanggung jawab lainnya yaitu dengan melakukan 

kunjungan ke daerah asalnya namun dalam 

melakukan kunjungan tersebut hanya dalam 

waktu tertentu seperti halnya saat acara 

pernikahan kerabat, libur Hari Raya Keagamaan 

dan keperluan lainnya. Pola pengiriman 

remitansi yang dikirim bisa dilakukan dengan 

beragam cara. Seperti halnya dengan ditransfer, 

dititipkan ke teman atau dibawa sendiri saat 

pulang ke daerah asal. Pola pengiriman tersebut 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya tingkat kebutuhan keluarga di daerah 

asal.  

Selain itu, sistem usaha warteg yang 

dijalankan oleh pedagang warteg juga 

berpengaruh. Contohnya yaitu sistem pembagian 

kerja selama tiga bulan atau lebih oleh dua orang 

pedagang. Mereka biasanya akan mengirim 

remitansi saat habis masa kerjanya dengan di 

bawa sendiri. Hasil remitansi yang dikirim 

nantinya akan diwujudkan dalam bentuk 

produktif maupun konsumtif. Hal ini juga 

berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di 

daerah asalnya. Adanya pengiriman remitansi ke 

daerah asal menandakan bahwa ikatan sosial 

yang terjalin masih cukup kuat. Remitansi 

ekonomi yang dihasilkan oleh pedagang warteg 

ini juga berpengaruh terhadap persepsi mereka 

terhadap dunia pendidikan. Hal ini ditandai 

dengan adanya pembiayaan pendidikan di tingkat 

perguruan tinggi. Pendidikan merupakan salah 

satu bentuk investasi jangka panjang bagi 

migran. 

Disisi lain, kritik juga ditujukan kepada 

praktik remitansi yang berkembang secara 

dinamis di negara-negara berkembang. Pada satu 

sisi diakui bahwa pengiriman uang memainkan 

peran yang semakin penting mengamankan dan 

benar-benar meningkatkatkan mata pencaharian 

jutaan orang-orang tetapi sekaligus naif untuk 

mengharapkan bahwa pengiriman uang saja 

dapat menyelesaikan pembangunan yang lebih 

struktural hambatan seperti lingkungan politik 

yang tidak stabil, disorientasi kebijakan 

makroekonomi, distabilitas keamanan, 

birokratisasi, korupsi dan masalah infrastruktur 

(Shera & Meyer, 2013). 
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ABSTRACT 

The existence of the name Kerinchi village in Kuala Lumpur is a trace of the migration of Kerinci residents 

to Malaysia. The increase in Indonesian migrant workers was parallel to the increase in the Malaysian economy 

in the 1990s that continues to this day. Although bringing children to settle in Malaysia is not allowed, the 

practise of bringing children illegally can be found. The study investigated the migration process of Kerinci 

residents and the education of their children. Data were collected using a qualitative method in Selangor, 

Malaysia and Danau Kerinci District (Jambi) in 2019 and 2021. The migration process is explained through 

four main factors, namely (1) lack of job opportunities in area of origin, (2) a higher value work and results in 

the destination area, (3) intention to have assets and continue children's education, and (4) social and family 

networks. Further, observations on the educational practises of the children who stay under illegal status show 

that they went to madrasah schools in the vicinity of PMI's residence because there are no document 

requirements, followed by returning back to Kerinci to take the Package A exam. Alternatively, migrant workers 

placed guardians over families with Malaysian citizenship status so that children born in Malaysia could attend 

formal schools. For the children who live in Kerinci, many of them go to university and some of them work in the 

formal sector. Migrating to become workers abroad is a form of effort to improve their children's education for 

Kerinci residents. 

Keywords: Kerinci migrant workers, Malaysia, children education. 

 
ABSTRAK 

Keberadaan nama kampung Kerinchi di Kuala Lumpur merupakan jejak migrasi warga Kerinci di Malaysia. 

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia terjadi seiring meningkatnya kondisi perekonomian Malaysia 

tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga kini. Meskipun membawa anak-anak menetap di Malaysia tidak 

diizinkan, praktik membawa anak secara ilegal tetap dilakukan oleh pekerja migran Kerinci. Studi ini mengkaji 

bagaimana proses migrasi warga Kerinci dan pendidikan anak-anak mereka. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode kualitatif di Selangor Malaysia dan Kecamatan Danau Kerinci Jambi pada 2019 dan 2021. Proses migrasi 

warga Kerinci dapat dijelaskan melalui empat faktor utama, yaitu (1) kurangnya peluang pekerjaan di daerah 

asal, (2) peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi di daerah tujuan, (3) keinginan untuk memiliki aset 

dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka, serta (4) adanya jaringan sosial dan kekeluargaan. Selanjutnya, 

anak-anak migran yang berstatus ilegal menempuh pendidikan di sekolah madrasah di sekitar tempat tinggal 

mereka di daerah tujuan migrasi. Anak-anak tersebut akan pulang pada waktu tertentu untuk mengikuti ujian 

Paket A. Beberapa migran Kerinci yang melahirkan anak di Malaysia memilih menumpangkan wali kepada 

keluarga yang berstatus warga negara Malaysia agar anak-anak tersebut dapat bersekolah formal. Selanjutnya, 

hasil kajian juga menunjukkan bahwa anak-anak migran yang ditinggalkan di Kerinci umumnya dapat menempuh 

pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi dan beberapa di antaranya berhasil bekerja pada sektor formal. Dapat 

dikatakan, bermigrasi ke luar negeri bagi warga Kerinci adalah salah satu bentuk upaya meningkatkan pendidikan 

anak-anak mereka. 

 

Kata kunci: pekerja migran Kerinci, Malaysia, pendidikan anak  

https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428
mailto:dellaamrinayusra@uinjambi.ac.id


Musli, Della Amrina Yusra, dan Yumasdaleni 

 

Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 17 No. 2 2022, hlm. 179–192 

180 

PENDAHULUAN 

Migrasi warga negara Indonesia ke Malaysia 

sudah berlangsung lama bahkan sebelum 

kemerdekaan kedua negara. Menurut Kassim 

(2000), selama lebih dari dua dekade 

pertumbuhan ekonomi Malaysia yang cepat 

menarik gelombang masuk tenaga kerja asing 

hingga krisis ekonomi pada pertengahan 1997. 

Sebagian besar pekerja migran asing di negara 

tersebut dari Indonesia, Bangladesh, dan Filipina. 

Faktor ekonomi, budaya, agama, dan bahasa 

yang menjadi alasan banyaknya orang Indonesia 

yang merantau ke Malaysia, termasuk dari 

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Data 

BNP2TKI menunjukkan bahwa pekerja migran 

asal Kerinci menempati urutan tertinggi di 

Provinsi Jambi seperti tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jambi, 

2017–2019 

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 

Kerinci – Sungai Penuh 151 129 106 

Batang Hari –  

Muara Bulan 

7 60 101 

Jambi 30 31 36 

Sarolangun 8 16 28 

Merangin 4 11 28 

Tebo 1 9 17 

Sungai Penuh 36 21 15 

Tanjung Jabung Barat 11 40 15 

Muaro Jambi 6 14 11 

Muara Bungo 4 2 9 

Tanjung Jabung Timur 3 6 5 

Total 261 339 371 

Sumber: BNP2TKI (2020) 

Bukti ramainya warga Kerinci di Malaysia 

ditunjukkan dari penamaan tempat Kampung 

Kerinchi di Kuala Lumpur. Menurut Junipah 

(1991), sejarah Kampung Kerinchi di Kuala 

Lumpur bermula pada tahun 1911 ketika orang 

Kerinci berdatangan datang ke tempat ini. Pada 

mulanya nama tempat itu adalah Bangsar Dalam 

dan kemudian berubah menjadi nama Kampung 

Kerinchi. Ada pula nama kampung Abdullah 

Hukum yang diambil dari nama Abdullah 

Hukum yang berasal dari Sungai Abu Kerinci. 

Abdullah Hukum diberi kepercayaan oleh Sultan 

Selangor untuk memimpin dan mengurus 

kawasan tersebut. Ada dua acuan rujukan masa 

pemerintahan Abdullah Hukum di kawasan 

tersebut, yaitu antara tahun 1918–1930 (Zakaria 

& Samsudin, 2019:76) dan tahun 1946 

(Nurazme, 1987:32). Meskipun berbeda 

pendapat tentang tahun pemerintahan Abdullah 

Hukum, jejak keberadaan orang Kerinci di 

Malaysia telah ditemukan sebelum kemerdekaan 

Malaysia pada tahun 1957. Pemukiman kampung 

Kerinchi dan Abdullah Hukum memiliki 

kawasan yang berpotensi di bidang pertanian 

pada awal kedatangan warga Kerinci, seperti 

penanaman nanas, nangka, serai, daun mahang, 

padi, serta karet yang merupakan tanaman jangka 

panjang. Hasil tanaman tersebut kemudian dijual 

ke warung sayur maupun ke pasar yang berada di 

dekat Kampung Kerinchi. Uang dari penjualan 

tanaman terjadi menjadi sumber penghasilan bagi 

pekerja migran di kampung ini. 

Motivasi atau dorongan orang untuk 

menjadi pekerja migran ke luar negeri adalah 

meningkatkan penghasilan keluarga. Hal ini 

merujuk pada pengiriman uang (remitansi) yang 

masuk ke Indonesia nilainya cukup besar. Pada 

tahun 2006, remitansi ke Indonesia dari TKI yang 

tercatat resmi melalui Bank Indonesia sekitar 

US$ 2,7 milyar dan 9–10% diantaranya berasal 

dari Malaysia (Hernández-Coss dkk., 2008). 

Pada tahun 2019, remitansi diperkirakan 

mencapai US$ 4,2 milyar. Menurut Wahyudi 

(2015), perkiraan jumlah tenaga kerja Indonesia 

(TKI) di Malaysia adalah 1,3 juta orang yang 

mempunyai dokumen resmi dan 1,25 juta orang 

yang tidak mempunyai dokumen (ilegal). Situasi 

ini membuktikan bahwa Malaysia masih menarik 

sebagai tujuan bermigrasi. Menurut Primawati 

(2011), pemanfaatan hasil bekerja di Malaysia 

meliputi pembelian aset seperti sawah atau 

rumah, perbaikan rumah, tabungan di bank, dan 

pemenuhan keperluan sehari-hari.  

Selain gaji yang besar, faktor daya tarik 

tempat tujuan berupa kemiripan bahasa dan 

budaya (Ford, 2006) memudahkan para migran 

pekerja untuk beradaptasi di negara tujuan. 

Jaringan kekerabatan juga memainkan peranan 

penting sebagai faktor yang mendorong 

kemudahan dalam migrasi (Bieder, 1973; 

Choldin, 1973; Wahyudi, 2015). Kondisi ini juga 

ditemukan pada proses migrasi warga Kerinci ke 

Malaysia yang terus menerus terjadi hingga saat 

ini. Migrasi ke Malaysia dapat dilakukan sendiri, 
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bersaudara, bahkan sekeluarga. Penelitian 

Nurmailinda (2017) terhadap warga Kampung 

Seleman di Kecamatan Danau Kerinci 

menemukan pola migrasi keluarga yang 

dilakukan menuju Malaysia. Sebagai contoh, istri 

yang memutuskan mengikuti migrasi suami 

dengan pertimbangan tidak ingin berpisah jauh, 

pengasuhan anak-anak yang ditinggal dapat 

diserahkan ke anggota keluarga lainnya, ataupun 

ikut bekerja di Malaysia. Meskipun demikian, 

secara regulasi, pekerja asing kategori buruh 

tidak diperkenankan membawa keluarga, hamil, 

dan melahirkan di Malaysia, seperti yang 

dinyatakan dalam laman resmi imigrasi 

Malaysia.1 Masalah ini menjadi sorotan oleh 

LSM yang mengurus masalah pekerja migran 

(Solidaritas Perempuan, 2014; Wahyudi, 2015). 

Meskipun dilarang, pada kenyataannya praktik 

membawa anggota keluarga, termasuk anak, 

merupakan hal yang lumrah ditemukan pada 

komunitas migran. Pada awalnya, anak dibawa 

dengan visa kunjungan, tetapi kemudian terus 

berlanjut hingga overstayed. Kondisi ini 

selanjutnya menimbulkan kesulitan bagi para 

anak migran untuk mendapat akses pendidikan. 

Situasi keberadaan anak migran di Malaysia 

lainnya dapat ditemui di beberapa kasus migrasi 

yang dilakukan saat masih bujang, dan kemudian 

menikah di Malaysia dengan sesama orang 

Kerinci yang juga bermigrasi. Keluarga baru ini 

mendapat anugerah anak yang tidak dilaporkan 

keberadaannya ke imigrasi. Anak-anak ini 

kemudian dimasukkan pada madrasah atau 

sekolah informal yang ada di masjid-masjid 

sekitar tempat mereka tinggal yang tidak 

mensyaratkan adanya dokumen formal untuk 

mengikuti proses belajar.2 

Anak-anak yang dibawa orang tuanya atau 

lahir di Malaysia mendapat beragam persoalan, 

seperti tidak mempunyai izin tinggal (visa) dan 

akta lahir. Akibatnya, akses anak-anak ini 

terhadap layanan pendidikan menjadi terbatas. 

Meskipun ada layanan pendidikan yang 

disediakan pemerintah Indonesia di kawasan 

 
1 https://www.imi.gov.my/index.php/perkhidmatan-utama/pekerja-

asing-2/ (diakses pada 11 November 2022). 
2  Informasi diperoleh dari hasil percakapan dengan sanak-saudara 

ketika mereka pulang ke Kerinci pada waktu hari raya. 

Pengembangan dari informasi awal ini sangat penting untuk 

Semenanjung Malaysia melalui keberadaan 

Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK), fasilitas 

pendidikan ini tidak dapat sepenuhnya diakses 

oleh anak-anak pekerja migran karena kendala 

administrasi dan jarak yang jauh. Selanjutnya, 

pada 1 Maret 2018 pemerintah Indonesia 

(Kedutaan Besar Republik Indonesia di 

Malaysia) meresmikan Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Indonesia di Kuala Lumpur 

(khususnya Semenanjung) untuk mengatasi 

masalah pendidikan anak-anak pekerja migran. 

Aktivitas pembelajaran dilakukan pada akhir 

pekan agar para siswa dapat mengikuti ujian 

kesetaraan Paket A, B, dan C (IPA dan IPS).3 

Pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi 

anak-anak pekerja migran Indonesia yang bisa 

masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. 

Jika mengacu pada persyaratan administratif 

pendaftaran yang diperlukan (kartu keluarga, 

akta lahir, KTP, dan foto), seharusnya tidak sulit 

untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-

anak pekerja migran. Namun, dalam praktiknya, 

hal ini menjadi kendala utama bagi warga yang 

tidak mempunyai dokumen. Selain itu, tantangan 

lainnya adalah waktu belajar yang disediakan 

hanya pada akhir pekan sedangkan waktu 

tersebut merupakan hari libur bagi pekerja sektor 

informal. 

Kehadiran negara dalam melindungi 

warganya yang bekerja di negara asing terus 

diperbaiki dengan membuat peraturan dan 

perundang-undangan seperti UU Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Undang-Undang ini merupakan 

perbaikan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah 

Indonesia menyadari permasalahan hak anak 

untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan 

UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan 

perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2015, 

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan 

kerja ke Malaysia dan meminta kepada 

mencari ruang bagaimana sebaiknya pemenuhan kebutuhan anak 

akan pendidikan dasar tanpa harus berpisah dari orang tuanya.  
3 http://atdikbudkl.org/2018/03/01/peresmian-pkbm-kbri-kuala-

lumpur/ 

https://www.imi.gov.my/index.php/perkhidmatan-utama/pekerja-asing-2/
https://www.imi.gov.my/index.php/perkhidmatan-utama/pekerja-asing-2/
http://atdikbudkl.org/2018/03/01/peresmian-pkbm-kbri-kuala-lumpur/
http://atdikbudkl.org/2018/03/01/peresmian-pkbm-kbri-kuala-lumpur/
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pemerintah Malaysia untuk memberikan 

kesempatan kepada anak pekerja yang tidak 

berdokumen untuk dapat bersekolah. Hal ini 

didasarkan pada ketentuan internasional yang 

sudah diratifikasi oleh Malaysia dan Indonesia 

tentang hak pekerja migran dan keluarganya. 

Amanat organisasi internasional UNESCO juga 

perlu diperhatikan (Sulastri, 2017).  

Di pihak lain, peningkatan rata-rata 

pendidikan di Kabupaten Kerinci menunjukkan 

adanya korelasi antara orang tua yang bermigrasi 

dan pemenuhan biaya sekolah. Berdasarkan data 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, jumlah 

pengiriman uang ke Kerinci pada tahun 2010 

sebanyak 25 milyar, sedangkan pada tahun 2011 

sebanyak 27,5 milyar.4 Pada tahun 2018, kiriman 

uang dari Malaysia ke Kerinci mencapai satu 

milyar rupiah menjelang bulan puasa, sedangkan 

pada hari biasa kiriman uang kepada keluarga 

bernilai rata-rata antara lima dan sepuluh juta.5 

Kiriman uang tersebut tentu berkorelasi dengan 

pembiayaan keluarga di kampung, termasuk 

biaya pendidikan. Data Badan Pusat Statistik 

Jambi tentang pendidikan di wilayah Kerinci 

mengalami peningkatan signifikan dalam tiga 

tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat 19,13% 

penduduk yang memperoleh ijazah SMA dan 

meningkat menjadi 23,31% pada tahun 2019 dan 

24,74% pada tahun 2020.6 Mengingat para 

pekerja migran ini pendidikan tertingginya 

adalah sekolah menengah, tentu saja harapannya 

adalah anak-anak mereka dapat bersekolah lebih 

tinggi. Mereka yang kuliah bisa saja memilih 

jurusan tertentu yang mungkin ada hubungannya 

dengan pengalaman orang tua mereka yang 

menjadi pekerja migran.  

Migrasi berdampak pada perkembangan 

pendidikan anak-anak yang ditinggal ataupun 

yang dibawa. Menurut Bryant (2005), 

pertumbuhan migrasi internasional di Asia 

Tenggara telah memengaruhi banyak anak. 

Beberapa perhitungan kasar menunjukkan sekitar 

sejuta anak telah ditinggalkan oleh orang tua 

untuk bekerja di luar negeri, dan 2–3% di 

antaranya adalah anak-anak pekerja migran dari 

 
4 https://jambi.antaranews.com/berita/297128/tki-kerinci-sumbang 

miliaran-rupiah (diakses pada 11 November 2022). 
5 https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-
terima-kiriman-uang-tki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-

Indonesia. Bukti yang ada menunjukkan bahwa 

anak-anak ini menghadapi kesulitan yang jauh 

lebih besar dari pada anak-anak yang 

ditinggalkan di kampung halaman oleh orang tua 

mereka. Penelitian Jordan dan Graham (2012) 

tentang kebahagiaan anak yang orang tuanya 

menjadi migran atau nonmigran menunjukkan 

anak yang orang tuanya nonmigran lebih 

bahagia. Meskipun demikian, tidak ada bukti 

antara kebahagiaan anak dan prestasi sekolah. 

Selanjutnya, kemudahan akses pendidikan di 

dalam negeri yang lebih mudah dibandingkan 

anak yang dibawa ke negara tujuan tetap 

menimbulkan masalah bagi anak-anak pekerja 

migran, terutama terkait dengan permasalahan 

pengasuhan, kasih saying, dan perhatian 

(Fatimah, 2017; Irenewaty dkk., 2008). Kajian di 

salah satu sekolah Tsanawiyah di Kabupaten 

Indramayu mendapati anak-anak yang orang 

tuanya (terutama ibu) menjadi pekerja migran 

cenderung rendah dalam motivasi dan prestasi 

belajar (Mujani, 2013).  

Warga Kerinci sebagai pekerja migran yang 

memiliki anak-anak yang ditinggalkan di 

kampung halaman ataupun dibawa ke daerah 

tujuan migrasi merupakan objek menarik untuk 

dikaji, terutama terkait dengan upaya mereka 

untuk mengatasi masalah pendidikan anak. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat 

hubungan antara pendapatan keluarga yang 

meningkat karena hasil bermigrasi ke Malaysia 

dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak 

migran, baik yang ditinggalkan di daerah asal 

maupun yang dibawa ke daerah tujuan. Anak 

yang ditinggal tidak mendapat mengasuhan, 

pengawasan, dan didikan dari orang tua secara 

langsung. Penentuan dan pengawasan dalam 

pendidikan anak tentu saja diwakilkan kepada 

keluarga lain yang tinggal di kampung, seperti 

kakek-nenek, paman-bibi dan saudara lainnya. 

Sementara itu, anak yang dibawa ke tempat 

tujuan juga mendapati masalah terkait akses 

pendidikan formal karena ada ketentuan yang 

ditetapkan oleh negara tujuan. Penjelasan Lee 

(1966) tentang faktor migrasi pada faktor daerah 

asal, tempat tujuan, intervensi hambatan, dan 

ramadan-naik. (diakses pada 11 November 2022). 
6 https://jambi.bps.go.id/indicator/28/1084/1/-persentase-ijazah-

tertinggi-yang-dimiliki.html (diakses pada 11 November 2022). 

https://jambi.antaranews.com/berita/297128/tki-kerinci-sumbang%20miliaran-rupiah
https://jambi.antaranews.com/berita/297128/tki-kerinci-sumbang%20miliaran-rupiah
https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-terima-kiriman-uang-tki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-ramadan-naik
https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-terima-kiriman-uang-tki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-ramadan-naik
https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-terima-kiriman-uang-tki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-ramadan-naik
https://jambi.bps.go.id/indicator/28/1084/1/-persentase-ijazah-tertinggi-yang-dimiliki.html
https://jambi.bps.go.id/indicator/28/1084/1/-persentase-ijazah-tertinggi-yang-dimiliki.html
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faktor personal menjadi alat analisis kajian ini. 

Kajian ini juga menempatkan empat faktor 

tersebut dalam menjelaskan pendidikan anak-

anak pekerja migran yang dibawa maupun yang 

ditinggal di Kerinci.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data. 

Menurut Patton (2005), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berasal dari hasil wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen. Dalam 

perkembangannya cara mendapatkan data juga 

dapat dilakukan melalui diskusi kelompok 

terpumpun (Focus Group Discussion). Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 

pekerja migran yang ada di Malaysia dan 

keluarga pekerja migran yang ada di Kerinci. 

Mereka yang bekerja di Malaysia dipilih dengan 

teknik “bola bergulir” (snowball). Teknik ini 

digunakan setelah mendapatkan informan kunci 

yang akan memberikan informasi siapa saja yang 

akan diwawancara berikutnya berkaitan dengan 

topik penelitian ini. Informan kunci adalah 

kerabat peneliti sendiri yang sedang berada di 

Malaysia bersama keluarganya untuk bekerja. 

Selanjutnya, informan kunci menyarankan siapa 

yang akan menjadi informan lain di lokasi yang 

sama. Pemilihan informan di Kerinci juga 

menggunakan teknik yang sama, dimulai dari 

kerabat peneliti yang mengurus anak-anak 

saudaranya yang bekerja di Malaysia. Informan 

kunci di Malaysia dan di Kerinci akan dijadikan 

studi kasus untuk metode pendekatan kajian 

biografi.   

Observasi juga dilakukan di Malaysia untuk 

melihat bagaimana pemenuhan hak pendidikan 

anak dalam konteks keterbatasan akses dan status 

ilegal. Di Kerinci, observasi dilakukan untuk 

melihat bagaimana kehidupan anak-anak migran, 

terutama terkait dengan kelangsungan 

pendidikan yang dibiayai oleh hasil bermigrasi. 

Selanjutnya, diskusi kelompok terpumpun 

dilakukan dengan cara berdiskusi dengan 

kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria 

 
7 Organisasi PASMA seperti paguyuban di Malaysia, PASMA 
diperuntukkan sebagai wadah segala macam urusan terkait warga 

yang berasal dari 3 Desa (Seleman, Koto Tengah dan Pasar Sore 

Seleman). 

dalam penelitian, yaitu pekerja yang membawa 

anak ke Semenanjung Malaysia dan anak-anak 

yang ditinggal orang tua di kampung (Kerinci). 

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi 

secara bersamaan, mendapat gambaran umum 

tentang pengalaman dan kendala yang dihadapi 

pekerja migran pada pendidikan anak-anak 

mereka (yang ditinggal maupun yang dibawa), 

serta untuk mendapatkan masukan dan 

rekomendasi dari mereka tentang solusi atas 

masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah 

(pusat maupun daerah). Analisis dokumen juga 

dilakukan untuk menyediakan data pendukung 

yang akan menguatkan temuan hasil lapangan. 

Dokumen yang diperlukan untuk dianalisis 

adalah jumlah data riil warga Kerinci yang 

bermigrasi ke Malaysia dari pemerintah daerah 

Kabupaten Kerinci, serta jumlah pengiriman 

uang atau remitansi ke Kerinci melalui lembaga 

resmi seperti bank dan jasa lainnya. Informasi ini 

diperlukan untuk menjelaskan bagaimana 

peningkatan hasil pendapatan keluarga dapat 

meningkatkan sumber daya manusia di Kerinci.  

Lokasi penelitian adalah Kabupaten 

Kerinci, Provinsi Jambi dan Kampung Kerinchi, 

Kuala Lumpur, Malaysia. Kajian ini berfokus 

pada proses migrasi warga di Desa Seleman, 

Koto Tengah dan Pasar Sore Kecamatan Danau 

Kerinci, Kabupaten Kerinci. Informasi yang 

didapat dari organisasi PASMA7 di tiga desa ini 

ada sekitar 600 KK yang sekarang tinggal di 

Malaysia.8 Pengumpulan data lapangan 

dilakukan selama sebulan, dengan rincian 15 hari 

di Malaysia dan 15 hari di Kerinci. Pengambilan 

data di Malaysia dilakukan pada Desember 2019, 

sementara itu pengambilan data di Kerinci baru 

dapat dilakukan pada bulan Juni 2021 karena 

adanya situasi pandemi Covid-19.  

Penelitian ini menerapkan pendekatan 

deskriptif kualitatif dalam proses analisisnya. 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama 

aspek migrasi dan pekerja migran dalam konteks 

makro. Pekerja migran adalah fenomena global 

yang dialami dan hampir ada pada setiap negara 

8 Data didapat dari kepala desa Koto Tengah yang juga pernah 
menjadi pekerja Migran di Malaysia yang masih tergabung dalam 

komunitas PASMA 3 DESA. Data didapat dari FGD pada tanggal 

8 Juni 2021. 
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berkembang. Indonesia adalah negara 

penyumbang pekerja migran terbesar ke 

Malaysia (Hernández-Coss dkk., 2008; Hidayah 

dkk., 2013; Hutagalung & Indrio, 2019; Kassim, 

2000). Penghasilan para pekerja migran ini 

berkontribusi pada devisa negara sehingga 

mereka sering disebut pahlawan devisa. Undang-

Undang dalam perlindungan pekerja migran 

cukup memadai, namun diperlukan juga 

penanganan secara komperehensif terkait 

pendidikan anak-anak pekerja migran, baik yang 

ditinggal maupun yang dibawa. Hal ini 

dimaksudkan agar mereka tidak hanya dianggap 

sebagai pahlawan devisa, tetapi juga 

berkontribusi pada peningkatan sumber daya 

manusia Indonesia. Pembahasan kedua pada 

konteks mikro yaitu pada anak-anak pekerja 

migran yang berasal dari Kerinci, baik yang 

ditinggal maupun yang dibawa. Kajian berfokus 

pada bagaimana pekerja migran yang berasal dari 

Kerinci mengatasi keperluan anak-anak dalam 

pendidikan di Semenanjung Malaysia dan 

pembahasan tentang bagaimana pendidikan 

anak-anak pekerja migran asal Kerinci yang tetap 

tinggal di daerah asalnya. 

Pembahasan pada dua skala makro dan 

mikro dianalisis menggunakan teori migrasi oleh 

Lee (1966) yang merupakan grand theory dalam 

penelitian tentang migrasi. Penjelasan Lee (1966) 

tentang faktor migrasi pada faktor daerah asal, 

tempat tujuan, intervensi hambatan, dan faktor 

personal sangat relevan untuk menjelaskan kajian 

ini. Pendekatan biografi (Schittenhelm, 2007) 

dari pekerja migran yang berasal dari tiga desa 

kajian akan memperkaya analisis tersebut. 

Selanjutnya, data biografi dari anak-anak mereka 

yang berada di Kerinci dan di Malaysia menarik 

untuk dibahas. Deskripsi data tersebut akan 

memberikan gambaran tentang migrasi yang 

berpengaruh pada pendidikan anak-anak mereka. 

Selain itu, isu migrasi dalam konteks global, 

nasional, dan lokal, serta perubahan sosial yang 

ditimbulkan turut dipaparkan.   

 

 
9 https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html (diakses pada 11 

November 2022). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Migrasi Warga Kerinci ke Malaysia 

Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten 

yang terletak di Provinsi Jambi yang ditetapkan 

bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi 

pada 6 Januari 1957. Nama Kerinci diperkirakan 

berasal dari bahasa Tamil, yaitu Kurintji, yang 

dinyatakan sebagai nama bunga di pegunungan 

India Selatan.9 Penduduk pada beberapa wilayah 

di kabupaten ini umumnya memiliki mata 

pencaharian sebagai migran di Malaysia, antara 

lain Desa Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore 

Seleman. Oleh karena itu, tiga desa ini menjadi 

tempat lokasi pengumpulan data dalam penelitian 

ini.  

Periode tahun 1900 hingga 1905 merupakan 

puncak migrasi warga Kerinci ke Malaysia, baik 

secara legal maupun ilegal (Nurmailinda, 2017). 

Hal ini selaras dengan penuturan dari Bapak Iba 

(nama samaran) yang menceritakan sejarah 

warga Kerinci merantau ke Malaysia. Sekitar 

tahun 1939, penduduk asal Kerinci yang bekerja 

di Malaysia mulai menempati beberapa kawasan 

perkebunan di sekitar daerah Huluyam, 

Kemensyah, Kuala Kubu, dan Hulu Langat. 

Dengan bantuan dari warga asli setempat, mereka 

pun mulai membuka lahan perkebunan karet. 

Pada tahun 1957 yang merupakan awal 

kemerdekaan Malaysia, Kerajaan Malaysia 

memberikan kesempatan kepada setiap warga 

keturunan Indonesia yang bekerja di Malaysia, 

termasuk warga Kerinci, untuk menjadi warga 

negara Malaysia. 

JH–orang Kerinci yang telah mendapatkan 

IC merah10 di Malaysia–menceritakan asal mula 

kampung Kerinchi. Kampung Kerinchi terbentuk 

pada akhir abad ke-18 dan awalnya dihuni oleh 

penduduk dari Kerinci Jambi, Minangkabau, dan 

Aceh yang bermigrasi ke Tanah Melayu 

Malaysia. Junipah (1991) juga menyatakan 

bahwa migrasi dari tiga daerah tersebut terjadi 

pada saat Belanda menjajah Indonesia. Untuk 

menghindari kezaliman penjajah yang 

melakukan penindasan dan menggunakan 

kekerasan, mereka memilih pindah secara 

10 IC merah adalah kartu identitas izin tinggal yang masanya lebih 

lama. IC ini diperoleh karena menikah dengan warga negara 
Malaysia atau sudah lama menetap di Malaysia dengan izin kerja.  

https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html
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berkelompok ke Tanah Melayu. JH berpendapat 

bahwa kebudayaan Melayu yang berkembang di 

Malaysia memiliki banyak persamaan dengan 

budaya Kerinci.11 Kedatangan dan menetapnya 

orang Kerinci di kawasan Kuala Lumpur dimulai 

dari Kampung Kerinchi. Beragam dan meluasnya 

aktivitas orang Kerinci di Kuala Lumpur 

mengakibatkan perluasan wilayah pemukiman 

mereka hingga Bukit Nanas, Petaling Jaya, Pudu, 

dan Kampung Haji Abdullah Hukum. Kampung 

Haji Abdullah Hukum dan Kampung Kerinchi 

menjadi perkampungan terluas (sekitar 60 

hektare) di Kuala Lumpur pada tahun 2005. Saat 

ini, wilayah tersebut sudah bukan seperti 

kampung lagi yang banyak kebun dan tanaman 

pertanian. Perkembangan Kuala Lumpur yang 

menjadi ibukota negara Malaysia menjadikan 

Kampung Kerinchi menjadi kawasan 

metropolitan dengan ciri bangunan tinggi berupa 

flat dan apartemen.  

Jenis pekerjaan yang dilakukan para migran 

ini beragam, antara lain pembantu rumah tangga, 

plumber (urusan ledeng), tukang perabot, tukang 

reparasi listrik, pedagang, dan kontraktor 

bangunan. Bervariasinya jenis pekerjaan ini 

berdampak pada peningkatan pendapatan dan 

taraf hidup pekerja migran dari Kerinci. 

Informasi tentang keberhasilan orang Kerinci di 

Malaysia inilah yang terus menjadikan daya tarik 

bagi orang Kerinci, utamanya yang tinggal di 

Desa Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore, 

untuk bermigrasi ke Malaysia. Tiap sektor 

pekerjaan yang melibatkan pekerja migran 

umumnya selalu membutuhkan tambahan orang. 

Misalnya, migran menjadi pekerja rumah tangga 

memiliki majikan yang mengabarkan kebutuhan 

pembantu bagi keluarga dan temannya. Begitu 

juga dengan migran sebagai pemborong 

bangunan yang tiap saat memerlukan tenaga 

kerja informal. Permintaan yang terus menerus 

inilah menjadi peluang orang Kerinci untuk 

melakukan migrasi berkelanjutan ke Malaysia.  

Dengan kondisi regenerasi migrasi yang 

terus terjadi, lokasi tempat tinggal para migran 

tidak lagi di Kampung Kerinchi atau Abdulah 

 
11 Hasil wawancara dengan JH, warga Kerinci yang sudah mendapat 

IC Merah di Malaysia (izin tinggal dalam waktu lama), wawancara 

dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019 di Kampung Kerinchi. 

Hukum, sebab kawasan tersebut sudah menjadi 

daerah mahal untuk hunian. Warga dari tiga desa 

dalam penelitian ini umumnya tinggal di daerah 

Ulu Langat, Negeri Selangor, Semenanjung 

Malaysia. Sebagian dari mereka telah menjadi 

warga negara, ada pula yang menetap dengan 

mendapatkan kartu IC merah (izin tinggal dalam 

waktu lama). Migran yang telah mendapatkan 

kewarganegaraan Malaysia ataupun mendapat IC 

Merah dapat tinggal dan bekerja selayaknya 

masyarakat asli Malaysia. Selanjutnya, ada pula 

pekerja migran yang masuk dengan izin kerja dan 

ada yang bekerja dengan status ilegal. Pekerja 

migran ilegal ini biasanya tidak mendapatkan 

izin kerja atau masuk Malaysia dengan izin 

pelancongan (berwisata) dan setelah masa izin 

berakhir (satu bulan) mereka tidak kembali ke 

Indonesia. Beragam alasan dikemukakan oleh 

para migran yang berstatus ilegal terkait 

keputusannya untuk tetap tinggal di Malaysia, 

seperti ada penyakit tertentu ataupun tidak lolos 

proses aplikasi visa. Ada juga yang bertahan 

dengan status ilegal karena keengganan 

membayar pajak yang mahal dalam kondisi 

pendapatan tidak menentu dan kebutuhan 

keluarga yang harus dipenuhi. 

Walaupun sudah banyak orang Kerinci yang 

menjadi warga negara Malaysia ataupun 

memiliki keturunan yang berkewarganegaraan 

Malaysia, mereka masih menjunjung tinggi 

kebudayaan Kerinci. Budaya Kerinci masih 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya penggunaan bahasa Kerinci, upacara 

adat pernikahan, kelahiran, dan kematian. 

Meskipun sudah menjadi warga negara Malaysia, 

tidak jarang mereka kembali ke Kerinci hanya 

untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang 

masih tinggal di Kerinci sekaligus 

memperkenalkan kampung halaman pada anak 

cucu mereka.12 Salah satu tradisi sosial orang 

Kerinci adalah berkelompok sebagai orang satu 

desa maupun sebagai sanak keluarga satu 

turunan. Kelompok keluarga Kerinci yang 

menempati suatu daerah biasanya berasal dari 

kampung asli Kerinci yang mereka tinggalkan. 

Sebagai contoh, warga asal Desa Seleman 

12 Hasil wawancara dengan IBA (warga Kerinci yang mendapat 

permit kerja di Malaysia), wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juli 

2021 di Kerinci. 
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Kerinci menetap di kawasan Hulu Langat dan 

Kuala Kubu Baru, warga Desa Tanjung Tanah 

bermukim di kawasan Kampung Pasir dan 

Kampung Kerinchi, sedangkan warga Desa 

Pulau Tengah menetap di daerah Hulu Langat 

Ujung dan Pansun.  

Salah satu motivasi kedatangan imigran dari 

Kerinci ke Malaysia adalah untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih tinggi, terlebih karena 

nilai tukar mata uang Malaysia yang lebih tinggi 

dibandingkan mata uang Indonesia. Dari segi 

lingkungan, mereka merasa tidak ada perbedaan 

yang begitu jauh karena mereka tinggal di 

lingkungan yang mayoritas juga berasal dari 

Kerinci. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan 

orang Kerinci yang begitu kuat adalah salah satu 

faktor penting dalam pengambilan keputusan 

bermigrasi. Sistem kekerabatan dan 

kekeluargaan ini pula yang menjadi penghubung 

ketersediaan lapangan kerja dan tersedianya 

tempat tinggal sementara bagi pendatang baru. 

Namun, sebagian pendatang baru inilah yang 

kemudian tinggal secara ilegal (pendatang 

haram).13 Keadaan ini tidak hanya dapat 

merugikan pemerintah Malaysia tetapi juga 

dirinya sendiri karena besarnya risiko tertangkap 

polisi kerajaan dan dipenjara.  

Semakin besar peluang pekerjaan dan 

tingginya pendapatan di Malaysia, khususnya 

sebagai buruh dan jasa, semakin besar pula minat 

orang Kerinci bermigrasi ke Malaysia. Hal ini 

juga dipengaruhi kondisi pendapatan di Malaysia 

jauh lebih besar dibandingkan di daerah asal 

mereka untuk jenis pekerjaan serupa. Hasil 

bekerja atau berbisnis di Malaysia dibuktikan 

oleh berjejernya rumah mewah yang dibangun 

dari hasil kerja di Malaysia. Ratusan rumah 

mewah yang tak berpenghuni dapat ditemui di 

Kerinci karena pemiliknya berada di Malaysia 

dan akan terisi kembali rumahnya jika mereka 

pulang ke Kerinci pada hari raya. Meskipun 

demikian, kejayaan mencari nafkah di Malaysia 

terganggu oleh pandemi Covid-19. Sejak bulan 

Maret 2020, pemerintah Kerajaan Malaysia 

memulangkan sebagian migran asal Kerinci yang 

 
13 Istilah pendatang haram diperuntukkan bagi warga negara asing 
yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Istilah ini kemudian diganti 

dengan PATI (Perja Asing Tanpa Izin). 
14 Hasil wawancara dengan IS yang merupakan pekerja migran di 
Malaysia asal Seleman Kerinci, status mendapat permit kerja. IS 

berstatus izin tinggal atau izin kerja mereka tidak 

diperpanjang. Mereka juga tidak diperkenankan 

datang kembali selama masa lockdown di 

Malaysia. Pendapatan migran yang jauh 

berkurang saat kembali ke Kerinci membuat 

mereka harus banting setir untuk membuat usaha 

atau bekerja di Kerinci. Sebagian dari mereka 

yang kembali masih meninggalkan keluarga 

(istri, anak, atau orang tua) di Malaysia. Istri yang 

ditinggalkan masih berstatus pekerja dengan izin, 

begitu juga dengan orang tua. Meskipun 

demikian, anak-anak pekerja migran yang tetap 

tinggal di Malaysia umumnya menghadapi 

permasalahan. Mereka tidak mempunyai izin 

tinggal sehingga sang ibu harus memperpanjang 

permit kerja atau mereka terpaksa tinggal dalam 

keadaan ilegal di Malaysia. Selain status tinggal, 

kendala besar yang dialami migran yang masih 

tetap di Malaysia adalah masalah pemenuhan 

biaya hidup. Pendapatan berkurang karena suami 

mereka pulang ke tanah air pada masa 

pemberlakuan lockdown yang panjang oleh 

pemerintah Kerajaan Malaysia. Mereka yang 

berstatus ilegal, selain tidak bisa pulang kampung 

mengikuti jejak pemulangan migran, juga 

menghadapi permasalahan terbatasnya ruang 

gerak. Ketatnya peraturan di Malaysia yang 

memberlakukan polisi patroli selama lockdown 

membuat mereka tidak leluasa untuk melakukan 

pekerjaan. Risiko ditangkap dan masuk penjara 

adalah momok yang menakutkan.14  

 

Pendidikan Anak-anak Pekerja Migran Asal 

Kerinci 

Masalah pendidikan anak pekerja migran sangat 

dipengaruhi oleh situasi dengan siapa mereka 

tinggal, baik yang dibawa maupun yang tinggal. 

Pendidikan anak pekerja migran yang dibawa ke 

Malaysia dan lahir di Malaysia sering 

menghadapi masalah administratif, seperti 

pengurusan akta kelahiran dan NIK. Mereka 

yang bekerja di Malaysia dengan menggunakan 

permit kerja tidak diizinkan membawa anak dan 

melahirkan anak di Malaysia. Bagi anak dari 

migran yang memiliki IC merah, mereka secara 

sedang kembali ke Kerinci karena pemulangan oleh pemerintah 
kerajaan Malaysia efek pandemi covid-19. Wawancara pada FGD 

pada tanggal 8 Juni 2021. 
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otomatis menjadi warga negara Malaysia. 

Peluang untuk bersekolah bagi anak-anak dari 

orangtua migran tanpa IC merah dituturkan oleh 

responden IB sebagai berikut.  

“Kalau orang tuanya tidak ada IC merah 

maka sekolahnya di sekolah khusus 

Indonesia di Kuala Lumpur. Tapi kalau 

kami-kami ni tak lah, jauh nak ke Kuala 

Lumpur. Harus antar naik bus-kan 

sedangkan kami kerja. Kalau orang tua yang 

tak punya permit anaknya sekolah di sekolah 

agama swasta boleh. Kerajaan Malaysia 

membolehkan sekolah di sekolah swasta tapi 

tidak dapat ijazah. Jadi intinya kalau yang 

anaknya bukan warga negara Malaysia tapi 

lahir di Malaysia bisa sekolahnya sekolah di 

tahfidz-tahfidz itu saja. Sekolah agama yang 

tidak dapat ijazah. Tapi banyak juga yang 

orang tua yang anaknya lahir dititipkan ke 

keluarga yang sudah mendapatkan IC merah 

jadi anaknya dapat kewarganegaraan 

Malaysia dan bisa sekolah di Malaysia di 

sekolah negeri pun bisa”. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, 

sebenarnya menyediakan program ujian Paket A, 

B, dan C yang diadakan melalui Sekolah 

Indonesia Kuala Lumpur untuk anak-anak 

migran. Namun, kebanyakan dari warga Kerinci 

hanya mendengar saja informasinya dan belum 

ada dari mereka yang mengikuti program 

tersebut. Salah satu solusi untuk pendidikan 

anak-anak migran yang tidak berdokumen ini 

adalah mengikuti sekolah informal yang 

diselenggarakan kader partai tertentu pada hari 

Sabtu dan Minggu. Materi pengajaran ini 

disesuaikan untuk ujian Paket A. Situasi ini dapat 

dicermati dari penuturan MN–migran yang 

membawa anak usia sekolah (umur 9 tahun) ke 

Malaysia dalam kondisi tidak memiliki 

dokumen–sebagai berikut. 

“Tapi sekarang ada partai ‘X’ yang 

membuat sekolah, sekolahnya itu setiap hari 

Sabtu dan Ahad, bentuk kesetaraan 

pendidikan Paket A. Sekolahnya itu di daerah 

setapak, yang ngajar itu orang ‘X’ tulah. 

Dengar juga dari ketua Muslimat Indonesia 

kalau Serikat NU juga sudah mendirikan 

sekolah untuk kesetaraan pendidikan di 

Gombak”. 

Pekerja migran lainnya (DV) juga turut 

menjelaskan situasi terkait pendidikan anak 

migran tanpa IC merah di Malaysia sebagai 

berikut.  

“Secara peraturan pekerja yang mendapat 

permit tidak boleh membawa anak dan tidak 

boleh melahirkan anak di Malaysia. Kalau 

yang punya IC merah pun sekolah Negeri di 

Malaysia pun jadi mahal, karena biaya-

biaya untuk buku dan lain-lainnya juga 

mahal. Jadi biasanya yang dikejar itu untuk 

tingkat SD tetap di Malaysia tapi untuk SMP 

dan selanjutnya sekolah kembali ke Kerinci”. 

FGD yang dilakukan di Selangor Malaysia 

dan dihadiri oleh pekerja migran dari tiga desa 

kajian mendiskusikan tentang pendidikan anak-

anak migran secara umum. Berdasarkan 

pengalaman dari migran yang telah lama tinggal 

di Malaysia dan umumnya telah memiliki IC 

merah, taraf pendidikan anak-anak mereka dirasa 

meningkat dan banyak yang telah berkuliah dan 

bekerja menjadi PNS. Sebelum pengiriman 

migran dari Kerinci marak dilakukan, pendidikan 

tinggi tidak begitu menjadi perhatian utama 

masyarakat setempat. Meskipun demikian, ada 

juga didapati anak migran yang memutuskan 

untuk tidak berkuliah dan menjadi generasi 

penerus menjadi migran. Hal ini didorong oleh 

peluang kerja dan nilai bayaran yang lebih tinggi 

dibandingkan bekerja di kampung.  

Di sisi lain, keadaan anak yang ditinggal 

orang tuanya bermigrasi umumnya kurang 

nyaman secara psikologis karena mereka tidak 

dapat tinggal bersama orang tuanya. Ada yang 

hanya ibu atau ayahnya yang pergi ke Malaysia, 

bahkan ada yang kedua orang tuanya bekerja di 

Malaysia. Situasi ini menjadikan sebagian dari 

mereka terpaksa tetap tinggal di Kerinci tanpa 

peran orang tuanya dalam pengasuhan dan kasih 

sayang. Anak-anak pekerja migran yang tinggal 

di kampung umumnya diasuh oleh keluarga 

seperti nenek atau kakek, saudara dari orang 

tuanya, atau kakaknya. Kekuatan sistem 

kekerabatan dan kekeluargaan telah terjalin dari 

zaman dahulu oleh masyarakat Kerinci yang 

memegang teguh kebersamaan pengasuhan anak 

oleh keluarga besar. Anak-anak migran yang 

tinggal dengan nenek atau kakeknya umumnya 

bersikap lebih manja karena kakek dan nenek 
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lebih menuruti kehendak cucunya. Meskipun 

demikian, kakek dan nenek kurang 

memperhatikan pendidikan anak yang dititipkan 

kepada mereka. Selain itu, pengasuhan oleh 

anggota keluarga lainnya mengakibatkan 

hubungan batin dan emosional antara anak dan 

pengasuh yang lebih dekat dibandingkan dengan 

orang tuanya yang bekerja di Malaysia. Situasi ini 

wajar terjadi karena kurangnya intensitas 

pertemuan antara anak-anak migran dan orang tua 

kandungnya yang bekerja di Malaysia. Bahkan, 

kajian ini juga menemukan adanya anak yang 

memanggil neneknya dengan Mak atau Ibu 

karena lamanya waktu yang dihabiskan bersama 

neneknya. Anak migran yang sejak kecil telah 

ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bermigrasi 

umumnya merasa tidak masalah dengan kondisi 

orang tua yang tinggal jauh dari mereka.15 

Pendidikan pengasuh anak yang 

ditinggalkan oleh pekerja migran ke Malaysia 

berpengaruh pada kualitas pendidikan anak yang 

ditinggalkan di kampung halaman. Jika 

pendamping yang ditinggali adalah orang yang 

mengerti pendidikan, akan lebih mudah 

mengajarkan anak tentang pelajaran dan 

pentingnya pendidikan. Keadaan berbeda jika 

pendamping anak migran tidak bersekolah atau 

kurang memperhatikan proses pendidikan, sebab 

mereka umumnya tidak memahami pelajaran 

sekolah dan sistem kurikulum yang semakin 

berkembang. 

Dari hasil FGD dan wawancara yang 

dilakukan dengan anak-anak yang tinggal di 

Kerinci yang orang tuanya bekerja di Malaysia, 

mereka umumnya masih bersekolah dan ada pula 

yang telah menyelesaikan bangku kuliah. Hasil 

wawancara dengan kepala sekolah 

memperlihatkan bahwa anak yang ditinggalkan 

orang tuanya bermigrasi ke Malaysia umumnya 

terlihat pemalu. Kondisi ini kemungkinan 

disebabkan perasaan kurang percaya diri karena 

jauh dari orang tua. Hal ini terutama tampak 

ketika ada pertemuan yang mengundang orang 

tua dan para anak migran terlihat sedih. Selain itu, 

anak migran yang tinggal dengan pengasuh 

 
15 Hasil FGD dan wawancara dengan keluarga pekerja migran 
Malaysia asal Seleman Kerinci. 
16 Wawancara dengan kepala sekolah dasar Koto Tengah. 
17 Wawancara dengan guru/wali kelas MTs Tanjung Tanah. 
18 Hasil FGD. 

berpendidikan SMP ke atas umumnya tampak 

lebih aktif jika dibandingkan dengan anak migran 

yang tinggal dengan pengasuh berpendidikan 

rendah.16 Dari segi finansial, anak migran tampak 

lebih mencolok jika dilihat dari uang jajan 

hariannya. Ada yang memiliki uang jajan harian 

hingga seratus ribu rupiah, ada pula yang mampu 

mengupah temannya untuk mengerjakan tugas 

sekolah mereka. Beberapa anak migran yang 

tekun belajar menyatakan bahwa mereka merasa 

harus belajar maksimal untuk membahagiakan 

orang tuanya yang telah melakukan pengorbanan 

dengan bekerja di luar negeri dan terpaksa 

terpisah jarak dengan anggota keluarganya. 

Akibat pandemi Covid-19, sebagian orang 

tua dari anak-anak migran ini dipulangkan oleh 

pemerintah Malaysia karena adanya kebijakan 

lockdown yang panjang. Selama pemulangan itu, 

anak-anak migran umumnya terlihat lebih berseri 

dan bahagia. Situasi ini menunjukkan bahwa 

kehadiran orang tua di sisi mereka sangat 

memengaruhi kondisi psikologis mereka.17 Di sisi 

lain, kajian ini juga mendapati anak migran yang 

memilih untuk bersekolah secara asal-asalan 

karena tidak adanya kontrol dari keluarga yang 

mengasuh selama orang tua mereka bermigrasi. 

Beberapa anak migran lainnya juga yang tidak 

merasakan pentingnya menempuh jenjang 

pendidikan yang tinggi. Mereka berkaca dari 

pengalaman orang tua mereka yang tidak 

bersekolah, tetapi tetap dapat menghasilkan 

pendapatan besar dengan bekerja di luar negeri.18 

Hasil wawancara dengan 16 informan anak-

anak yang tinggal di Kerinci yang orang tuanya 

bekerja di Malaysia19 menunjukkan bahwa 

mereka tidak mengetahui secara persis pekerjaan 

orang tuanya di Malaysia. Mereka hanya tahu 

orang tuanya menjadi migran di luar negeri 

sehingga mampu memberikan kehidupan yang 

layak, bahkan mewah, untuk keluarga yang 

ditinggalkan di Kerinci.20 Ada juga anak migran 

yang mengungkapkan rasa senangnya dengan 

kondisi orang tua bekerja di Malaysia, sebab hal 

ini menyebabkan terpenuhinya kebutuhan 

finansial mereka dan anak tersebut dapat 

19 Terdiri dari 3 orang siswa SD, 5 orang siwa SMP, 6 orang siswa 
SMA dan 3 orang mahasiswa. 
20 Hasil FGD dengan anak pekerja migran yang ditinggalkan di 

Kerinci. 
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berbangga hati di depan teman-teman sekolahnya 

karena kondisi finansial yang jauh lebih baik. 

Situasi ini memotivasi anak migran tersebut 

untuk menjalani proses pendidikan dengan lebih 

baik dan memperoleh nilai hasil belajar yang 

lebih tinggi. JF–salah satu anak yang putus 

sekolah akibat kurangnya kontrol dari orang tua 

yang bekerja di Malaysia dan keluarga yang 

mengasuh di Kerinci–mengungkapkan 

penyesalannya karena telah mengambil 

keputusan yang salah dalam proses 

pendidikannya dan memilih untuk mengikuti 

ujian Paket C karena malu untuk kembali 

mengulang belajar di sekolah.21 

Sebagian besar anak migran yang 

ditinggalkan di Kampung Kerinci 

mengungkapkan bahwa mereka akan lebih 

bahagia jika mereka dapat berada di dekat orang 

tuanya saat menjalani pendidikannya. Meskipun 

demikian, kondisi yang dihadapi tidak 

memungkinkan keluarga mereka untuk tinggal 

bersama. Bagi JM–anak migran yang berhasil 

bekerja sebagai tentara–, pengalaman hidup 

sebelumnya saat berada dalam kondisi kesulitan 

finansial dan terpisah dengan orang tua yang 

bekerja sebagai migran di Malaysia menjadi 

motivasi besar untuk lebih baik dalam pendidikan 

dan pekerjaan. Hal itu ia buktikan dengan 

memperoleh penghargaan mahasiswa undangan 

ke UGM, namun kesempatan itu tidak digunakan 

karena ia memilih menjadi taruna tentara. JM 

dengan bangga mengungkapkan bahwa ia 

menjadi seperti sekarang karena jasa ibunya yang 

menjadi migran di Malaysia selama bertahun-

tahun. Status pekerjaannya saat ini menjadikan 

JM sebagai sosok kebanggaan warga Seleman. 

DISKUSI 

Indonesia merupakan penyumbang tenaga kerja 

migran ke berbagai negara seperti Malaysia, 

Hongkong dan Timur Tengah. Malaysia sebagai 

negara terdekat adalah tempat tujuan terbanyak 

pekerja migran asal Indonesia (Ford, 2006, 2019; 

Hidayah dkk., 2013; Wahyudi, 2016). Provinsi 

pengirim migran terbesar di Indonesia adalah 

 
21 JF merupakan anak pekerja migran yang ditinggalkan dikampung yang putus sekolah 

Jawa Timur dan Jawa Barat, sementara wilayah 

lainnya juga secara simultan mengirim migran ke 

luar negeri, contohnya Kabupaten Kerinci, 

Provinsi Jambi (Ikhsan, 2012; Junipah, 1991; 

Kasim, 2000). Data BNP2TKI menunjukkan 

bahwa kontribusi penghasilan pekerja migran 

berkontribusi pada devisa negara sebesar 4,64%. 

Gelar pahlawan devisa ditujukan kepada pekerja 

migran karena bukti remitansi dari mereka tidak 

dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh karena itu, 

upaya perlindungan terhadap pekerja migran 

terus diperbaiki. Meskipun demikian, persoalan 

terkait dengan sistem dan peraturan di negara 

tujuan terus ditemui. Salah satu persoalan pekerja 

migran di Malaysia yang perlu dicarikan jalan 

keluarnya adalah larangan membawa anak ke 

daerah tujuan migrasi. Hal ini dikarenakan anak-

anak migran yang masih di bawah umur masih 

memerlukan kasih sayang, pengasuhan, dan 

perlindungan dari orang tunya. Selain itu, anak-

anak migran dengan status ilegal di Malaysia 

menghadapi masalah serius terkait pendidikan. 

Lain halnya anak-anak migran yang ditinggal di 

kampung halaman bersama anggota keluarga 

lainnya. Peluang dan keberlanjutan pendidikan 

mereka terbentang luas karena tidak ada 

permasalahan terkait dokumen administratif.  

Penjelasan Lee (1966) tentang faktor 

migrasi pada faktor daerah asal, tempat tujuan, 

intervensi hambatan, dan faktor personal menjadi 

alat utama dalam analisis kajian ini. Meskipun 

teori Lee (1966) menjelaskan tentang faktor 

migrasi, pengkaji juga menempatkan empat 

faktor tersebut dalam menjelaskan tentang 

pendidikan anak-anak pekerja migran yang 

dibawa maupun yang ditinggal di Kerinci. Tabel 

2 menyajikan ringkasan hasil temuan dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, 

dapat dijelaskan bahwa migrasi sebagai pekerja 

ke Malaysia bagi warga Kerinci berkaitan erat 

dengan faktor ekonomi serta praktik sosial dan 

budaya yang berkesinambungan. Kontinuitas 

bermigrasi bagi warga Kerinci terjadi karena 

adanya peluang ekonomi dan celah dalam 

peraturan yang berpotensi dilanggar.  
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Tabel 2. Bermigrasi dan Pendidikan Anak 

Objek 1 
Faktor Migrasi 

Daerah Asal Daerah Tujuan Intervensi Hambatan Pribadi 

Pekerja 

Migran 

➢ Lapangan 

Pekerjaan 

sulit 

➢ Hasil tani 

yang rendah 

 

➢ Pekerjaan 

mudah 

➢ Nilai ringgit 

lebih tinggi 

daripada 

rupiah 

➢ Agama 

➢ Bahasa 

➢ Budaya 

➢ Kekerabatan 

➢ Peraturan: permit 

dan tidak 

➢ Kehidupan yang lebih 

baik 

➢ Pengalaman 

➢ Pendidikan anak 

lebih baik 

Objek 2 
Pendidikan Anak 

Daerah Asal Daerah Tujuan Intervensi Hambatan Pribadi 

Anak PMI 

dan 

Pendidikan 

➢ Sekolah 

➢ Kuliah 

➢ Bekerja 

sektor formal 

meningkat 

➢ Sekolah 

Madrasah 

➢ Menumpang 

warga: 

sekolah resmi 

di Malasyia 

 

➢ Target menulis, 

membaca dan 

berhitung. 

➢ Ujian Paket A di 

kampung 

➢ Bekerjasama 

dengan saudara 

dalam mengatur 

status 

kewarganegaraan 

anak 

➢ Orang tua yang 

bermigrasi 

menimbulkan rasa 

sedih tetapi juga 

bangga. 

➢ Mampu membiayai 

kehidupan sama 

seperti orang kaya di 

kampung 

➢ Bisa punya tabungan 

dan investasi 

➢ Bisa sekolah sampai 

kuliah karena dibiayai 

oleh orang tua yang 

bermigrasi 

➢ Bekerja formal dengan 

status lebih baik dari 

orang tua. 

Selanjutnya, upaya untuk mengatasi 

permasalahan pendidikan bagi anak-anak migran 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti sekolah 

infomal di Malaysia yang dilanjutkan dengan 

pendidikan di kampung halaman. Peningkatan 

taraf pendidikan dalam keluarga migran dapat 

dicermati dengan pendidikan anak-anak migran 

yang umumnya lebih tinggi daripada orang tua 

mereka. Sebagian besar orang tua mereka 

berijazah SMP dan SMA sementara anak-anak 

mereka bisa sampai kuliah. Selain itu, banyak 

dari anak-anak pekerja migran yang berhasil 

bekerja di sektor formal, seperti menjadi tentara, 

guru PNS, Jaksa, bekerja di kantor pemerintah, 

atau bank. Situasi ini memberi motivasi pada 

anak-anak lain untuk melanjutkan pendidikan 

mereka ke jenjang yang lebih tinggi.  

KESIMPULAN 

Bermigrasi bagi warga Kerinci ke Malaysia 

adalah bagian dari sejarah warga kampung 

Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore Seleman, 

Kecamatan Danau Kerinci, Provinsi Jambi. 

Faktor sejarah menjadikan jaringan sambung-

menyambung dalam bermigrasi tidak hanya 

dipengaruhi tujuan ekonomi, tetapi juga adanya 

faktor motivasi pribadi, kesamaan secara budaya, 

dan kemudahan lainnya. Faktor kemudahan jalan 

yang telah diperoleh pendahulu warga Kerinci 

yang sudah berada di Malaysia menjadi kekuatan 

sosial dalam mengatasi masalah hukum di tempat 

tujuan. 

Peraturan pemerintah Malaysia yang tidak 

membolehkan pekerja migran membawa anak 

disiasati dengan berbagai jalan oleh warga 

migran dari Kerinci. Jika memiliki dokumen 

lengkap, anak yang dibawa dan lahir di Malaysia 

dapat bersekolah di Sekolah Indonesia. Namun, 

jika lahir dari orang tua yang hanya 

menggunakan permit kerja, para migran 

umumnya mengubah data anak mereka. Anak-

anak tersebut diakui lahir dari saudara atau 

kerabat yang telah memiliki IC merah. Hal ini 

dilakukan agar anak-anak tersebut dapat diakui 

dan mendapat pendidikan layak di Malaysia. 

Alternatif lainnya bagi anak yang tidak memiliki 
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dokumen adalah mengikuti pendidikan di 

sekolah madrasah. Sayangnya, sekolah tersebut 

tidak dapat menerbitkan ijazah kelulusan. Oleh 

karena itu, solusi yang dipilih adalah mayoritas 

orang tua memulangkan anaknya ke Kerinci pada 

usia SD agar mendapatkan identitas resmi 

sehingga bisa bersekolah dan mendapatkan 

ijazah kelulusan. Ada pula pilihan sekolah 

informal yang didirikan oleh partai tertentu yang 

bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak yang 

tidak berdokumen mengikuti ujian Paket A. Di 

sisi lain, pendidikan anak-anak yang ditinggal 

pada umumnya mengalami peningkatan 

dibandingkan orang tua mereka. Namun, anak 

yang ditinggal orang tua yang menjadi pekerja 

migran di Malaysia umumnya merasa kurang 

nyaman secara psikologis karena tidak tinggal 

bersama orang tuanya dan diasuh oleh anggota 

keluarga lainnya, seperti nenek atau kakek, 

saudara dari orang tuanya, atau kakaknya.  

Masalah yang perlu menjadi perhatian 

kajian lebih lanjut adalah pendidikan anak-anak 

pekerja migran yang mungkin tidak bersekolah 

formal di Malaysia dan tidak kembali ke 

kampung untuk ujian Paket A dan seterusnya. 

Mereka tetap dengan status mereka yang ilegal 

dan meneruskan pekerjaan orang tua mereka 

dengan risiko ditangkap. Pendekatan pada 

pemerintah Malaysia agar pekerja migran 

diizinkan anak ikut orang tua mereka adalah 

salah satu solusi nyata untuk kepastian 

pendidikan formal anak-anak pekerja migran. 
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ABSTRACT 

Agriculture-based policies for rural development and food sufficiency lead to the welfare of farmers. 

However, the implementation of these policies often cannot address these issues. This study examines the impact 

of implementing agropolitan area and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) policies on paddy field 

farmers in the Ciwidey Agricultural Area. A review of the literature on regulations related to these two policies 

was conducted to identify their application in the Ciwidey area. Furthermore, a phenomenological qualitative 

approach was carried out to observe rice field farmers as the object of these policies. Agropolitan policies can 

create capital flows in agricultural areas that open opportunities to diverse farmers' livelihood portfolios. This 

capital inflow would be followed by activities of primitive accumulation that changed paddy field land tenure. In 

a strategic location, this change will increase the risk of the paddy field's conversion to non-agriculture. The 

LP2B policy is used to control this transfer of function. Unfortunately, the policy puts farmers with small land at 

risk of being in the survival strategy because their livelihood portfolio is limited. Their cultivated rice fields have 

less economic value compared to horticultural commodities. Although the LP2B policy can generally control 

land use conversion, paddy field farmers retain their identity. The primitive accumulation that follows the capital 

inflow due to agropolitan policy raises the risk of LP2B farmers become vulnerable in land ownership, changed 

from land owners to agricultural laborers. In general, this impact keeps the welfare of farmers below 

expectations. 

Keywords: farmer’s pressure, policy dualism, livelihood strategy 

 
ABSTRAK 

Kebijakan berbasis pertanian untuk pembangunan pedesaan maupun penyediaan kebutuhan pangan 

penduduk bermuara pada kesejahteraan petani. Namun, proses penerapan kebijakan tersebut belum tentu 

menjawab permasalahan yang ada. Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak dari proses penyelenggaraan 

kebijakan kawasan agropolitan dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan 

pertanian, dengan menjadikan petani sebagai objek kajian. Kajian pustaka dilakukan secara detail pada segala 

aturan yang terkait dua kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif fenomenologi dilakukan untuk mengamati 

petani sawah sebagai objek kebijakan tersebut. Kebijakan agropolitan mampu menciptakan aliran kapital pada 

wilayah pertanian dan membuka peluang terbentuknya keragaman portofolio penghidupan petani. Aliran kapital 

ini akan diikuti oleh aktivitas akumulasi primitif yang akan mengubah penguasaan lahan pertanian. Pada lokasi 

yang strategis, perubahan ini akan meningkatkan risiko alih fungsi lahan menjadi nonpertanian. Kebijakan LP2B 

digunakan untuk mengontrol alih fungsi ini. Sayangnya, kebijakan LP2B ini justru menjadikan petani dengan 

kepemilikan sempit berisiko untuk masuk dalam strategi survival karena keterbatasan portofolio mata 

https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428
mailto:nurrokhmahrizqihandari@mail.ugm.ac.id
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pencahariannya akibat sawah yang diolah tidak bernilai ekonomi. Secara umum, kebijakan LP2B dapat 

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, namun tidak mencegah petani sawah kehilangan identitasnya. 

Mekanisme akumulasi primitif yang terjadi karena aliran kapital sebagai dampak kebijakan agropolitan 

menjadikan risiko petani sawah LP2B semakin rentan berubah dari petani pemilik dan pengelola menjadi hanya 

sebagai petani pengolah saja, bahkan dari petani pemilik menjadi buruh tani. Secara umum, dampak ini 

menjadikan kesejahteraan petani jauh dari harapan. 

 

Kata kunci: tekanan petani, dualisme kebijakan, strategi penghidupan petani   
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PENDAHULUAN 

Pada World Food Summit (WFS) di Roma, FAO 

(2006) menyatakan bahwa ketahanan pangan 

(food security) adalah hak untuk memiliki akses 

fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, 

aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan 

dan preferensi pangan dalam rangka menjalani 

hidup yang sehat dan aktif. Pada kesepakatan ini, 

dasar ketahanan pangan ditinjau dari sudut 

pandang distribusi pangan yang merata dengan 

membuka akses perdagangan pangan dunia. 

Sayangnya, kondisi ini sering kali menyebabkan 

adanya kenaikan harga pangan dunia, baik karena 

kelangkaan produksi, kenaikan biaya 

transportasi, maupun karena penimbunan 

pangan. Sepanjang periode waktu 1960 hingga 

saat ini, telah terjadi beberapa kenaikan harga 

pangan secara tajam. Sebagai contoh, 

peningkatan harga pangan terjadi setelah adanya 

kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 

perang di negara pemasok komoditas pangan dan 

pupuk pada tahun 2022 (FAO, 2022; McDonald, 

2017). Hal ini terjadi karena tidak 

terdistribusinya pangan dengan biaya murah. 

Kenaikan harga pangan ini dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan akses ketersediaan 

pangan pada penduduk miskin di sebuah negara. 

Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri 

bagi sebuah negara dalam menjamin ketersediaan 

pangan bagi warganya. Kebijakan pangan sebuah 

negara menjadi jaminan bagi kestabilan 

kedaulatan negara (Headey & Fan, 2010). 

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, penyelenggaraan pangan di 

Indonesia menganut tiga konsep penting sistem 

pangan, meliputi (i) kedaulatan: negara dapat 

mengatur sistem pangannya sendiri; (ii) 

kemandirian: mampu memproduksi untuk 

menjamin pemenuhan pangan; serta (iii) 

ketahanan: ketersediaan pangan dapat digunakan 

untuk penduduk beraktivitas dan pemenuhan 

gizi. Jaminan pemenuhan ketiga komponen 

sistem pangan tersebut harus tercapai karena 

berpengaruh pada kestabilan bahkan kedaulatan 

negara. Dalam menjamin kapasitas produksi 

beras yang merupakan komoditas pangan pokok 

 
1 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. No. 686 tahun 2019 Tentang Penetapan Luas 

Lahan Baku Sawah Nasional. 

penduduk Indonesia, lahan sawah sebagai tempat 

produksi beras harus dipertahankan keberadaan 

dan nilai produktivitasnya.  

Penerbitan UU No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) memastikan ketersediaan 

lahan pangan yang berkelanjutan untuk 

memastikan ketersediaan pangan. Secara 

ideologis, UU LP2B mencerminkan 

keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan 

pertanian yang diletakkan dalam kerangka 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional. Berkaitan dengan kebutuhan beras, 

Kementerian ATR/BPN melakukan perhitungan 

ulang Lahan Baku Sawah (LBS), menetapkannya 

pada tahun 2019, serta menjamin tersedianya 

land banking penyediaan pangan. Saat lahan 

sawah ditetapkan sebagai LBS, lahan tersebut 

tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain. 

Padi harus ditanam secara periodik walaupun 

dapat diselingi oleh tanaman lain dalam satu 

tahun penanamannya.1 

Regulasi pemerintah menjadi perangkat 

penting dalam memastikan ketersediaan lahan 

pertanian. Namun, tantangan terhadap konversi 

lahan pertanian pangan tetap ditemukan. Dari 8,1 

juta hektare lahan sawah yang tersedia saat ini, 

diprediksi akan tersisa hanya 5,1 juta hektare di 

tahun 2045, dengan Provinsi Jawa Barat  

mengalami risiko konversi paling tinggi 

(Mulyani dkk., 2016). Selain itu, lahan sawah di 

Jawa mengalami pengurangan sebesar 60 ribu 

hektare tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir 

(Daris dkk., 2017). Rendahnya luas kepemilikan 

lahan pertanian per petani disinyalir turut 

memberikan andil dalam laju konversi ini. 

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, sekitar 

55,33% rumah tangga pertanian pengguna tanah 

merupakan rumah tangga petani yang memiliki 

lahan kurang dari 0,5 hektare.2 Saat lahan petani 

terlalu kecil untuk memproduksi komoditas 

pangan, petani cenderung untuk mengubah 

komoditas pertaniannya ataupun mengubah jenis 

penggunaan lahannya menjadi lahan terbangun. 

Konversi lahan pertanian ini tentunya akan 

mempengaruhi keseimbangan ekologis 

2  www.st2013.bps.go.id  

http://www.st2013.bps.go.id/
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(Sumaryanto dkk., 2001; Verhoeven & Setter, 

2010), iklim lokal (Komariah dkk., 2015), dan 

akan berdampak pada pasokan pangan. Oleh 

karena itu, kebijakan yang menahan laju konversi 

lahan pertanian tidak bisa berjalan sendiri dan 

harus diletakkan sebagai perencanaan 

menyeluruh pembangunan pertanian di 

pedesaan.  

Pembangunan pertanian di pedesaan 

merupakan sebuah pendekatan untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian penduduk 

pedesaan berbasis kegiatan pertanian yang 

produktif. Friedmann (1985) mengajukan konsep 

agropolitan sebagai solusi pembangunan 

kawasan pedesaan yang berasosiasi dengan 

kegiatan pertanian di negara-negara berkembang. 

Konsep agropolitan merupakan strategi 

pembangunan yang direkayasa untuk 

mempercepat infiltrasi gaya pengaturan yang 

biasa ada di wilayah perkotaan dengan budaya 

perdesaan yang akan meningkatkan nilai produk 

pertanian dan menciptakan kesejahteraan petani 

dan penghidupan pedesaan. Internalisasi ini akan 

mendorong penduduk di pedesaan agar tetap 

produktif dan mengelola lahan pertaniannya, 

mengurangi laju migrasi, dan menguatkan 

keterikatan sosial pedesaan sehingga mampu 

membangun jaringan dan menciptakan 

pembangunan (Friedmann, 1985; Friedmann & 

Douglass, 1978; Prasetiya dkk., 2014; Rosiadi 

dkk., 2022; Surya dkk., 2020). Konsep 

agropolitan inilah yang kemudian diadaptasi di 

Indonesia sejak tahun 2002 sebagai solusi 

pengembangan kawasan pedesaan. 

Kawasan Agropolitan Ciwidey (selanjutnya 

disebut KAC) merupakan satu dari dua kawasan 

agropolitan di Kabupaten Bandung. KAC berada 

pada rentang ketinggian 700 - 2.000 mdpl dengan 

medan bergelombang hingga terjal. KAC terdiri 

dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rancabali, 

Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan 

Ciwidey. Berdasarkan konsep Wilayah Tanah 

Usaha (WTU) (Sandy, 1977), area dengan 

kondisi morfologi seperti ini masuk dalam 

konsepsi WTU 2.  Konsepsi WTU 2 merupakan 

 
3  Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kawasan Agropolitan 

Ciwidey tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 

Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Bandung.  

area lahan yang masih cocok untuk kegiatan 

budidaya yang didominasi oleh komoditas 

pertanian beriklim sedang, dengan pengusahaan 

sawah secara terbatas. Secara spesifik, Ciwidey 

merupakan kawasan pengembangan 

agroekosistem kebun sayur (Iskandar & 

Iskandar, 2011). Berdasarkan rencana 

pengembangannya sebagai kawasan agropolitan, 

wilayah KAC ditetapkan sebagai sentra 

komoditas beras organik, kelapa, sayur, mayur, 

buah-buahan, dan hewan ternak.3 Selain berbasis 

pada kegiatan pertanian komoditas unggulan, 

pengelolaan KAC ditopang oleh kegiatan 

pariwisata pertanian, baik dalam bentuk desa 

wisata, wisata berbasis edukasi pertanian, 

maupun wisata lainnya yang menjadikan lahan 

pertanian sebagai komoditas wisata. 

Jawa Barat merupakan provinsi dengan 

risiko konversi sawah paling tinggi di Indonesia. 

Oleh karena itu, Kabupaten Bandung 

menetapkan Perda LP2B pada tahun 2019 

dengan area pertanian pangan yang dimaksud 

adalah lahan sawah baku. Sebagai sebuah 

kawasan pengembangan pertanian terpadu, 

sebagian lahan pertanian di KAC masuk dalam 

kategori LP2B. Hal ini menjadikan lahan sawah 

pada KAC tidak dapat dengan mudah dikonversi 

menjadi lahan pertanian lain atau penggunaan 

tanah lainnya. Sayangnya, perhitungan luas 

sawah baku yang dilakukan Kementerian 

ATR/BPN di wilayah ini pada periode 2013 -

2019 menunjukkan pengurangan hingga 177 

hektare per tahunnya.4  

Kajian Agustina dan Artiningsih (2017) 

tentang dampak penetapan kawasan KAC 

terhadap kegiatan pertanian penduduk 

menunjukkan adanya peningkatan pendapatan 

petani karena penetapan kawasan agropolitan. 

Namun, peningkatan ekonomi ini terjadi hanya 

pada petani dengan komoditas hortikultura. 

Akibatnya, petani sawah akan cenderung 

mengubah komoditasnya menjadi komoditas 

hortikultura yang tentunya bertentangan dengan 

ketetapan LP2B sawah baku. Kondisi ini terjadi 

karena komoditas sayur relatif memiliki nilai 

4 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. No. 686 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Luas Lahan Baku Sawah Nasional 
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ekonomi yang lebih tinggi daripada padi. 

Kebijakan agropolitan yang disandingkan 

dengan pengembangan agrowisata menyebabkan 

semakin terbukanya peluang investasi oleh pihak 

luar. Mekanisme ini akan membuka peluang 

adanya akumulasi primer pada lahan pertanian 

(Friedmann & McMichael, 1989; McMichael, 

1997) yang mengubah pola kepemilikan lahan 

pertanian. Temuan tersebut, ditambah dengan 

adanya ketetapan LP2B, menjadikan petani 

sawah LP2B di KAC menghadapi tantangan 

tersendiri dalam mempertahankan keberlanjutan 

lahan sawahnya. Mereka harus secara periodik 

membudidayakan padi pada lahan sawahnya, 

sementara nilai produktivitasnya jauh lebih 

rendah daripada tanaman hortikultura, serta 

ditambah dengan risiko alih fungsi lahan untuk 

melayani sektor pariwisata.  

Kemampuan petani dalam menghadapi 

tantangan lahan pertanian sawah ini tentunya 

beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh 

kemampuan petani mengelola aset pertaniannya. 

Scoones (1998, 2015) mengungkapkan bahwa 

pengelolaan aset, yang terdiri dari modal alam 

(tanah, air, pohon); modal fisik (saluran irigasi, 

peralatan, jalan); modal manusia (pendidikan, 

keterampilan, kesehatan); modal keuangan atau 

penggantinya (tabungan tunai, perhiasan, 

kambing dan sapi); dan modal sosial (jaringan, 

asosiasi) akan memengaruhi aktivitas dan strategi 

penghidupan. Pengelolaan kelima aset ini 

penting untuk ketahanan mata pencaharian dan 

strategi kelangsungan hidup rumah tangga. 

Penduduk dipercaya harus memiliki akses yang 

luas untuk mengelola asetnya sehingga dapat 

melakukan aktivitas strategi penghidupan. 

Strategi dilakukan dengan melakukan 

diversifikasi mata pencaharian (Niehof & Price, 

2001). Diversifikasi dilakukan dengan 

membangun portofolio mata pencaharian 

keluarga petani dengan memperluas dukungan 

sosial untuk bertahan hidup dan meningkatkan 

standar hidup petani (Ellis, 1998) dan 

memperkuat kapasitas rumah tangga untuk 

bertahan dalam menghadapi tekanan yang 

mungkin terjadi (Niehof, 2004). Keberlanjutan 

ketahanan itu dapat dicapai dengan memastikan 

pendapatan penduduk dari kegiatan 

ketenagakerjaannya memiliki keterkaitan 

terhadap aktivitas produktif yang secara ekologi 

mengalami keberlanjutan dan memiliki nilai 

ekonomi, serta memastikan adanya akses 

terhadap sumber daya dan manajemen aset untuk 

melakukan koping saat terjadi tekanan pada 

rumah tangga. 

Fokus kajian ini adalah untuk mendudukkan 

kembali dua kebijakan yang berjalan di wilayah 

pertanian Ciwidey, yaitu kebijakan kawasan 

agropolitan dan penetapan LP2B, serta 

memahami bagaimana petani pangan bereaksi 

terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Interaksi dua kebijakan yang berbasis pertanian 

dapat dirasakan berbeda pada kelompok petani 

yang berbeda di sebuah wilayah pertanian. Oleh 

karena itu, kajian ini meninjau bagaimana petani 

sawah di KAC melakukan strategi penghidupan 

karena adanya keharusan untuk mempertahankan 

lahan sawahnya di tengah tekanan ekonomi 

lahan. Tekanan ekonomi lahan tersebut 

dibedakan berdasarkan (i) tekanan ekonomi yang 

berasal dari keberadaan komoditas lain yang 

melahirkan peluang konversi komoditas padi 

menjadi lahan hortikultura; serta (ii) tekanan 

ekonomi yang berasal dari adanya kegiatan 

pariwisata yang membuka peluang konversi 

lahan pertanian menjadi nonpertanian. Ragam 

strategi tersebut terlihat dari kondisi portofolio 

mata pencaharian rumah tangga petani sawah 

yang dipengaruhi oleh kondisi tekanan ekonomi 

lahan mereka.  

Tulisan ini diharapkan dapat 

mengambarkan proses yang terjadi pada sebuah 

pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan 

regional pada kehidupan lokal. Pengamatan pada 

objek yang terkena dampak kebijakan mampu 

membantu mengidentifikasi hambatan yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan kebijakan dan 

mengevaluasi keberhasilan proses penerapan 

kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat 

menjadikan masukan pada proses 

penyelengaraan kebijakan yang efektif dan 

efisien.  

METODE PENELITIAN 

Tulisan ini dibangun dengan menggunakan 

metode kualitatif melalui pendekatan 

fenomenologi, yaitu didasari pengalaman 
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subjektif yang dialami petani sawah di lokasi 

penelitian. Untuk dapat memahami peluang 

keragaman fenomena, peneliti melakukan kajian 

literatur terhadap penelitian terdahulu, peraturan 

perundang-undangan, dan data sekunder yang 

berlaku pada daerah penelitian. Selanjutnya, 

peneliti melakukan pengujian dampak dualisme 

kebijakan pertanian berdasarkan reaksi petani 

dalam beradaptasi pada dua kebijakan tersebut.

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani 

 

Kajian pustaka dilakukan pada kumpulan 

aturan yang melingkupi kebijakan pembangunan 

wilayah pedesaan yang berbasis kegiatan 

pertanian. Kajian ini berfokus pada aturan 

perundangan yang berkaitan dengan kebijakan 

mempertahankan lahan pertanian yang bertujuan 

untuk menjamin ketersediaan pangan, dari 

tingkat pusat hingga daerah, melalui kebijakan 

LP2B dan ketetapan LBS. Dalam menguji 

dampak penyelenggaraan kebijakan yang 

diterapkan pada tingkat daerah, pendekatan 

fenomenologi dilakukan pada kelompok petani di 

KAC. Kajian pustaka juga dilakukan pada data 

statistik kependudukan dan pertanian, serta peta 

yang menggambarkan kondisi petani di KAC 

secara umum. Selanjutnya, wawancara 

terbimbing dilaksanakan pada beberapa informan 

kunci yang berperan penting dalam pelaksanaan 

kebijakan di daerah penelitian. Berdasarkan 

wawancara tersebut, beberapa desa ditetapkan 

sebagai lokasi pengamatan atas dasar kondisi 

tekanan ekonomi lahan sawah. Kondisi tekanan 

Pengamatan lapangan 

1. Observasi umum. 

2. Wawancara mendalam pada informan kunci 

yang melakukan pelaksanaan dan pengawasan 

kebijakan pembangunan pertanian di lokasi 

(sekaligus sebagai instrumen triangulasi). 

 

Telaah kepustakaan 

1. Penelitian terdahulu di KAC. 

2. Penerapan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan di tingkat nasional, kabupaten, dan 

kawasan terkait kebijakan pembangunan dan 

kebijakan penyediaan pangan. 

3. Data pertanian KAC. 

Penentuan lokasi pengamatan 

Didasari peluang ragam tekanan nilai ekonomi lahan sawah,  

karena komoditas lain atau penggunaan tanah lain.  

Pengumpulan data 

Wawancara dan observasi terfokus pada petani lahan sawah terhadap 

mekanisme strategi penghidupan yang dilakukan  

Pengolahan Data 

Koding, klasifikasi, dan reduksi data terkait 

1) Luas kepemilikan lahan sawah, 

2) Pengalaman melakukan pergantian komoditas dan alih fungsi 

lahan, 

3) Tekanan ekonomi terkait nilai produktivitas pertanian, serta 

4) Portofolio mata pencaharian rumah tangga petani. 

Pembahasan dan Analisis Data 

Pendekatan spasial digunakan untuk membandingkan fenomena 

strategi penghidupan petani sawah pada tekanan ekonomi lahan yang 

berbeda.   

 

Triangulasi 

data 

Triangulasi 

data 

Kesimpulan 
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ekonomi lahan ini merupakan bagian dari 

dampak pelaksanaan kebijakan. Observasi juga 

dilakukan pada lokasi terpilih untuk 

mendapatkan petani kunci yang dijadikan 

informan untuk dapat memahami fenomena 

strategi penghidupannya. Beberapa pertanyaan 

mendasar terkait (i) luas kepemilikan lahan 

sawah; (ii) pengalaman melakukan pergantian 

komoditas dan alih fungsi lahan; (iii) tekanan 

ekonomi terkait nilai produktivitas pertanian, 

serta (iv) portofolio mata pencaharian rumah 

tangga petani ditetapkan untuk mengidentifikasi 

tekanan lahan pertanian sawah dan bentuk 

strategi penghidupan yang dilakukan oleh rumah 

tangga petani. Setelah wawancara dilakukan, 

proses pengodean, klasifikasi data, dan reduksi 

data dilakukan per kelompok lokasi pengamatan. 

Pembahasan dilakukan dengan membandingkan 

kondisi petani yang memiliki luas lahan sawah 

yang sama terhadap strategi penghidupannya di 

lokasi dengan tekanan ekonomi yang berbeda. 

Gambar 1 menyajikan tahapan penelitian dalam 

kajian ini.  

RAGAM KEBIJAKAN PERTANIAN  

Pelaksanaan Ketetapan Kawasan Agropolitan 

Ciwidey  

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia 

didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan didukung dengan Peraturan 

Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. 

Pengembangan kawasan agropolitan 

dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui 

percepatan pengembangan wilayah dan 

peningkatan keterikatan desa dan kota (Kasikoen 

dkk., 2020; Surya dkk., 2020). KAC ditetapkan 

pada tahun 2007 dan berdasarkan Masterplan 

Agropolitan Ciwidey pengembangannya 

disinergikan dengan konsep agrowisata. 

Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah 

(RIPPDA) Kabupaten Bandung, pengembangan 

KAC disinergikan dengan konsep agrowisata, 

yang berada pada delapan desa, meliputi 

Alamendah, Ciwidey, Sukawening, Rawabogo, 

Panundaan, Lebakmuncang, Nengkelan, dan 

Pasirjambu. 

Dilihat dari sejarahnya, KAC merupakan 

bagian dari lahan pertanian subur di dataran 

tinggi Bandung yang memasok berbagai 

komoditas penting pertanian. Lahan ini 

dimanfaatkan untuk komoditas teh yang diekspor 

pada masa kolonial melalui perkebunan teh 

Rancabali yang menjadi awal terjadinya 

kapitalisasi pertanian di Jawa Barat (Boomgard, 

2004). Selanjutnya, lahan ini juga dimanfaatkan 

untuk program pancausaha pertanian oleh 

pemerintah Indonesia yang merupakan bagian 

dari proses revolusi hijau pada awal 1970-an 

(Hidayat dkk., 2020; Svensson, 1991) untuk 

memastikan pasokan ekspor seperti teh, dan 

tembakau, serta komoditas buah dan sayur 

dengan sistem tegalan (Iskandar & Iskandar, 

2021). Pada bagian daerah yang landai, KAC 

ditanami oleh padi sawah karena pasokan air 

yang stabil (Abramson, 2020; Verhoeven & 

Setter, 2010). 
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Gambar 2. A. Skema Lokasi Regional Kawasan Agripolitan Ciwidey (KAC) dan  

B. Pengembangan Kawasan Agripolitan Ciwidey Kabupaten Bandung  

Sumber: Disarikan dari Masterplan Agripolitan Ciwidey 2007; Metropolitan Bandung Raya, 2013; RTRW 

Kabupaten Bandung 2016 - 2021; dan RDTR Kota Ciwidey 2015 - 2025 

 

Posisi KAC secara regional berinteraksi 

langsung dengan Soreang yang merupakan 

Kabupaten Bandung. Soreang dan simpul 

penting dalam kawasan Metropolitan Bandung 

Raya langsung terhubung dengan jalan tol 

menuju DKI Jakarta (Gambar 2). Menurut 

Nurman dan Lund (2016), KAC terhubung 

langsung dengan Kota Bandung melalui jaringan 

rel kereta pada masa kolonial dan revolusi hijau. 

Oleh karena itu, secara kedudukan regional, 

jaringan ordo kota tani KAC terbangun dengan 

baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetiya 

dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa 

pengembangan kawasan agropolitan 

memerlukan integrasi antara sumber daya 

manusia dan sumber daya alam dengan 

meningkatkan nilai tambah dan sumber daya. 

Bentuk integrasi tersebut dibentuk dengan 

adanya sistem jaringan antarkota yang mampu 

mendukung kegiatan distribusi pemasaran hasil 

pertanian. Kunci sukses pengembangan kawasan 

ini adalah kegiatan agribisnis yang didukung 

dengan kelengkapan fasilitas serta sarana 

prasarana perkotaan dan diarahkan pada 
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penyelenggaraan fungsi kota yang utama, yaitu 

pengadaan tempat tinggal, tempat bekerja, 

transportasi, dan rekreasi (Kasikoen dkk., 2020). 

Prasetiya dkk. (2014) mengungkapkan 

kembali bahwa agropolitan merupakan kawasan 

pedesaan, hutan, dan pertanian dengan kesatuan 

sistem yang saling terintegrasi dan terkoneksi 

melalui sistem jejaring. KAC pun memiliki 

dominasi penggunaan tanah tidak terbangun. 

Berdasarkan penggunaan tanahnya, luasan area 

terbangun di KAC kurang dari 10% dengan 

proporsi penggunaan tanah terbesar adalah 

kawasan hutan (35%) dan perkebunan (34%) di 

bagian selatan KAC. Kawasan hutan yang 

dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Ciwidey 

berupa hutan lindung dan hutan produksi dengan 

empat Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha, 

Dewata, Gambung, dan Cibodas. Sementara itu, 

kawasan perkebunan dikuasai PT Perkebunan 

Negara VIII Indonesia dengan dominasi 

komoditas teh. Penggunaan tanah sisanya 

sebagai lahan pertanian yang bisa dikelola oleh 

penduduk lokal berupa sawah (9,26%), tegalan 

(7,8%), dan kebun campuran (4,3%).  

Dua perusahaan negara tersebut memegang 

peranan penting sebagai penggerak kegiatan 

wisata alam di kawasan ini. Kawah putih yang 

berada pada kawasan hutan, serta kebun teh dan 

Situ Patenggang yang dikelola di kawasan 

perkebunan merupakan obyek wisata utama di 

KAC. Interaksi kegiatan pertanian di KAC kuat 

terhadap kegiatan agroforestri dan agrowisata, 

memicu hadirnya kegiatan agroindustri 

(Budiman & Kurniasari, 2016). Namun, interaksi 

pada kegiatan agribisnis tidak tinggi. Lebih 

lanjut, kebijakan agropolitan juga mengubah 

wajah pertanian di KAC. Kegiatan agroforestri 

dan agrowisata menciptakan bangkitan kegiatan 

ekonomi baru di kawasan ini.  

Tidak hanya memiliki kesempatan untuk 

bergabung di sektor nonpertanian, penduduk di 

area ini juga melakukan komodifikasi pada lahan 

pertaniannya. Kawasan yang dikelola oleh 

penduduk lokal banyak dikembangkan sebagai 

desa wisata. Berkembang pada desa-desa di 

pinggir jalan utama, kebun hortikultura yang 

dengan komoditas sayur diubah menjadi stroberi 

yang kemudian diperuntukkan sebagai tempat 

wisata petik stroberi. Tidak hanya perubahan 

komoditas pertanian, perubahan penggunaan 

tanah juga terjadi. Pemilik lahan pertanian 

banyak mendirikan fasilitas penginapan dan 

rumah makan yang menawarkan atraksi wisata 

petik stroberi di tanah pekarangannya. Nilai 

komoditas stroberi tidak hanya mengubah jenis 

komoditas yang ditanam, juga memberikan 

kesempatan kerja di sektor wisata pertanian. 

Selain itu, komoditas stroberi memberikan 

peluang berkembangnya kegiatan agroindustri. 

Pada saat kelebihan panen stroberi, penduduk 

mengubahnya menjadi produk turunan stroberi 

yang dipasarkan sebagai produk oleh-oleh.  

Fenomena penanaman komoditas spesifik karena 

kebutuhan pasar wisata menunjukkan adanya 

interaksi kapital dengan pihak luar. Interaksi 

kapital ini akan menciptakan ‘gangguan' 

hubungan relasi produksi pertanian, yang 

tentunya akan memberikan variasi bentukan 

interaksi sosial petani (Gebru dkk., 2021). 

Pelaksanaan Kebijakan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

UU LP2B menjamin tersedianya land banking 

dalam rangka penyediaan pangan. Oleh karena 

itu, tanah pertanian yang masuk dalam kategori 

LP2B tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan 

lain, kecuali lahan tersebut dibutuhkan untuk 

kepentingan umum atau mengalami bencana 

sehingga tidak lagi dapat berproduksi. Terkait isu 

penyediaan pangan, lahan pertanian yang 

ditetapkan sebagai LP2B harus selalu dalam 

kondisi produktif, dilengkapi dengan sistem 

pengairan yang baik, serta terintegrasi dengan 

jaringan jalan untuk memudahkan distribusi 

pemasarannya.  

Berdasarkan UU 41 Tahun 2009, penetapan 

LP2B diserahkan kepada kabupaten/kota dan 

diatur mekanismenya pada Rancangan Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) setempat yang 

pengaturannya disebutkan dalam Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) abupaten/kota. Pada tahun 

2020, terdapat 30 provinsi yang mengeluarkan 

perda LP2B di tingkat kabupaten/kota-nya. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data tahun 2021 

yang tertera pada laman Sistem Informasi 
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Rekomendasi dan Pemantauan Penetapan LP2B 

(SIKOMANTAP) yang dikembangkan oleh 
Kementerian Pertanian,5 dari 541 

kabupaten/kota, hanya 48,22% (253 

kabupaten/kota) yang telah menetapkan LP2B 

dalam RTRW mereka. Cara penetapannya 

bergantung pada kemampuan daerah, dapat 

berdasarkan kajian akademis dengan pendekatan 

daya dukung lahan pertanian (Ragil, 2017; 

Taufik dkk., 2017) atau menggunakan sumber 

data lainnya. Penetapan LP2B di Kabupaten 

Bandung sendiri ditetapkan melalui Perda 

Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019, dengan 

beras sebagai komoditas pangannya. Kabupaten 

Bandung memanfaatkan keputusan Kementerian 

ATR/BPN terkait Lahan Baku Sawah (LBS) 

Nasional Tahun 2019. Berdasarkan penetapan 

LBS di tingkat pusat, dilakukan konfirmasi pada 

tingkat kabupaten yang didasari oleh 

perencanaan pengembangan kawasan. Dalam 

penetapannya, Kabupaten Bandung melibatkan 

Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas 

Kehutanan, BPS Kabupaten/Kota, Dinas PU 

Pengairan, Bappeda, dan Kantor Pertanahan, 

yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Proses 

penetapan LP2B Kabupaten Bandung 

diilustrasikan pada Gambar 3. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung No. 1 Tahun 2019, dari 31.184,74 

hektare LBS Nasional di Kabupaten Bandung, 

hanya 52,32% (16.317,09 hektare) yang 

ditetapkan sebagai LP2B. Pertimbangan 

penetapan kawasan tersebut didasari oleh 

perencanaan pengembangan Kawasan serta 

mekanisme penentuan LP2B yang ditetapkan 

oleh Kementerian Pertanian. Mekanisme tersebut 

berupa (i) berada pada kesatuan hamparan lahan 

yang mendukung produktivitas dan efisiensi 

produksi; (ii) memiliki potensi teknis dan 

kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau 

agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 

(iii) didukung infrastruktur dasar; dan (iv) telah 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 

Rincian LBS yang telah ditetapkan di Kabupaten 

Bandung dapat dicermati pada Gambar 4 dan 

Tabel 1. Luasan LBS di KAC sebesar 2.848,13 

hektare atau hanya sebesar 7,13% luas wilayah 

KAC, dan terpusat pada Kecamatan Ciwidey 

yaitu sebesar 1.409,14 hektare atau sekitar 

49.48% dari keseluruhan LBS di KAC. 

Walaupun hanya memiliki proporsi lahan sawah 

yang kecil, keberadaan sawah di kawasan 

agropolitan sangat penting. Oleh karena itu, lebih 

dari separuhnya (68%) ditetapkan sebagai 

kawasan LP2B, di atas rata-rata kabupaten 

(52%), dan tidak boleh dikonversikan menjadi 

komoditas nonpangan pokok (Tabel 1). Adanya 

kepentingan politis terhadap kebijakan LP2B 

memastikan lahan pangan ini tidak akan berubah 

fungsi dan yang dimiliki mampu digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. 

Namun demikian, kecilnya proporsi lahan sawah 

di KAC terhadap keseluruhan lahan sawah di 

Kabupaten Bandung (hanya 9,13%) 

mengindikasikan bahwa lahan pangan ini hanya 

diperuntukkan produksinya untuk penduduk 

lokal KAC. 

 
5 http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/city 

http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/city
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Gambar 3. Mekanisme Penetapan LP2B di Kabupaten Bandung 

Penetapan di Kabupaten Bandung 

Sumber Data Utama:  

Ketetapan LBS Nasional  

SK Menteri ATRBPN 686-SK/PG-03/03-XII 

(Kab. Bandung: 31.184,74 ha LBS) 

Koordinasi Lembaga  

- Dinas Tata Ruang, 

- Dinas Pertanian,  

- Dinas Kehutanan,  

- BPS Kabupaten Bandung,  

- Dinas PU Pengairan, dan  

- Kantor Pertanahan 

 

Diskusi Publik  

- Perwakilan Kelompok Tani Sawah  

- Badan Penyuluhan Pertanian  

Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Perda No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

Hasil 

- LBS yang direkomendasikan menjadi LP2B Kab. Bandung 16.317,09 hektare 

- LPB yang tidak direkomendasikan menjadi LP2B Kab. Bandung 14.867,65 hektare 

Pertimbangan Teknis 

- Pengembangan Kawasan Strategis 

Kabupaten Bandung 

- 4 Kriteria Utama LP2B  

Penetapan di Tingkat Kabupaten/Kota 

Operasionalisasi: (1) tergabung dalam RTRW Kabupaten/Kota, atau (2) Memiliki Perda LP2B 

tersendiri 

Komoditas Pangan: bergantung pada penetapan kabupaten/kota 

UU No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan (LP2B); 

PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan 

alih Fungsi Lahan Pertanian;  

PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif 

Perlindungan Lahan; 

PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan 

PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

Kriteria teknis: Peraturan Menteri Pertanian 

79/Permentan/OT.140/8/2013 

Kebutuhan: (1) Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B), (2) Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan (3) Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B). 

Kriteria utama, (1) kesatuan hamparan, (2) 

potensi teknis dan kesesuaian lahan, (3) 

infrastruktur dasar, serta (4) telah 

dimanfaatkan sebagai pertanian pangan 

Kriteria tambahan FAO: memenuhi syarat 

tumbuh tanaman pangan 

Penetapan di Tingkat Pusat 
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Gambar 4. Peta Sebaran Lahan Pertanian di Utara Kawasan Agropolitan Ciwidey 
Sumber: Masterplan Agripolitan Ciwidey 2007 dan BIG, 2009 

 

Tabel 1. Distribusi Lahan Sawah berdasarkan Status LP2B  

di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019 

Wilayah Luas Area 

(hektare) 

Luas Lahan Sawah (hektare) Rasio (%) 

Penetapan 

LP2B 

Bukan 

Penetapan 

LP2B 

Total Lahan Sawah 

Terhadap 

Lahan Sawah 

Kabupaten 

Lahan 

Sawah 

Terhadap 

Wilayah 

LP2B 

Terhadap 

Sawah di 

wilayah 

Kecamatan 

Ciwidey 

4.771,08 936,58 472,56 1.409,14 4,52 29,53 66,46 

Kecamatan 

Rancabali 

14.787,85 386,12 112,81 498,93 1,60 3,37 77,39 

Kecamatan 

Pasirjambu 

20.402,89 626,66 313,40 940,06 3,01 4,61 66,66 

Kawasan 

Agropolita

n Ciwidey 

(KAC) 

39.961,81 1.949,36 898,77 2.848,13 9.13 7,13 68,44 

Kabupaten 

Bandung 

175.723,91 16.317,09 14.867,65 31.184,74  17,75 52,32 

Sumber: Penetapan Lahan Baku Sawah ATR BPN tahun 2019 dan Perda LP2B Kabupaten Bandung tahun 2020 

 

DAMPAK DUALISME KEBIJAKAN 

PERTANIAN  

Tekanan Petani Sawah di Kawasan 

Agropolitan Ciwidey 

Dua kebijakan pembangunan pertanian di KAC 

tentunya berdampak pada kehidupan penduduk 

lokal, terutama petani. Kebijakan agropolitan 

yang bersinergi dengan agrowisata akan 

menciptakan masuknya aliran modal dari luar 

wilayah ke KAC. Aliran modal ini akan 

memutar kegiatan perekonomian di KAC dan 

menciptakan diversifikasi penghidupan 

penduduk setempat. Penduduk yang tadinya 

hanya didominasi oleh kegiatan pertanian 

menjadi beragam, baik yang masih berkaitan 

dengan kegiatan pertanian maupun yang lahir 
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dari interaksi agraria yang terjadi. Pada 

kelompok petani yang bergerak di bidang 

agribisnis, penetapan kawasan agropolitan 

mampu meningkatkan nilai ekonomi lahan 

pertanian (Budiman & Kurniasari, 2016; 

Syarifudin & Ishak, 2020). Di sisi lain, 

kebijakan LP2B yang merupakan bagian dari 

kebijakan kemandirian pangan dan kebijakan 

tata ruang berusaha memastikan keberadaan 

lahan sawah bagi petani dan menahan laju 

konversi tanah-tanah pertanian yang terus 

terjadi secara masif di berbagai daerah (Harini 

dkk., 2019; Purbiyanti dkk., 2017). Mayoritas 

kepemilikan lahan pertanian kurang dari 1 

hektare berisiko menjadi lahan pertanian yang 

tidak menguntungkan secara ekonomi dan 

lama-kelamaan akan menciptakan alih fungsi 

lahan nonpertanian (Bernstein, 2010).  

Kajian terhadap dampak penerapan 

kebijakan agropolitan di Ciwidey menunjukkan 

adanya perubahan yang signifikan pada kondisi 

fisik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi 

kehidupan petani di KAC (Agustina & 

Artiningsih, 2017). Perubahan kondisi fisik 

berfokus pada pembangunan infrastruktur dan 

sarana prasarana pendukung aktivitas pertanian 

dan agribisnis, sedangkan perubahan sosial 

berfokus pada pembangunan kelembagaan 

usaha seperti koperasi usaha tani dan kelompok 

tani yang merasakan dampak posistif dari 

kebijakan ini. Untuk kondisi ekonomi, 

walaupun petani umumnya mengalami 

perbaikan ekonomi karena peningkatan 

produktivitas dan nilai lahan pertanian, petani 

sawah cenderung mengalami penurunan 

produksi padi sehingga mereka menggantinya 

dengan komoditas sayuran yang memiliki nilai 

ekonomi lebih baik. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa, walaupun berada pada 

wilayah pertanian unggulan, petani yang berada 

pada sawah LP2B mendapatkan tekanan dalam 

kehidupan pertanian karena harus tetap 

mempertahankan padi sebagai komoditas 

utama pertaniannya.  

Kombinasi dampak fisik, ekonomi, dan 

sosial terutama pada petani sawah terjadi pada 

ragam wilayah pertanian yang berbeda di KAC, 

bergantung pada kondisi tekanan ekonomi 

lahannya. Keragaman ini terjadi karena, 

walaupun terdistribusi memusat di utara KAC 

(Gambar 4), lahan sawah terdistribusi secara 

spasial pada kondisi tekanan berbeda. Desa 

Ciwidey dan Pasirjambu –yang berada pada 

jalan utama KAC dan merupakan pusat kota 

tani– relatif landai dengan rata-rata 

kepemilikan bentangan sawah pada kisaran 0,5 

- 0,8 hektare per petani. Walaupun relatif 

berada di kawasan perkotaan dan merupakan 

wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi, 

sebagian besar area ini masih mendukung 

kegiatan pertanian sawah karena masih berada 

pada jaringan irigasi teknis. Selama masih 

memiliki jaringan irigasi teknis, tekanan 

terhadap keberadaan sawah akan relatif rendah, 

terutama pada wilayah yang relatif jauh dari 

jaringan jalan utama, seperti di Desa 

Sukawening. Namun, tekanan bukan hanya 

berasal dari kondisi aksesibilitas yang berkaitan 

dengan keberadaan jalan utama. Semakin jauh 

dari jalan utama, semakin bergelombang 

kondisi morfologinya. Hal ini menyebabkan 

luasan lahan pertanian semakin sempit dan 

terpecah sehingga kegiatan pengusahaan sawah 

lebih susah pada area yang tidak dialiri saluran 

irigasi utama. Nilai ekonomi lahan sawah relatif 

rendah karena varian padi lokal yang biasa 

digunakan di KAC membutuhkan waktu enam 

bulan untuk berproduksi dan pengaruh iklim 

yang sejuk. Semakin sulit pengusahaan sawah, 

semakin tinggi tekanan lahan untuk ditanami 

komoditas lain. 
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Tabel 2. Kondisi Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019 

Desa Kondisi 

Penggunaan 

Tanah 

Kondisi Status 

Sawah LP2B 

Kondisi Bentangan 

dan Rerata Luas 

Penguasaan 

Kondisi 

Saluran irigasi 

Aksesibilitas Aliran Kapital 

dari Luar 

Tekanan Ekonomi Lahan Sawah 

Sukawening >70% sawah 

>10% permukiman 

<30% kebun-talun 

>70% sawah 

LP2B 

Bentangan 

0,5 – 0,8 

hektare/petani 

Irigasi teknis Tidak berada di jalur 

pariwisata utama 

Moderat 

(kegiatan 

agrobisnis) 

Rendah 

Rawabogo dan 

Nengkelan 

<40% sawah 

5-10 % 

permukiman 

>70% kebun-talun 

40%-70% 

sawah LP2B 

Parsial 

< 0,5 hektare/petani 

Irigasi teknis 

pada daerah 

landai  

Tidak berada di jalur 

pariwisata utama 

Memiliki desa wisata 

aktif 

Rendah 

(kegiatan 

agrowisata) 

Tinggi karena lahan sawah sempit 

dan dominasi kebun-talun 

Lebakmuncang <40% sawah 

<5 % permukiman 

>70% kebun-talun 

>70% sawah 

LP2B 

Bentangan 

< 0,5 hektare/petani 

Irigasi teknis 

pada daerah 

landai 

Tidak berada di jalur 

pariwisata utama 

Memiliki desa wisata 

aktif 

Moderat 

(kegiatan 

agrowisata, 

agrobisnis, 

agroforestri) 

Area Landai: moderat  karena lahan 

sawah terpecah, pada area landai saja 

Area bergelombang: tekanan tinggi 

karena berbatasan langsung dengan 

kebun kopi dan komoditas tahunan 

Ciwidey dan 

Pasirjambu 

>70% sawah 

>10% permukiman 

<30% kebun-talun 

40%-70% 

sawah LP2B 

Bentangan 

0,5 – 0,8 

hektare/petani 

Irigasi teknis Pusat kota tani 

Berada di jalur 

pariwisata utama 

Tinggi 

(kegiatan 

agrobisnis) 

Moderat karena kepemilikan lahan 

sawah luas  

Alamendah <40% sawah 

>10% permukiman 

>30-70% kebun-

talun 

>70% sawah 

LP2B 

Parsial 

< 0,5 hektare/petani 

Irigasi lokal Berada di jalur 

pariwisata utama 

Memiliki desa wisata 

Tinggi 

(kegiatan 

agrowisata 

agroforestri) 

Tinggi karena bersilangan dengan 

kebun hortikultura dan stroberi 

Sumber: Olah data peneliti 
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Kebijakan LP2B juga dilengkapi dengan 

seperangkat aturan yang mengatur hak dan 

kewajiban petani dalam mempertahankan lahan 

mereka untuk berproduksi. Pada bentangan 

LP2B, pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memastikan komoditas lahan pangan tidak 

berubah. Oleh karena itu, pemerintah 

seharusnya memberikan jaminan terhadap 

akses sarana produksi (saprodi) yang kontinu, 

akses terhadap penelitian pertanian, jaringan 

pemasaran, kesempatan pembuatan sertifikat 

tanah, dan insentif pajak. Namun, ada 

perbedaan perlakuan pada kelompok tani sawah 

dan hortikultura. Hal ini disebabkan adanya 

prioritas pertanian di KAC berupa hortikultura 

dan perkebunan, serta rendahnya pengaruh 

pertanian sawah yang hanya memasok 

konsumsi lokal. Penelitian sebelumnya di KAC 

menunjukkan tidak berjalannya konsep 

kelembagaan agropolitan yang seimbang 

antarkelompok petani pada wilayah ini 

(Agustina & Artiningsih, 2017). Petani 

tanaman hortikultura memiliki dukungan yang 

lebih baik melalui jaminan pasokan pupuk dan 

jaringan pemasaran, sementara petani sawah 

yang memproduksi tanaman pangan tidak 

mendapatkan pasokan pupuk dan bibit yang 

baik. Adanya ketidakseimbangan pelayanan 

antarkelompok tani menyebabkan petani sawah 

cenderung mengubah tanah sawahnya menjadi 

tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomi 

yang lebih baik (Budiman & Kurniasari, 2016).  

Strategi Penghidupan Berkelanjutan 

sebagai Respons terhadap Tekanan 

Pertanian 

Analisis penghidupan berkelanjutan berkaitan 

dengan dampak kebijakan besar, sejarah, 

dinamika sosial, dinamika politik, dinamika 

ekonomi, serta keadaan ekologi pertanian 

terhadap lingkungan (Scoones, 1998). Sumber 

penghidupan ini kemudian dihubungkan 

dengan kelembagaan atau suatu organisasi yang 

menerapkan berbagai strategi bertahan hidup 

terutama di area pedesaan, misalnya 

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, 

diversifikasi pertanian, diversifikasi mata 

pencaharian, serta migrasi (Ellis, 1998).  

Berdasarkan pendataan Balai Penyuluh 

Pertanian (BPP) Ciwidey, terdapat 10.263 

rumah tangga petani pada tahun 2019, terdiri 

dari 5.190 petani hortikultura (51%), 1.023 

petani perkebunan (10%), dan 4.050 petani 

tanaman pangan (39%). Total luas tanah yang 

diusahakan hampir 4.000 hektare dengan 

pengusahaan tanah rata-rata per petani adalah 

sekitar 0,39 hektare. Luas wilayah perkebunan 

tergolong paling rendah (kurang dari 800 

hektare atau 19,65%), tetapi rata-rata luasan 

tanah yang diusahakan oleh petani perkebunan 

mencapai 0,76 hektare per petani atau lebih dari 

dua kali lipat luasan tanah para petani 

hortikultura dan tanaman pangan (Tabel 3).

Tabel 3. Rata-rata Luas Pengusahaan Tanah Pertanian 

Kategorisasi Petani 
Jumlah Petani Pengusahaan Tanah 

Rata-Rata 

Pengusahaan 

Tanah (Hektare) 

Absolut (jiwa) % Absolut (hektare) %  

Hortikultura 5.190 50,57 1.875,96 47,30 0,36 

Perkebunan 1.023 9,97 779,3 19,65 0,76 

Tanaman pangan 4.050 39,46 1.310,51 33,05 0,32 

Jumlah 10.263 100 3.965,77 100 0,39 

Sumber: Hasil pendataan petani oleh BPP Ciwidey tahun 2019

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, 

petani yang bekerja di lahan sawah mengubah 

lahan sawahnya dari komoditas padi menjadi 

sayur yang memiliki nilai ekonomi yang lebih 

tinggi. Jika hanya menghitung nilai ekonomi, 

hal ini tentu menguntungkan. Namun jika 

mempertimbangkan kebutuhan politis pangan, 

maka terjadi ancaman bagi produksi beras 

secara lokal. Ancaman disintegrasi komunitas 

pun dapat terjadi, sistem pertanian. Sistem 

pertanian sawah mengutamakan sistem 

pertanian komunal yang dicerminkan pada 

pengaturan irigasi dan kerja sama dalam 

melakukan kegiatan panen.  
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Banyaknya kegiatan pengolahan lahan 

pertanian di lahan pertanian selama menunggu 

masa panen mampu menguatkan sistem 

komunal pertanian yang ada. Berbeda dengan 

sistem pertanian sayuran, petani memiliki 

banyak pilihan dalam kegiatan pertanian, 

terutama pada pilihan media tanam dan 

komoditas. Setiap komoditas yang dipilih 

petani pemilik lahan akan menciptakan 

keputusan individual yang menuntun pada 

perubahan sistem pertanian menjadi lebih 

bersifat individual dan bisnis (Syarifudin & 

Ishak, 2020). Pemilik lahan pertanian akan 

menggunakan saprodi yang beragam, termasuk 

tenaga kerjanya (Kasikoen dkk., 2020). Pada 

pertanian hortikultura, sistem bagi hasil antara 

pemilik dan penggarap yang biasa bekerja di 

sistem lahan sawah akan cenderung hilang dan 

berubah menjadi buruh harian.  

Keberadaan kebijakan LP2B yang 

mengontrol perubahan lahan sawah menjadi 

bukan lahan sawah mungkin menjadi jawaban 

atas ancaman ini. Petani yang sawahnya berada 

pada lahan pertanian LP2B akan “dipaksa” 

menanam komoditas padi di lahan 

pertaniannya. Petani diperbolehkan menanam 

komoditas lain di lahan sawahnya, selama 

dalam satu tahun tetap memproduksi beras. 

Berdasarkan paksaan ini, sebagian besar rumah 

tangga petani sawah melakukan 

penganekaragaman kegiatan untuk pemenuhan 

kehidupannya, bergantung pada kondisi 

dominan pertanian mereka. Menurut Chambers 

dan Conway (1992), kombinasi kegiatan rumah 

tangga dapat dilihat sebagai diversifikasi mata 

pencaharian dalam portofolio penghidupan 

rumah tangga petani sawah. Pada kondisi 

inilah, strategi konsolidasi banyak dilakukan 

oleh petani sawah.  

Strategi diversifikasi penghidupan terjadi 

karena berbagai alasan, misalnya untuk 

memenuhi kebutuhan. Secara ekonomi, nilai 

lahan pertanian sawah jauh lebih rendah 

daripada lahan pertanian sayur. Oleh karena itu, 

petani di wilayah ini melakukan strategi dalam 

mengelola tanah pertaniannya, baik dengan 

melakukan kegiatan pengguliran tanam 

maupun dengan memiliki lahan pertanian lain 

selain sawah yang difungsikan menjadi 

tanaman hortikultura. Petani sawah pada 

Kecamatan Ciwidey masih menganggap bahwa 

kepemilikan sawah menjadi simbol kehidupan 

petani. Mereka menyatakan bahwa sawah 

digunakan sebagai penyedia pangan utama dan 

komoditas lain untuk memenuhi kebutuhan 

harian mereka, seperti yang diungkapkan dalam 

kutipan wawancara dengan petani di kawasan 

LP2B berikut ini: 

“Kalau ngga punya sawah bukan orang 

kampung, jadi pasti itu orang kampung kalau 

pagi ke sawah. Kan berasnya buat makan, 

yang penting ada beras. Bisa makan 

kenyang. Tidur tenang. Nah nanti kalau 

sudah panen tuh, nah dibagi-bagi (lahan), 

satu untuk bibit, yang lain untuk tanem labu 

dan cabe. W “(Petani 1, 35 tahun, Desa 

Sukawening) 

 

“... kalau di sawah mah padi. Nah kalau di 

atasnya masih tanah bapak juga, nah itu buat 

sayur, ya kobis, ya seledri, bawang daun”. 

(Petani 2, 47 tahun, Desa Pasirbogo) 
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Tabel 4. Bentuk Portofolio Penghidupan di Tengah Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019 

Desa Kondisi 

Penggunaan 

Tanah 

Kondisi 

Status 

Sawah 

LP2B 

Aksesibilitas Tekanan Ekonomi 

Lahan Sawah 

Portofolio Penghidupan 

Sukawening >70% sawah 

>10% permukiman 

<30% kebun-talun 

>70% sawah 

LP2B 

Tidak berada 

di jalur 

pariwisata 

utama 

Rendah Petani sawah melakukan tumpang sari atau memanfaatkan lahan 

pekarangan untuk penanaman komoditas palawija dan hortikultura 

terbatas 

Kombinasi nonpertanian pada area dengan akses baik   

Rawabogo dan 

Nengkelan 

<40% sawah 

5-10 % 

permukiman 

>70% kebun-talun 

40%-70% 

sawah LP2B 

Tidak berada 

di jalur 

pariwisata 

utama 

Memiliki 

desa wisata 

aktif 

Tinggi karena lahan 

sawah sempit dan 

dominasi kebun-talun 

Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, tetapi 

luasannya relatif sempit 

Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura terbatas atau 

membangun rumah jamur. Sebagian besar mengombinasikannya dengan 

kebun tanaman sepanjang tahun  

Kombinasi nonpertanian terbatas, biasanya paling tidak ada anggota 

keluarga yang melakukan migrasi  

Lebakmuncang <40% sawah 

<5 % permukiman 

>70% kebun-talun 

>70% sawah 

LP2B 

Tidak berada 

di jalur 

pariwisata 

utama 

Memiliki 

desa wisata 

aktif 

Area Landai: 

moderat karena lahan 

sawah terpecah, pada 

area landai saja 

Area bergelombang: 

tekanan tinggi karena 

berbatasan langsung 

dengan kebun kopi 

dan komoditas 

tahunan 

Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, 

luasannya sedang untuk kegiatan penghidupan.  

Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura yang optimal.  

Petani juga mengombinasikan dengan kebun tanaman sepanjang tahun  

Petani sawah yang memiliki kerabat dengan petani di kampung yang 

dekat dengan kawasan hutan juga memiliki kebun kopi walaupun tidak 

diusahakan optimal (frontiers commodity)  

Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, selain 

mengirimkan salah satu anggota keluarga untuk bermigrasi. 

Ciwidey dan 

Pasirjambu 

>70% sawah 

>10% permukiman 

<30% kebun-talun 

40%-70% 

sawah LP2B 

Pusat kota 

tani 

Berada di 

jalur 

pariwisata 

utama 

Moderat karena 

kepemilikan lahan 

sawah luas  

Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah dengan 

luasan sedang hingga tinggi.  

Sebagian petani menanami sawahnya dengan tanaman sayur dan 

membangun rumah jamur, terutama yang berada di luar jalur irigasi 

teknis.  

Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan perkotaan dan 

pariwisata 
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Alamendah <40% sawah 

>10% permukiman 

>30-70% kebun-

talun 

>70% sawah 

LP2B 

Berada di 

jalur 

pariwisata 

utama 

Memiliki 

desa wisata 

Tinggi karena 

bersilangan dengan 

kebun hortikultura dan 

stroberi 

Petani sawah mengusahakan sawah dengan luasan kecil untuk kebutuhan 

subsisten. 

Sebagian besar petani bahkan sudah mengubah sawahnya menjadi 

tanaman palawija. Jika masih ada yang tetap mengusahakan sawah, 

hanya diusahakan dalam satu masa penanaman saja, yang digilir tanaman 

palawija.  

Lahan sawah yang ditanami palawija biasanya berdampingan dengan 

tanaman hortikultura terutama pada lahan di tepi jalan utama.  

Lahan pertanian di pinggir jalan utama, menanam stroberi untuk 

kebutuhan wisata. 

Petani juga memiliki petak lahan pertanian lain yang berada jauh dari 

jalan utama yang diusahakan untuk tanaman kopi sebagai frontiers 

commodity 

Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, baik 

mengelola kebun petik ataupun penginapan. 

Surplus dari kegiatan pariwisata biasanya digunakan untuk membeli 

lahan kebun yang jauh dari jalan utama 

Sumber: Olah data peneliti 
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Sebagian besar sawah di wilayah 

Kecamatan Ciwidey memiliki satu pola tanam, 

yaitu penanaman padi dilakukan terus-menerus 

tanpa ada pergantian dengan penanaman lain. 

Ada sebagian kecil petani yang membagi petak 

sawahnya untuk menanam tanaman labu atau 

cabai pada masa tunggu ke masa tanam padi 

selanjutnya (Kurniawan & Sudrajat, 2017). Padi 

ditanam dua kali dalam satu tahun atau dalam 

kurun waktu lima sampai enam bulan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Chambers dan Conway 

(1992) bahwa alasan untuk melakukan 

diversifikasi mata pencaharian yang berbeda 

terbukti pada skala waktu berbeda, baik 

antarmusim dalam satu tahun maupun 

antartahun. Selain padi yang merupakan 

komoditas utama sebagai bahan pangan, petani 

yang memiliki lahan pertanian selain sawah juga 

menanam palawija lain seperti jagung. Palawija 

ditanam menjelang panen padi agar dapat 

dipanen setelah panen padi dilakukan. 

Mekanisme seperti ini wajar dilakukan oleh 

sebagian besar petani sawah untuk meningkatkan 

nilai ekonomi lahan sawahnya, bahkan Harini 

dkk. (2019) mengungkapkan bahwa nilai valuasi 

ekonomi untuk palawija jauh lebih tinggi 

daripada sawah. 

  

  

Gambar 4. Persawahan di dalam wilayah LP2B yang ditanami padi bersebelahan atau 

bergantian dengan komoditas hortikultura 

Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey 

 

Petani sawah yang berada pada lahan sawah 

dengan kondisi baik mampu melakukan kegiatan 

produksi yang menguntungkan. Jika petani ini 

memiliki kerabat dengan petani di lahan 

pertanian dekat kawasan hutan, mereka akan 

melakukan perluasan kegiatan pertanian. Sawah 

di Desa Lebakmuncang memusat mendekati 

saluran irigasi utama. Kondisi ini menjadikan 

sawah tersebut memiliki tingkat produksi tinggi. 

Desa Lebakmuncang merupakan desa yang 

relatif luas, dengan keragaman penggunaan tanah 

bervariasi, dari sawah, hortikultura, kebun, 

hingga hutan. Pada area kawasan hutan yang 

menjorok masuk ke kawasan pertanian, oleh PT 

Perhutani sengaja disewakan pengelolaannya 

kepada masyarakat demi menghindari konflik 

dan penjarahan oleh masyarakat. Umumnya 

lahan yang dimanfaatkan untuk komoditas kopi 

ini diusahakan atas perjanjian antara para petani 

sebagai “penyewa tanah” dan PT Perhutani 

sebagai “pemilik tanah” dengan 

mempertimbangkan keuntungan ekonomi 

(komersial) bagi kedua pihak. 

Pada wilayah ini, kekuatan jaringan sosial 

yang dimiliki petani sawah sangat memengaruhi 

penguatan kapasitas rumah tangga untuk 
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bertahan dalam menghadapi tekanan (Ellis, 1998; 

Niehof, 2004). Petani yang berhasil melakukan 

akumulasi produksi dari lahan sawah, sekaligus 

memiliki kerabat di dekat kawasan hutan, mampu 

memiliki akses pengelolaan kawasan hutan untuk 

kegiatan perkebunan kopi. Oleh karena itu, 

strategi penghidupan petani sawah ini bervariasi. 

Sebagian besar mereka melakukan strategi 

optimalisasi tanah pertanian dengan 

mengombinasikan kondisi tanah pertaniannya. 

Lahan sawah digunakan sebagai sumber 

kebutuhan pangan, didampingi oleh sayur, dan 

memiliki hak pengelolaan lahan hutan dengan 

mekanisme bagi hasil. 

  

Gambar 5. Kebun Kopi yang letaknya tidak 

jauh dari lahan sawah LP2B;  

Kp. Sukamanah, Desa Panyocokan, 

Kecamatan Ciwidey 
Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey 

Peran Kepemilikan Lahan Sawah sebagai 

Kontrol Terhadap Keberlanjutan Lahan 

Pertanian Sawah 

Berdasarkan kondisi kepemilikan lahan di 

Kecamatan Ciwidey, pemilik lahan belum tentu 

melakukan pengelolaan lahan. Bagi pemilik 

tanah yang tinggal jauh di luar desa, sebagian 

besar keputusan terkait dengan pengusahaan 

tanah mulai dari pemilihan komoditas, 

penggunaan tenaga kerja, hingga penjualan hasil 

pertanian bahkan ditentukan oleh penduduk lokal 

yang berstatus sebagai petani penggarap.  Di sisi 

lain, keputusan untuk mengubah fungsi atau 

menjual tanah sepenuhnya tergantung pada 

kepentingan pemilik lahan. Pada kondisi ini, 

keberlanjutan tanah pertanian rentan akibat 

 
6 Hasil wawancara tanggal 10 Desember 2020 

tingginya ketergantungan pada pihak eksternal.   

Tingkat keberlanjutan tanah pertanian akan 

jauh lebih baik jika tanah pertanian tersebut 

dimiliki oleh penduduk lokal, apalagi jika mereka 

berasal dari keluarga petani dengan tradisi 

pertanian yang kuat, serta memiliki penerus, 

terutama anak laki-laki. Mereka cenderung 

mempertahankan lahan sawahnya, meskipun 

hasilnya tidak terlalu baik atau bahkan 

mengalami kegagalan. Situasi ini tergambar 

dalam kutipan wawancara berikut. 

“Belum sih saya mah. Waktu itu pernah pas 

gagal panen kepikiran mau jual. Tapi 

sayang ah orang makan sama minum dari 

tanah juga. Jadi waktu itu saya ngegadai 

emas aja”. (Petani 3, 42 tahun) 

“Kalo saya rasa mah, nggak mau ah. 

Nggak mau jual lagi, maunya mah beli. 

Sayang atuh da ibu juga udah tua. Tapi ya 

kalo emang perlu dan kepepet mah gimana 

ya. Mau nggak mau saya mah. Tergantung 

kondisi, tapi kalo ditanya mau atau 

engganya mah sebenernya nggak mau”. 

(Petani 4, lebih 60 tahun) 

Namun, keinginan para petani untuk 

mempertahankan sawah harus berhadapan 

dengan dua tekanan eksternal yang saling terkait, 

yaitu produktivitas pertanian dan perkembangan 

ekonomi wilayah. Menurut pandangan Dinas 

Pertanian Kabupaten Bandung,6 salah satu unsur 

yang paling menentukan dalam hal produktivitas 

adalah rendahnya insentif keuntungan dari 

kegiatan pertanian yang diakibatkan kombinasi 

keterlibatan (i) kebijakan harga oleh pemerintah, 

(ii) ketersediaan saprodi, (iii) akses pemasaran, 

dan (iv) luas tanah garapan. Insentif keuntungan 

yang rendah dan penuh ketidakpastian 

menyebabkan para petani tidak cukup 

termotivasi untuk mengembangkan inovasi demi 

kemajuan pertanian.  Aktivitas pertanian terkesan 

lebih ditujukan untuk keperluan “bertahan hidup” 

atau “melanjutkan pekerjaan orang tua.” 

Penyebab utama kegagalan panen petani sawah 

di KAC adalah penggunaan bibit padi lokal 

bantuan pemerintah pada periode 2005-an yang 

memiliki masa tanam panjang.  

Situasi tersebut berlangsung dalam suasana 
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kehidupan masyarakat yang semakin diramaikan 

oleh aktivitas pariwisata. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 

Tahun 2019 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), 

dataran tinggi Ciwidey memang ditetapkan 

sebagai wisata berbasis pertanian (agrowisata).  

Meningkatnya kegiatan pariwisata ditandai oleh 

kemunculan hotel, vila, rumah makan, dan 

berbagai atraksi wisata lainnya; terutama di 

sepanjang jalan utama. Permintaan terhadap 

tanah pun semakin meningkat yang memicu 

kenaikan harga tanah, seperti yang digambarkan 

dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“Ini depan aja kan villa, dulunya sawah. 

Terus deket jalan itu juga banyak jadi 

homestay. Soalnya di sini mah kan deket 

sama jalan gede, terus mau ke tempat wisata 

juga gampang. Makanya harga tanah teh 

sebenernya kalo dibeli sama orang luar 

tinggi sekali. Itu aja yang di deket jalan, yang 

sekarang jadi homestay, dulu satu meternya 

saya denger pernah ditawar 4.5 juta. Coba 

kan lumayan dibanding harga biasa yang 

segitu teh harganya satu tumbak lebih 

sedikit”. (Penduduk Desa Nengkelan) 

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya 

petani yang tergoda mendapatkan “dana segar 

yang besar” melalui penjualan lahan sawah yang 

berdekatan dengan jaringan jalan utama akses ke 

lokasi wisata. Dana besar ini biasanya ditawarkan 

oleh pihak luar yang bermaksud mengubah lahan 

sawah tersebut sebagai sebuah investasi, yang 

pada kemudian hari mungkin berubah menjadi 

penggunaan tanah lain. Aliran modal dari pihak 

luar ini merupakan salah satu bentuk akumulasi 

primitif yang biasa terjadi karena adanya 

penguasaan lahan karena surplus kapital (Amin, 

2017). Aktivitas ini akan menimbulkan efek 

domino pada penguasaan lahan lain. Petani 

sawah ini akan memanfaatkan dana segar hasil 

penjualan sawah untuk membeli dan 

mengusahakan tanah pertanian baru yang lebih 

luas pada tempat-tempat yang tidak terlalu 

strategis, seperti pada lereng perbukitan yang 

jauh dari jalan raya. Hal ini menunjukkan 

akumulasi primitif juga dilakukan oleh petani 

lokal yang lahan sawahnya dibeli oleh pihak luar 

terhadap petani sawah di pedalaman.  

Jika dikaitkan dengan kebijakan LP2B, 

lahan sawah di tepi jalan utama biasanya 

merupakan lahan sawah primer dan biasanya 

masuk dalam kawasan LP2B. Adanya perubahan 

kepemilikan lahan dari petani lokal ke pihak luar 

atau dari petani pemilik yang juga mengelola ke 

petani penggarap inilah yang meningkatkan 

peluang alih fungsi lahan sawah. Sementara itu, 

petani lokal menginvestasikan hasil 

penjualannya ke lahan sawah yang luas tetapi 

cenderung memiliki nilai produktivitas lebih 

rendah. Jika dikaitkan strategi penghidupan, 

masuknya akumulasi modal dari luar 

menciptakan peluang keragaman portfolio 

walaupun tidak selalu mengubah mata 

pencaharian petani. Jika petani mampu 

memanfaatkan hasil penjualan tersebut dengan 

baik dan melakukan strategi akumulasi pada 

penghidupannya, mereka dapat mengganti lahan 

sawahnya ke lokasi yang tidak strategis tetapi 

dengan luas penguasaan yang lebih besar. 

Strategi akumulasi inilah yang mampu 

meningkatkan kualitas hidup petani secara 

umum.   

Sesungguhnya mekanisme alih kepemilikan 

dan alih fungsi lahan berjalan jauh lebih rumit 

daripada gambaran di atas. Kerumitan tersebut 

tidak terlepas dari ketimpangan kepemilikan 

lahan yang terbentuk di kalangan petani tanaman 

pangan (sawah). Hanya 5% petani tanaman 

pangan yang memiliki luas tanah lebih dari 1 

hektare. Angka ini pun masih lebih rendah 

dibandingkan petani hortikultura (6,3%). 

Sebagian besar (53%) petani sawah 

mengusahakan tanah seluas 0,1-0,3 hektare. 

Bahkan, sekitar 13% petani memiliki luasan 

tanah kurang dari 0,1 hektare. Gambaran tentang 

distribusi kepemilikan tanah tersebut memberi 

isyarat kuat rentannya usaha pertanian tanaman 

pangan di Ciwidey. Menurut para petani, luasan 

tanah yang sempit tersebut menyebabkan 

sebagian dari mereka mengusahakan pertanian 

pangan secara subsisten. Produksi petani 

subsisten ini hanya diperuntukkan bagi 

pemenuhan pangan rumah tangga demi 

menghemat pengeluaran untuk konsumsi beras. 

Petani inilah yang mengalami risiko penurunan 

kualitas penghidupan dan masuk dalam strategi 

survival. Saat petani hanya menguasai luasan 

sawah yang sempit, serta lahan sawahnya masuk 
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pada pasar jual-beli dan hasil penjualannya tidak 

mampu digunakan untuk mengganti lahan 

sawahnya, peluang menjadi buruh tani akan 

semakin besar.  

KESIMPULAN 

Kebijakan pembangunan pedesaan berbasis 

pertanian melalui kebijakan agropolitan mampu 

meningkatkan kualitas hidup petani selama 

petani tersebut mengusahakan lahannya untuk 

komoditas unggulan. Kondisi ini akan 

menempatkan petani dalam kondisi surplus yang 

mampu menciptakan strategi akumulasi pada 

kegiatan penghidupannya. Kebijakan 

agropolitan, terutama yang bersamaan dengan 

pengembangan agrowisata, mampu menciptakan 

aliran kapital yang mampu memengaruhi 

mekanisme pengelolaan lahan. Kegiatan 

agrowisata membuka peluang terbentuknya mata 

pencaharian baru bagi pada petani sekaligus 

mampu menciptakan strategi konsolidasi sebab 

petani berkesempatan untuk melakukan 

diversifikasi mata pencaharian dan meragamkan 

portofolio penghidupannya.  

Aliran kapital akan menciptakan akumulasi 

primitif pada lahan pertanian yang dilakukan 

oleh pihak luar wilayah. Lahan pertanian sawah 

yang berada pada lokasi strategis umumnya 

merupakan sawah primer dengan produktivitas 

tinggi sehingga memiliki risiko untuk berganti 

kepemilikan dari penduduk lokal menjadi pihak 

luar. Kepemilikan inilah yang menentukan 

peluang alih fungsi lahan karena pihak luar 

umumnya tidak aktif melakukan kegiatan 

pertanian.  

Kebijakan LP2B ditetapkan untuk 

melindungi alih fungsi lahan sawah. LP2B 

mampu menahan pemilik lahan dari luar 

mengubah lahan pertanian menjadi nonpertanian. 

Di saat yang sama, kebijakan LP2B juga 

membuat petani lokal tetap harus 

membudidayakan padi secara periodik. Oleh 

karena itu petani sawah LP2B mendapatkan 

jaminan pasokan saprodi dan irigasi yang lebih 

baik daripada petani dengan lahan lainnya. 

Sayangnya, tingkat inovasi pada lahan sawah di 

wilayah ini relatif rendah. Kondisi ini 

menyebabkan nilai produktivitas padi tetap lebih 

rendah jika dimanfaatkan untuk komoditas 

hortikultura walaupun dapat diproduksi dengan 

mudah. 

Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi 

lahan sedang hingga tinggi bagi para petani 

sawah.  Sawah yang berada pada area bentangan 

akan cenderung lebih kuat menahan alih fungsi 

sawahnya karena berada dalam sistem pengairan 

bersama. Sistem pengairan ini sekaligus 

membentuk sistem jaringan sosial mereka. Jika 

petani sawah mampu memanfaatkan jaringan 

sosialnya, keragaman portofolio pertaniannya 

dapat ditingkatkan. Pasokan air menjadikan 

lahan pertanian dapat dibagi peruntukannya. 

Namun, jika tidak berada pada area bentangan 

maka risiko untuk kehilangan lahan sawah makin 

besar. Pada petani sawah yang memiliki lahan 

sempit, produktivitas sawahnya hanya digunakan 

untuk kebutuhan subsisten. Kondisi ini 

menciptakan strategi penghidupan tergolong 

survival dengan portofolio mata pencaharian 

terbatas.  

Hal menarik terjadi pada petani lahan sawah 

luas yang berada di lokasi strategis. Lahan sawah 

ini umumnya berada pada pasar tanah jual-beli. 

Saat sawah mereka berpindah kepemilikan, 

dengan hasil penjualan yang tinggi, mereka akan 

melakukan strategi akumulasi. Strategi ini 

dilakukan dengan melakukan akumulasi primitif 

pada tanah sawah lain di lokasi yang tidak 

strategis, bahkan pada lereng terjal, demi 

mempertahankan mata pencahariannya. Pada 

kurun waktu tertentu, akumulasi primitif ini akan 

terus menekan petani yang memiliki lahan 

sempit. Tekanan ini mampu mengubah petani 

lahan sempit di pedalaman untuk turun pada 

kondisi survival, bahkan menjadi buruh tani.  

Kebijakan LP2B dapat mengendalikan alih 

fungsi lahan pertanian, tetapi tidak mencegah 

petani sawah kehilangan identitasnya. Petani 

pemilik dan pengelola menjadi hanya sebagai 

petani pengolah saja, bahkan petani pemilik 

menjadi buruh tani. Akumulasi primitif yang 

tidak terkendali karena masuknya aliran kapital 

di karena kebijakan agropolitan menjadikan 

risiko petani sawah LP2B berada pada kondisi 

terbatas yang justru menjauhkan tujuan dari 

kebijakan pembangunan agropolitan dan 
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penyediaan pangan.  
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ABSTRACT 

Nowadays, Community-Based Organisation (CBO) has been admitted as a more successful activity to 

empower the community than other organisations, such as Non-Governmental Organisation (NGO). This article 

aims to emphasise how activism of the Forum of Indonesian Migrant Workers or the Forum Warga Buruh Migran 

(FWBM), as a CBO initiated by Nahdlatul Ulama (NU) at the grassroots level, works to empower ex-Indonesian 

migrant workers and their families in their areas of origin. This article used the qualitative methodology of the 

CBO framework and the perspective of community empowerment with a case study in Cilacap Regency, Central 

Java. Primary data was collected by in-depth interviews and focus group discussions, while secondary data was 

collected by literature review. The data was processed using content analysis techniques. This research found 

that the activism of  FWBM has been manifested in four holistic community empowerment programmes. Through 

these programmes, ex-Indonesian Migrant Workers and their families can improve their quality of life. They can 

be more empowered, economically independent, and wealthier. However, the FWBM still has limitations in terms 

of volunteers and financial resources to support sustainable activities. 

Keywords: Empowerment; ex-Indonesian Migrant Workers; Community-Based Organization; Forum Warga       

Buruh Migran 

 
ABSTRAK 

Organisasi Berbasis Komunitas (Community Based Organization - CBO) dinilai lebih berhasil dalam upaya 

pemberdayaan komunitas dibanding organisasi pembangunan lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Analisis dalam artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivisme Forum Warga Buruh Migran 

(FWBM)–sebagai CBO yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) di tingkatan akar rumput–dalam 

pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal. Data diperoleh dari 

studi kasus di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan pendekatan kualitataif menggunakan kerangka 

pemikiran CBO dan pemberdayaan komunitas. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan Focus 

Group Discussion, sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Pengolahan data menggunakan teknik 

analisis konten. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme FWBM dimanifestasikan dalam empat 

bidang program pemberdayaan komunitas dengan pendekatan holistik. Secara keseluruhan, pelaksanaan program 

pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dipahami dari meningkatnya 

kemampuan para purna-PMI dan keluarganya untuk memperbaiki kualitas kehidupannya agar bisa lebih berdaya, 

mandiri, dan sejahtera. Namun, FWBM masih menghadapi keterbatasan, utamanya terkait sumber daya manusia 

(relawan) dan finansial (pendanaan) untuk mendukung aktivitas yang berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Pemberdayaan; Purna Pekerja Migran Indonesia; Organisasi Berbasis Komunitas; Forum Warga 

Buruh Migran 
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PENDAHULUAN 

Studi-studi tentang organisasi dalam kaitannya 

dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) sudah banyak dilakukan. Namun, kajian 

yang ada hanya berfokus pada peran sebuah 

Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Andayani 

& Pahlawan, 2017; Kristanti, 2021; Raharto & 

Noveria, 2012; Sumardiani, 2014; Wahyono, 

2007; Wahyudi & Jusoh, 2016). Selain itu, studi 

terkait topik ini kebanyakan menekankan aspek 

pelindungan bagi PMI pada tahap pra-

keberangkatan, keberangkatan, perjalanan 

menuju negara tujuan/transit, dan selama bekerja 

di negara tujuan. Di satu sisi, ada anggapan yang 

semakin meluas bahwa LSM telah kehilangan 

kekuatannya sebagai organisasi pembangunan 

lokal tingkat akar rumput (Banks & Hulme, 

2012; Streeten, 1997). Di sisi lain, negara dinilai 

belum optimal dalam memenuhi hak sosial-

ekonomi warga, sehingga mendorong tumbuh 

kembangnya organisasi berbasis komunitas 

(Community Based Organization - CBO). Dapat 

dikatakan, masih jarang penelitian yang 

mencermati CBO dengan fokus utama pada 

aspek pemberdayaan komunitas purna-PMI di 

daerah asal.  

Sejumlah studi telah mengungkapkan 

pentingnya peran dan kontribusi CBO di 

sebagian besar negara berkembang dalam 

pembangunan melalui pemberdayaan, baik di 

tingkat regional, nasional, maupun lokal. UN-

Habitat (2008) mencatat CBO telah muncul di 

Asia dan wilayah lainnya setidaknya selama dua 

dekade terakhir dan perannya menjadi kuat 

dalam kontribusi pembangunan di tiap negara 

saat ini. Menurut Clark (1999, dalam Njuguna, 

2013), CBO merupakan organisasi tingkat bawah 

(grassroots organization) yang tidak mencari 

keuntungan dan bertujuan untuk memberdayakan 

kelompok penduduk yang kurang beruntung pada 

populasi tertentu. Meskipun CBO memiliki 

cakupan yang kecil dan bersifat informal, 

organisasi ini menyediakan berbagai layanan 

terhadap pembangunan masyarakat. Studi 

Prihatiningsih dan Astuti (2019) juga 

menunjukkan cara kerja CBO yang berkontribusi 

dalam pembangunan, antara lain melalui 

program pemberdayaan ekonomi, psikologi, 

hukum, sosial, budaya, dan politik. Namun, CBO 

juga seringkali mengalami kendala seperti 

sumber pendanaan dan sumber daya manusia 

(SDM) dalam upayanya meningkatkan 

kesejahteraan hidup para anggotanya (Kwok 

dkk., 2015). Kondisi ini berbeda dengan LSM 

yang cenderung memiliki lebih banyak akses 

terhadap sumber pendanaan dan didukung oleh 

SDM yang mumpuni. Hal ini dapat dipahami 

karena memang terdapat perbedaan antara CBO 

dengan LSM. CBO merupakan individu-individu 

dalam suatu kelompok/komunitas di ruang 

lingkup wilayah geografis tertentu yang kecil 

dengan SDM yang terbatas (lokal) (Dumi dkk., 

2014). Oleh karena itu, seringkali beberapa 

aktivitas program atau kegiatan CBO tidak dapat 

diakui dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam 

‘sistem formal’ program pemerintah. Pada saat 

yang bersamaan, di beberapa kota yang 

pemerintahnya mengakui adanya LSM, lembaga 

ini akan memberikan bantuan teknik dan 

keuangan kepada CBO untuk pengembangan 

program pemberdayaan komunitas (Bennet dkk., 

1999, dalam Suhartono, 2005). 

Mencermati kompleksnya permasalahan 

yang dihadapi para purna-PMI, penelitian 

tentang peran CBO dalam pemberdayaan 

komunitas purna-PMI di daerah asal, penting 

untuk dilakukan. Sebagai contoh, permasalahan 

yang sering dialami purna-PMI adalah perubahan 

aktivitas ekonomi dan sosial sepulangnya ke 

tanah air, serta perubahan pola hidup yang 

cenderung konsumtif bahkan hedonis. Hal ini 

disebabkan adanya beberapa faktor, salah 

satunya adalah minimnya keterampilan dalam 

pemanfaatan hasil kerja (remitansi) yang mereka 

peroleh untuk kegiatan/usaha ekonomi yang 

produktif dan berkelanjutan. Bank Indonesia 

(2021) mencatat total remitansi PMI mencapai 

US$ 9,43 miliar atau setara dengan 133 triliun 

rupiah pada tahun 2020. Angka remitansi ini 

tidak termasuk pengiriman dana dari PMI 

melalui jalur nonperbankan atau pola tradisional 

yang masih berlaku, misalnya, uang yang dibawa 

langsung oleh PMI atau uang yang dititipkan 

temannya yang pulang ke Indonesia. Sayangnya, 

besarnya aliran remitansi tersebut biasanya 

digunakan sebagai aliran searah saja (Goldring, 

2004; Levitt & Lamba-Nieves, 2011). Dengan 

kata lain, remitansi hanya digunakan untuk 
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kebutuhan ekonomi keluarga dan pembangunan 

fisik rumah di daerah asal tanpa adanya 

perencanaan pemanfaatan untuk 

keberlangsungan kehidupan mereka di masa 

yang akan datang. Kondisi ini semakin parah 

karena belum adanya program yang signifikan 

dari pemerintah mengenai pengelolaan remitansi 

bagi PMI, termasuk purna-PMI (Migrant CARE, 

2021). 

Menurut Mentari dan Fatimah (2021), 

perubahan pola hidup purna-PMI sedemikian 

rupa menyebabkan apa yang telah mereka 

hasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya untuk jangka waktu yang panjang. 

Setelah hasil yang diperoleh habis, purna-PMI 

harus mencari cara lain untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya, bekerja 

serabutan, menjadi buruh tani, ataupun mencoba 

peruntungan ke kota besar untuk menjadi buruh 

pabrik atau asisten rumah tangga. Mereka juga 

tidak mudah mendapatkan pekerjaan lagi di 

daerah asal karena peluang kerja yang tersedia 

sangat terbatas. Keberadaan mereka malah 

menambah jumlah pengangguran dan 

menempatkan rumah tangga pekerja migran di 

daerah asal dalam siklus migrasi yang tidak 

berkesudahan (Cohen dkk., 2005, dalam 

Dewayanti, 2010). Dengan kata lain, tidak sedikit 

purna-PMI memilih untuk kembali bekerja ke 

luar negeri dan hidup berpisah dengan 

keluarganya selama bertahun-tahun. Hal ini tentu 

saja berdampak terhadap pola asuh anak, 

ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian 

karena long distance relationship. Secara moral, 

kondisi demikian menggerakkan organisasi 

kemasyarakatan (ormas) keagamaan Nahdlatul 

Ulama (NU) untuk menjalankan perannya dalam 

bidang sosial-kemanusiaan. 

Hasil Muktamar NU XXVII di Situbondo 

pada tahun 1984 menegaskan bahwa NU kembali 

ke khittah, yakni menjalankan peran sosial-

kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan 

membangun demokrasi (demokratisasi). Dalam 

menjalankan peran sosial-kemanusiaan, NU–

melalui pesantren serta lembaga-lembaga/badan-

badan ke-NU-an seperti Lembaga Penyuluhan 

dan Bantuan Hukum (LPBH), lembaga kajian 

dan pengembangan sumber daya manusia 

(Lakpesdam), dan Fatayat–melakukan upaya 

advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan 

masyarakat/komunitas lokal (Ekawati, 2016). 

Jaringan NU mulai dari tingkat global, regional, 

nasional (provinsi, kabupaten/kota), sampai 

dengan lokal (kecamatan hingga ke pelosok 

pedesaan) merupakan kekuatan (capital) yang 

besar. Misalnya, NU Kabupaten Cilacap 

melaksanakan instruksi dari tingkat pusat (dari 

PBNU), tingkat kabupaten, hingga tingkat desa 

di Kabupaten Cilacap.  

Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap 

memiliki fokus pada program pemberdayaan dan 

pendampingan PMI, termasuk purna-PMI (NU 

Online, 2018). Pada tahun 2011, Lakpesdam NU 

Kabupaten Cilacap bersama Tifa Foundation 

membentuk organisasi berbasis komunitas CBO 

Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai 

wadah untuk pelaksanaan program 

pemberdayaan mantan buruh migran di daerah 

asal Cilacap. Sebanyak 30 desa menjadi anggota 

FWBM yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu 

Nusawungu, Binangun, dan Adipala (Octaviani, 

2015). Namun, Windiasih dan Sugito (2019) 

mengungkapkan bahwa para anggota FWBM 

belum sepenuhnya memahami aturan hukum 

perburuhan, masih kurang memahami 

pengelolaan remitansi, dan belum adanya 

kesempatan yang lebih terbuka untuk 

menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah 

Perencaaan Pembangunan Desa 

(musrenbangdes) guna menghasilkan program 

pembangunan desa yang mendukung 

kewirausahaan para anggota FWBM. Dengan 

demikian, FWBM pada konteks organisasi 

berbasis komunitas CBO semakin penting 

peranannya dalam pemberdayaan komunitas 

purna-PMI di daerah asal (di desa). 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan melalui kerangka pemikiran CBO 

(Chechetto-Salles & Geyer, 2006) dan 

pemberdayaan komunitas (Ife & Tesoriero, 

2006/2016). Pertanyaan tersebut adalah 

bagaimana upaya-upaya (aktivisme) FWBM 

yang diinisiasi oleh NU pada tingkatan akar 

rumput, khususnya di Desa Danasri Kidul 

Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap 

dalam memberdayakan komunitas purna-PMI, 
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termasuk dengan keluarganya. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Desa Danasri Kidul, 

Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 

Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi ini 

didasarkan pada tiga justifikasi. Pertama, NU 

Kabupaten Cilacap memiliki perhatian yang 

besar terhadap isu-isu PMI, terutama program-

program pemberdayaan purna-PMI. Kedua, 

Kabupaten Cilacap menempatkan PMI ke luar 

negeri terbanyak di antara kabupaten-kabupaten 

lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dapat 

dikatakan, Kabupaten Cilacap merupakan 

‘lumbung terbesar’ PMI di Jawa Tengah, salah 

satunya di Desa Danasri Kidul, Kecamatan 

Nusawungu. Ketiga, di Desa Danasri Kidul 

tersebut juga banyak purna-PMI yang tergabung 

dalam FWBM. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam konteks ini, pendekatan 

kualitatif dipandang paling tepat untuk melihat, 

menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan, 

menginterpretasikan proses dan makna secara 

autentik (authentic interpretations) dalam studi 

kasus (examinations of cases) sehingga dapat 

menjawab pertanyaan penelitian secara lebih 

mendalam (Neuman, 2007). Oleh karena itu, 

peneliti melakukan authentic interpretations 

untuk memahami bagaimana aktivisme FWBM 

di Desa Danasri Kidul, dalam memberdayakan 

komunitas purna-PMI. Pada konteks penelitian 

ini, authentic interpretations merupakan suatu 

proses memahami makna ‘sedekat mungkin’ 

terhadap dunia riil atau kehidupan nyata dari 

aktivisme FWBM tersebut. 

Data primer dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam (in-depth interview) dan 

Focus Group Discussion (FGD). Pokok-pokok 

bahasan pada wawancara mendalam dan FGD 

diarahkan untuk mendapatkan pemahaman 

secara komprehensif mengenai implementasi 

berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas 

purna-PMI yang dilakukan oleh FWBM di Desa 

Danasri Kidul. Penentuan informan melalui 

purposive sampling, artinya, dilakukan dengan 

sengaja atau bertujuan, berlandaskan pada 

kedalaman pemahaman yang ingin digali terkait 

dengan permasalahan penelitian. Selain itu, 

sumber data berasal secara bergulir dari satu 

informan ke informan lain yang memenuhi 

kriteria hingga pada suatu titik tertentu berhenti 

saat informasi sudah dirasa cukup (snowball 

sampling). Peneliti juga melakukan validasi data 

melalui triangulasi (triangulation of data for 

validation).  

Informan utama dalam penelitian ini yaitu 

dua orang pegiat FWBM, lima orang purna-PMI 

dan/atau keluarga PMI yang tergabung di dalam 

FWBM, serta tiga orang pengurus NU Kabupaten 

Cilacap. Informan pendukung terdiri dari satu 

orang aparatur Desa Danasri Kidul, satu orang 

eks pengurus LSM buruh migran/Tifa 

Foundation, satu orang wartawan/pers lokal 

Kabupaten Cilacap, satu orang pegawai Dinas 

Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) 

Kabupaten Cilacap, dan satu orang pegawai satu 

orang pegawai Pos Pelayanan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten 

Cilacap. Dengan demikian jumlah informan 

seluruhnya adalah 15 orang.  

Pengumpulan data primer dalam penelitian 

ini dilakukan pada bulan Juli–September 2021. 

Oleh karena masa pandemi COVID-19 masih 

berlangsung pada rentang waktu tersebut, bahkan 

memasuki “gelombang kedua”, serta adanya 

kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 

pelaksanaan wawancara mendalam dan FGD 

dilakukan secara daring (online) dengan 

memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi, 

seperti Google Meet, Zoom, dan panggilan video 

WhatsApp. Peneliti menyadari bahwa 

pengumpulan data primer secara daring ini 

menjadi kelemahan tersendiri pada saat peneliti 

melakukan authentic interpretations atas 

data/informasi yang terkumpul. Di satu sisi, 

pengumpulan data primer secara daring 

menjadikan informan lebih nyaman karena tidak 

khawatir terpapar COVID-19. Di sisi lain, 

metode ini dapat berimplikasi pada pengamatan 

peneliti terhadap kesan informan, 

interviews/FGD setting, nonverbal information, 

seperti gesture tubuh dan mimik/ekspresi wajah 

para informan. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan pada 

rentang waktu yang sama dengan data primer dan 
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berbasis metode digital menggunakan summons 

search engine, google scholar, dan situs 

pencarian jurnal internasional bereputasi serta 

jurnal nasional terakreditasi. Pengumpulan data 

sekunder berupa literature review artikel-artikel 

pada jurnal atau e-books yang memuat topik 

terkait penelitian ini. Hasil pencarian literatur 

tersebut kemudian dibaca judul dan abstraknya, 

serta dipilih yang sesuai dengan tujuan penelitian 

ini. Setelah terkumpul beberapa literatur terpilih, 

dilakukan analisis. 

Teknik analisis data baik data primer 

maupun sekunder dimulai dengan melakukan 

organisasi data ke dalam kategori berdasarkan 

tema, konsep, atau suatu kesamaan/kemiripan 

tertentu. Proses ini disebut dengan coding. Miles 

& Huberman (1994:56, dalam Neuman, 

2014:480–481) menjelaskan bahwa “codes are 

tags or labels for assigning units of meaning to 

the descriptive or inferential information 

compiled during a study. Codes usually are 

attached to “chunks” of varying size—words, 

phrases, sentences or whole paragraphs, 

connected or unconnected to a specific setting”. 

Nama atau label yang diberikan dalam proses 

coding ini didasarkan atas tujuan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Proses data coding 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu open coding, 

axial coding, dan selective coding (Strauss, 1987, 

h. 55, dalam Neuman, 2014, h. 481–484). Proses 

data coding pada penelitian ini menggunakan 

matriks untuk membantu peneliti melakukan 

kategorisasi data. Selanjutnya, peneliti 

melakukan penajaman analisis konten secara 

sistematis untuk memahami makna data tersebut. 

Pada tahap ini, peneliti memberikan interpretasi 

data. Proses interpretasi sepenuhnya dilakukan 

oleh peneliti untuk menghindari terjadinya lack 

of interpretation.    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Problematika Purna-PMI di Desa Danasri 

Kidul 

Data BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021) 

menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 

hingga 2021, jumlah penempatan PMI yang 

berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 

91.791 orang. Kabupaten Cilacap merupakan 

kabupaten yang menempatkan PMI ke luar 

negeri dalam jumlah terbanyak dibandingkan 

kabupaten lainnya di provinsi ini, yaitu 31.918 

orang. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap 

menempatkan 11.785 orang, tahun 2019 

sebanyak 11.525 orang, dan tahun 2020 sebanyak 

5.175 orang. Jumlah PMI yang ditempatkan 

cenderung menurun cukup drastis sejak tahun 

2020 karena kebijakan penutupan (lockdown) 

perbatasan negara tujuan PMI. Pada tahun 2021, 

jumlah PMI dari Kabupaten Cilacap sebanyak 

3.433 orang (Tabel 1). Data yang dirilis BP2MI 

(2018; 2019; 2020; 2021) juga menunjukkan 

bahwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan 

2021, jumlah PMI yang kembali ke daerah asal 

sebanyak 314.389 orang, dan yang terbanyak 

kembali ke daerah asal di Jawa Tengah yaitu 

79.038 orang.

Hampir semua kecamatan di Kabupaten 

Cilacap merupakan daerah asal PMI. Kondisi ini, 

menjadikan Kabupaten Cilacap sering disebut 

sebagai lumbung PMI. Salah satu kecamatan 

yang menempatkan PMI bekerja di luar negeri 

dalam jumlah besar adalah Kecamatan 

Nusawungu. Kondisi ini tergambar dalam 

petikan wawancara mendalam dengan informan 

Tabel 1. Data Penempatan PMI Menurut Asal di Lima Kabupaten/Kota Pengirim PMI 

Terbesar di Jawa Tengah Tahun 2018–2021 

No. Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 Total 

1 Cilacap 11.785 11.525 5.175 3.433 31.918 

2 Kendal   7.812   7.743 4.199 3.501 23.255 

3 Brebes   5.995   6.268 2.461 1.344 16.068 

4 Banyumas   4.112   3.892 1.619    843 10.466 

5 Pati   3.700   3.835 1.628    921 10.084 

Sumber:  BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021), data diolah oleh peneliti 
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dari P4MI dan pegiat FWBM di Kabupaten 

Cilacap sebagai berikut. 

“Kalau sekarang sebutan lumbung atau 

kantong ya(?) Kalau di Cilacap ini kan 

kebanyakan memang paling tinggi PMI, 

[…] memang minat mereka untuk 

bekerja di luar negeri sangat tinggi untuk 

penduduk di Cilacap, baik perempuan 

maupun laki-laki.” (EK, 45 tahun, 

pegawai P4MI Kabupaten Cilacap, 

Kamis 26 Agustus 2021).  

“[…] ternyata jumlah TKI di Cilacap itu 

tidak sedikit. Cilacap ternyata ranking 

satu di Jawa Tengah. Disebut kantong 

TKI apa lumbung TKI karena saking 

banyaknya ya.” (TH, 45 tahun, pegiat 

FWBM, Rabu 25 Agustus 2021). 

Merujuk pada International Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families1 dan 

Global Compact for Safe, Orderly, and Regular 

Migration,2 proses migrasi PMI dapat dipahami 

sebagai suatu siklus yang dimulai dari daerah asal 

(pendaftaran dan persiapan keberangkatan), 

keberangkatan dan selama perjalanan menuju 

negara tujuan bekerja, transit (pertukaran moda 

transportasi), tinggal dan bekerja di negara tujuan 

selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi 

ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir. 

Proses migrasi yang panjang tersebut 

menandakan bahwa penanganan terhadap 

permasalahan-permasalahan PMI sangat 

kompleks karena ada keterkaitan antara tahapan 

proses migrasi tersebut. Permasalahan yang 

dihadapi tidak hanya pada tahap pra-penempatan 

(sebelum bekerja) dan penempatan (selama 

bekerja), tetapi juga pasca-penempatan (setelah 

bekerja). Hal ini tercermin dari permasalahan 

yang dihadapi oleh PMI yang berasal dari 

Kabupaten Cilacap baik saat di luar negeri 

maupun yang sudah kembali ke daerah asal, 

seperti yang dituturkan oleh informan berikut ini:  

“[…] banyak kasus pekerja migran yang 

mendapatkan penganiayaan di luar 

 
1 Konvensi ini diadopsi oleh UN melalui General Assembly 

Resolution 45/158 of 18 December 1990. Namun, konvensi 

ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2003 setelah jumlah 

negeri, entah itu diperkosa, entah itu 

disiksa, entah itu digaji sedikit, tidak 

sesuai dengan job. Terus belum lagi 

kalau proses PMI ketika akan ke luar 

negeri, ketika dia di luar negeri, ketika 

dia pulang, luar biasa banyak, 

menumpuk. Ibaratnya kalau kita lihat 

bagaikan gunung es. Nah kebetulan di 

sini [di Desa Danasri Kidul] 

mengalami.” (TH, 45 tahun, pegiat 

FWBM, Rabu 25 Agustus 2021). 

Mengacu data pengaduan terdokumentasi 

dari BNP2TKI dan BP2MI yang dirangkum 

Noveria dkk. (2021), permasalahan yang dialami 

PMI pada masa selama bekerja ataupun setelah 

bekerja cenderung terkait dengan permasalahan 

pada masa sebelum bekerja seperti kurangnya 

pelatihan kerja, terputusnya komunikasi dengan 

keluarga di daerah asal, serta pemalsuan 

dokumen (seperti sertifikat kesehatan, KTP, atau 

ijazah). Dalam konteks ini, salah satu penyebab 

terjadinya penyiksaan dapat terkait juga karena 

kekecewaan majikan terhadap kualitas PMI 

akibat kurangnya pelatihan kerja pada tahap pra-

penempatan. 

Berdasarkan analisis hasil wawancara 

mendalam dan FGD, Tabel 2 menyajikan 

gambaran mengenai beberapa kecenderungan 

tipe purna-PMI dan permasalahannya di Desa 

Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu. 

Tabel 2. Tipe Purna-PMI dan 

Permasalahannya di Desa Danasri Kidul 

1 

Gaya hidup yang cenderung konsumtif. 

Membeli barang yang tidak dibutuhkan, 

hanya sekadar untuk gengsi. Misalnya 

membeli perhiasan terbaru, sepeda motor 

terbaru, TV terbaru, telepon seluler terbaru. 

2 

Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari, karena tabungan sudah 

digunakan untuk membangun rumah dan 

membayar biaya pendidikan anak. 

3 
Minimnya program/pelatihan yang terkait 

dengan usaha ekonomi produktif. 

4 

Minimnya pendampingan terhadap mereka 

yang mengalami trauma, kasus hukum, dan 

lain sebagainya. 

5 Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri. 

negara yang meratifikasi mencapai 20 negara pada Maret 

2003. 

2 https://www.iom.int/global-compact-migration  

https://www.iom.int/global-compact-migration
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6 
Kembali pada aktivitas menjadi ibu rumah 

tangga atau pekerja serabutan. 

7 Menganggur/tidak bekerja. 

8 

Kembali bekerja ke luar negeri (kembali 

menjadi PMI) sebagai pilihan terakhir dan 

terpaksa berpisah dengan keluarga selama 

puluhan tahun. 

Sumber: Temuan Penelitian (2021) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa permasalahan 

utama yang dihadapi para purna-PMI adalah 

kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan atau 

pemanfaatan hasil kerja yang mereka peroleh 

untuk kegiatan/usaha ekonomi yang produktif 

dan berkelanjutan. Hal tersebut tidak hanya 

dikarenakan minimnya literasi keuangan, tetapi 

juga minimnya program/pelatihan terkait usaha 

ekonomi produktif bagi para purna-PMI. Hampir 

sebagian besar informan peserta FGD 

mengatakan bahwa mereka seperti memulai 

kehidupan dari nol dalam bidang ekonomi 

setelah kembali dari (bekerja) luar negeri. 

Akhirnya, mereka terpaksa kembali menjadi PMI 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka 

dan keluarganya. Sebagaimana diungkapkan 

oleh informan pegiat FWBM berikut ini.  

“Kebanyakan masalah pengelolaan 

keuangan. Yang purna, ketika pulang ke 

Indonesia sementara di sana terbiasa 

punya uang dan sebagainya sampai di 

Indonesia karena memang 

paradigmanya untuk mendapatkan uang 

adalah membarter tenaga dan waktu, 

kerja pada oranglain, maka ketika 

pulang uangnya digunakan untuk hal-hal 

yang sifatnya konsumtif. Misalnya, untuk 

beli motor baru, beli tv baru, serba baru 

motor, mobil, hape, yang sebetulnya 

belum menjadi sesuatu yang betul-betul 

dibutuhkan. Nah ini menjadi 

keprihatinan, sehingga setelah beberapa 

waktu di rumah akhirnya uangnya habis, 

cenderung kemudian pergi lagi [kembali 

menjadi PMI]” (HS, 40 tahun, pegiat 

FWBM, Selasa 24 Agustus 2021). 

Minimnya literasi keuangan para purna-

PMI juga dikarenakan rendahnya latar belakang 

pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan data 

sekunder dari P4MI Kabupaten Cilacap (2020) 

yang menunjukan bahwa mayoritas mereka 

berpendidikan SD dan SMP, berjenis kelamin 

perempuan, serta bekerja di sektor informal 

(domestic workers) saat bekerja di luar negeri. 

Hal ini menempatkan purna-PMI pada kelompok 

yang rentan, seperti yang diungkapkan oleh 

informan pegawai P4MI setempat berikut ini.  

“Jadi kalau untuk di Cilacap yang rentan 

ini kan biasanya yang [dulu bekerja di 

sektor] informal dengan pendidikan yang 

rendah (ke Singapur, Hongkong, 

Taiwan, Malaysia). Kadang berpikirnya 

hanya sebatas dia bekerja di luar negeri 

mendapatkan gaji hanya untuk konsumsi, 

pendidikan anak, hanya sebatas itu aja. 

Tapi sesampainya di Indonesia, di 

daerah asal, tiga sampai empat bulan 

mereka ya sudah, karena mungkin 

tabungan sudah habis, akhirnya 

memutuskan untuk pergi [menjadi PMI] 

lagi.” (EK, 45 tahun, pegawai P4MI 

Kabupaten Cilacap, Kamis 26 Agustus 

2021). 

Jejak Langkah dan Peran FWBM 

Secara keseluruhan, tipe purna-PMI dan 

permasalahannya di Desa Danasri Kidul dapat 

dikatakan sebagai salah satu “potret buram” 

masyarakat Kabupaten Cilacap. Artinya, hal 

tersebut bukan hanya terjadi pada saat ini atau 

baru-baru ini saja melainkan sebetulnya sudah 

berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, FWBM 

yang diinisiasi oleh kader-kader NU Kabupaten 

Cilacap pada tingkatan akar rumput –

RT/RW/dusun – dalam naungan Lakpesdam NU 

Kabupaten Cilacap senantiasa berupaya untuk 

memberikan solusi-solusi melalui program 

pemberdayaan. Pada konteks ini, program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh FWBM 

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan 

(skill) para purna-PMI agar dapat melakukan 

kegiatan/usaha ekonomi yang produktif di daerah 

asal, khususnya di Desa Danasri Kidul. Dengan 

upaya ini, purna-PMI di desa tersebut diharapkan 

bisa lebih berdaya, mandiri, sejahtera, dan tidak 

kembali bekerja ke luar negeri (kembali menjadi 

PMI).  

FWBM secara “resmi” menerapkan 

program pemberdayaan bagi para purna-PMI 
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pada tahun 2011. Sampai saat ini, program 

tersebut masih berjalan. Tentu bukan suatu hal 

yang mudah untuk mengajak/mengedukasi para 

purna-PMI agar mereka mengorganisasikan diri 

ke dalam sebuah wadah komunitas FWBM. 

Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup 

panjang, dimulai sejak sekitar tahun 2002–2003, 

Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap menginisiasi 

Forum Warga (FW). Secara sederhana, FW 

berbentuk kelompok-kelompok sosial/sektoral, 

misalnya kelompok rembug dusun, pengajian, 

arisan, lintas agama, peternak, petani, pedagang, 

dan lain sebagainya. FW tersebar di tiga 

kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan 

Adipala. Di tiap kecamatan tersebut, FW dapat 

ditemukan di 10 desa, salah satunya di Desa 

Danasri Kidul. 

Salah satu kegiatan rutin FW setiap 

bulannya adalah ‘Diskusi Kampung’ (Diskam), 

yakni sebuah sesi untuk saling bertukar pikiran, 

mencurahkan isi hati (curhat), dan bahkan 

menyampaikan pandangan kritis terhadap 

berbagai pelayanan publik di tingkat 

desa/kecamatan/kabupaten di Cilacap yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

atau terkait dengan hak-hak masyarakat yang 

belum tersosialisasikan (belum terpenuhi). Pada 

tahun 2008, para pegiat FW menyadari adanya 

beragam permasalahan yang dihadapi oleh para 

eks buruh migran di desanya, misalnya belum 

terpenuhinya hak-hak mereka. Dari sini, 

tercetuslah gagasan dari para pegiat FW tersebut 

untuk memulai membentuk FW khusus bagi para 

buruh migran, eks buruh migran, dan 

keluarganya bahkan calon buruh migran 

sekalipun (FWBM). 

Pada rentang waktu mulai dari 2008 sampai 

dengan 2010, para pegiat FWBM melakukan 

pendekatan langsung (door to door) untuk 

mengedukasi para purna-PMI akan pentingnya 

komunitas eks buruh migran sebagai wadah 

untuk saling berbagi (sharing) cerita atau 

pengalaman mereka ke masyarakat sekitar. 

Dalam rentang waktu tersebut, kegiatan FWBM 

hanya sekadar sesi berbagi cerita atau 

pengalaman mereka selaku purna-PMI, terutama 

saat mereka menjadi PMI di luar negeri. Berbagi 

cerita ini dapat membuka wawasan mereka dan 

menjadi pertimbangan bagi seseorang yang 

hendak bekerja di luar negeri (menjadi PMI). 

Berikut petikan wawancara mendalam dengan 

pegiat FWBM terkait kondisi tersebut.  

“Oh ya sangat luar biasa, manis, pahit 

getir. Kalau diceritakan itu mungkin 

akan jadi sebuah novel. Ada cerita 

sedihnya, ada senangnya. Yang jelas kita 

door to door. Terus kita juga melalui 

forum-forum NU juga. Itu sangat sulit 

sekali untuk bisa ngobrol dengan mantan 

TKI. […] [kami] Terus-menurus door to 

door untuk merayu mereka karena ‘ini 

lho penting, nanti anak kita jadi TKI lagi. 

Apa diwariskan terus-menerus di luar 

negeri? Njenengan sekarang bisa lihat, 

njenengan ke luar dari luar negeri 

njenengan kondisinya kayak gini. Apa 

mau seperti ini terus? Kehidupan ini 

terus diwariskan? Kita perlu sharing, 

kita perlu ngobrol biar pengalaman-

pengalaman njenengan di sana yang 

manis yang pahit itu bisa didengar 

umum’.” (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, 

Rabu 25 Agustus 2021). 

Pada tahun 2011–bertepatan adanya 

penawaran program kerja sama dengan Tifa 

Foundation yang didanai oleh World Bank – 

FWBM secara “resmi” dideklarasikan. Namun 

dalam pelaksanaan program tersebut, Tifa 

Foundation menggunakan istilah CBO 

(Community Based Organization) untuk 

menyebut FWBM dan istilah CO (Community 

Organizer) untuk menyebut pegiat/koordinator 

FWBM. CBO ini tersebar di tiga kecamatan, 

yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Di 

tiap kecamatan tersebut terdapat CBO di 10 desa, 

sebagaimana dipaparkan oleh informan pegiat 

FWBM: 

“Di 2011 kita deklarasi namanya Forum 

Warga Buruh Migran (FWBM). 

Kemudian waktu kita dengan Tifa itu ada 

istilah CBO dan CO. CBO Community 

Based Organization itu ya FWBM, CO 

itu Community Organizer orangnya, 

koordinatornya. CBO dan CO itu untuk 

bahasa proyeknya Tifa. […] Tifa itu juga 

punya program yang arahnya ke situ 

(pemberdayaan eks buruh migran) 
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sehingga kemudian kita mencoba 

melakukan komunikasi yang akhirnya 

kemudian kita bisa kerja sama.” (HS, 40 

tahun, pegiat FWBM, Selasa 24 Agustus 

2021). 

Adapun karakteristik anggota FWBM yang 

menjadi subjek garapan FWBM yaitu mayoritas 

purna-PMI Singapura atau Malaysia, berjenis 

kelamin perempuan, low-educated (SD atau 

SMP), eks domestic worker (eks pekerja rumah 

tangga atau sektor informal), keluarga PMI 

(suaminya masih bekerja di Malaysia), dan rata-

rata usianya berkisar 35-50 tahun. Beberapa 

informan selaku pegiat FWBM menyatakan 

bahwa pada dasarnya sasaran program 

pemberdayaan komunitas FWBM terbuka untuk 

masyarakat luas (para PMI, purna-PMI, dan 

keluarganya, bahkan calon PMI sekalipun). 

Lebih lanjut, jangkauan program pemberdayaan 

komunitas FWBM berbasis pada kedekatan 

wilayah domisili atau dusun-dusun (RT/RW) dari 

para purna-PMI. Hal ini supaya lebih 

memudahkan dalam berkoordinasi. Namun, basis 

wilayah domisili ini tidaklah kaku, sebab jika ada 

purna-PMI yang berbeda wilayah domisili atau 

dusun, maka boleh saja mereka bergabung.  

FWBM sebagai Organisasi Berbasis 

Komunitas 

Organisasi berbasis komunitas atau Community 

Based Organization (CBO) memiliki sebutan 

yang berbeda-beda di berbagai wilayah, seperti 

asosiasi pengembangan komunitas (community 

development associations), 

perkumpulan/kelompok/forum/asosiasi 

(societies), organisasi kesejahteraan (welfare 

organizations), paguyuban-kekerabatan 

(neighborhood councils), dan perhimpunan 

(united community) (Agbola & Tunde, 1998, 

dalam Ali & Khan, 2015). Namun, Chechetto-

Salles dan Geyer (2006) mendefinisikan CBO 

sebagai organisasi yang menyediakan berbagai 

pelayanan sosial di tingkat lokal. CBO 

merupakan organisasi nirlaba (non-profit 

organisation) yang kegiatan-kegiatannya 

didasarkan terutama pada upaya sukarela. Oleh 

karena itu, CBO sangat bergantung pada 

kontribusi kerja-kerja para relawannya dan 

dukungan material serta keuangan dari donatur. 

Dapat disimpulkan, karakteristik CBO meliputi 

(i) berorientasi pada layanan; (ii) bertindak di 

tingkat lokal; (iii) bersifat nirlaba; dan (iv) 

berdasarkan kerja-kerja sosial/asas kesukarelaan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan 

kerangka pemikiran CBO sebagai suatu 

organisasi nirlaba yang terletak dalam komunitas 

tertentu, keanggotaannya bersifat lokal, 

aktivitasnya didasarkan pada asas kesukarelaan 

dengan tujuan bersama/kolektif untuk 

kesejahteraan komunitas yang bersangkutan. 

FWBM bisa dikategorikan sebagai CBO 

organisasi berbasis komunitas lokal karena 

FWBM berorientasi pada pelayanan sosial 

(pemberdayaan) di tingkat lokal. Dapat dipahami 

bahwa jejak langkah FWBM dibentuk untuk 

mewadahi tidak hanya bagi para PMI, purna-PMI 

di daerah asal (di desa/kampung halaman) dan 

keluarganya, tetapi juga calon PMI. Dalam 

aktivitasnya, FWBM selalu berupaya mengatasi 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para 

anggotanya. Terlebih lagi, aktivisme FWBM 

didasarkan pada asas kesukarelaan (nirlaba) 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

para anggotanya.  

Lebih lanjut, Ali dan Khan (2015) 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara CBO dan pengembangan komunitas 

(kesejahteraan komunitas), salah satunya melalui 

pemberdayaan komunitas. CBO berperan 

penting dalam mengedukasi dan mendorong 

penduduk lokal dalam pemecahan masalah. 

Dalam konteks ini, CBO memiliki kapasitas 

untuk membantu mereka memilah permasalahan 

dan menyelesaikannya secara bersama. 

Demikian juga yang terjadi di FWBM, 

perumusan program pemberdayaan FWBM 

berbasis pada apa yang menjadi permasalahan 

dan kebutuhan para anggotanya. FWBM 

menyadari sejatinya para anggota komunitaslah 

yang lebih tahu apa yang dibutuhkannya. 

Dapat dikatakan bahwa FWBM mempunyai 

kapasitas dalam pemberdayaan komunitas purna-

PMI. Menurut Mattessich (2009), kapasitas ini 

disebut sebagai kapasitas sosial yang meliputi 

kemampuan komunitas dalam mengidentifikasi 

kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain, 
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FWBM pada dasarnya memiliki kemampuan 

(meskipun masih tampak sederhana dan memiliki 

keterbatasan) dalam mengorganisasikan diri 

mereka sendiri guna mengatasi permasalahan 

yang dihadapi oleh para anggotanya (calon 

PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya). Hal ini 

terbukti dari aktivisme FWBM yang hingga kini 

masih terus berjalan. Salah satunya di Desa 

Danasri Kidul yang dalam perkembangannya 

kemudian tidak hanya dimotori oleh kader-kader 

Lakpesdam, tetapi juga Fatayat NU Kabupaten 

Cilacap. Hingga tahun 2021, anggota FWBM 

yang merupakan purna-PMI di desa ini sudah 

mencapai ratusan orang. Situasi ini menunjukkan 

bahwa FWBM sebagai organisasi berbasis 

komunitas tidak bisa dikesampingkan. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan Darmajanti (2002) 

yang menekankan bahwa pelaksanaan 

pemberdayaan komunitas untuk memperbaiki 

kondisi kehidupan para anggotanya perlu 

mempertimbangkan keberadaan organisasi 

berbasis komunitas yang telah ada, baik dari 

dinamika berorganisasi, kinerja, maupun 

jaringan kerja sama. 

Program Pemberdayaan Komunitas Purna-

PMI di FWBM 

Ife dan Tesoriero (2006) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan komunitas artinya menyediakan 

sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan 

keterampilan kepada para anggotanya untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam 

memperbaiki kondisi atau kualitas 

kehidupannya. Dalam praktiknya, pemberdayaan 

komunitas sangat berbeda-beda. Banyak 

program pemberdayaan komunitas yang 

berupaya membangun dengan fokus hanya pada 

satu bidang dan mengabaikan bidang-bidang 

lainnya. Sebagai contoh, pemberdayaan yang 

berfokus pada bidang pendidikan tetapi 

mengabaikan bidang ekonomi, kesehatan, dan 

bidang sosial lainnya. Di sisi lain, banyak juga 

program pemberdayaan komunitas yang berpijak 

pada asumsi bahwa dimulai bidang ekonomi, 

maka bidang sosial lainnya akan mengikuti. Poin 

pentingnya yaitu pemberdayaan komunitas yang 

hanya fokus pada satu bidang sudah pasti akan 

gagal karena didasarkan pada pemikiran linear, 

bukan pendekatan holistik. Namun, dalam situasi 

tertentu, tidak semua bidang akan mendapat 

prioritas yang sama antara komunitas yang satu 

dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan 

komunitas. 

Berdasarkan analisis hasil wawancara 

mendalam dan FGD, peneliti menemukan 

gambaran tentang berbagai program 

pemberdayaan komunitas purna-PMI yang 

terdapat di FWBM. Berbagai program 

pemberdayaan tersebut setidaknya bisa 

dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu 

ekonomi, teknologi informasi komunikasi (TIK), 

hukum, dan mental-psikologis.  

Dalam bidang ekonomi, FWBM menyadari 

perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan produktif 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. Oleh karena itu, FWBM telah dan 

masih melaksanakan beragam kegiatan 

diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, 

menjahit, membuat kue, keripik, produksi telur 

asin, bakso, fried chicken, dan lain sejenisnya. 

Salah satu terobosan yang berhasil dan kemudian 

menjadi kekuatan aktivisme FWBM yakni 

mendirikan Koperasi Serba Usaha Baitulmaal 

Wattamwil (BMT) Buruh Migran (Bumi) 

Sejahtera pada tahun 2015. Hingga kini koperasi 

tersebut masih berjalan. Tidak hanya melayani 

simpan-pinjam, koperasi ini juga mewadahi 

produk-produk olahan dari para anggotanya 

seperti kue, keripik, telur asin, dan lain 

sejenisnya. Di sini tampak suatu alternatif dari 

FWBM yang mengelaborasi konsep koperasi 

dengan mini-market untuk memasarkan berbagai 

produk dari purna-PMI, seperti yang 

diungkapkan oleh informan berikut ini.  

“Alhamdulillah, kalau koperasinya 

sampai detik ini saya pertahankan agar 

menjadi kekuatan kita […] bisa 

mengembangkan usaha. Koperasi kita 

bukan hanya simpan-pinjam tapi sudah 

merambah ke jual-beli dari produk-

produk punya teman-teman mantan TKI 

dijual di koperasi.” (TH, 45 tahun, pegiat 

FWBM, Rabu 25 Agustus 2021). 

Kehadiran koperasi ini memberikan 

dampak positif khususnya bagi para anggotanya 

dan umumnya masyarakat luas di sekitar. Mereka 

bisa sewaktu-waktu meminjam uang ke koperasi 
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pada saat mereka membutuhkan dana mendadak 

seperti untuk biaya pendidikan anak serta 

perawatan anak atau anggota keluarganya yang 

sakit. Selain itu, mereka dapat meminjam uang di 

koperasi untuk mengembangkan usaha, misalnya 

warung sembako. Beberapa informan 

menyatakan bahwa yang menjadi nilai tambah 

dari proses pinjaman di koperasi ini adalah 

mudah, tidak berbelit-belit, dan cepat. Hal ini 

dilandasi adanya rasa kepercayaan yang tinggi di 

antara anggota FWBM. 

Salah satu tantangan yang masih dihadapi 

dalam pemberdayaan pada bidang ekonomi 

adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan 

FWBM untuk merubah pola pikir para purna-

PMI agar tetap mempunyai semangat dan jiwa 

kewirausahaan. Hal ini diakui oleh para pegiat 

FWBM bahwasanya semangat dan jiwa 

kewirausahaan para purna-PMI masih tergolong 

lemah. Artinya, bukan hanya persoalan modal 

usaha (uang) melainkan juga terkait dengan pola 

pikir (mindset). Dalam pandangan otokritiknya 

para pegiat FWBM mengungkapkan bahwa 

manakala pola pikir belum berubah (berjiwa 

wirausahawan) “yang tahan banting” maka 

seberapa pun besar modal usaha yang diberikan 

tidak akan berpengaruh signifikan terhadap 

perkembangan usahanya. Temuan penelitian ini 

sejalan dengan kajian IOM dkk. (2021) yang 

mengungkapkan bahwa akses permodalan dan 

perubahan pola pikir dari purna-PMI itu sendiri 

diperlukan untuk mendukung kewirausahaan 

para purna-PMI. 

Terkait pemberdayaan bidang teknologi 

informasi komunikasi (TIK), FWBM awalnya 

hanya menggagas upaya untuk memupuk 

kepercayaan diri para anggotanya dengan cara 

melatih mereka supaya berani menceritakan 

pengalaman-pengalamannya dalam bentuk 

tulisan di media sosial (Facebook). Oleh karena 

itu, FWBM melakukan pelatihan menulis 

reportase sederhana dan memberikan 

pengetahuan bermedia sosial yang baik. Dari 

sinilah kemudian mereka cukup terampil untuk 

membagikan berbagai pengalamannya saat 

menjadi PMI, baik suka maupun duka, agar 

diketahui oleh masyarakat luas terutama di laman 

Facebook. Kemampuan tersebut juga digunakan 

oleh mereka pada saat membantu orang lain, 

dalam arti tidak hanya sesama purna-PMI tetapi 

juga non-PMI. Dapat dikatakan, FWBM 

membekali para anggotanya kemampuan 

mendasar untuk menggali data/informasi dan 

menuliskan kronologi dari sebuah permasalahan. 

Penting juga digarisbawahi bahwa pada 

bulan September 2020 yang lalu telah 

dilaksanakan pelatihan digital marketing di 

FWBM. Pelatihan tersebut terselenggara atas 

kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemkominfo) dengan Universitas 

Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. 

Pelatihan tersebut diberikan dalam rangka 

menjawab kebutuhan para anggota FWBM yang 

mayoritas sudah memiliki usaha produk-produk 

olahan tetapi masih menghadapi kendala 

pemasaran. Situasi ini diungkapkan oleh 

informan anggota FWBM sebagai berikut.  

“Selain modal, kalau bisa jualan online 

bisa lebih luas lagi. Kayak kemarin saya 

bawa ke Yogja, dari dia berapa terus 

saya tawarin ke temen, saya titipkan ke 

warung temen, saya online [melalui WA 

saja] juga sampai ke Papua ke Bali saya 

kirimin.” (RF, 38 tahun, anggota FWBM, 

peserta FGD, Minggu 19 September 

2021). 

Dalam pelatihan-pelatihan digital 

marketing semacam ini FWBM seringkali 

berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti 

Unsoed Purwokerto, Universitas Amikom 

Yogyakarta, dinas-dinas terkait, dan komunitas 

wartawan/pers lokal Kabupaten Cilacap. Peserta 

pelatihan ini tidak hanya anggota FWBM, tetapi 

salah satu anggota keluarga juga diikutsertakan 

supaya mereka melek teknologi digital. 

Pengetahuan yang diberikan seperti penggunaan 

gawai, yang selain untuk komunikasi juga bisa 

untuk mengemas dan memasarkan produk usaha 

secara digital. Artinya, FWBM sudah menyadari 

bahwa praktik-praktik TIK sederhana semacam 

itu juga penting dalam proses pemberdayaan bagi 

para purna-PMI, terutama dalam mengakselerasi 

kewirausahaan para anggotanya. Hal ini sejalan 

dengan studi Wahyono dkk. (2019) dan Laksono 

dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan 

di bidang TIK memiliki peranan penting dalam 
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proses pengembangan kewirausahaan di desa 

asal PMI, terutama untuk meningkatkan 

kemampuan digitalisasi pemasaran produk. 

Selanjutnya, langkah awal FWBM dalam 

pemberdayaan di bidang hukum adalah melalui 

kegiatan diskam dalam melakukan sosialisasi 

atau edukasi para anggotanya mengenai berbagai 

kebijakan yang terkait dengan pelindungan 

(termasuk pemberdayaan) purna-PMI dan 

keluarganya. Edukasi tentang hukum ini 

membahas peraturan perundang-undangan mulai 

dari kebijakan tingkat pusat (seperti UU No. 18 

Tahun 2017), tingkat daerah (seperti peraturan 

daerah Kabupaten Cilacap), sampai dengan di 

tingkat desa (seperti peraturan desa). Edukasi ini 

oleh FWBM dikenal dengan sebutan pelatihan 

paralegal. Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman yang komprehensif 

serta sensitivitas anggota FWBM terhadap 

implementasi dari berbagai kebijakan khususnya 

yang terkait dengan nasib para purna-PMI.  

Untuk kepentingan ini, FWBM menggandeng 

para advokat probono yaitu advokat yang 

memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma/gratis kepada kelompok masyarakat yang 

tidak mampu. Para advokat probono ini antara 

lain dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain 

menjadi narasumber, para advokat tersebut 

sekaligus menjadi mentor para anggota FWBM 

melalui praktik-praktik pendampingan dan 

advokasi kasus hukum. 

Dari semua upaya pemberdayaan hukum 

yang dilakukan, FWBM diharapkan tidak hanya 

mampu menangani permasalahan hukum yang 

menimpa para anggotanya ataupun keluarganya, 

tetapi juga menjadi paralegal bagi masyarakat 

luas di sekitarnya. Namun, FWBM selalu 

menekankan bahwa menjadi paralegal 

merupakan kerja sosial ‘panggilan hati’ dalam 

arti tanpa mengharapkan imbalan satu rupiah 

pun. Selain itu menjadi paralegal juga harus 

bertindak penuh kehati-hatian dengan tetap 

mengacu pada aturan/norma yang berlaku serta 

berkonsultasi dengan para advokat probono baik 

dari SBMI maupun LBH. Beberapa pegiat 

FWBM menyatakan bahwa pemberdayaan di 

bidang hukum telah cukup membuahkan hasil. 

Hal ini diindikasikan dari catatan FWBM dari 

tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa laporan 

kasus yang menimpa calon PMI/PMI/purna-PMI 

dan keluarganya cenderung terus menurun. 

Cahyani dkk. (2019) juga mengungkapkan 

bahwa paralegal FWBM berpartisipasi secara 

aktif dalam memberikan pendampingan dan 

advokasi kasus hukum. Mereka melakukan 

penyelesaian kasus di luar pengadilan atau 

nonlitigasi melalui mediasi dan negosiasi, yang 

berdampak pada penurunan jumlah kasus yang 

dialami oleh calon PMI/PMI/purna-PMI dan 

keluarganya. 

Pendampingan dan advokasi hukum bagi 

para purna-PMI di FWBM juga dilakukan 

bersamaan dengan pendampingan mental-

psikologisnya, seperti diungkapkan oleh para 

pegiat FWBM. Alasannya, mengingat 

permasalahan yang sering ditemui pada PMI 

umumnya adalah kekerasan fisik, gaji yang tidak 

dibayar serta tidak memiliki asuransi kesehatan. 

FWBM menyebutkan bahwa pernah menangani 

suatu kasus purna-PMI yang ketika pulang dari 

luar negeri tidak membawa apa-apa, yang 

melekat hanya baju yang dipakainya, dan dengan 

kondisi tidak bisa berjalan akibat dianiaya oleh 

majikannya. Singkatnya, permasalahan yang 

dialami bukan hanya pada kondisi fisik tetapi 

juga juga kesehatan mental-psikologis purna-

PMI tersebut. Iqbal (2019) mengungkapkan 

bahwa ancaman stres dan gangguan psikologis 

PMI bisa berujung pada tindakan bunuh diri. 

Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan 

dan pendampingan terkait dengan kesehatan 

mental-psikologis PMI, termasuk purna-PMI. 

Terkait hal itu, FWBM melakukan 

pemberdayaan di bidang mental-psikologis 

berupa upaya pengobatan dan rehabilitasi 

anggotanya baik secara fisik maupun mental-

psikologis agar tetap semangat untuk bangkit 

menjalani kehidupan lagi. Pemberdayaan ini 

tentunya dengan melibatkan tenaga medis dan 

psikolog untuk memberikan pendampingan. 

Hal lain yang dilakukan FWBM dalam 

pemberdayaan di bidang mental-psikologis 

adalah mengadakan kegiatan kebersamaan dan 

menciptakan suasana yang nyaman dengan 

melibatkan partisipasi para anggotanya. Dari 

kegiatan ini diharapkan kemudian muncul rasa 

memiliki (sense of belonging) dan ikut serta 
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bertanggung jawab bersama di dalam FWBM 

(sense of community), seperti yang diungkapkan 

oleh informan berikut ini.  

“[di FWBM] Ada kegiatan yang untuk 

siraman rohani, pengajian. Seminggu 

sekali, tiap hari minggu. [FWBM] 

sebagai tempat kumpul, kita sharing, 

sebagai wadah kita untuk curhatanlah.” 

(ST, 46 tahun, anggota FWBM, peserta 

FGD, Minggu 19 September 2021). 

Dapat dikatakan bahwa FWBM merupakan 

“ruang/rumah bersama” untuk berbagi terkait 

dengan berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh para anggotanya. Beberapa informan peserta 

FGD mengungkapkan bahwa secara psikologis 

ketika ada permasalahan yang diceritakan kepada 

“teman yang senasib-sepenanggungan” di 

FWBM, maka mereka akan merasa lega. Hal ini 

dikarenakan mereka akan mendapatkan 

tanggapan berupa masukan atau solusi atas 

permasalahannya. Hal ini sejalan dengan 

Yuniarto (2019) yang menyimpulkan bahwa 

komunitas pekerja migran sebagai bagian dari 

lembaga/organisasi pemberdayaan berperan 

sebagai “teman” untuk memberikan bantuan bagi 

anggotanya yang membutuhkan. Peran tersebut 

juga dapat dilihat sebagai “agen yang tidak 

terlihat” untuk membangun kesetiakawanan 

sosial dan kebersamaan. 

Tantangan Keberlanjutan Program 

Pemberdayaan Komunitas Purna-PMI 

FWBM 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya 

kapasitas komunitas FWBM sebagai suatu 

organisasi berbasis komunitas lokal guna 

pelaksanaan pemberdayaan komunitas purna-

PMI di daerah asal. Pada konteks ini, FWBM 

tentu perlu dijaga eksistensinya. Sebagaimana 

diketahui, FWBM secara ‘resmi’ dideklarasikan 

pada tahun 2011, tetapi sebetulnya praktik-

praktik pemberdayaan komunitas purna-PMI di 

daerah asal di Kabupaten Cilacap telah dilakukan 

sejak tahun 2008. Kerja sama dengan Tifa 

Foundation pada tahun 2011 semakin 

meneguhkan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap 

melalui FWBM untuk melaksanakan berbagai 

program pemberdayaan komunitas purna-PMI. 

Kendatipun program kerja sama dengan Tifa 

Foundation sudah berakhir pada tahun 2014, 

berbagai bidang program pemberdayaan tersebut 

masih berjalan hingga saat ini. Dalam 

perkembangan pengorganisasiannya, berbagai 

bidang program pemberdayaan komunitas purna-

PMI FWBM di Desa Danasri Kidul tidak hanya 

dimotori oleh Lakpesdam, tetapi juga oleh 

Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Tentunya 

dengan beragam bentuk penyesuaian program 

seiring kebutuhan dari para anggota FWBM itu 

sendiri.  

Aktivisme FWBM dalam memberdayakan 

komunitas purna-PMI senantiasa berpijak pada 

kebutuhan para anggotanya “dari bawah” 

(bottom-up). Hal ini dapat memperkuat 

komitmen dan ownership terhadap program 

pemberdayaan tersebut, serta untuk 

keberlanjutan program bagi komunitas FWBM 

itu sendiri. Pada akhirnya, program 

pemberdayaan komunitas purna-PMI melalui 

FWBM dapat meningkatkan kualitas kehidupan 

para anggotanya menjadi lebih berdaya, mandiri, 

dan sejahtera. 

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa 

dalam pelaksanaan berbagai program 

pemberdayaan komunitas purna-PMI, FWBM 

masih menghadapi beberapa kendala seperti 

terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pegiat 

FWBM yang bersedia untuk menjadi relawan 

lapangan dalam arti bisa siap-sedia setiap waktu 

untuk mengelola dan mampu memfasilitasi 

pemecahan masalah para anggotanya. Kendala 

lainnya yaitu meskipun pada umumnya kegiatan 

pelatihan dalam program pemberdayaan tersebut 

tidak dipungut biaya, FWBM tetap harus 

menyiapkan dana swadaya untuk biaya 

operasional. Meskipun sudah ada iuran anggota, 

pada prinsipnya FWBM tidak ingin biaya 

operasional menjadi beban para anggotanya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

adanya berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh purna-PMI di daerah asal di Desa Danasri 

Kidul Kecamatan Nusawungu, Kabupaten 

Cilacap. Hal ini mendorong FWBM yang 

diinisiasi dan dimotori oleh kader-kader NU 
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Kabupaten Cilacap (Lakpesdam dan Fatayat) 

pada tingkatan akar rumput–RT/RW/dusun– 

berupaya untuk mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut. Adapun aktivisme 

FWBM dimanifestasikan dalam program 

pemberdayaan komunitas purna-PMI dan 

keluarganya.  

Keberadaan FWBM menjadi penting dalam 

kapasitasnya sebagai organisasi berbasis 

komunitas lokal. Dengan pendekatan holistik, 

FWBM membantu purna-PMI dalam 

mengorganisasikan diri mereka sendiri (dan 

keluarganya), mengidentifikasi permasalahan, 

kebutuhan, menyusun perencanaan, dan 

pemecahan masalah/solusi bersama. Empat 

bidang program pemberdayaan di FWBM adalah 

ekonomi, TIK, hukum, dan mental-psikologis. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan program 

pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan 

dengan baik, dalam arti meningkatkan 

kemampuan para purna-PMI dan keluarganya 

untuk memperbaiki kondisi atau kualitas 

kehidupannya agar bisa lebih berdaya, mandiri, 

dan sejahtera. Namun demikian, FWBM 

menghadapi beberapa kendala seperti 

terbatasnya SDM (relawan) dan finansial. 

Penelitian ini membuktikan bahwa organisasi 

berbasis komunitas lokal memiliki kontribusi dan 

peranan yang penting dalam keberhasilan 

program pemberdayaan komunitas. Oleh karena 

itu, secara praktis, penelitian ini 

merekomendasikan kepada pemerintah 

(Kemnaker dan BP2MI) agar memprioritaskan 

organisasi berbasis komunitas lokal untuk bisa 

menjadi alternatif model pemberdayaan 

komunitas purna-PMI dan keluarganya di daerah 

asal. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18 

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, pemberdayaan tersebut meliputi 

pemberdayaan sosial dan pemberdayaan 

ekonomi bagi purna-PMI. Lebih jauh dari itu, 

FWBM tidak hanya melakukan pemberdayaan di 

bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga 

melingkupi bidang TIK, hukum, dan mental-

psikologis. Secara akademik, peneliti 

menyarankan penelitian selanjutnya 

menggunakan metode Participatory Rural 

Appraisal (PRA). Dengan demikian, peneliti 

terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam 

setiap tahapan program pemberdayaan 

komunitas, mulai dari tahap perencanaan, 

implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. 

Melalui metode PRA, penelitian selanjutnya 

diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih 

mendalam sehingga dapat memperkaya analisis 

teoretis yang masih jarang dikaji, utamanya 

terkait dengan organisasi berbasis komunitas 

lokal dalam pemberdayaan komunitas yang 

berkelanjutan.  
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ABSTRACT 

Various studies have explored the relationship between visual impairment and poverty. This study aims to 

enrich understanding on the relationship between poverty and visual disability in the Indonesian context. This 

study uses data from Wave 5 of the Indonesian Family Life Survey (IFLS), focused on individuals aged 25 and 

above in 2014. The method used in this study consists of descriptive analysis and logistic regression. This study 

found that there is no relationship between poverty and visual impairment. The empirical result shows that people 

who experienced visual disability tend to have a lower probability of being poor in 2014 compared to people 

without visual disability. Poor persons also have lower probability to be visually disabled in 2014. This finding 

tends to be slightly different from previous research which showed the bidirectional relationship between poverty 

and visual disability. This difference might be due to the indicator of visual disability used in this study. Based 

on the IFLS data, people with visual disability come from a non-poor family so that they were able to perform 

medical check up, including eye health check. The results of this study indicate that a person with visual disability 

is capable of performing various activities, including productive activities. They are also able to work and create 

income. Thus, there is the possibility that they do not experience severe visual disability 

Keywords: poverty, visual disability, IFLS 

 
ABSTRAK 

Berbagai studi telah mengkaji hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk 

memperkaya pemahaman tentang hubungan dua variabel tersebut pada konteks Indonesia. Data yang digunakan 

dalam studi ini adalah data gelombang 5 dari Indonesian Family Life Survey (IFLS), dan berfokus pada individu 

berusia 25 tahun ke atas di tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan regresi 

logistik. Studi ini menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kemiskinan dan disabilitas netra. Hasil empiris 

menunjukkan bahwa individu yang mengalami disabilitas netra berisiko lebih rendah untuk mengalami 

kemiskinan di tahun 2014 dibandingkan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Individu yang miskin 

cenderung lebih rendah risikonya untuk mengalami disabilitas netra di tahun 2014. Temuan ini cenderung sedikit 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa individu miskin berisiko tinggi untuk 

mengalami disabilitas netra dan sebaliknya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh penggunaan indikator 

disabilitas netra dalam studi ini yang mengacu pada diagnosis mengalami gangguan penglihatan oleh tenaga 

kesehatan. Berdasarkan data IFLS, individu dengan disabilitas netra berasal dari keluarga yang tidak termasuk 

dalam kategori miskin sehingga mampu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata. Individu dengan 

disabilitas netra masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas termasuk melakukan kegiatan yang produktif, 

seperti bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kemungkinan individu tersebut tidak mengalami 

disabilitas netra yang cukup parah. 

 

Kata kunci: kemiskinan, disabilitas netra, IFLS  
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PENDAHULUAN 

Penglihatan merupakan salah satu hal penting 

bagi seseorang. WHO (2019) menyebutkan 

bahwa penglihatan diperlukan dalam berbagai 

aspek, seperti ketika individu melakukan 

komunikasi secara langsung (face to face) 

dengan individu lainnya, tumbuh kembang anak, 

serta kemungkinan individu untuk mengakses 

kesehatan, bekerja, dan menghasilkan 

pendapatan. Sekitar 2,2 miliar penduduk dunia 

mengalami disabilitas netra, baik jarak dekat 

maupun jarak jauh.1 Sementara itu, terdapat 34,9 

juta orang yang mengalami disabilitas netra di 

tahun 2020 atau sekitar 12,8% dari total populasi 

di Indonesia.2  

Pizzarello dkk. (2004) menyatakan bahwa 

jumlah individu yang mengalami gangguan 

penglihatan akan semakin meningkat apabila 

tidak ada upaya pencegahan. Peningkatan 

populasi yang mengalami gangguan penglihatan 

juga dipengaruhi oleh peningkatan populasi yang 

berusia lanjut. Studi Gooding (2006) 

menjelaskan bahwa disabilitas netra 

menyebabkan keterbatasan untuk mengakses 

layanan dasar (seperti kesehatan dan 

pendidikan), mendapatkan nutrisi yang memadai, 

dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, 

Popivker dkk. (2010) menyebutkan gangguan 

pada penglihatan berpotensi menghambat 

individu untuk menjadi kaya, memiliki status 

sosial, dan rencana untuk berkeluarga.  

Gangguan penglihatan telah menjadi isu 

serius sehingga WHO dan IAPB menerbitkan 

Vision 2020: The Right to Sight Initiative pada 

tahun 1990. Dokumen tersebut berisi upaya 

untuk mengurangi gangguan penglihatan dan 

upaya pencegahan terhadap terjadinya penyebab 

gangguan penglihatan, seperti katarak, 

kekurangan vitamin A, dan glaukoma. Seiring 

dengan kepedulian WHO untuk mengurangi dan 

melakukan pencegahan gangguan penglihatan, 

Indonesia juga berkomitmen untuk turut serta 

dalam melakukan upaya untuk mengurangi dan 

mencegah gangguan penglihatan penduduknya. 

 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-

visual-impairment 
2 https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/magnitude-and-

projections/countries/ 
3 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY 

Upaya tersebut tercermin dari diratifikasinya 

Vision 2020: The Right to Sight Initiative pada 

tahun 2000. Sebagai bentuk nyata dari 

implementasi inisiatif tersebut, Kementerian 

Kesehatan Indonesia menerbitkan Peta Jalan 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017–

2030. Dokumen tersebut berisi enam pilar sistem 

kesehatan yang terdiri atas tata kelola 

(governance), sumber daya manusia, 

peningkatan akses ke layanan, pengelolaan 

keuangan, teknologi dan peralatan kesehatan, dan 

sistem informasi kesehatan. Tujuan peta jalan ini 

adalah agar warga negara Indonesia memiliki hak 

yang sama untuk melihat. Selain itu, bagi yang 

mengalami gangguan penglihatan, mereka tetap 

dapat memperoleh peluang yang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki (Kementerian Kesehatan, 

2017). 

Di sisi lain, kemiskinan telah menjadi isu 

yang terus menerus dibahas dalam ilmu ekonomi 

hingga saat ini. Persentase penduduk miskin 

global menurun dari 27,7% pada tahun 2000 

menjadi 8,6% di tahun 2018.3 Namun, persentase 

kemiskinan global kembali meningkat pada 

tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. 

Persentase kemiskinan pada tahun 2020 

diprediksi meningkat menjadi 9,1% atau 9,4%.4 

Persentase kemiskinan pada Indonesia juga 

menunjukkan tren penurunan dari 16,58% pada 

tahun 2007 menjadi 9,22% pada tahun 20195. 

Persentase kemiskinan di Indonesia kembali 

meningkat pada tahun 2020 menjadi 10,19% 

karena pandemi Covid-19. Namun, persentase 

kemiskinan di Indonesia kembali menunjukkan 

penurunan menjadi 9,71% pada tahun 2021. 

Terkait dengan disabilitas netra dan 

kemiskinan, Sen (2009) memperkenalkan konsep 

capability approach yang menekankan 

kebebasan untuk melakukan apa yang mereka 

ingin lakukan. Dalam konsep capability 

approach, setiap individu memiliki memiliki 

keterbatasan (constraint) yang berbeda. 

Kemiskinan dan disabilitas merupakan bentuk 

dari capability deprivation (Sen, 2009). Individu 

yang mengalami kemiskinan memiliki 

4 https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-

extreme-poor-by-2021 
5 https://bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-

p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html 
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keterbatasan untuk mengakses peluang yang ada, 

seperti kesehatan. Terbatasnya peluang yang 

dapat diakses membuat individu kesulitan untuk 

keluar dari kemiskinan. Sementara itu, individu 

dengan disabilitas biasanya hidup dalam 

kemiskinan karena kondisi disabilitas yang 

dialami membatasi kemampuan individu tersebut 

untuk mengakses peluang. 

Secara umum, kemiskinan dan disabilitas 

saling memengaruhi satu sama lain (Pinilla-

Roncancio, 2015). Individu dengan disabilitas 

cenderung memiliki biaya ekstra karena kondisi 

disabilitas mereka. Kondisi disabilitas yang 

dialami individu berdampak pada keterbatasan 

akses terhadap pendidikan, pekerjaan, jejaring 

sosial, kesehatan, dan legal. Keterbatasan akses 

tersebut membuat individu dengan disabilitas 

memiliki keterampilan dan self-esteem yang 

rendah, kesehatan yang buruk, human capital 

yang rendah, rendahnya kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan, dan rendahnya 

kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. 

Faktor-faktor tersebut kemudian menyebabkan 

penyandang disabilitas cenderung rentan untuk 

menjadi miskin. Studi Pinilla-Roncancio dkk. 

(2020) menunjukkan bahwa individu dengan 

disabilitas menghadapi risiko kemiskinan yang 

lebih tinggi dibandingkan individu tanpa 

disabilitas. 

Secara spesifik, disabilitas netra dan 

kemiskinan diduga saling berhubungan 

(Jaggernath dkk., 2014; Kuper dkk., 2008). 

Hubungan antara kemiskinan dan disabilitas 

(termasuk disabilitas netra) telah diuji oleh 

beberapa peneliti. Beberapa menyimpulkan 

korelasi yang positif dan beberapa yang lain 

menunjukkan korelasi yang negatif. Penelitian 

Jaggernath dkk. (2014) menunjukkan bahwa 

kemiskinan dapat meningkatkan risiko untuk 

mengalami disabilitas netra. Kemiskinan 

menyebabkan keterbatasan bagi individu untuk 

mengakses pendidikan, mendapatkan pekerjaan, 

memperoleh layanan kesehatan, serta mengakses 

air bersih dan sanitasi yang layak. Keterbatasan 

tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan 

individu, termasuk adanya gangguan penglihatan 

yang akhirnya menjadi disabilitas netra. 

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Arifin 

dan Ananta (2021) menunjukkan adanya korelasi 

positif antara disabilitas netra dan tingkat 

kemiskinan di Indonesia. Ketika kemiskinan 

semakin meningkat, kecenderungan untuk 

mengalami disabilitas netra juga meningkat.  

Pham dkk. (2013) menemukan adanya 

hubungan negatif antara anak-anak yang 

mengalami gangguan penglihatan dan 

pendapatan rumah tangga. Anak-anak dari rumah 

tangga kaya memiliki prevalensi disabilitas netra 

yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari 

rumah tangga miskin. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh tingginya jam belajar bagi anak-

anak yang berasal dari rumah tangga kaya 

dibandingkan jam belajar anak-anak dari rumah 

tangga miskin. Selanjutnya, studi Roba dkk. 

(2020) menunjukkan bahwa umur dan 

kemiskinan berhubungan erat dengan 

kemungkinan terjadinya disabilitas netra. 

Lebih lanjut, para peneliti juga menganalisis 

hubungan antara kemiskinan dan disabilitas 

netra. Disabilitas netra dapat menyebabkan 

seseorang mengalami kemiskinan (Jaggernath 

dkk., 2014). Kondisi disabilitas netra yang 

dialami oleh individu menyebabkan mereka 

kesulitan untuk mengakses pendidikan dan 

layanan kesehatan serta peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, 

individu yang mengalami disabilitas netra 

menjadi kehilangan pendapatan dan kekurangan 

dana sehingga membuat mereka menjadi miskin. 

Selain itu, kondisi disabilitas netra yang dialami 

oleh individu berdampak pada buruknya nutrisi 

individu tersebut (Gladstone dkk., 2017; Jones & 

Bartlett, 2018). Salah satu penyebab rendahnya 

nutrisi pada individu dengan disabilitas netra 

adalah kesulitan mereka untuk berbelanja 

makanan (Jones dkk., 2019; Kostyra dkk., 2017).  

Hasil penelitian Kuper dkk. (2008) 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

katarak cenderung lebih miskin dibandingkan 

individu yang tidak mengalami katarak. Selain 

itu, kondisi disabilitas netra, yang dicerminkan 

dengan katarak, dapat menyebabkan kemiskinan 

karena berkurangnya kesempatan untuk bekerja. 

Namun, Bella dan Dartanto (2018) yang 

menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) tahun 2012 menemukan 
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bahwa rumah tangga dengan kepala rumah 

tangga seorang disabilitas netra cenderung tidak 

miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang 

dikepalai penyandang disabilitas dengan tipe 

selain disabilitas netra.  

Walaupun beberapa studi telah meneliti 

hubungan antara disabilitas, termasuk disabilitas 

netra, dan kemiskinan, namun studi dalam ranah 

ini masih terbatas (Banks dkk., 2017; Mont & 

Cuong, 2011; Pinilla-Roncancio, 2015). 

Keterbatasan data menjadi salah satu alasan 

masih terbatasnya studi mengenai hubungan 

kemiskinan dan disabilitas. Selain itu, Jaggernath 

dkk. (2014) menyatakan data kuantitatif yang 

komprehensif masih diperlukan untuk menguji 

hubungan antara kemiskinan dan disabilitas 

netra, juga sebaliknya. Keterbatasan data juga 

berdampak pada kurang bervariasinya metode 

penelitian yang digunakan oleh para peneliti 

untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan 

disabilitas (Bella & Dartanto, 2018). 

Berdasarkan research gap tersebut, studi ini 

menguji hubungan dua arah antara kemiskinan 

dan disabilitas netra pada tahun 2014 untuk kasus 

Indonesia dengan menggunakan data dari 

gelombang 5 Indonesian Family Life Survey 

(IFLS) yang dilakukan pada tahun 2014. Individu 

yang dikategorikan mengalami disabilitas netra 

adalah individu yang didiagnosis mengalami 

gangguan penglihatan oleh tenaga kesehatan. 

Hipotesis penulis adalah terdapat hubungan dua 

arah antara kemiskinan dan disabilitas netra, 

yang artinya individu yang miskin memiliki 

risiko yang lebih besar untuk mengalami 

disabilitas netra serta individu yang mengalami 

disabilitas netra lebih berisiko untuk menjadi 

miskin. Pada konteks Indonesia, penulis 

menduga individu yang mengalami disabilitas 

netra rentan untuk menjadi miskin karena 

berbagai keterbatasan yang dimiliki, misalnya 

akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan 

pekerjaan. Kemiskinan yang dialami juga dapat 

menjadi hambatan untuk mengakses layanan 

kesehatan sehingga individu dapat mengalami 

disabilitas netra. 

METODE PENELITIAN  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data gelombang 5 IFLS tahun 2014. Sampel 

penelitian ini merupakan responden yang berusia 

25 tahun ke atas pada tahun 2014. Total sampel 

yang digunakan sebanyak 19.319 individu. 

Konstruksi variabel yang digunakan dalam 

penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu 

ukuran kemiskinan dan ukuran disabilitas netra.  

Berbagai macam indikator dapat digunakan 

sebagai proksi kemiskinan. Banks dkk. (2017) 

menyebutkan beberapa proksi yang dapat 

digunakan sebagai indikator kemiskinan yang 

dikaitkan dengan disabilitas, yaitu pendapatan, 

aset, pengeluaran per kapita, dan status sosial 

ekonomi, seperti karakteristik perumahan, akses 

ke berbagai layanan, dan tingkat pendidikan. 

Bella dan Dartanto (2018) menggunakan poverty 

gap index sebagai ukuran kemiskinan. Pinilla-

Roncancio dkk. (2020) menggunakan ukuran 

kemiskinan berupa indeks kemiskinan 

multidimensional. Indikator kemiskinan dalam 

kajian ini berupa variabel biner, yaitu bernilai 1 

untuk miskin dan 0 untuk tidak miskin. 

Kemiskinan diukur dengan pengeluaran 

konsumsi per kapita dibandingkan dengan garis 

kemiskinan provinsi pada tahun 2014 yang 

dikeluarkan oleh BPS. Pengeluaran konsumsi per 

kapita dihitung dengan membagi jumlah total 

konsumsi rumah tangga dengan jumlah anggota 

rumah tangga (ART). Jumlah total konsumsi 

rumah tangga diambil dari Buku 1 Seksi 

Konsumsi Jenis Pangan dan Jenis Bahan Bukan 

Pangan. Sementara itu, jumlah anggota rumah 

tangga (ART) diambil dari Buku K Seksi 

Anggota Rumah Tangga. 

Dalam penelitian yang hanya secara spesifik 

melihat hubungan antara disabilitas netra dan 

kemiskinan, terdapat berbagai ukuran disabilitas 

netra yang digunakan. Kuper dkk. (2008) 

menggunakan indikator berupa individu yang 

mengalami katarak untuk mengukur visual 

impairment. Ukuran disabilitas netra yang lain 

digunakan oleh Murthy dkk. (2005), yaitu 

prevalensi kebutaan dan low vision. Terdapat tiga 

kategori, yaitu <6/60 in better eye; <3/60 in better 

eye; dan <6/18 - 6/60 better eye. Bella dan 

Dartanto (2018) mengacu pada indikator yang 

terdapat dalam data Susenas untuk mengukur 

gangguan penglihatan, yaitu ketidakmampuan 

untuk melihat setelah menggunakan kacamata, 

seperti low vision, buta warna, atau kebutaan 
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total. Selanjutnya, penelitian Arifin dan Ananta 

(2021) menggunakan ukuran disabilitas netra 

berupa kesulitan untuk melihat walaupun 

menggunakan kacamata. Sementara itu, untuk 

mengukur disabilitas netra, Pham dkk. (2013) 

menggunakan set pertanyaan yang 

direkomendasikan oleh Washington Group untuk 

mengidentifikasi gangguan dalam enam aspek, 

salah satunya adalah masalah gangguan 

penglihatan. Opsi jawaban yang tersedia untuk 

pertanyaan tersebut adalah tidak mengalami 

gangguan, gangguan dalam kategori ringan, 

gangguan dalam kategori sedang, dan gangguan 

dalam kategori berat. Pham dkk. (2013) 

mengklasifikasikan seseorang mengalami 

disabilitas netra apabila individu tersebut 

mengalami gangguan penglihatan dari kategori 

ringan, sedang, dan berat. Individu yang 

menjawab tidak memiliki gangguan atau masalah 

penglihatan kemudian dikategorikan tidak 

mengalami disabilitas netra. Dalam penelitian 

ini, variabel disabilitas netra tahun 2014 dibentuk 

dengan menggunakan pertanyaan CD01 Buku 3B 

Seksi Penyakit Kronis (CD). Dalam kuesioner 

IFLS tersebut, ditanyakan apakah responden 

yang berusia 15 tahun ke atas didiagnosis oleh 

tenaga kesehatan mengalami gangguan 

penglihatan atau tidak. Dalam data IFLS, level 

penglihatan tidak sempurna tidak dijabarkan 

secara terperinci (dari gangguan ringan hingga 

gangguan berat). Oleh karena itu, semua 

responden yang terdeteksi memiliki gangguan 

penglihatan akan dimasukkan sebagai disabilitas 

netra. Individu yang terdeteksi mengalami 

disabilitas netra diberikan kode 1. Individu 

lainnya yang tidak mengalami disabilitas netra 

diberikan kode 0.  

Selain melihat hubungan antara disabilitas 

netra dan kemiskinan, diperlukan penambahan 

variabel kontrol untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas mengenai hubungan antara 

disabilitas netra dan kemiskinan. Sen (2009) 

menjelaskan berbagai faktor dapat 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

mengakses peluang yang ada, seperti 

karakteristik individu, kondisi lingkungan, dan 

iklim sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

akan memasukkan beberapa variabel kontrol, 

yaitu karakteristik individu, karakteristik rumah 

tangga, dan lingkungan yang diambil dari data 

IFLS. Variabel kontrol yang digunakan tersaji 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel Kontrol 

Kategori Keterangan Sumber Pertanyaan 

Karakteristik Individu    

Jenis kelamin 1 = Laki–laki; 0 = Perempuan Buku K AR07 

Umur  Buku K AR09 

Pendidikan 1 = Pendidikan tinggi (SMA atau 

sederajat, Universitas); 0 = 

Pendidikan rendah (TK, SD atau 

sederajat, SMP atau sederajat) 

Buku 3A Seksi 

DL (pendidikan) 

DL06 

Status pernikahan 1 = Menikah; 0 = Lainnya Buku K AR13 

Status bekerja 1 = Bekerja; 0 = Tidak bekerja Buku K AR15a 

Pengeluaran kesehatan per 

kapita 

Rupiah Buku 1 KS08 dan 

KS09a 

Konsumsi sayur-mayur per 

kapita 

Persentase terhadap total 

konsumsi pangan per kapita 

Buku 1 KS02 dan 

KS03 

Karakteristik Rumah Tangga      

Jenis kelamin kepala rumah 

tangga 

1 = Laki–laki; 0 = Perempuan Buku K AR02 dan 

AR07 

Ukuran rumah tangga  Buku K SC17 

Lingkungan     

Wilayah perdesaan/perkotaan 1 = Perkotaan; 0 = Perdesaan Buku K SC05 

Jawa/Non-Jawa 1 = Jawa; 0 = Non-Jawa Buku K SC01 

Kepemilikan asuransi 

kesehatan/tunjangan kesehatan 

1 = Ya; 0 = Tidak Buku IIIB AK01 
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Sumber: Kuesioner IFLS 2014 

Untuk menguji hubungan dua arah antara 

kemiskinan dan disabilitas netra di Indonesia, 

penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif dan metode regresi logistik. Untuk 

model regresi logistik, terdapat dua model yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selain variabel 

independen utama (kemiskinan 2014 dan 

disabilitas netra 2014), pada empiris 

ditambahkan variabel kontrol. Model pertama 

menguji ada tidaknya hubungan kemiskinan dan 

disabilitas netra di tahun 2014, sebagai berikut.  

𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙14𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦14𝑖

+ 𝛽1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢14𝑖

+ 𝛽2𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛14𝑖

+  𝜀𝑖 

Keterangan: 

Visual14i  =  Indikator gangguan 

penglihatan/disabilitas netra 

tahun 2014 (1=mengalami 

disabilitas netra, 0 = tidak 

mengalami disabilitas netra) 

Poverty14i =  Indikator kemiskinan tahun 

2014 (1=miskin, 0= tidak 

miskin) 

Individui  =  Karakteristik individu (jenis 

kelamin, umur, pendidikan, 

status pernikahan, status 

bekerja, pengeluaran kesehatan, 

konsumsi sayur per kapita) 

Lingkungani  =  Kondisi lingkungan 

(kepemilikan asuransi 

kesehatan/tunjangan kesehatan, 

wilayah pedesaan/perkotaan, 

Jawa/Non-Jawa) 

Selanjutnya, model kedua menguji 

hubungan dari disabilitas netra terhadap 

kemiskinan di tahun 2014, sebagai berikut. 

𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦14𝑖 = 𝛼𝑖 +  𝛿𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙14𝑖 +

𝛽1𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢14𝑖 +

𝛽2𝑅𝑇14𝑖 +

𝛽3𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛14𝑖 +

 𝜀𝑖  

Keterangan: 

Poverty14i =  Indikator kemiskinan tahun 

2014 (1=miskin, 0= tidak 

miskin) 

Visual14i  =  Indikator gangguan 

penglihatan/disabilitas netra 

tahun 2014 (1= mengalami 

disabilitas netra, 0 = tidak 

mengalami disabilitas netra) 

Individui  = Karakteristik individu (jenis 

kelamin, umur, pendidikan, 

status pernikahan, status 

bekerja) 

RTi  =  Karakteristik rumah tangga 

(jenis kelamin kepala rumah 

tangga, ukuran rumah tangga) 

Lingkungani  =  Kondisi lingkungan (wilayah 

pedesaan/perkotaan, Jawa/Non-

Jawa) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Data IFLS 2014 menyediakan informasi 

mengenai individu yang mengalami gangguan 

penglihatan berdasarkan diagnosis dari tenaga 

kesehatan yang kemudian dikategorikan sebagai 

disabilitas netra. Sebagian besar individu dengan 

disabilitas netra tidak termasuk dalam kategori 

miskin (Tabel 2). Hanya 3% individu dengan 

disabilitas netra yang miskin. Berdasarkan jenis 

kelaminnya, individu dengan disabilitas netra 

didominasi oleh perempuan. Selain itu, mayoritas 

individu dengan disabilitas netra berumur antara 

25 dan 55 tahun.  

Tabel 2. Profil Individu dengan Disabilitas 

Netra 

Kategori Jumlah Persentas

e 

Status Kemiskinan     

Miskin 51 3,01 

Tidak Miskin 1.644 96,99 

Karakteristik 

Individu 

    

Jenis kelamin     

Laki-laki 677 39,94 

Perempuan 1.018 60,06 

Umur     

25 - 40 tahun 571 33,67 

41 - 55 tahun 642 37,86 

56 - 65 tahun 281 16,57 

> 65 tahun 201 11,87 

Pendidikan     

Pendidikan tinggi 950 56,05 
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Kategori Jumlah Persentas

e 

Pendidikan 

rendah 

745 43,95 

Status pernikahan     

Menikah 1.368 80,71 

Lainnya (belum 

menikah/cerai 

hidup/cerai mati) 

327 19,29 

Status bekerja     

Bekerja 1.192 70,32 

Tidak bekerja 503 29,68 

Rata-rata 

pengeluaran 

kesehatan per kapita 

(Rp) 

59.712   

Rata-rata konsumsi 

sayur mayur per 

kapita (%) 

10,7   

Karakteristik Rumah 

Tangga 

    

Jenis kelamin kepala 

rumah tangga 

    

Laki-laki 1.449 85,49 

Perempuan 246 14,51 

Rata-rata ukuran 

rumah tangga 

4   

Lingkungan     

Wilayah 

pedesaan/perkotaan 

    

Perkotaan 1.239 73,1 

Perdesaan 456 26,9 

Jawa/Non-Jawa     

Jawa 976 57,58 

Non-Jawa 719 42,42 

Kepemilikan asuransi 

kesehatan/tunjangan 

kesehatan 

    

Ya 1.074 63,36 

Tidak 621 36,64 

N=1.695 individu 

Sumber: Olah data IFLS 2014 

Data IFLS 2014 menunjukkan banyak 

individu dengan disabilitas netra yang 

berpendidikan tinggi, yaitu tamat dari sekolah 

menengah atas atau lulus dari universitas. 

Namun, masih banyak individu dengan 

disabilitas netra yang berpendidikan rendah 

(tidak bersekolah/tamat SD sederajat/tamat SMP 

sederajat). Terkait dengan status pernikahan, 

sebanyak 80,71% individu dengan disabilitas 

berstatus menikah. Mayoritas individu dengan 

disabilitas netra juga memiliki pekerjaan. 

Individu dengan disabilitas netra rata-rata 

mengeluarkan biaya kesehatan per kapita sebesar 

Rp59.712 setiap bulan dan rata-rata persentase 

konsumsi dan sayur per kapita setiap bulan 

sebesar 10,7% dari total pengeluaran pangan. 

Apabila dilihat dari karakteristik rumah 

tangganya, individu dengan disabilitas netra 

lebih banyak tinggal dalam rumah tangga yang 

dikepalai oleh seorang laki-laki. Berdasarkan 

data IFLS tahun 2014, hanya 14,51% individu 

dengan disabilitas netra yang tinggal dalam 

rumah tangga yang dikepalai oleh seorang 

perempuan. Individu dengan disabilitas netra 

juga tinggal di dalam rumah tangga yang rata-rata 

jumlah anggota rumah tangganya empat orang. 

Berkaitan dengan tempat tinggal, mayoritas 

individu dengan disabilitas netra tinggal di 

kawasan perkotaan. Individu dengan disabilitas 

netra tersebar di wilayah Jawa dan juga di luar 

Jawa. Namun, jumlah individu dengan disabilitas 

netra yang tinggal di Pulau Jawa sedikit lebih 

banyak dibandingkan dengan individu dengan 

disabilitas netra yang tinggal di luar Pulau Jawa. 

Selain itu, sebagian besar individu dengan 

disabilitas netra telah memiliki asuransi 

kesehatan atau tunjangan kesehatan. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu menguji hubungan dua arah antara 

kemiskinan dan disabilitas netra maka dilakukan 

tabulasi silang antara variabel kemiskinan dan 

disabilitas netra, serta antara variabel kontrol dan 

disabilitas netra, (Tabel 3). Dari seluruh sampel, 

persentase individu yang miskin dan mengalami 

disabilitas netra lebih rendah dibandingkan 

persentase individu yang tidak miskin dan 

mengalami disabilitas netra. Persentase individu 

yang miskin dan mengalami disabilitas netra 

sebesar 4,9%, sedangkan persentase individu 

yang tidak miskin dan mengalami disabilitas 

netra sebesar 9%. Hasil tabulasi silang 

menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan 

disabilitas netra berkorelasi. 
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Tabel 3. Tabulasi Silang Variabel Kemiskinan dan Variabel Kontrol  

dengan Disabilitas Netra 

Variabel 

Disabilitas Netra 
Total 

Chi2 Ya Tidak 

N % N % N % 

Kemiskinan 

Miskin 51 4,9 983 95,1 1.034 100,0 20,1416 

(0,000) Tidak miskin 1.644 9,0 16.641 91,0 18.285 100,0 

Karakteristik Individu               

Jenis Kelamin  

Laki - laki = 1 677 7,4 8.468 92,6 9.145 100,0 40,7677 

(0,000) Perempuan = 0 1.018 10,0 9.156 90,0 10.174 100,0 

Pendidikan  

Pendidikan Tinggi = 1 950 12,2 6.839 87,8 7.789 100,0 191,0430 

(0,000) Pendidikan Rendah = 0 745 6,5 10.785 93,5 11.530 100,0 

Status pernikahan 

Ya = 1 1.368 8,4 14.935 91,6 16.303 100,0 19,1040 

(0,000) Lainnya = 0 327 10,8 2.689 89,2 3.016 100,0 

Status bekerja  

Ya = 1 1.192 8,1 13.575 91,9 14.767 100,0 38,5536 

(0,000) Tidak = 0 503 11,1 4.049 88,9 4.552 100,0 

Lingkungan               

Wilayah pedesaan/perkotaan  

Perkotaan = 1 1.239 10,7 10.347 89,3 11.586 100,0 133,3386 

(0,000) Perdesaan = 0 456 5,9 7.277 94,1 7.733 100,0 

Jawa/Non-Jawa 

Jawa = 1 976 9,0 9.871 91,0 10.847 100,0 1,5524 

(0,213) Non-Jawa = 0 719 8,5 7.753 91,5 8.472 100,0 

Kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan  

Ya = 1 1.074 10,9 8.798 89,1 9.872 100,0 111,8163 

(0,000) Tidak = 0 621 6,6 8.826 93,4 9.447 100,0 
Sumber: Olah data IFLS 2014

Tabel 4 menunjukkan perbandingan rata-

rata usia, konsumsi sayur dan buah, serta biaya 

kesehatan dari individu dengan disabilitas netra 

dan individu yang tidak mengalami disabilitas 

netra. Apabila dilihat dari usia, individu dengan 

disabilitas netra memiliki rata-rata usia yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang 

tidak mengalami disabilitas netra. Sementara itu, 

apabila dilihat dari konsumsi sayur dan buah per 

kapita, individu yang mengalami disabilitas netra 

memiliki persentase pengeluaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak 

mengalami disabilitas netra. Demikian pula rata-

rata biaya kesehatan per kapita individu dengan 

disabilitas netra lebih tinggi dibandingkan 

dengan individu tanpa disabilitas netra. 

Berdasarkan profil individu dengan disabilitas 

netra, mayoritas dari mereka tidak termasuk 

dalam kategori miskin. Selain itu, berdasarkan 

data responden yang memeriksakan diri apakah 

dirinya mengalami gangguan penglihatan ke 

tenaga kesehatan, persentase individu yang 

miskin dan mengalami disabilitas netra lebih 

rendah dibandingkan dengan persentase individu 

yang miskin dan tidak mengalami disabilitas 

netra.

Tabel 4. Rata-rata Usia, Konsumsi Sayur dan Buah, dan Biaya Kesehatan pada Individu 

dengan Disabilitas Netra dan Individu Tanpa Disabilitas Netra 

Variabel 
Disabilitas Netra Mean Difference Test 

Ya Tidak t-hitung Probability 

Umur         

Min 25 25   

Rata-rata 48 43 -13,1891 0,0000 
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Variabel 
Disabilitas Netra Mean Difference Test 

Ya Tidak t-hitung Probability 

Max 101 96   

Persentase konsumsi sayur 

mayur per kapita 

    

Min 0 0   

Rata-rata 11 10 -4,935 0,0000 

Max 64 63   

Biaya kesehatan perkapita 

(dalam ribuan rupiah) 

    

Min 0 0   

Rata-rata 59,7 32,9 -5,7386 0,0000 

Max 6.250,0 8.341,7   
         Sumber: Olah data IFLS 2014 

Tabulasi silang juga dilakukan untuk 

melihat korelasi antara disabilitas netra dan 

kemiskinan serta variabel kontrol dan 

kemiskinan (Tabel 5). Persentase individu yang 

mengalami disabilitas netra dan miskin yaitu 3%. 

Sementara itu, persentase individu yang tidak 

mengalami disabilitas netra dan miskin sebanyak 

5,6%.  Berdasarkan hasil tabulasi silang tersebut, 

ada dugaan awal bahwa individu dengan 

disabilitas netra relatif tidak rentan untuk 

menjadi miskin. Untuk hasil tabulasi antara 

variabel kemiskinan dengan variabel kontrol, 

persentase perempuan yang miskin lebih sedikit 

dibandingkan dengan laki-laki yang miskin. 

Persentase individu yang berpendidikan tinggi 

dan miskin lebih rendah dibandingkan individu 

yang berpendidikan rendah dan miskin. Apabila 

dilihat dari status pernikahan, persentase individu 

yang berstatus menikah dan miskin lebih rendah 

dibandingkan dengan individu berstatus belum 

menikah/cerai hidup/cerai mati dan miskin. 

Individu bekerja dan termasuk miskin memiliki 

persentase yang lebih rendah dibandingkan 

dengan individu yang tidak bekerja dan masuk 

kategori miskin. Selanjutnya, persentase individu 

yang miskin dan tinggal dalam rumah tangga 

dengan kepala rumah tangga seorang laki-laki 

cenderung lebih tinggi dibandingkan individu 

yang miskin dan tinggal dalam rumah tangga 

dengan kepala rumah tangga seorang perempuan. 

Apabila dilihat dari segi wilayah, persentase 

individu yang miskin lebih tinggi pada orang 

yang hidup di perdesaan dan di Pulau Jawa

Tabel 5. Tabulasi Silang Variabel Disabilitas Netra dan Variabel Kontrol dengan Kemiskinan 

Variabel 
Miskin Tidak Miskin Total 

Chi2 
N % N % N % 

Disabilitas Netra 

Disabilitas Netra 51 3,0 1.644 97,0 1.695 100,0 20,141 

(0,000) Tidak Disabilitas Netra 983 5,6 16.641 94,4 17.624 100,0 

Karakteristik Individu        

Jenis Kelamin 

Laki - laki = 1 496 5,4 8.649 94,6 9.145 100,0 0,1752 

(0,676) Perempuan = 0 538 5,3 9.636 94,7 10.174 100,0 

Pendidikan 

Pendidikan Tinggi = 1 203 2,6 7.586 97,4 7.789 100,0 194,2644 

(0,000) Pendidikan Rendah = 0 831 7,2 10.699 92,8 11.530 100,0 

Status pernikahan 

Ya = 1 820 5,0 15.483 95,0 16.303 100,0 21,4398 

(0,000) Lainnya = 0 214 7,1 2.802 92,9 3.016 100,0 

Status bekerja 

Ya = 1 737 5,0 14.030 95,0 14.767 100,0 16,1574 

(0,000) Tidak = 0 297 6,5 4.255 93,5 4.552 100,0 

Karakteristik Rumah Tangga        

Jenis kelamin kepala rumah tangga 
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Variabel 
Miskin Tidak Miskin Total 

Chi2 
N % N % N % 

Laki-laki = 1 894 5,2 16.198 94,8 17.092 100,0 4,3369 

(0,037) Perempuan = 0 140 6,3 2.087 93,7 2.227 100,0 

Lingkungan        

Wilayah pedesaan/perkotaan 

Perkotaan = 1 572 4,9 11.014 95,1 11.586 100,0 9,8525 

(0,002) Perdesaan = 0 462 6,0 7.271 94,0 7.733 100,0 

Jawa/Non-Jawa 

Jawa = 1 606 5,6 10.241 94,4 10.847 100,0 2,6863 

(0,101) Non-Jawa = 0 428 5,1 8.044 94,9 8.472 100,0 
Sumber: Olah data IFLS 2014 

Tabel 6 menunjukkan perbandingan rata-

rata umur dan ukuran rumah tangga dari individu 

yang miskin dan tidak miskin. Kelompok 

individu yang miskin rata-rata umurnya sedikit 

lebih tua dibandingkan dengan kelompok 

individu yang tidak miskin. Untuk ukuran rumah 

tangga, kelompok individu yang miskin memiliki 

rata-rata jumlah anggota rumah tangga lebih 

banyak dibandingkan kelompok individu yang 

tidak miskin. 

Tabel 6. Rata-rata Usia dan Ukuran Rumah 

Tangga pada Individu Miskin dan Tidak 

Miskin 

Variabel Mis-

kin 

Tidak 

Miskin 

Mean Difference 

Test 

t-hitung Proba

bility 

Umur 

Min 25 25     

Rata-rata 46 43 -6,5098 0,0000 

Max 93 101     

Ukuran rumah tangga  

Min 1 1     

Rata-rata 5 4 -18,5578 0,0000 

Max 15 15     

Sumber: Olah data IFLS 2014 

Hasil Regresi Logistik 

Estimasi dengan model regresi logistik dilakukan 

untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan 

disabilitas netra. Secara umum, hasil estimasi 

menunjukkan bahwa individu yang miskin 

memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk 

mengalami disabilitas netra dibandingkan 

individu yang tidak miskin. Hasil ini tetap tidak 

berubah walaupun ditambahkan variabel kontrol 

(Tabel 7).  

Berdasarkan Tabel 7, individu yang miskin 

memiliki probabilitas 5,2% lebih rendah untuk 

mengalami disabilitas netra dibandingkan 

individu yang tidak miskin. Apabila dimasukkan 

variabel kontrol, hasilnya cenderung tidak 

berubah, yaitu individu yang miskin memiliki 

probabilitas yang lebih rendah 4 perse untuk 

mengalami disabilitas netra dibandingkan 

individu yang tidak miskin. Hasil ini 

menunjukkan bahwa arah koefisien dari variabel 

kemiskinan tidak berubah walaupun 

ditambahkan variabel kontrol. Temuan dari 

penelitian ini sejalan dengan kajian Gureje dkk. 

(2006) serta Trani dan Loeb (2012) yang 

menemukan bahwa kemiskinan bukan significant 

risk factor sebagai penyebab terjadinya 

disabilitas pada seseorang. 

 

Tabel 7. Marginal Effect Hubungan Kemiskinan dengan Disabilitas Netra 

Variabel Dependen: Disabilitas Netra 

Variabel 
Persamaan 7.1 Persamaan 7.2 Persamaan 7.3 

Koefisien Std Error Koefisien Std Error Koefisien Std Error 

Kemiskinan -0,0515 *** 0,0117 -0,0403 *** 0,0115 -0,0403 *** 0,0114 

Karakteristik 

individu 

                  

Jenis kelamin       -0,0356 *** 0,0044 -0,0348 *** 0,0044 

Pendidikan       0,0791 *** 0,0045 0,0667 *** 0,0046 

Status pernikahan       -0,0059   0,0053 -0,0062   0,0053 
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Variabel 
Persamaan 7.1 Persamaan 7.2 Persamaan 7.3 

Koefisien Std Error Koefisien Std Error Koefisien Std Error 

Status bekerja       -0,0057   0,0048 -0,0034   0,0048 

Umur       0,0028 *** 0,0002 0,0027 *** 0,0002 

Konsumsi sayur dan 

buah per kapita 

      0,0006 ** 0,0003 0,0006 ** 0,0003 

Biaya kesehatan per 

kapita 

      0,0000 *** 0,0000 0,0000 ** 0,0000 

Lingkungan                   

Wilayah 

perdesaan/perkotaan 

            0,0303 *** 0,0047 

Wilayah Jawa/Non-

Jawa 

            -0,0026   0,0041 

Kepemilikan 

asuransi 

kesehatan/tunjangan 

kesehatan 

            0,0298 *** 0,0042 

Level signifikansi: *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01 

Sumber: Olah data IFLS 2014 

 

Pada persamaan 7.2 dan 7.3, variabel yang 

signifikan berhubungan dengan disabilitas netra 

adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, 

konsumsi sayur dan buah per kapita, biaya 

kesehatan per kapita, wilayah 

perkotaan/perdesaan, dan kepemilikan asuransi 

kesehatan. Laki-laki memiliki probabilitas 

sebesar 3,5–3,6% lebih rendah untuk mengalami 

disabilitas netra dibandingkan perempuan. 

Selanjutnya, individu yang berpendidikan tinggi 

memiliki probabilitas sekitar 6,8–7,9% lebih 

tinggi untuk mengalami disabilitas netra 

dibandingkan individu yang berpendidikan 

rendah. Studi Woldeamanuel dkk. (2020) dan 

Paudel dkk. (2014) menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pendidikan maka semakin tinggi risiko 

mengalami disabilitas netra. Hal tersebut 

disebabkan karena individu yang berpendidikan 

tinggi menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

belajar dan melakukan kegiatan di dalam ruangan 

sehingga berisiko untuk menyebabkan terjadinya 

disabilitas netra. Selanjutnya, semakin 

bertambahnya umur meningkatkan risiko sebesar 

0.3% untuk mengalami disabilitas netra.  

Variabel sayur dan buah per kapita serta 

biaya kesehatan memiliki arah koefisien yang 

positif. Individu yang mengalami disabilitas 

netra semakin banyak mengonsumsi sayur dan 

buah. Selain itu, individu yang mengalami 

disabilitas netra cenderung mengeluarkan biaya 

kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan 

individu yang tidak mengalami disabilitas netra. 

Selanjutnya, individu yang tinggal di kawasan 

perkotaan juga lebih berisiko sebesar 3% untuk 

mengalami disabilitas netra dibandingkan 

individu yang tinggal di kawasan perdesaan. 

Individu yang memiliki asuransi kesehatan 

memiliki kemungkinan yang lebih tinggi sebesar 

2,9% untuk terdeteksi mengalami disabilitas 

netra. Hal ini karena mereka dapat pergi ke 

penyedia layanan kesehatan untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan, termasuk kemungkinan 

gangguan pada kesehatan mata. 

Tabel 8 menunjukkan hasil estimasi 

hubungan antara disabilitas netra dan 

kemiskinan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa 

individu yang mengalami disabilitas netra 

memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk 

menjadi miskin dibandingkan individu yang 

tidak mengalami disabilitas netra. Hasil estimasi 

Persamaan 8.1 menunjukkan bahwa individu 

dengan disabilitas netra memiliki probabilitas 

3,3% lebih rendah untuk menjadi miskin 

dibandingkan individu tanpa disabilitas netra. 

Ketika ditambahkan variabel kontrol, individu 

yang mengalami disabilitas netra memiliki 

probabilitas 2,7% lebih rendah untuk menjadi 

miskin dibandingkan individu tanpa disabilitas 

netra. Hasil estimasi ini sejalan dengan hasil 

penelitian Pham dkk. (2013) yang menunjukkan 

bahwa individu dengan disabilitas netra 

kebanyakan hidup dalam rumah tangga yang 

tidak miskin. Dalam studi Pham dkk. (2013), 

individu dengan disabilitas netra memiliki 
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pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi 

dibandingkan individu tanpa disabilitas netra. 

Hasil estimasi dalam penelitian ini juga 

mendukung temuan Bella dan Dartanto (2018) 

yang menyebutkan bahwa rumah tangga dengan 

kepala rumah tangga seorang disabilitas netra 

memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk 

menjadi miskin dibandingkan kepala rumah 

tangga dengan jenis disabilitas lainnya. Studi 

LPEM FEB UI (2017) dengan menggunakan data 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 

tahun 2016 juga menunjukkan bahwa individu 

dengan disabilitas netra memiliki probabilitas 

yang paling tinggi untuk dipekerjakan 

dibandingkan individu dengan jenis disabilitas 

lainnya. 

Individu dengan disabilitas netra dalam 

studi ini cenderung tidak miskin. Berdasarkan 

profil individu dengan disabilitas netra pada 

Tabel 2, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

individu dengan disabilitas netra memiliki 

pekerjaan. Mereka kemungkinan tidak 

mengalami disabilitas netra yang parah sehingga 

masih dapat bekerja. Sebagian besar dari mereka 

juga memiliki pendidikan yang tinggi. Selain itu, 

kemungkinan individu dengan disabilitas netra 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dalam 

Bella dan Dartanto (2018), Didi Tarsidi (Mantan 

Ketua Perhimpunan Tunanetra 

Indonesia/Pertuni) menyatakan bahwa seseorang 

dengan disabilitas netra cenderung percaya diri. 

Keterbatasan mereka dalam melihat justru 

membuat mereka tidak dapat memerhatikan 

orang-orang yang mungkin memandang rendah 

mereka, sehingga hal mereka cenderung percaya 

diri untuk menyatakan disabilitas yang mereka 

alami. Dengan demikian, penyandang disabilitas 

netra dapat lebih fokus untuk menggunakan 

tenaga dan pikirannya untuk melakukan kegiatan 

yang produktif, dibandingkan memikirkan 

pandangan orang lain mengenai disabilitas netra 

yang mereka alami.
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Tabel 8. Marginal Effect Hubungan Disabilitas Netra dengan Kemiskinan 

Variabel Dependen: Kemiskinan 

Variabel Persamaan 8.1 Persamaan 8.2 Persamaan 8.3 Persamaan 8.4 

Koefisien Std Error Koefisien Std Error Koefisien Std Error Koefisien Std Error 

Disabilitas Netra -0,0326 *** 0,0074 -0,0274 *** 0.0074 -0,0274 *** 0,0073 -0,0268 *** 0,0073 

Karakteristik Individu           ,  

Jenis Kelamin    0,0095 *** 0.0035 0,0098 *** 0,0036 0,0097 *** 0,0036 

pendidikan    -0,0503 *** -0.0043 -0,0485 *** 0,0042 -0,0468 *** 0,0043 

Status pernikahan    -0,0163 *** 0.0041 -0,0162 *** 0,0046 -0,0170 *** 0,0046 

Status bekerja    -0,0142 *** 0.0039 -0,0094 ** 0,0039 -0,0096 ** 0,0039 

Umur    0,0002  0.0001 0,0003 ** 0,0001 0,0003 ** 0,0001 

Karakteristik Rumah Tangga             

Jenis kelamin kepala rumah tangga       -0,0104 * 0,0055 -0,0101 * 0,0055 

Ukuran rumah tangga       0,0132 *** 0,0008 0,0134 *** 0,0008 

Lingkungan             

Wilayah pedesaan/perkotaan          -0,0069 ** 0,0033 

Wilayah Jawa/Non-Jawa          0,0087 *** 0,0033 

Level signifikansi: *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01 

Sumber: Olah data IFLS 2014
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Selain karena individu dengan disabilitas 

netra memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 

pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

sebagai wujud dukungan kepada penyandang 

disabilitas, termasuk disabilitas netra, yaitu UU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Aturan tersebut memberikan mandat 

bagi lembaga pemerintah dan BUMN untuk 

menyediakan kuota sebanyak 2% dari total 

pekerja untuk mempekerjakan penyandang 

disabilitas. Sementara itu, perusahaan swasta 

diwajibkan memberikan kuota sebanyak 1% dari 

total tenaga kerja bagi penyandang disabilitas 

(Mani dkk., 2022). Keberadaan komunitas atau 

organisasi yang menaungi individu dengan 

disabilitas netra juga berperan positif dalam 

membantu individu dengan disabilitas netra 

untuk mengakses pendidikan dan juga lapangan 

pekerjaan. Pertuni telah menerbitkan dokumen 

yang berisi panduan perekrutan tenaga kerja 

individu dengan disabilitas netra (DPP Pertuni, 

t.t.). Panduan tersebut dapat menjadi acuan bagi 

perusahaan yang ingin merekrut individu dengan 

disabilitas netra. 

Individu dengan disabilitas netra juga 

cenderung dapat beradaptasi serta dapat 

memanfaatkan teknologi yang ada untuk 

membantu mendukung kegiatan mereka sehari-

hari. Individu yang mengalami disabilitas netra 

dapat dilatih untuk menggunakan perangkat dan 

teknologi yang adaptif bagi orang dengan 

disabilitas netra (Jeffres & MacKay, 1997; 

Raasch dkk., 1997; Stoll dkk., 1995). Oleh 

karena itu, individu dengan disabilitas netra dapat 

melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja dan 

belajar. Saat ini, sudah banyak teknologi yang 

dapat digunakan oleh individu dengan disabilitas 

netra untuk menunjang aktivitas mereka. 

Misalnya, terdapat buku yang saat ini sudah 

tersedia dalam format audio digital atau dalam 

format EPUB yang dapat dibaca dengan 

menggunakan komputer maupun telepon pintar. 

Selain itu, smartphone juga menyediakan 

berbagai macam aplikasi pembaca layar yang 

dapat dimanfaatkan oleh individu dengan 

disabilitas netra, seperti aplikasi Talk Back yang 

berbasis Android. Selain itu, screen reader 

software, seperti Non-Visual Desktop Access 

(NVDA), dapat membantu individu dengan 

disabilitas netra ketika menggunakan komputer 

(DPP Pertuni, t.t.). Untuk menunjang aktivitas 

sehari-hari, aplikasi smartphone dapat digunakan 

untuk mengetahui nilai nominal mata uang 

rupiah, misalnya Mas Jawa T-Netra. Ada juga 

aplikasi Tap-Tap See yang dapat dimanfaatkan 

oleh tunanetra untuk mengenali lingkungan di 

sekitarnya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi objek dengan cara yaitu 

memotret objek yang diinginkan kemudian akan 

ada identifikasi kembali melalui suara (Hidayat, 

2020). 

Terkait variabel kontrol, Tabel 8 

menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 

probabilitas 0,9% lebih tinggi untuk menjadi 

miskin dibandingkan perempuan. Individu yang 

berpendidikan tinggi berisiko 4,7–5% lebih 

rendah untuk menjadi miskin dibandingkan 

individu yang berpendidikan rendah. Individu 

yang menikah juga memiliki probabilitas 1,6–

1,7% lebih rendah untuk menjadi miskin 

dibandingkan individu belum menikah/cerai 

hidup/cerai mati. Selanjutnya, individu yang 

bekerja memiliki probabilitas 0,9–1,4% lebih 

rendah untuk menjadi miskin dibandingkan 

individu yang tidak bekerja. Terkait umur, 

semakin bertambahnya usia maka semakin besar 

kemungkinan untuk menjadi miskin. Individu 

yang tinggal dalam rumah tangga dengan jenis 

kelamin perempuan memiliki probabilitas 1% 

lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan 

individu yang tinggal dalam rumah tangga 

dengan kepala rumah tangga laki-laki. 

Selanjutnya, individu yang tinggal di kawasan 

perkotaan memiliki probabilitas 0,6% lebih 

rendah untuk menjadi miskin dibandingkan 

individu yang tinggal di perdesaan. Sementara 

itu, individu yang tinggal di Pulau Jawa memiliki 

probabilitas lebih tinggi sebesar 0,8% untuk 

menjadi miskin dibandingkan individu yang 

tinggal di luar Pulau Jawa. 

KESIMPULAN 

Penglihatan yang sehat telah menjadi fokus 

perhatian dari berbagai pihak karena pentingnya 

peran penglihatan dalam kehidupan manusia. 

Namun, jumlah individu yang mengalami 

disabilitas netra menunjukkan peningkatan dari 

waktu ke waktu. Berbagai macam faktor dapat 
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memengaruhi terjadinya disabilitas netra, 

termasuk kemiskinan. Selain itu, disabilitas netra 

dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. 

Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan dua 

arah antara kemiskinan dan disabilitas netra di 

Indonesia dengan menggunakan data gelombang 

5 IFLS pada tahun 2014. Temuan studi ini tidak 

sesuai dengan hipotesis dan temuan kebanyakan 

penelitian terdahulu. Hasil estimasi 

menunjukkan tidak ditemukan adanya hubungan 

dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra. 

Hasil estimasi dengan model regresi logistik 

menunjukkan bahwa individu yang miskin 

memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk 

mengalami disabilitas netra dibandingkan 

dengan individu yang tidak miskin. Di sisi lain, 

individu yang mengalami disabilitas netra 

memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk 

menjadi miskin dibandingkan individu yang 

tidak mengalami disabilitas netra. 

Temuan studi ini menunjukkan bahwa 

individu dengan disabilitas netra masih memiliki 

kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas, 

salah satunya bekerja untuk menghasilkan 

pendapatan. Penetapan UU Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah 

satu langkah nyata pemerintah untuk 

meningkatkan kepedulian pada hak-hak 

penyandang disabilitas, termasuk disabilitas 

netra. Peraturan tersebut dapat menjadi upaya 

untuk mengubah dan menghilangkan stigma 

negatif terhadap individu dengan disabilitas netra 

di masyarakat sehingga mereka dapat 

memanfaatkan berbagai peluang yang ada, 

termasuk kesempatan untuk dapat mengakses 

pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk 

bekerja. Selain itu, penting untuk menyediakan 

infrastruktur yang bersifat universal design 

dalam fasilitas publik sehingga individu dengan 

disabilitas netra juga dapat memperoleh peluang 

yang sama dengan individu tanpa disabilitas 

netra untuk memanfaatkan fasilitas publik 

tersebut.  

Penelitian ini masih memiliki beberapa 

keterbatasan yang dapat menjadi perhatian dan 

dapat menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. 

Pertama, indikator disabilitas netra yang 

digunakan dalam studi ini menggunakan 

pertanyaan dari kuesioner IFLS yaitu diagnosis 

dari tenaga kesehatan terkait gangguan 

penglihatan oleh tenaga kesehatan. Namun, 

individu yang mampu memeriksakan diri ke 

tenaga kesehatan atau membeli kacamata untuk 

membantu penglihatan kemungkinan merupakan 

individu yang berasal dari rumah tangga yang 

tidak miskin. Apabila menggunakan pertanyaan 

pernah mengalami katarak yang ada dalam 

kuesioner, maka jumlah individu yang 

mengalami katarak terlalu sedikit. Sementara itu, 

penelitian sebelumnya menggunakan ukuran 

disabilitas netra yang lebih spesifik (Arifin & 

Ananta, 2021; Bella & Dartanto, 2016; Kuper 

dkk., 2008; Murthy dkk., 2005; Pham dkk., 

2013).  

Kedua, indikator disabilitas netra yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak mencakup 

tingkat keparahan dari disabilitas netra yang 

dialami oleh individu. Individu yang dianggap 

mengalami disabilitas netra dalam penelitian ini 

kemungkinan tidak mengalami disabilitas netra 

yang parah sehingga mereka masih dapat 

melakukan berbagai aktivitas, termasuk bekerja 

untuk memperoleh pendapatan, sehingga mereka 

tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, 

terdapat kemungkinan bahwa individu yang 

menggunakan kacamata untuk membantu 

penglihatan juga masih mengalami masalah 

dalam penglihatan walaupun tidak termasuk 

dalam kategori yang parah. Ketiga, indikator 

kemiskinan yang dibentuk dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan konsumsi dan ukuran 

yang digunakan adalah konsumsi per kapita. 

Hasil studi kemungkinan akan berbeda apabila 

kemiskinan diukur dengan menggunakan 

indikator lainnya, misalnya pendapatan per 

kapita. Keempat, pengukuran kemiskinan dengan 

pendekatan konsumsi dalam penelitian ini tidak 

mempertimbangkan bobot dari konsumsi 

individu dalam rumah tangga, baik untuk 

individu dewasa maupun anak-anak. Jumlah 

konsumsi individu dewasa kemungkinan lebih 

banyak dibandingkan konsumsi individu yang 

masih anak-anak.
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